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 1. Ringkasan Eksekutif 

 Pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur 
 merupakan  fondasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  Visi  Indonesia  2045  yaitu  menjadi  negara 
 ekonomi  terbesar  keempat  atau  kelima  di  dunia.  Meski  naik  dari  peringkat  55  pada  2008  menjadi  35  pada 
 2015,  daya  saing  Indonesia  masih  lebih  rendah  dibandingkan  negara  tetangga  seperti  Malaysia  (25)  dan 
 Thailand  (34).  Karena  letak  geografisnya,  infrastruktur  selalu  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  dan 
 menjadi  hambatan  utama  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial.  Pada  saat  yang  sama,  kelangkaan 
 Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  sangat  terampil  merupakan  hambatan  utama  bagi  pembangunan 
 infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia. 

 Survei  Human  Capital  Development  Plan  (HCDP)  di  Bidang  Infrastruktur  dilakukan  dalam  rangka 
 memahami  kesenjangan  SDM  nasional  di  sektor  infrastruktur  dan  menyusun  rencana  pengembangan 
 SDM  untuk  mendukung  pengembangannya  baik  di  sektor  swasta  maupun  sektor  publik  (Aparatur  Sipil 
 Negara/ASN).  Kajian  ini  mempertimbangkan  faktor-faktor  di  sektor  infrastruktur  baik  internal  maupun 
 eksternal  yang  mempengaruhi  ketersediaan  dan  kebutuhan  untuk  proyeksi  jangka  pendek,  menengah, 
 dan  panjang.  Studi  ini  didukung  oleh  Occupational  Employment  and  Vacancy  Survey  (OEVS)  yang 
 dilakukan  di  delapan  provinsi  (Sumatera  Utara,  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa 
 Timur,  Bali,  dan  Sulawesi  Selatan)  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  prospek  pekerjaan  yang 
 terdapat  di  sektor  infrastruktur  serta  wawancara  dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk 
 mengembangkan rekomendasi yang sudah ditargetkan dan bersifat holistik untuk bangsa. 

 Sektor  infrastruktur  di  Indonesia  diperkirakan  akan  tumbuh  mengikuti  proyek  strategis  nasional 
 pemerintah  dan  ekosistem  pendidikan.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  rencana  pembangunan  Ibu  Kota 
 Baru  di  Kalimantan  Timur.  Dari  tahun  2015  hingga  2030,  investasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  di 
 Indonesia  diperkirakan  akan  meningkat  sebesar  4,5  persen  per  tahun,  dengan  pembangunan  Ibu  Kota 
 baru  sebagai  salah  satu  proyek  utamanya.  Di  sisi  lain,  pendidikan  dan  pengembangan  keterampilan 
 untuk  sektor  ini  mengalami  ketertinggalan  karena  tantangan  distribusi  bakat,  populasi  pengajar  kejuruan 
 yang  tidak  mencukupi  yang  diperburuk  dengan  gelombang  pensiun,  perubahan  kurikulum  dan  program 
 studi,  dan  fasilitas  yang  sudah  usang.  Pada  skala  global,  sektor  infrastruktur  di  Indonesia  terkena  dampak 
 peningkatan digitalisasi dan urbanisasi, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim. 

 Faktor  pendorong  global  seperti  meningkatnya  urbanisasi  nasional,  percepatan  digitalisasi  sektor 
 infrastruktur,  perubahan  iklim,  dan  kelangkaan  sumber  daya  mendorong  proyek-proyek  infrastruktur 
 menjadi  lebih  kompleks.  Proyek  kompleks  ini  memerlukan  keterampilan  khusus  dalam  tenaga  kerja, 
 seperti  BIM,  green  building,  smart  cities,  operator  kereta  otomatis,  dan  lain-lain.  Peningkatan  kebutuhan 
 akan  keterampilan  tenaga  kerja  melebihi  kemampuan  sektor  untuk  menyesuaikan  ketersediaan  tenaga 
 kerja  mereka;  meskipun  jumlah  total  tenaga  kerja  yang  memenuhi  syarat  lebih  besar  dari  total  kebutuhan 
 lapangan  kerja,  43  persen  pekerjaan  berdasarkan  survei  OEVS  menunjukkan  indikator  adanya 
 kekurangan keterampilan (mempengaruhi 70 persen dari total tenaga kerja di sektor ini). 

 Dari  sisi  pembangunan  SDM  nasional,  ada  enam  kesenjangan  besar.  Pertama,  ada  kesenjangan 
 kepemimpinan  dalam  pengembangan  SDM  di  sektor  ini.  Kedua,  kekurangan  keterampilan  ada  di 
 sebagian  besar  jenis  pekerjaan,  bukan  hanya  di  jenis  pekerjaan  yang  baru  muncul.  Ketiga,  tidak  ada 
 cukup  dukungan  untuk  reskilling  tenaga  kerja  saat  transisi  di  pertengahan  karir  mereka.  Keempat, 
 kapasitas  akademik  yang  tidak  memadai  untuk  melatih,  upskill,  dan  reskill  tenaga  kerja  di  sektor  ini. 
 Kelima,  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  kerja  yang  tidak  merata  antara  tenaga  kerja  di  pulau  Jawa  dengan 
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 daerah  lain  di  Indonesia.  Keenam,  pekerjaan  di  sektor  infrastruktur  kehilangan  daya  tariknya 
 dibandingkan dengan pekerjaan di sektor lainnya. 

 Gambar 1. Rencana Pengembangan SDM Nasional di Sektor Infrastruktur 

 Empat misi utama tersebut diatas perlu dilakukan dengan mengikuti kiprah Satgas (Satuan Tugas) 
 Pengembangan SDM infrastruktur untuk mengembangkan tenaga kerja kelas dunia yang siap dan 
 mampu membangun infrastruktur untuk pertumbuhan Indonesia: 

 1.  Membangun  struktur  tata  kelola  untuk  menyelaraskan,  melaksanakan,  dan  memantau  inisiatif 
 pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  komprehensif  melalui  pembentukan  Satgas 
 Pengembangan  SDM  dan  penyelarasan  peran  serta  tanggung  jawab  lembaga  pemerintah, 
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 lembaga  akademik  dan  sektor  swasta.  Peningkatan  dan  kejelasan  akuntabilitas  untuk  setiap 
 organisasi  ini  bertujuan  untuk  mendorong  program  pengembangan  SDM  yang  dapat  dikut 
 berorientasi pada target dan output. 

 2.  Menciptakan  inisiatif  pengembangan  SDM  khusus  daerah  untuk  membantu  setiap  daerah 
 membangun  SDM  yang  kuat  dengan  keunggulan  yang  kompetitif  melalui  pembagian  Satgas 
 tingkat  nasional  dan  daerah.  Hal  ini  membangun  kapasitas  daerah  dalam  mengembangkan 
 pengembangan  SDM  dari  bawah  ke  atas,  yang  memungkinkan  inisiatif  dan  bimbingan  dari  atas 
 ke bawah. 

 3.  Memperkuat  pelatihan  sektor  dan  kapasitas  akademik  untuk  mengembangkan  tenaga  kerja 
 terampil  melalui  peningkatan  investasi  dalam  pendidikan  kejuruan,  dukungan  pendanaan 
 langsung  dalam  pengembangan  SDM,  dan  standarisasi  perjanjian  kemitraan  antara  lembaga 
 akademik  dan  sektor  swasta  dan  organisasi  internasional.  Tujuan  dari  strategi  yang  ditetapkan 
 dalam  misi  kedua  ini  adalah  untuk  memungkinkan  daerah  memilih  inisiatif  yang  sudah 
 ditargetkan yang paling selaras dengan rencana pembangunan daerahnya. 

 4.  Mengembangkan  pandangan  yang  akurat  dan  terdidik  tentang  karir  di  sektor  infrastruktur  sebagai 
 karir  yang  bermakna  yang  berkontribusi  pada  pertumbuhan  bangsa,  dengan  menyediakan  jalur 
 karir yang luas dan informasi tentang kompensasi dan kisah-kisah orang-orang di sektor ini. 

 Human  Capital  Development  Plan  akan  memerlukan  kolaborasi  yang  luas  dan  bermakna  di  antara  lima 
 kelompok  pemangku  kepentingan  utama,  yaitu  pemerintah,  sektor  swasta,  lembaga  akademik,  organisasi 
 internasional,  dan  asosiasi  profesional.  Penyelesaian  misi-misi  di  atas  akan  membuahkan  hasil  yang 
 diharapkan  dari  peningkatan  kelincahan  dalam  pengambilan  keputusan  pengembangan  SDM, 
 peningkatan  dampak  untuk  jumlah  sumber  daya  yang  dihabiskan,  peningkatan  standarisasi  keterampilan 
 melalui  penggunaan  kerangka  kompetensi  sebagai  titik  awal  untuk  pengembangan  sumber  daya 
 manusia,  pengurangan  hambatan  untuk  kemitraan,  pengurangan  kesenjangan  dalam  keterampilan  yang 
 baru  muncul  dan  keterampilan  inti  non-teknis,  distribusi  keterampilan  khusus  yang  lebih  baik  di  seluruh 
 negeri, peningkatan mobilitas bakat, dan peningkatan minat dalam pekerjaan infrastruktur. 

 Akhirnya,  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  mumpuni  dan  terampil  di  sektor  infrastruktur,  Indonesia  akan 
 dapat  secara  efektif  mengembangkan  proyek  strategis  nasional  dan  infrastruktur  yang  dibutuhkannya 
 sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di masa depan. 

 17 



 18 



 2  .  Gambaran Umum Proyek 

 2.1 Latar Belakang Proyek 

 Indonesia  dianugerahi  dengan  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  dan  populasi  pemuda  yang  tumbuh 
 pesat  dan  siap  untuk  pembangunan  ekonomi.  Pertumbuhan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  sebesar 
 5,2  persen  pada  tahun  2018  diperkirakan  akan  berlanjut  sampai  dengan  tahun  2019  dan  mencapai  5,3 
 persen  .  Melanjutkan  penerapan  perubahan  struktural  dan  menghadapi  masalah  global  yang  belum 1

 terselesaikan berpotensi menghasilkan peningkatan produktivitas tambahan. 

 Daya  saing  Indonesia  telah  meningkat  secara  signifikan  selama  dekade  terakhir,  naik  dari  peringkat 
 ke-55  secara  global  pada  tahun  2008  menjadi  peringkat  ke-34  pada  tahun  2015.  Peringkat  ini  masih 
 lebih  rendah  dibandingkan  negara  tetangga  seperti  Malaysia  (ke-25)  dan  Thailand  (ke-34)  .  Jika 2

 Indonesia  ingin  mencapai  visi  Indonesia  2045  untuk  berkembang  menjadi  ekonomi  terbesar  keempat 
 atau  kelima  di  dunia,  Indonesia  harus  memprioritaskan  peningkatan  produktivitas,  pertumbuhan 
 ekonomi yang inklusif, dan ketahanan  . 3

 Sebagai  bagian  dari  visi  strategis  ini,  fokus  diberikan  pada  pembangunan  infrastruktur  dan 
 pengembangan  sumber  daya  manusia.  Infrastruktur  selalu  menjadi  tantangan  bagi  negara  kepulauan 
 dan menjadi kendala besar bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, terutama di luar pulau Jawa. 

 Ketimpangan  pendapatan  dan  kemiskinan 
 berkurang  jika  jaringan  infrastruktur  berkualitas 
 tinggi  dan  didistribusikan  secara  luas  .  Antara 4

 tahun  2015  dan  2019,  investasi  infrastruktur 
 pemerintah  meningkat,  sementara  kualitas 
 infrastruktur  tidak  demikian.  Hambatan  utama 
 bagi  pembangunan  infrastruktur  berkualitas 
 tinggi  di  Indonesia  adalah  kelangkaan  sumber 
 daya  manusia  yang  sangat  terampil  . 5

 Penelitian  menyeluruh  diperlukan  untuk 
 menjembatani  kesenjangan  saat  ini  dalam 
 pengembangan  sumber  daya  manusia  di 
 sektor  infrastruktur  baik  dari  sisi  ketersediaan 
 maupun kebutuhan tenaga kerja. 

 Sebagian  besar  tantangan  dalam 
 pembangunan  infrastruktur  adalah  kekurangan 
 karyawan  terlatih  di  sektor  ini,  serta  kebutuhan 

 untuk meningkatkan keterampilan aparatur sipil negara di sektor pemerintah. 

 5  Indonesia Investment, 2019 

 4  World Economic Forum, 2016 

 3  The World in 2050 Report, 2017 

 2  World Economic Forum, 2019 

 1  ADB, 2019 
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 Sebagai  negara  terpadat  keempat  di  dunia,  Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya  manusia  yang 
 besar  dan  kebutuhan  akan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Sebagai  contoh,  aparatur  sipil  negara 
 yang  terampil  dapat  menjalankan  birokrasi  dengan  lebih  efisien,  menciptakan  pelayanan  publik  yang 
 lebih  bermakna,  kebijakan  yang  lebih  baik  dan  lebih  berdampak  yang  mengarah  pada  pertumbuhan 
 yang  lebih  baik.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  global  yang  pesat  memberikan  tantangan  tambahan 
 bagi  re-organisasi  sektor  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  baik  di  sektor 
 pemerintah maupun swasta. 

 Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  ini,  penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  kolaborasi  antara 
 JICA  dan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengidentifikasi  kesenjangan  antara  kebutuhan  sumber  daya 
 manusia  negara  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada,  serta  untuk  mengembangkan  strategi  untuk 
 menjembatani  kesenjangan,  dan  pada  akhirnya  memfasilitasi  sektor  infrastruktur  yang  dilengkapi 
 dengan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil untuk membangun masa depan Indonesia. 

 2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek 

 Ruang  lingkup  proyek  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  data  dan  menyusun  strategi  pengembangan 
 sumber  daya  manusia  nasional  baik  non-ASN  maupun  ASN  yang  dibutuhkan  Indonesia  untuk 
 mendukung  sektor  infrastruktur  (konstruksi,  transportasi,  dan  pergudangan).  Kajian  ini  mencakup 
 survei  yang  melibatkan  delapan  provinsi  yaitu  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa 
 Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. 

 Tujuan  dari  proyek  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  data  dan  mengembangkan  strategi  sumber  daya 
 manusia untuk sektor infrastruktur. Proyek ini akan mengembangkan empat keluaran: 

 ●  Data  tentang  ketersediaan  dan  kebutuhan  SDM  Nasional  dalam  jangka  pendek,  menengah, 
 dan  panjang  di  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara, 
 Sulawesi  Selatan,  dan  Bali  dengan  fokus  pada  sektor  infrastruktur  (Konstruksi,  Transportasi, 
 dan Pergudangan). 

 ●  Strategi  Pembangunan  SDM  Nasional  untuk  mengatasi  kesenjangan  kebutuhan  dan 
 ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang  di  Banten, 
 DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara,  Sulawesi  Selatan,  dan 
 Bali. 

 ●  Rekomendasi  kerangka  kerja  pengelolaan  dan  pengembangan  untuk  HCDP  di  sektor 
 infrastruktur;  masukan  tentang  kerangka  kerja  standar  dan  metode  untuk  mengembangkan 
 HCDP. 

 ●  Rekomendasi  yang  disarankan  mengenai  rencana  investasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dan 
 kerja sama dari Jepang untuk pengembangan sumber daya manusia menurut HCDP. 

 2.3 Manajemen Proyek 

 Proyek  ini  memiliki  delapan  kegiatan  utama:  (1)  kick-off  ,  mobilisasi  dan  perencanaan  proyek;  (2)  revisi 
 perencanaan  terperinci,  tinjauan  dokumen,  dan  pengumpulan  data  sekunder;  (3)  konsultasi  dengan 
 pemangku  kepentingan  utama;  (4)  pelaksanaan  survei  lapangan;  (5)  benchmarking  ;  (6)  menyusun 
 Strategi  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Nasional;  (7)  menyusun  kerangka  kerja  Rencana 
 Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Nasional  di  Sektor  Infrastruktur;  dan  (8)  menyusun 
 rekomendasi  yang  disarankan  mengenai  rencana  investasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dan 
 kemungkinan kerja sama dengan Jepang dalam HCDP. 
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 Ada  tiga  tahapan  pencapaian  utama  untuk  proyek  ini.  Tahapan  pencapaian  pertama  adalah  bulan 
 ketiga  dalam  proyek,  setelah  kegiatan  1  dan  2  selesai  dan  konsultasi  dengan  pemangku  kepentingan 
 utama  (kegiatan  3)  dilakukan.  Tahapan  pencapaian  kedua  adalah  penyajian  temuan  awal  yang 
 dilakukan  setelah  kegiatan  4  dan  5  selesai.  Tahapan  pencapaian  terakhir  adalah  penyajian  laporan 
 akhir  yang  akan  dilakukan  setelah  sisa  kegiatan  lainnya  selesai.  Proyek  ini  dijalankan  dengan 
 kolaborasi  bersama  para  ahli.  Subject  matter  expert  di  bidang  pengembangan  sumber  daya  manusia 
 dan  sektor  infrastruktur  berkontribusi  pada  konsultasi  dengan  pemangku  kepentingan,  benchmarking 
 serta pengembangan strategi dan rekomendasi. 

 Untuk  survei  lapangan,  ahli  sampling  membantu  mengembangkan  kerangka  sampling  survei  yang 
 digunakan  perusahaan  survei  untuk  melakukan  survei  di  8  provinsi.  Durasi  proyek  pada  awalnya 
 adalah  10  bulan  dari  April  2021  hingga  Januari  2022.  Namun,  karena  situasi  COVID-19,  survei 
 lapangan  dimulai  lebih  lambat  dari  yang  direncanakan  untuk  lokasi  di  Pulau  Jawa,  sesuai  dengan 
 peraturan  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  yang  berlaku  pada  saat  itu  dan 
 memerlukan  perpanjangan  untuk  menjamin  validitas  hasil  survei.  Oleh  karena  itu,  proyek  diperpanjang 
 hingga pertengahan Maret 2022, dengan total durasi hampir 12 bulan. 

 2.4 Mitigasi Risiko 

 Selama  proyek  berlangsung,  teridentifikasi  tiga  risiko  berdampak  tinggi  yang  terjadi  dalam 
 pelaksanaan  survei  lapangan  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Risiko  tersebut  adalah:  (1) 
 pelaksanaan  survei  lapangan  tidak  sesuai  dengan  jadwal  dan  perencanaan  yang  telah  disepakati;  (2) 
 rendahnya akurasi informasi daftar sampel; dan (3) data sekunder tidak tersedia. 

 Risiko  pelaksanaan  survei  lapangan  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  dan  perencanaan  yang  telah 
 disepakati  timbul  karena  periode  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat  (PPKM  Darurat)  untuk 
 wilayah  di  Jawa  dan  Bali  diterapkan  mulai  2  Juli  2021  dan  terus  diperpanjang  hingga  20  Oktober 
 2021.  Selain  itu,  PPKM  di  luar  Jawa  dan  Bali  diperpanjang  hingga  8  November  2021.  Kondisi  tersebut 
 mengharuskan perubahan alur kerja survei sebagai tindakan mitigasi: 

 1.  Pemantauan ketat tingkat wilayah PPKM dan kasus COVID-19. 
 2.  Prioritas  wilayah  dengan  risiko  rendah  COVID-19  untuk  pelaksanaan  survei;  survei  awal 

 dilakukan  di  wilayah  PPKM  level  3  dan  yang  lebih  rendah  (Sumatra  Utara,  Sulawesi  Selatan, 
 dan Bali) dengan protokol kesehatan COVID-19 untuk wawancara tatap muka; 

 3.  Verifikasi  ketersediaan  perusahaan  melalui  panggilan  telepon  untuk  pengambilan  sampel  di 
 Pulau Jawa dilakukan selama PPKM level 4 berlaku; 

 4.  Set tambahan daftar sampel pengganti. 

 Selain  itu,  metode  survei  alternatif,  seperti  survei  telepon  dan  wawancara  virtual,  dipertimbangkan  dan 
 didiskusikan  dengan  pakar  sampling  dan  perusahaan  survei.  Karena  berdampak  pada  validitas  hasil 
 survei  jika  ada  perubahan  metode  survei,  metode  alternatif  tidak  dilakukan.  Selain  itu,  untuk 
 mengimbangi  keberhasilan  sampel  hasil  survey  yang  lebih  rendah,  studi  kualitatif  diperkuat  dengan 
 melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan para ahli  . 6

 6  Lihat tabel 3.4 pemangku kepentingan eksternal yang  diwawancarai tentang Metodologi analisis kualitatif jangka menengah 
 hingga jangka panjang 

 21 



 Keakuratan  informasi  daftar  sampel  yang  rendah  terjadi  karena  daftar  sampel  diambil  terutama  dari 
 Sensus  Ekonomi  2016,  yang  mengakibatkan  beberapa  data  perusahaan  yang  ada  dalam  daftar 
 sampel  sudah  usang.  Untuk  mengimbangi  kekurangan  Sensus  Ekonomi  2016,  daftar  perusahaan  dari 
 LKPP  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah)  dan  daftar  badan  usaha  milik 
 negara  ditambahkan  ke  daftar  sampel.  Bahkan  dengan  langkah-langkah  tersebut,  masih  banyak 
 perusahaan yang tidak dapat dihubungi, sehingga berdampak pada hasil survei. 

 Perubahan  pelaksanaan  survei  dan  rendahnya  akurasi  daftar  sampel  juga  berdampak  pada  distribusi 
 KBLI  hasil  survey,  khususnya  KBLI  410  (Konstruksi  Bangunan),  493  (Angkutan  Melalui  Saluran  Pipa), 
 dan  511  (Angkutan  Udara  untuk  Penumpang).  Perusahaan  KBLI  410  yang  disurvei  kurang  dari  yang 
 direncanakan  karena  mayoritas  perusahaan  berada  di  DKI  Jakarta  yang  saat  disurvei  kemudian  pada 
 jadwal  pelaksanaan  survei  lapangan  harus  mengikuti  PPKM.  Selain  itu,  banyak  perusahaan  dengan 
 KBLI  410  tidak  dapat  ditemukan  atau  tutup.  Perusahaan  KBLI  493  dan  511  dalam  daftar  sampel 
 berjumlah sedikit dan beberapa di antaranya tutup dan menolak dengan alasan situasi COVID-19. 

 Proyek  ini  juga  mengeksplorasi  berbagai  sumber  data  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk 
 memperkuat  data  dan  informasi  sekunder  dengan  analisis  kualitatif.  Data  dan  informasi  dikumpulkan 
 melalui  wawancara  dan  diskusi  kelompok  terfokus  dengan  para  pemangku  kepentingan,  termasuk 
 kementerian, Lembaga pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan asosiasi terkait. 
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 3  . Kerangka Kerja dan Metodologi 

 3.1 Kerangka Kerja Proyek 
 Proyek  dirancang  untuk  mengembangkan  keluaran  dengan  prinsip-prinsip  panduan  yang  diambil  dari 
 kerangka kerja berikut ini: 

 Gambar 3. Kerangka kerja rencana pengembangan sumber daya manusia 

 Tiga  Faktor  Tenaga  Kerja  Nasional  (pendidikan,  sektor  industri,  dan  konteks  sosial)  merupakan 
 perspektif  holistik  dari  kerangka  kerja.  Faktor  pendidikan  meliputi  perspektif  pelajar  (dinamika 
 pembelajaran,  biaya,  dan  lapangan  kerja),  tenaga  kerja  akademik  (dosen  dan  staf  pendukung),  sektor 
 operasional  (kurikulum  dan  fasilitas)  dan  institusi  (peraturan,  tata  kelola,  masyarakat  dan  komunikasi). 
 Faktor  sektor  industri  mencakup  perspektif  pergeseran  model  operasi  di  industri,  pendefinisian 
 pekerjaan  bernilai  tambah  tinggi,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan.  Konteks  sosial  mencakup 
 perspektif  pendekatan  whole-of-society  platform  sebagai  pengganda  (kebijakan,  digital,  dan  elemen 
 fisik), lanskap ketenagakerjaan dan kepatuhan terhadap kesetaraan dan inklusivitas. 

 Dalam  menyusun  rencana  pengembangan  sumber  daya  manusia,  strategi  dan  rencana  tersebut 
 berasal  dari  kesenjangan  pekerjaan  sektor  infrastruktur  yang  ada  dan  yang  akan  datang, 
 penyelesaian  tantangan,  dan  pencapaian  tujuan.  Hasil  analisis  kesenjangan  pekerjaan  yang  ada  dan 
 yang  akan  datang  ditarik  kesimpulannya  dari  gambaran  umum  sektor  infrastruktur  yang  membahas 
 keterampilan  tenaga  kerja  Indonesia  saat  ini  dan  di  masa  depan,  ketersediaan  dan  kebutuhan,  serta 
 kekuatan  eksternal  dan  internal  yang  membentuk  lanskap  sektor  Indonesia.  Analisis  dilakukan  dari 
 perspektif  Faktor  Tenaga  Kerja  Nasional,  sehingga  dengan  demikian  mencakup  pengujian  kompetensi 
 sektor infrastruktur, pemain industri, kuantitas, dan Lembaga pendidikan. 

 Keluaran  dari  Peta  Jalan  Strategi  dan  Implementasi  Rencana  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia 
 dikembangkan  untuk  memberikan  rekomendasi  kegiatan  komunikasi,  pembiayaan,  dan  kerangka 
 peraturan  baru  bagi  para  pemangku  kepentingan  termasuk  pemerintah,  industri,  lembaga  pendidikan, 
 dan organisasi internasional untuk mencapai hasil Visi Indonesia 2045. 

 24 



 3.2 Metodologi Proyek 

 3.2.1 Pendekatan dan metodologi analisis internal dan eksternal 

 Yang  dimaksud  dengan  analisis  internal  adalah  analisis  kekuatan  yang  membentuk  gambaran 
 umum  sektor  infrastruktur  Indonesia,  termasuk  rencana  strategis  nasional  Indonesia,  pemerintah, 
 peraturan,  pendidikan  formal  dan  informal,  tenaga  kerja,  kompetensi  dan  keterampilan.  Masukan 
 analisis  berasal  dari  tinjauan  dokumen  dan  konsultasi  dengan  para  pemangku  kepentingan. 
 Keluaran  analisis  internal  adalah  lanskap  makro  untuk  di  masa  yang  akan  datang  dari  sektor 
 infrastruktur nasional. 

 Untuk  memahami  prioritas  dan  arah  pembangunan  Indonesia,  rencana  strategis  nasional  perlu 
 untuk  ditinjau  dan  dianalisis.  Dalam  kajian  ini,  rencana  strategis  yang  ditinjau  adalah  Visi 
 Indonesia  2045,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025  (RPJPN), 
 Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024  (RPJMN),  dan  rencana  strategis 
 Kementerian  terkait  antara  lain  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan 
 Perumahan  Rakyat,  Kementerian  Ketenagakerjaan,  dan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, 
 Riset  dan  Teknologi.  Rencana  strategis  tersebut  mencakup  41  proyek  strategis  nasional  yang 
 digunakan sebagai dasar proyeksi dan gambaran umum sektor infrastruktur Indonesia. 

 Untuk  faktor  pemerintah,  fokus  kajian  adalah  mempelajari  inisiatif  kementerian  dan  Lembaga 
 untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia  baik  sektor  publik  maupun  swasta  di  bidang 
 infrastruktur.  Inisiatif  tersebut  mencakup  kemitraan  antara  kementerian  teknis  dan  Lembaga 
 pendidikan  dalam  menyediakan  program  studi  tertentu.  Inisiatif  pemerintah  ini  diidentifikasi 
 melalui  diskusi  dengan  Kementerian  Perhubungan  dan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan 
 Perumahan Rakyat. 

 Peraturan  yang  dikaji  dalam  kajian  ini  adalah  Omnibus  Law,  Aparatur  Sipil  Negara  (Undang- 
 Undang  No.  5  Tahun  2014)  dan  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  (Peraturan  Pemerintah  No.  11 
 Tahun  2017).  Peraturan-peraturan  ini  ditinjau  untuk  memahami  kerangka  peraturan  tentang 
 pengembangan  dan  manajemen  sumber  daya  manusia  baik  untuk  sektor  swasta  maupun  publik 
 untuk dipertimbangkan ketika menyusun rekomendasi. 

 Faktor  Pendidikan  formal  dan  informal  dipertimbangkan  dalam  kajian  ini  untuk  memahami 
 ekosistem  Pendidikan  seperti  ukuran  dan  distribusi  lembaga,  distribusi  program  studi  dan 
 sertifikasi,  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  (kurikulum,  fasilitas,  dan  staf  pengajar),  dan 
 kemitraan  dengan  industri.  Data  dan  informasi  dikumpulkan  dari  basis  data,  publikasi,  dan 
 konsultasi dengan para pemangku kepentingan. 

 Untuk  pendidikan  formal,  data  dan  informasi  diperoleh  dari  Kementerian  Pendidikan, 
 Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi,  seperti  Data  Utama  Sekolah  Kejuruan  dan  Buku  Statistik 
 Pendidikan  Tinggi  2019.  Selain  itu,  diskusi  dengan  Direktorat  Vokasi  dan  Lembaga  Pendidikan 
 (Sekolah  Kejuruan  dan  Politeknik)  juga  dilakukan.  Untuk  pendidikan  informal,  informasi 
 dikumpulkan  dari  data  yang  diberikan  oleh  dan  diskusi  dengan  Kementerian  Ketenagakerjaan, 
 Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  dan  dengan  balai  latihan  kerja  (BLK)  dan  lembaga  sertifikasi 
 profesi (LSP) terpilih. 
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 Lanskap  tenaga  kerja  sektor  infrastruktur  merupakan  bagian  dari  analisis  internal  untuk 
 memahami  tren  demografis  pekerja  konstruksi,  transportasi,  dan  pergudangan  dalam  hal 
 kuantitas,  usia,  partisipasi  gender,  latar  belakang  pendidikan,  dan  distribusi  geografis.  Data  yang 
 digunakan  adalah  dari  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  2020  (SAKERNAS).  Kerangka  waktu  data 
 yang digunakan adalah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 

 Kompetensi  dan  keterampilan  tenaga  kerja  Indonesia  dianalisis  untuk  memahami  kompetensi 
 dan  keterampilan  standar  saat  ini  di  pasar  tenaga  kerja  nasional  baik  untuk  sektor  publik  maupun 
 swasta.  Kompetensi  dan  keterampilan  yang  ditemukan  adalah  dasar  untuk  mengidentifikasi 
 kesenjangan  dengan  pekerjaan  di  masa  mendatang.  Analisis  kompetensi  dan  keterampilan 
 sektor  swasta  diperoleh  dari  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  dari  basis 
 data  Kementerian  Ketenagakerjaan,  sedangkan  sektor  publik  dikumpulkan  dari  kementerian 
 teknis (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 

 Selain  desktop  research  dan  tinjauan  dokumen,  analisis  internal  diperkuat  dengan  diskusi 
 dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk  melengkapi  dan  memvalidasi  temuan.  Para 
 pemangku kepentingan yang terlibat adalah sebagai berikut. 

 Tabel 1. Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kajian ini 

 Kementerian dan Lembaga Perusahaan  Perusahaan 

 ●  Kementerian Perhubungan 
 ●  Kementerian Pekerjaan Umum dan 

 Perumahan Rakyat 
 ●  Kementerian Pendidikan, 

 Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
 ●  Kementerian Ketenagakerjaan 
 ●  Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
 ●  Kementerian BUMN 

 ●  PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
 ●  PT MRT Jakarta (Perseroda) 
 ●  PT LEN Railway Systems 
 ●  PT Angkasa Pura II (Persero) 
 ●  PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 
 ●  PT Pelayaran Nasional Indonesia 

 (Persero) 
 ●  PT Pos Indonesia 
 ●  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
 ●  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
 ●  PT Hutama Karya (Persero) 
 ●  PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 
 ●  PT PP (Persero) Tbk. (Pembangunan 

 Perumahan) 
 ●  Shimizu Corporation, Jakarta Office 
 ●  PT Takenaka Indonesia 
 ●  PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 
 ●  8Commerce LINC Group 

 Asosiasi  Lainnya 

 ●  Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
 (KADIN) 

 ●  Gabungan Pelaksana Konstruksi 
 Nasional Indonesia (GAPENSI) 

 ●  BLK Balikpapan 
 ●  BLK Samarinda 
 ●  BLK Wonogiri 
 ●  SMKN 1 Balikpapan 
 ●  SMKN 2 Samarinda 
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 Asosiasi  Lainnya 

 ●  Masyarakat Transportasi Indonesia 
 (MTI) 

 ●  Asosiasi Logistik and Forwarder 
 Indonesia (ALFI) 

 ●  Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia 
 (APTRINDO) 

 ●  Indonesia National Air Carriers 
 Association  (INACA) 

 ●  SMKN 2 Klaten 
 ●  Politeknik Negeri Balikpapan 
 ●  Politeknik Negeri Samarinda 
 ●  Politeknik Negeri Semarang 

 Dalam  kajian  ini,  analisis  eksternal  didefinisikan  sebagai  kekuatan  dari  tren  global, 
 perkembangan  teknologi,  dan  tren  industri  yang  memengaruhi  tenaga  kerja  Indonesia  untuk 
 sektor  infrastruktur.  Analisis  diambil  dari  sumber  berikut  ini:  Megatrend  Dunia,  Tren  Global 
 Talenta  PwC,  Tren  Infrastruktur  PwC,  dan  Tren  Teknologi  Transportasi  dan  Logistik.  Sesuai 
 dengan  tren-tren  tersebut,  analisis  juga  melihat  pergeseran  paradigma,  pengembangan 
 kompetensi  dan  keterampilan  global,  serta  cara  kerja  baru  di  sektor  infrastruktur.  Data  dan 
 informasi  analisis  eksternal  bersumber  dari  laporan  dan  publikasi  yang  tersedia  untuk  umum 
 dengan dilengkapi diskusi lebih lanjut dan validasi dari subject matter expert. 

 Selain  itu,  benchmark  dan  studi  kasus  dilakukan  untuk  melengkapi  analisis  dalam  memahami 
 praktik  yang  baik  dari  para  pemimpin  global  dan  negara-negara  sejawat.  Tujuan  studi  benchmark 
 adalah  untuk  mengidentifikasi  praktik  yang  baik  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia 
 nasional,  termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia, 
 inisiatif  dan  rencana  strategis  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  pengembangan  sumber  daya 
 manusia,  jalur  pendidikan  saat  ini  dan  prospek  pekerjaan,  serta  dampak  positif  dari  inisiatif  yang 
 diimplementasikan  dan  tantangan  lebih  lanjut.  Sementara  itu,  studi  kasus  adalah  untuk 
 mengidentifikasi  praktik  yang  baik  dari  negara-negara  sejawat  di  ASEAN  berdasarkan  inisiatif 
 yang  diambil  oleh  pemerintah  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  Indeks  Modal  Manusia 
 dan  pertumbuhan  ekonomi,  termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dalam  Pembangunan  SDM,  serta 
 dampak  positif  dari  inisiatif  yang  dilaksanakan  dan  tantangan  selanjutnya  di  masa  yang  akan 
 datang.  Perbedaan  antara  benchmarking  dan  studi  kasus  terletak  pada  kriteria  dalam  memilih 
 negara dan isi kajian itu sendiri. 

 Terdapat  lima  langkah  yang  dilakukan  sebelum  kajian  ketika  memilih  negara.  Pertama,  kami 
 menentukan  dan  memprioritaskan  kriteria  untuk  memilih  negara  dengan  pertimbangan  tujuan 
 kajian.  Kedua,  kami  mengidentifikasi  daftar  Panjang  negara  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang 
 diprioritaskan,  kemudian  memilih  5  negara  teratas  yang  memenuhi  kriteria.  Ketiga,  kami 
 mengidentifikasi  data  dan  informasi  yang  diperlukan  termasuk  rencana  strategis  nasional  dan 
 inisiatif  pembangunan  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia.  Keempat,  5  negara  terpilih  ditinjau 
 oleh  subject  matter  expert  dan  berdasarkan  desktop  research  untuk  memeriksa  ketersediaan 
 data  dan  informasi  untuk  kajian.  Pada  langkah  ini,  diskusi  dengan  subject  matter  expert  dilakukan 
 untuk  menentukan  apakah  negara  tersebut  memiliki  kondisi  dan  tantangan  pengembangan 
 sumber  daya  manusia  yang  serupa  di  masa  lalu,  masa  sekarang,  atau  masa  depan  dengan 
 Indonesia.  Kemudian  pada  langkah  terakhir,  berdasarkan  relevansi  dengan  Indonesia  dan 
 ketersediaan  data,  dipilih  tiga  negara  untuk  studi  benchmark  dan  dua  negara  untuk  studi  kasus. 
 Benchmarking  dan studi kasus mengikuti kerangka kerja  di bawah ini. 
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 Tabel 2. Kerangka kerja  benchmark  dan studi kasus 

 Studi  Benchmark 

 1.  Latar belakang dan tantangan awal: 
 a.  Tantangan modal manusia seperti bonus demografi, krisis ekonomi, dll. 

 2.  Inisiatif yang diambil oleh pemerintah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 khususnya di bidang infrastruktur, seperti: 

 a.  Pemerintah melakukan program pemerataan kompetensi di bidang 
 infrastruktur; 

 b.  Pemerintah mereformasi sistem pendidikan, terutama untuk pendidikan 
 kejuruan; 

 c.  Pemerintah membentuk lembaga yang mengawasi sertifikasi secara 
 keseluruhan di negara ini d. HCDP (Human Capital Development Plan) 

 3.  Perjalanan Pendidikan (Formal dan In/Non-Formal) 
 a.  Sistem pendidikan selangkah demi selangkah dilalui oleh masyarakat, dari TK 

 hingga sertifikasi profesional 
 b.  Program khusus pemerintah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di 

 sektor infrastruktur 
 c.  Proses dan sistem sertifikasi (Regulator, proses langkah demi langkah, 

 kelayakan, dll) 
 4.  Dampak positif 

 a.  Inisiatif atau program yang berhasil dalam rentang waktu kurang dari lima 
 tahun 

 b.  Dampak positif dari implementasi inisiatif 
 5.  Tantangan lebih lanjut 

 a.  Dampak negatif atau respons terhadap inisiatif 
 b.  Tantangan lebih lanjut yang dihadapi negara setelah implementasi inisiatif 

 Studi Kasus 

 1.  Tantangan: 
 a.  Tantangan modal manusia seperti bonus demografi, krisis ekonomi, dll. 

 2.  Inisiatif penting terpilih yang diambil oleh pemerintah untuk Pengembangan Sumber 
 Daya Manusia, misalnya: 

 a.  Pemerintah melakukan program pemerataan kompetensi di bidang 
 infrastruktur; 

 b.  Pemerintah mereformasi sistem pendidikan, terutama untuk pendidikan 
 kejuruan; atau 

 c.  Pemerintah membentuk lembaga yang mengawasi sertifikasi secara 
 keseluruhan di negara tersebut 

 3.  Dampak positif dari implementasi inisiatif 
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 3.2.2 Pendekatan dan metodologi analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja 

 3.2.2.1  Pendekatan  dan  metodologi  analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga 
 kerja 

 Pengertian infrastruktur mengacu pada Peraturan Presiden No. 38/2015, dengan 
 mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan proyek.  Infrastruktur  didefinisikan sebagai 
 fasilitas teknis dan fisik yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan mendorong 
 pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pengembangan proyek infrastruktur melibatkan tiga tahap 
 siklus hidup - perencanaan, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan (“  Operation & 
 Maintenance  /O&M”). Cakupan sektoral dari analisis  infrastruktur diklasifikasikan berdasarkan 
 Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“KPBU”) 
 untuk penyediaan infrastruktur. Analisis ini akan lebih menekankan pada sektor transportasi, 
 yang menjadi tujuan sebagian besar investasi infrastruktur di Indonesia. Setiap subsektor dalam 
 sektor transportasi (yaitu jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, serta logistik dan 
 pergudangan) akan dianalisis di seluruh siklus hidup infrastruktur secara penuh  . Analisis sektor 7

 selain transportasi akan terbatas pada tahap konstruksi saja, karena data yang memadai tidak 
 tersedia dari sumber sekunder  pada tahap perencanaan dan O&M. 8

 Tabel 3. Daftar sektor yang termasuk dalam ruang lingkup analisis 

 No  Sektor  Sub-sektor  Ruang lingkup 
 analisis 

 1  Transportasi 

 1) Jalan (termasuk jalan tol) 
 2) Kereta api 
 3) Pelabuhan 
 4) Bandara 
 5) Logistik dan gudang 

 Perencanaan, 
 Konstruksi, O&M 

 2  Sumber air, 
 sumber daya, dan irigasi 

 1) Jaringan irigasi 
 2) Waduk dan bendungan 
 3) Sistem penyediaan air minum 

 Konstruksi 

 3  Pengelolaan air limbah 
 dan limbah padat 

 1) Fasilitas pengolahan limbah 
 padat 
 2) Fasilitas pengolahan air limbah 

 4  Telekomunikasi dan 
 informatika 

 1) Menara 
 2) Saluran transmisi 

 5  Infrastruktur industri  1) Zona industri 
 6  Listrik  1) Pembangkit listrik 
 7  Minyak dan gas  1) Kilang 

 8  Infrastruktur bangunan  1) Fasilitas olahraga 
 2) Pasar umum 

 9  Infrastruktur pariwisata  1) Hotel 
 10  Perumahan rakyat  1) Rumah susun 

 8  Sumber daya sekunder adalah data dan informasi dari  SAKERNAS dan publikasi lainnya. 

 7  Analisis tenaga kerja untuk produsen peralatan yang  digunakan di sektor transportasi dan konstruksi tidak termasuk dalam 
 analisis laporan 
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 No  Sektor  Sub-sektor  Ruang lingkup 
 analisis 

 2) Rumah tapak 
 11  Fasilitas pendidikan  1) Sekolah dan universitas 
 12  Infrastruktur Kesehatan  1) Rumah sakit 

 Sumber: Peraturan Presiden No. 38/2015 (KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur) 

 Kebutuhan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang ingin dipekerjakan oleh 
 pemberi kerja selama periode waktu tertentu dengan tingkat upah tertentu. Ketersediaan atau 
 ketersediaan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja untuk pembangunan 
 infrastruktur yang bersedia dan memenuhi syarat (berdasarkan latar belakang kualifikasi 
 pendidikan) untuk bekerja dengan tingkat upah tertentu  . Kebutuhan tenaga kerja bergantung 9

 pada dua variabel utama: pertama, bagian populasi yang mencari pekerjaan berbayar di sektor- 
 sektor, yang seluruhnya terdiri dari total angkatan kerja; kedua, jumlah jam yang disanggupi 
 pekerja untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. 

 Dinamika ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek infrastruktur 
 dieksplorasi berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif.  Tiga ruang lingkup analisis 
 dilakukan  berurutan  (lihat  Gambar  4):  (1)  gambaran  umum  penilaian  prospek  pekerjaan  baseline 
 dan  jangka  pendek,  (2)  proyeksi  kuantitatif  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja,  dan  (3) 
 penilaian  kualitatif  kesenjangan  keterampilan.  Penilaian  baseline  dan  jangka  pendek  bertujuan 
 untuk  mengevaluasi  kondisi  saat  ini  dan  prospek  jangka  pendek  (2  hingga  3  tahun)  dari 
 pekerjaan  yang  ada  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  berdasarkan  Sakernas  dan  Survei 
 Ketenagakerjaan  dan  Lowongan/  Occupational  Employment  and  Vacancy  Survey  (“OEVS”). 
 Analisis  kuantitatif  dan  kualitatif  bertujuan  untuk  menjawab  kesenjangan  jangka  menengah  dan 
 jangka  panjang  (tiga  sampai  sepuluh  tahun)  antara  jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga 
 kerja  yang  tersedia,  dan  potensi  kesenjangan  keterampilan  untuk  sektor  transportasi  dan 
 pembangunan  infrastruktur.  Gambar  berikut  merangkum  metodologi  terperinci  untuk  analisis 
 kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja: 

 9  Lihat lampiran 8.1 untuk perincian analisis kepustakaan  untuk definisi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja 
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 Gambar 4. Metodologi analisis ketersediaan dan kebutuhan tenaga 

 Analisis  baseline  bertujuan  untuk  melihat  kondisi  pasar  tenaga  kerja  saat  ini  untuk  sektor 
 transportasi  dan  pembangunan  infrastruktur.  Prospek  pekerjaan  jangka  pendek  dari  OEVS  (lihat 
 Kotak  1  dan  Lampiran  8.3  untuk  perincian  teknis  OEVS)  mengidentifikasi  pekerjaan  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  yang  mungkin  paling  diminati  dalam  dua  hingga  tiga  tahun  ke  depan. 
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 Analisis kuantitatif berfokus pada perkiraan jumlah tenaga kerja dari ketersediaan dan kebutuhan 
 tenaga kerja dalam tahap konstruksi pembangunan infrastruktur  dalam tiga sampai sepuluh 10

 tahun ke depan. Analisis ini juga bertujuan untuk menjabarkan kesenjangan jumlah tenaga kerja 
 selama sepuluh tahun ke depan di Indonesia. 

 Analisis  kualitatif  berfungsi  sebagai  pelengkap  analisis  kuantitatif  untuk  memberikan  pemahaman 
 yang  lebih  luas  tentang  kesenjangan  pengembangan  keterampilan  dan  sumber  daya  manusia 
 untuk  sektor  transportasi  dan  pembangunan  infrastruktur  dalam  3  hingga  10  tahun  ke  depan. 

 10  Dari titik ini dan seterusnya, fase konstruksi pembangunan  infrastruktur akan disebut sebagai fase pembangunan infrastruktur. 
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 Dengan  demikian,  keterampilan  tenaga  kerja  saat  ini  perlu  dikembangkan  sejalan  dengan 
 kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa yang akan datang. 

 Beberapa asumsi dan caveats diidentifikasi dalam metodologi yang diusulkan: 
 1.  Mengingat  bahwa  sumber  data  sekunder  tidak  memadai  untuk  tahap  perencanaan  dan 11

 O&M,  ruang  lingkup  analisis  jangka  menengah-panjang  akan  terbatas  pada  tahap 
 pembangunan infrastruktur. 

 2.  Proyeksi  kebutuhan  tenaga  kerja  terampil  dan  tidak  terampil  diasumsikan  tumbuh  pada 
 tingkat yang sama mengikuti realisasi investasi pembangunan infrastruktur nasional. 12

 3.  Tenaga  kerja  tidak  terampil  dikaitkan  dengan  tingkat  pencapaian  pendidikan  sekolah 
 menengah  atas  atau  lebih  rendah  ,  sedangkan  tenaga  kerja  terampil  dikaitkan  dengan 13

 pencapaian pendidikan diploma atau lebih tinggi. 
 4.  Perubahan  teknologi  diasumsikan  termasuk  dalam  proyeksi  jangka  pendek  hingga 

 jangka panjang. 
 5.  Analisis  kesenjangan  kuantitatif  terbatas  pada  definisi  ketersediaan  tenaga  kerja  kami, 

 yang  diperkirakan  berdasarkan  jumlah  total  tenaga  kerja  berkualitas  di  pasar.  Proyeksi 
 kesenjangan  kuantitatif  dalam  laporan  ini  dapat  menyimpang  dari  kesenjangan  tenaga 
 kerja  yang  sebenarnya  atau  proyeksi  yang  ditemukan  dalam  literatur  lain,  tergantung 
 pada definisi ketersediaan tenaga kerja yang dipertimbangkan. 

 6.  Kesenjangan  keterampilan  yang  dinilai  dalam  analisis  kualitatif  tidak  menyeluruh,  tetapi 
 analisis  mengidentifikasi  keterampilan  yang  berpotensi  dibutuhkan  berdasarkan  sudut 
 pandang pemangku kepentingan. 

 7.  Masa  berlaku  hasil  analisis  dan  rekomendasi  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu  yang 
 pendek;  oleh  karena  itu,  perlu  untuk  mengumpulkan  data  secara  teratur  untuk 
 memperbarui hasil. 

 8.  Harap  diketahui  bahwa  pengumpulan  data  untuk  OEVS  selesai  selama  pandemi 
 COVID-19.  Krisis  yang  dipicu  oleh  pandemi  menciptakan  terobosan  tren,  yang  dapat 
 mempengaruhi validitas asumsi dan perkiraan survei. 

 3.2.2.2 Metodologi Analisis  Baseline  dan Jangka Pendek 

 Bagian ini memberikan rincian lebih lanjut tentang metodologi yang digunakan untuk analisis 
 proyeksi  baseline  dan jangka pendek. 

 3.2.2.2.1 Metodologi analisis  baseline 

 Analisis  baseline  mengidentifikasi  kondisi  pasar  tenaga  kerja  saat  ini  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  berdasarkan  Sakernas  2020  dan  10  indikator  dari  OEVS. 
 Analisis  baseline  mengevaluasi  distribusi  keseluruhan  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja 
 saat  ini  di  tingkat  makro,  yang  dijabarkan  berdasarkan  data  Sakernas  tahun  2020.  Analisis 
 mendalam  di  tingkat  pekerjaan  akan  dilakukan  berdasarkan  10  indikator  dari  OEVS.  Pendekatan 

 13  SMK dianggap sederajat dengan SMA. Tenaga kerja tidak  terampil bisa juga didefinisikan sebagai tenaga kerja dengan tingkat 
 kualifikasi yang rendah sedangkan tenaga kerja terampil bisa didefinisikan sebagai tenaga kerja dengan tingkat kualifikasi yang 
 tinggi 

 12  Belum termasuk proyek pemerintah baru yang disepakati  setelah survei selesai seperti proyek IKN (Ibu Kota Negara) 

 11  Sumber sekunder adalah data dan informasi dari SAKERNAS  dan publikasi lainnya 
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 dan  metodologi  untuk  menghasilkan  skor  prospek  pekerjaan  jangka  pendek  mengikuti 
 Occupational Employment Outlook Technical Report (2021) dari Bank Dunia. 

 Ada  sepuluh  indikator  yang  dinilai  berdasarkan  hasil  OEVS  untuk  mengevaluasi  kondisi 
 baseline  pasar  tenaga  kerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  di  tingkat  pekerjaan. 
 Indikator  tersebut  mengevaluasi  kondisi  pasar  tenaga  kerja  saat  ini  untuk  pekerjaan  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi,  yang  diidentifikasi  menurut  Klasifikasi  Baku  Jenis  Pekerjaan 
 Indonesia  (”KBJI”)  Indonesia  tahun  2014.  Sepuluh  indikator  yang  digunakan  untuk  menghasilkan 
 analisis  pekerjaan  dasar  dikelompokkan  menjadi  tiga  dimensi;  dinamika  pekerjaan  (  occupational 
 dynamics  ), peluang kerja, dan kekurangan keterampilan. 

 Dinamika  pekerjaan:  Pekerjaan  dengan  dinamika  pekerjaan  jangka  pendek  yang  baik  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  adalah  pekerjaan  yang  semakin  banyak  diminati  oleh  pemberi  kerja 
 dalam  satu  tahun  sebelumnya  dan  diperkirakan  akan  diminati  dalam  dua  atau  tiga  tahun 
 selanjutnya. Dinamika pekerjaan di OEVS dinilai berdasarkan indikator berikut ini: 
 1.  Jumlah  lapangan  kerja  (  total  employment  ):  jumlah  pekerja  yang  dipekerjakan,  dihitung 

 sebagai pekerja dalam suatu perusahaan berdasarkan pekerjaan pada tingkat KBJI 4 digit. 
 2.  Perubahan  bersih  dalam  lapangan  kerja  (  net  change  in  employment  ):  perubahan 

 lapangan  kerja  berdasarkan  pekerjaan  diukur  pada  tingkat  KBJI  4  digit  selama  12  bulan 
 terakhir. 

 3.  Laju  pertumbuhan  bersih  lapangan  kerja  (  net  employment  growth  ):  persentase 
 perubahan  lapangan  kerja  selama  12  bulan  terakhir  dalam  suatu  pekerjaan  diukur  pada 
 tingkat KBJI 4 digit. 

 Tingkat  jumlah  lapangan  kerja,  perubahan  bersih  dalam  lapangan  kerja,  dan  pertumbuhan  bersih 
 lapangan  kerja  menunjukkan  total  tenaga  kerja  yang  diminta  untuk  setiap  pekerjaan  yang 
 diidentifikasi di sektor transportasi, pergudangan, dan konstruksi. 

 Peluang  kerja  (  job  opportunities  )  :  Pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  memiliki 
 peluang  kerja  yang  menjanjikan  jika  ada  banyak  lowongan  pekerjaan  dan  banyak  perusahaan 
 yang  mempekerjakan  pada  saat  yang  sama,  karena  job  matching  lebih  mungkin  terjadi.  Peluang 
 kerja di OEVS dievaluasi berdasarkan indikator berikut ini: 
 1.  Jumlah  lowongan  (  total  vacancies  ):  jumlah  lowongan  dalam  pekerjaan  yang  tersedia  di 

 perusahaan saat survei dilakukan. 
 2.  Tingkat  lowongan  (  vacancy  rates  )  :  persentase  lowongan  dari  jumlah  total  pekerjaan  yang 

 terisi dan yang akan diisi. 
 3.  Jumlah  perusahaan  yang  mempekerjakan  (  number  of  firms  hiring  ):  jumlah  perusahaan 

 yang melaporkan mencoba mempekerjakan pekerja selama setahun terakhir 
 4.  Tingkat  perputaran  rata-rata  (  average  turnover  rate  ):  persentase  karyawan  yang  masuk 

 dan keluar dari pekerjaan setahun terakhir. 

 Kekurangan  keterampilan  (  skill  shortages  )  :  Kekurangan  keterampilan  terjadi  ketika  ketersediaan 
 dan  kebutuhan  untuk  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  tidak  tumbuh  atau  menyusut 
 secara  bersamaan.  Meskipun  tidak  ada  indikator  tunggal  yang  dapat  mengukur  kekurangan 
 keterampilan,  kerangka  kerja  kajian  ini,  serta  kerangka  kerja  OEVS  Bank  Dunia,  berfokus  pada 
 pendekatan  untuk  mengidentifikasi  pandangan  pemberi  kerja  terhadap  tingkat  kompetensi  dan 
 keterampilan  yang  dimiliki  pencari  kerja  saat  ini.  Kekurangan  keterampilan  untuk  suatu  pekerjaan 
 muncul  ketika  pemberi  kerja  menganggap  bahwa  sebagian  besar  tenaga  kerja  tidak  dapat 
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 memenuhi  persyaratan  untuk  dipekerjakan  di  pekerjaan  tersebut,  atau  tingkat  keterampilan  saat 
 ini tidak lagi relevan. Kekurangan keterampilan di OEVS dinilai berdasarkan indikator berikut ini: 
 1.  Sulit  untuk  mengisi  lowongan  (hard  to  fill  vacancies)  :  indikator  biner;  1  jika  rata-rata 

 lowongan pekerjaan telah dibuka untuk waktu yang lama tanpa ada pelamar yang tertarik. 14

 2.  Sulit  merekrut  untuk  pekerjaan  (  difficult  to  hire  occupations  ):  persentase  perusahaan 
 yang  mencoba  merekrut  dalam  setahun  terakhir  dan  merasa  sulit  untuk  melakukannya 
 karena  tidak  ada  atau  terlalu  sedikit  pelamar,  atau  tidak  ada  atau  terlalu  sedikit  pelamar 
 dengan kualifikasi yang sesuai. 

 3.  Lowongan  yang  belum  dibuka  (  unopened  vacancies  ):  jumlah  perusahaan  yang  berpikir 
 untuk  membuka  lowongan  tetapi  tidak  melakukannya  karena  kurangnya  kepastian  dalam 
 menemukan kandidat dengan kualifikasi yang sesuai/kekurangan keterampilan 

 3.2.2.2.2 Metodologi analisis jangka pendek 

 Analisis  jangka  pendek  terutama  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang 
 pekerjaan  mana  yang  kemungkinan  paling  diminati  dalam  dua  hingga  tiga  tahun  ke  depan 
 berdasarkan  perspektif  pemberi  kerja.  Serupa  dengan  analisis  baseline  ,  analisis  jangka 
 pendek  akan  dipisahkan  menjadi  dua  bagian  yang  menyeluruh;  (1)  kebutuhan  tenaga  kerja 
 tingkat  makro  dan  estimasi  jumlah  ketersediaan  tenaga  kerja  (2)  analisis  pekerjaan  yang 
 terperinci. 

 Pertama,  perkiraan  jangka  pendek  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka 
 pendek  mengikuti  metodologi  dalam  analisis  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  (lihat  bab 
 3.2.2.3).  Mengingat  tidak  tersedianya  data  yang  memadai  dari  Sakernas  mengenai  tahap 
 perencanaan  dan  O&M,  ruang  lingkup  estimasi  jumlah  karyawan  jangka  pendek  akan  dibatasi 
 pada  tahap  pembangunan  infrastruktur  saja.  Analisis  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja 
 jangka  pendek  pada  tahap  perencanaan  dan  O&M  untuk  sektor  transportasi  dan  pembangunan 
 infrastruktur akan dilengkapi pada analisis tingkat pekerjaan jangka pendek.. 

 Kedua,  analisis  tingkat  pekerjaan  jangka  pendek  akan  memasukkan  hasil  dari  sepuluh  indicator 
 baseline  .  Sepuluh  indikator  baseline  menyediakan  data  yang  berguna  untuk  menghasilkan  skor 
 prospek  pekerjaan  yang,  dari  waktu  ke  waktu,  dapat  dimasukkan  ke  dalam  proyeksi  jangka 
 pendek.  Sepuluh  indikator  baseline  mengumpulkan  data  granular  tentang  stok  dan  aliran 
 lapangan  kerja  dalam  pekerjaan  yang  didefinisikan  secara  sempit.  Jika  ditingkatkan,  data 
 tersebut  dapat  membantu  menjawab  berbagai  pertanyaan  dalam  jangka  pendek,  seperti: 
 Pekerjaan  apa  yang  paling  umum  di  Indonesia?  Berapa  banyak  kebutuhan  tenaga  kerja 
 meningkat  di  pekerjaan  yang  didefinisikan  secara  sempit?  Di  wilayah  dan  sektor  mana  pekerjaan 
 dengan  prospek  cerah  berkembang  dan  di  wilayah  dan  sektor  mana  pekerjaan  dengan  prospek 
 suram mengalami penurunan parah? 

 10  indikator  baseline  mengklasifikasikan  pekerjaan  berdasarkan  empat  kategori  prospek;  bright, 
 stable,  dim,  and  flagged.  Empat  kategori  prospek  pekerjaan  dapat  digunakan  untuk 

 14  Waktu lama (hari) adalah nilai yang sesuai dengan  persentil ke-75 dari distribusi hari buka untuk semua pekerjaan, yang dalam 
 hal ini adalah 15 hari.. 
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 menghasilkan  prospek  pekerjaan  jangka  pendek  di  bawah  kategori  yang  dirangkum  di  bawah  ini: 
15

 Gambar 5. Prospek pekerjaan jangka pendek 

 3.2.2.3 Metodologi Analisis Jangka Menengah hingga Jangka Panjang 

 Analisis  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka 
 panjang  untuk  sektor  transportasi  dan  pembangunan  infrastruktur  mencakup  aspek 
 kuantitatif  dan  kualitatif.  Analisis  kuantitatif  memberikan  proyeksi  empat  hingga  sepuluh  tahun 16

 jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Analisis 
 kuantitatif  mengandalkan  data  sekunder  dari  BPS  dan  dokumen  perencanaan  jangka  Panjang 
 pemerintah  terkait  untuk  membangun  asumsi  proyeksi.  Mengingat  bahwa  data  yang  memadai 
 tidak  tersedia  dari  sumber  data  sekunder  pada  tahap  perencanaan  dan  O&M,  ruang  lingkup 
 analisis  kuantitatif  akan  terbatas  pada  tahap  pembangunan  infrastruktur  pada  tahap  konstruksi 
 saja. 17

 Analisis  kualitatif  mengeksplorasi  dinamika  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  di 
 sektor  transportasi  dan  pembangunan  infrastruktur  tahap  konstruksi  secara  lebih 
 terperinci.  Analisis  kualitatif  bertujuan  untuk  mendukung  analisis  kuantitatif  dengan 
 mengidentifikasi  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja  yang  muncul  di  sektor  transportasi  dan 
 pembangunan  infrastruktur  tahap  konstruksi.  Analisis  kualitatif  bergantung  pada  tinjauan  pustaka 
 dan  wawancara  dengan  pelaku  industri  untuk  memberikan  wawasan  tentang  kesenjangan 

 17  Lihat lampiran 8.1 dan 8.2 untuk metodologi proyeksi  kuantitatif terperinci 

 16  Dari titik ini dan seterusnya, analisis kuantitatif  jangka menengah hingga jangka panjang dan analisis kualitatif jangka menengah 
 hingga jangka panjang masing-masing akan disebut sebagai analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 

 15  Harap dicatat bahwa tidak ada satu pun indikator  yang dapat menggambarkan prospek pekerjaan di sektor transportasi dan 
 konstruksi selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun, jika semua indikator diteliti bersama-sama, dimungkinkan untuk 
 menilai apakah pekerjaan 4 digit cenderung memiliki prospek yang baik dalam jangka pendek. 
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 keterampilan  tenaga  kerja  dan  adopsi  teknologi  di  seluruh  tahap  perencanaan  dan  O&M  di  sektor 
 transportasi dan konstruksi 18

 3.2.2.3.1 Metodologi analisis kuantitatif jangka menengah hingga jangka panjang 

 Tenaga  kerja  untuk  pekerjaan  konstruksi  diklasifikasikan  menjadi  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  dan  tenaga  terampil.  Tenaga  kerja  tidak  terampil  dikaitkan  dengan  tingkat  pencapaian 
 pendidikan  minimum  sekolah  menengah  atas  atau  lebih  rendah,  dengan  kontrak  berbasis  proyek 
 dan  remunerasi  yang  rendah.  Tenaga  kerja  terampil  dicirikan  oleh  kontrak  penuh  waktu, 
 pencapaian pendidikan minimum tingkat diploma dan remunerasi yang tinggi.. 

 Pertumbuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang 
 diproyeksikan  dengan  mengingat  bahwa  hal  ini  terutama  didorong  oleh  pertumbuhan 
 ekonomi  (kebutuhan  ekspansi),  di  mana  peningkatan  kebutuhan  di  masa  depan  dapat 
 terutama  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  keluaran  nasional.  Dalam  hal  ini,  pertumbuhan 
 keluaran  sektoral  dicerminkan  oleh  pengeluaran  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  untuk 
 pembangunan  infrastruktur.  Total  pengeluaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  dapat  dihitung 
 berdasarkan  perkiraan  investasi  per  sektor  (diproksikan  dengan  belanja  modal  untuk  proyek 
 infrastruktur),  yang  dinyatakan  dalam  dua  kerangka  waktu  yang  berbeda:  jangka  pendek  hingga 
 menengah  (2020-2024)  dan  jangka  panjang  (2025  -2030).  Investasi  yang  diharapkan  untuk 
 proyek  infrastruktur  pada  tahun  2020  hingga  2024  dapat  berasal  dari  Rencana  Pembangunan 
 Jangka  Menengah  Nasional  (”RPJMN”)  2020-2024.  Sementara  itu,  perkiraan  dan  proyeksi 
 kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  mengikuti  kerangka 
 kerja di bawah ini: 19

 Gambar 6. Kerangka kerja metodologi proyeksi kebutuhan tenaga kerja 

 Ketersediaan  tenaga  kerja  merupakan  fungsi  dari  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  di  sektor 
 konstruksi  dan  tenaga  kerja  pengangguran  yang  memenuhi  syarat.  Pengangguran 

 19  Lihat lampiran 8.1 untuk metodologi kebutuhan tenaga  kerja kuantitatif. 

 18  Harap dicatat bahwa analisis jangka menengah hingga jangka panjang bukan merupakan analisis tingkat pekerjaan yang 
 terperinci karena OEVS tidak dapat menangkap tren pekerjaan jangka menengah hingga jangka panjang 

 37 



 merupakan  tenaga  kerja  yang  kurang  berpengalaman  yang  diasumsikan  berusia  20-25  tahun, 
 atau  rata-rata  memiliki  pengalaman  kerja  kurang  dari  lima  tahun.  Tenaga  kerja  dan  pekerja 
 berkualitas  yang  lebih  berpengalaman  akan  memiliki  keahlian  khusus  untuk  sektor  tempat 
 mereka bekerja dan tidak akan cocok untuk sektor transportasi dan pembangunan infrastruktur. 

 Ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  diproyeksikan  untuk 
 tahun  2024  hingga  2030,  mengikuti  laju  pertumbuhan  penduduk  usia  kerja.  Proyeksi 
 ketersediaan  tenaga  kerja  juga  dipisahkan  menjadi  tenaga  kerja  terampil  dan  tidak  terampil, 
 masing-masing  tergantung  pada  pertumbuhan  dan  penurunan  pencapaian  pendidikan  yang  lebih 
 tinggi.  Pertumbuhan  ketersediaan  tenaga  kerja  mengikuti  proyeksi  pertumbuhan  tahunan 
 penduduk  usia  kerja  selama  sepuluh  tahun  ke  depan.  Proyeksi  penduduk  usia  kerja  Indonesia 
 dikumpulkan  dari  publikasi  SUPAS  2015-2045  BPS.  Laju  pertumbuhan  penduduk  usia  kerja 
 mencerminkan  potensi  arus  masuk  penduduk  yang  mampu  memasuki  dunia  kerja.  Peningkatan 
 arus  masuk  orang  yang  bersedia  bekerja  dapat  berpotensi  menyebabkan  peningkatan 
 ketersediaan tenaga kerja di masa depan. 

 Proyeksi  ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  juga 
 mempertimbangkan  potensi  peningkatan  pencapaian  pendidikan  yang  lebih  tinggi  bagi 
 tenaga  kerja  terampil.  Perkiraan  ketersediaan  tenaga  kerja  memperhitungkan  potensi 
 peningkatan  pencapaian  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  yang  akan  meningkatkan  proyeksi 
 ketersediaan  tenaga  kerja  pekerja  terampil  dalam  jangka  panjang.  Pada  saat  yang  sama, 
 peningkatan  pencapaian  Pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  mengurangi  tingkat  tenaga  kerja  tidak 
 terampil,  karena  proporsi  tenaga  kerja  tidak  terampil  dalam  keseluruhan  angkatan  kerja 
 berkurang dari waktu ke waktu. 

 Estimasi  dan  proyeksi  ketersediaan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  Panjang 
 mengikuti kerangka kerja di bawah ini: 20

 Gambar 7. Kerangka kerja metodologi proyeksi ketersediaan tenaga kerja 

 20  See appendix 8.2 for quantitative labour supply methodology 
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 Proyeksi  jangka  menengah  ke  jangka  panjang  untuk  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja 
 akan  dibandingkan  untuk  menghasilkan  analisis  kesenjangan  jumlah  tenaga  kerja  untuk 
 pembangunan infrastruktur. 

 3.2.2.3.2 Metodologi analisis kualitatif jangka menengah hingga jangka panjang 

 Analisis  kualitatif  mengandalkan  wawancara  dengan  pakar  industri  untuk  memberikan 
 wawasan  tentang  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja.  Analisis  kualitatif  akan  berperan 
 sebagai  pelengkap  analisis  kuantitatif.  Ruang  lingkup  informasi  yang  dikumpulkan  dari 
 wawancara  dipisahkan  berdasarkan  siklus  hidup  infrastruktur  Sektor  transportasi  berfokus  pada 
 perencanaan,  konstruksi,  dan  O&M,  sedangkan  sisanya  berfokus  pada  tahap  konstruksi.  Analisis 
 kualitatif  untuk  sektor  transportasi  dijabarkan  untuk  setiap  subsektor,  yang  meliputi  jalan,  rel 
 kereta  api,  pelabuhan,  logistik,  dan  bandara.  Wawancara  dilakukan  dalam  waktu  satu  jam 
 dengan  jumlah  responden  terbatas,  dan  disesuaikan  dengan  siklus  hidup  infrastruktur  di  mana 
 para  pemangku  kepentingan  beroperasi.  Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  daftar  pemangku 
 kepentingan yang berhasil diwawancarai: 

 Tabel 4. Pemangku kepentingan eksternal yang diwawancarai 

 No  Sektor  Siklus hidup 
 infrastruktur  Perusahaan yang diwawancarai 

 1  Sektor transportasi dan 
 pergudangan 

 Perencanaan, 
 Konstruksi, 
 O&M 

 ●  PT Pembangunan Perumahan (PP) 
 ●  PT Waskita Karya 
 ●  PT Wijaya Karya 
 ●  PT Adhi Karya 
 ●  PT Jasa Marga 
 ●  PT Hutama Karya 
 ●  PT Kereta Api Indonesia 
 ●  PT Mass Rapid Transit Jakarta 
 ●  PT Pelabuhan Indonesia 
 ●  PT Pelayaran Nasional Indonesia 
 ●  PT Pos Indonesia 
 ●  PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 
 ●  8Commerce Linc group 
 ●  Indonesia National Air Carrier 

 Association (INACA) 

 2  Sektor lain yang berkaitan 
 dengan infrastruktur 21  Konstruksi 

 ●  PT Pembangunan Perumahan (PP) 
 ●  PT Waskita Karya 
 ●  PT Wijaya Karya 
 ●  PT Adhi Karya 
 ●  PT Hutama Karya 
 ●  PT Takenaka Corporation 
 ●  PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor 

 21  Pekerjaan infrastruktur lainnya termasuk, tetapi  tidak terbatas pada yang disebutkan dalam gambar 3.3 
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 Topik  diskusi  umumnya  berpusat  pada  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja  dan  potensi 
 adopsi  teknologi  di  sektor-sektor  tersebut.  Pertanyaan  wawancara  yang  digunakan  dalam 
 wawancara tercantum di bawah ini: 

 Topik 1 - Dinamika tenaga kerja saat ini dan di masa depan di Indonesia: 
 1.  Dapatkah  keterampilan  dan  kompetensi  tenaga  kerja  saat  ini  memenuhi  persyaratan  sektor? 

 Jenis  keahlian  apa  yang  saat  ini  dianggap  paling  diminati?  Bagaimana  dengan  posisi 
 manajerial? 

 2.  Apakah  ada  aspek  pekerjaan  infrastruktur  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kerja 
 Indonesia? 

 3.  Apakah  angkatan  kerja  di  sektor  ini  terdistribusi  dengan  baik  di  seluruh  negeri?  Apakah  masih 
 terpusat di Jawa atau satu wilayah tertentu? 

 4.  Apa  keahlian  atau  posisi  pekerjaan  yang  diproyeksikan  akan  diminati  untuk  tiga,  lima,  dan 
 sepuluh  tahun  ke  depan?  Kualifikasi  seperti  apa  (misalnya  sertifikasi  dan  tingkat  pendidikan) 
 yang akan dibutuhkan untuk keahlian atau posisi pekerjaan tersebut? 

 Topik 2 – Potensi adopsi teknologi 
 1.  Jenis teknologi apa yang akan diadopsi dalam tiga, lima, dan sepuluh tahun mendatang? 
 2.  Apakah  jenis  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk  bekerja  di  sektor  ini  akan  terpengaruh  oleh 

 perkembangan teknologi? 
 3.  Apakah  kualitas  tenaga  kerja  saat  ini  menghambat  adopsi  teknologi  baru  dalam  tahap 

 konstruksi?  Apakah  perusahaan  mengadakan  pelatihan  rutin  untuk  pekerja  mereka  di  semua 
 tingkatan  tentang  isu-isu  utama,  misalnya  teknologi,  keselamatan,  manajemen  biaya  dan 
 pemeliharaan di sektor ini? 

 Topik lainnya 
 1.  Apa rencana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja? 
 2.  Apa  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  mendukung  pengembangan  sumber  daya 

 manusia di sektor konstruksi? 

 3.2.3 Pendekatan dan metodologi model tenaga kerja masa depan 

 Model  tenaga  kerja  masa  depan  adalah  langkah  yang  mendefinisikan  dan  menyelaraskan  profil 
 tenaga  kerja  masa  depan  dengan  pemangku  kepentingan  utama  dan  melakukan  analisis 
 kesenjangan  antara  profil  dan  keterampilan  tenaga  kerja  saat  ini  dan  di  masa  depan.  Hasil  dari 
 langkah  ini  adalah  (1)  profil  tenaga  kerja  masa  depan  yang  diinginkan  dalam  hal  ukuran,  latar 
 belakang  pendidikan,  dan  keterampilan  untuk  proyeksi  jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan 
 jangka  panjang,  dan  (2)  kesenjangan  yang  teridentifikasi  antara  profil  dan  keterampilan  tenaga 
 kerja saat ini dan masa depan. 

 Dalam  mendefinisikan  dan  menyelaraskan  profil  tenaga  kerja  masa  depan  dengan  pemangku 
 kepentingan  utama,  proses  konsultasi  dan  validasi  pemangku  kepentingan  melibatkan  pemangku 
 kepentingan  utama:  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan 
 Rakyat,  dan  subject  matter  expert  di  sektor  infrastruktur.  Agenda  diskusi  adalah  untuk 
 memvalidasi  temuan  dari  analisis  sebelumnya,  termasuk  hasil  OEVS,  dan  mengumpulkan  umpan 
 balik lebih lanjut dari para pemangku kepentingan. 
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 Setelah  analisis  eksternal  dan  internal,  analisis  ketersediaan  dan  kebutuhan  serta  penyelarasan 
 dengan  pemangku  kepentingan  utama,  langkah  selanjutnya  adalah  analisis  kesenjangan  antara 
 tenaga  kerja  yang  diidentifikasi  saat  ini  dan  di  masa  depan.  Hasil  analisis  tenaga  kerja  Indonesia 
 saat  ini  dipetakan  ke  praktik  terbaik  dan  tren  pekerjaan  masa  depan  untuk  sektor  infrastruktur. 
 Hal-hal  yang  dipetakan  adalah  kompetensi  dan  keterampilan,  teknologi  di  sektor  infrastruktur, 
 ketersediaan  dan  kebutuhan  sektor  infrastruktur,  serta  program  dan  fasilitas  pemerintah  untuk 
 pengembangan  sumber  daya  manusia.  Hasil  analisis  kesenjangan  menjadi  masukan  utama 
 untuk rekomendasi. 

 3.2.4  Pendekatan  dan  metodologi  dalam  mengembangkan  strategi  pengembangan 
 SDM nasional 

 Mengembangkan  strategi  pengembangan  sumber  daya  manusia  nasional  memerlukan 
 penentuan  kemungkinan  intervensi  dalam  perencanaan  tenaga  kerja  strategis  terpadu  dalam 
 bentuk  rekomendasi  tindakan,  misalnya,  dalam  hal  bagaimana  memperbarui  keterampilan, 
 kompetensi,  dan  peran  tenaga  kerja  sektor  infrastruktur  nasional  yang  diidentifikasi  dalam 
 analisis  kesenjangan.  Hal  ini  termasuk  menentukan  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  antara 
 regulator,  lembaga  pendidikan,  dan  pelaku  industri.  Rekomendasi  tindakan  berkembang  menjadi 
 program  rekomendasi  tingkat  tinggi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Deskripsi 
 singkat  dari  program  yang  direkomendasikan  disusun  termasuk  tujuan,  kegiatan,  dan  penerima 
 manfaat dari program. 

 Selanjutnya,  daftar  rekomendasi  diprioritaskan  berdasarkan  dampak  dan  urgensi  tindakan  yang 
 direkomendasikan  untuk  mengidentifikasi  quick  wins.  Selain  prioritas,  hubungan  antara  tindakan 
 yang  direkomendasikan  juga  perlu  dipertimbangkan  untuk  mengidentifikasi  prasyaratnya. 
 Kemudian,  mengembangkan  lebih  lanjut  rencana  tingkat  tinggi  strategi  pengembangan  sumber 
 daya  manusia  nasional  berdasarkan  rekomendasi  yang  diprioritaskan.  Rekomendasi  tersebut 
 didiskusikan  dengan  pemangku  kepentingan  utama  untuk  memvalidasi  kelayakan  dan 
 keselarasan dengan inisiatif yang ada. 

 3.2.5  Pendekatan  dan  metodologi  dalam  penyusunan  peta  jalan,  rencana  investasi, 
 dan kerja sama 

 Berdasarkan  strategi  pengembangan  sumber  daya  manusia,  peta  jalan  dengan  pertimbangan 
 quick  wins  ,  durasi  kegiatan,  urutan  kegiatan,  dan  kedaluwarsa  hasil  analisis  dikembangkan. 
 Strategi  tersebut  dibagi  setiap  tahun  dengan  mempertimbangkan  kategorisasi  langsung  (satu 
 tahun),  jangka  pendek  (satu-tiga  tahun),  dan  jangka  menengah  (tiga-lima  tahun).  Kerangka  lima 
 tahun  memperhitungkan  fakta  bahwa  sektor  infrastruktur  dan  pengembangan  teknologi  akan 
 berubah secara signifikan membutuhkan tinjauan strategi pengembangan sumber daya manusia. 

 Strategi  yang  dipilih  dikembangkan  menjadi  catatan  konsep  dengan  deskripsi  tindakan  yang 
 direkomendasikan,  kegiatan  program,  hasil  dan  dampak  yang  diharapkan,  penerima  manfaat, 
 anggaran,  dan  jadwal.  Catatan  konsep  ini  didiskusikan  dengan  pemangku  kepentingan  utama, 
 Bappenas  dan  JICA,  untuk  mengidentifikasi  kemungkinan  kerja  sama  dan  investasi  untuk  strategi 
 di atas dalam mengembangkan sumber daya manusia nasional sektor infrastruktur. 

 41 



 42 



 4  . Gambaran Umum Sektor Infrastruktur 

 4.1 Analisis Internal 

 4.1.1 Infrastruktur sebagai pendorong utama Visi Indonesia 2045 

 Proyeksi  jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  didasarkan  pada  asumsi  yang 
 terdapat  dalam  RPJMN  2020-2024  dan  Visi  Indonesia  2045  dari  Bappenas.  RPJMN 
 2020–2024  merupakan  tahap  keempat  dari  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka 
 Panjang  Nasional  (”RPJPN”)  2005-2025.  RPJMN  ini  menjadi  dasar  bagi  seluruh  kementerian  dan 
 lembaga  pemerintah  untuk  merumuskan  Rencana  Strategis  masing-masing.  Sementara  itu,  Visi 
 Indonesia  2045  merupakan  gagasan  yang  dikembangkan  oleh  Bappenas  yang  mencakup 
 topik-topik  seperti  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi,  perubahan  demografi,  urbanisasi,  dan 
 perkembangan  teknologi.  Baik  RPJMN  2020-2024  maupun  visi  Indonesia  2045  menguraikan 
 rencana  pembangunan  ke  depan  dan  alokasi  investasi  yang  diharapkan  untuk  proyek 
 infrastruktur nasional. 

 Total  investasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  diperkirakan  akan  meningkat  sebesar 
 4,5%  per  tahun  dari  tahun  2015  hingga  2030.  Indonesia  mengalami  periode  pembangunan 
 infrastruktur  yang  intens  selama  masa  jabatan  presiden  Presiden  Joko  Widodo  yang  pertama. 
 Pemerintah  mengalokasikan  sekitar  Rp5.500  triliun  untuk  pembangunan  infrastruktur  dari  tahun 
 2015  hingga  2019.  Menurut  RPJMN  2020-2024,  investasi  publik  dan  swasta  yang  diperkirakan 
 untuk  pembangunan  infrastruktur  dari  tahun  2020  hingga  2024  adalah  Rp6.200  triliun.  Investasi 22

 dalam  pembangunan  infrastruktur  diperkirakan  akan  tumbuh  dalam  sepuluh  tahun  ke  depan, 
 karena  pekerjaan  konstruksi  diperkirakan  akan  terus  berlanjut  setelah  tahun  2024.  Berdasarkan 
 tren  historis,  realisasi  investasi  untuk  pembangunan  infrastruktur  rata-rata  mencapai  90%  dari 
 nilai  investasi  tahunan  yang  diharapkan.  Di  masa  pandemi  COVID-19,  tingkat  realisasi 23

 diperkirakan  lebih  rendah  karena  rasionalisasi  anggaran  untuk  penanganan  pandemi.  Bank 
 Dunia  memperkirakan  hanya  50%  dari  perkiraan  investasi  untuk  infrastruktur  nasional  yang 
 dicairkan  pada  tahun  2020.  Realisasi  investasi  akan  meningkat  secara  bertahap  hingga  tahun 
 2024 jika dampak pandemi mereda. 24

 24  Sumber: World Bank, 2022 

 23  Berdasarkan realisasi anggaran pemerintah tahun 2015-2019 

 22  Proyeksi investasi jangka panjang per sektor dari  tahun 2025-2030 diperkirakan berdasarkan rencana pembangunan jangka 
 panjang indikatif yang dirangkum dalam laporan Visi Indonesia 2045 Bappenas (Lihat lampiran tentang metodologi terperinci 
 analisis prospek pekerjaan). Pemerintah telah menekankan kerangka kerja pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020-2024 
 dan visi pembangunan ekonomi jangka panjang. 
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 Gambar  8.  Investasi yang diperkirakan untuk pembangunan  infrastruktur nasional Rp 
 triliun, tahun 2015-2030 

 Sumber: Renstra dan RPJMN kementerian terkait (2021-2024), Keadaan Angkatan Kerja BPS (2015-2020), Pengawasan 
 Angkatan Kerja Nasional BPS (2015-2020), Kementerian Keuangan (2015-2020), Visi Indonesia 2045 (2019) Bappenas 

 Proyek  konstruksi  di  sektor  transportasi  dan  listrik  diperkirakan  memiliki  investasi 
 terbesar  dalam  sepuluh  tahun  ke  depan.  Bagian  paling  signifikan  dari  investasi  yang 
 diperkirakan  dalam  pembangunan  infrastruktur  dari  tahun  2020  hingga  2030  telah  dialokasikan 
 untuk  sektor  transportasi  dan  listrik.  Porsi  kedua  sektor  tersebut  menyumbang  lebih  dari  40% 25

 dari  total  investasi  yang  diharapkan.  Sektor  lain,  termasuk  pariwisata,  pendidikan,  kesehatan,  dan 
 bangunan,  menyumbang  kurang  dari  5%  dari  total  investasi  yang  diharapkan  untuk 
 pembangunan  infrastruktur.  Menurut  Visi  Indonesia  2045  Bappenas,  tingginya  tingkat  investasi  di 
 sektor  transportasi  sejalan  dengan  rencana  pemerintah  untuk  meningkatkan  konektivitas  dan 
 integrasi  rantai  pasokan  di  seluruh  Indonesia.  Tingginya  investasi  di  sektor  ketenagalistrikan 
 mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  mempercepat  adopsi  energi  terbarukan  sebagai 
 sumber  energi  alternatif  di  masa  depan.  Tingginya  investasi  di  sektor  ketenagalistrikan  sejalan 
 dengan  komitmen  emisi  nol  bersih  COP26  untuk  meningkatkan  pangsa  energi  terbarukan 
 masing-masing sebesar 23% dan 42% pada tahun 2025 dan 2030. 

 25  Investasi yang diperkirakan per sektor untuk tahun 2020-2024 diidentifikasi dari RPJMN 2020-2024. 
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 Gambar 9. Proyeksi realisasi investasi pembangunan infrastruktur nasional per sektor 26

 Rp triliun, %, 2020-2030 

 Sumber:  Renstra  dan  RPJMN  kementerian  terkait  (2021-2024),  Keadaan  Angkatan  Kerja  BPS  (2015-2020),  Pengawasan 
 Angkatan Kerja Nasional BPS (2015-2020), Kementerian Keuangan (2015-2020), Visi Indonesia 2045 (2019) Bappenas 

 4.1.2 Pendidikan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia 

 Ketersediaan  tenaga  kerja  sektor  infrastruktur  bergantung  pada  ekosistem  pendidikan  yang  ada, 
 terutama  kualitas  tenaga  kerja  dalam  hal  kompetensi  dan  keterampilan.  Pengembangan  sumber 
 daya  manusia  yang  lebih  baik  diperlukan  untuk  memastikan  aksesibilitas  ke  semua  bidang, 
 kurikulum  atau  program  terkini,  staf  pengajar  yang  berpengalaman  dan  memadai,  dan  fasilitas 
 pendukung.  Pendidikan  Indonesia  terbagi  menjadi  sektor  formal  dan  informal.  Berdasarkan 
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010,  pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang 
 terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  dari  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi.  Sektor 
 pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan  formal  sebagai  pengganti, 
 tambahan,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  sebagai  alternatif.  Pendidikan  informal  juga 
 berfungsi  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  dengan  penekanan  pada  penguasaan 
 pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap profesional. 

 Berdasarkan  data  historis,  lulusan  SMA  masih  mendominasi  angkatan  kerja  dengan  penyerapan 
 1.233.760  siswa  pada  tahun  2021,  disusul  lulusan  SMK  dengan  penyerapan  952.570  siswa  pada 
 tahun 2021. 

 26  Infrastruktur lainnya termasuk pertanian, perikanan, bahan bakar nabati, pusat penelitian, pusat budaya, pengendalian bencana, 
 konservasi, normalisasi sungai, dan infrastruktur terkait militer dan pertahanan perbatasan. 
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 Gambar 10. Penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi 

 Sumber: BPS (2017-2020) 
 Namun,  SMK  menempati  posisi  pertama  dalam  tingkat  pengangguran  berdasarkan  tingkat 
 pencapaian  pendidikan,  dengan  tingkat  pengangguran  11,13%  pada  tahun  2021,  disusul  oleh 
 lulusan  SMA  dengan  9,09%,  dan  lulusan  universitas/perguruan  tinggi  dengan  5,98%  pada  tahun 
 2021.  Kondisi  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  implementasi  keterkaitan  dan  kesepadanan  di 
 SMK dan bagaimana memenuhi tuntutan industri. 

 Gambar 11. Tingkat pengangguran berdasarkan pencapaian pendidikan 

 Sumber: BPS (2017-2020) 
 Pendidikan  di  Indonesia,  baik  formal  maupun  informal,  menghadapi  tantangan  serupa.  Dari  segi 
 persebaran  lembaga  pendidikan  masih  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa,  berdampak  pada 
 munculnya  kelangkaan  tenaga  kerja  terampil  di  luar  Pulau  Jawa.  Selain  itu,  dalam  waktu  dekat 
 pada  awal  2023,  akan  ada  gelombang  pensiun  staf  pengajar  di  seluruh  negeri.  Berdasarkan 
 diskusi  dengan  pemangku  kepentingan,  belum  semua  sekolah  kejuruan  dan  Balai  Latihan  Kerja 
 menyiapkan  generasi  penerus  tenaga  pengajar  selanjutnya.  Penting  untuk  memiliki  penerus  staf 
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 pengajar  yang  berpengalaman  masih  tersedia  dan  bekerja,  untuk  memastikan  transfer 
 pengetahuan yang tepat. 

 Selain  itu,  dalam  hal  kurikulum,  program  studi  dan  fasilitas  pendukung,  meskipun  ada  kerja  sama 
 antara  pemerintah,  akademisi,  dan  industri  untuk  pengembangan  kurikulum  dan  kemitraan  dalam 
 menyediakan  fasilitas,  kurikulum,  dan  program  studi  yang  diperlukan  untuk  sekolah  kejuruan  dan 
 pusat  pelatihan,  tetap  harus  ada  pembaharuan  agar  selaras  dengan  perkembangan  teknologi. 
 Sebagai  contoh,  jurusan  Modelling  Design  and  Building  Information  masih  mengajarkan 
 perangkat  lunak  AutoCAD  sedangkan  industri  sudah  beralih  ke  perangkat  lunak  BIM.  Hal  ini 
 meningkatkan  kebutuhan  akan  pembaruan  fasilitas.  Mesin  untuk  praktik  berbasis  pembelajaran 
 mulai  usang  dan  perlu  mengikuti  perkembangan  teknologi;  Oleh  karena  itu,  kondisi  saat  ini 
 memerlukan  investasi  yang  signifikan  untuk  memperbarui  fasilitas  dalam  rangka  melaksanakan 
 pembelajaran praktik di pendidikan kejuruan. 

 Soft  skill  tenaga  kerja  nasional  menjadi  tantangan  bagi  sektor  infrastruktur.  Berdasarkan  diskusi 
 dengan  pemangku  kepentingan,  tenaga  kerja  tidak  memiliki  profesionalisme  dan  keterampilan  di 
 tempat  kerja.  Oleh  karenanya,  penting  untuk  mengembangkan  soft  skill  di  sekolah  dan  pusat 
 pelatihan.  Sementara  itu,  membangun  keterampilan  teknis  tenaga  kerja  melalui  upskilling  dan 
 re-skilling  mungkin  lebih  mudah  daripada  membangun  soft  skill  .  Berdasarkan  hasil  wawancara, 
 ada  pendapat  bahwa  banyak  mahasiswa  dan  lulusan  telah  menunjukkan  kemampuan  menyerap 
 dan  mengembangkan  keterampilan  teknis  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Sektor  publik 
 memiliki  Modul  Kompetensi  Nasional  yang  dikategorikan  ke  dalam  kompetensi  manajerial,  sosial 
 budaya,  umum  dan  teknis  khusus.  Di  sisi  lain,  pihak  swasta  memiliki  Standar  Kompetensi  Kerja 
 Nasional  Indonesia  (SKKNI)  yang  memuat  persyaratan  terperinci  tentang  kompetensi  teknis  dan 
 nonteknis  untuk  pengembangan  kurikulum  dan  pelatihan.  Oleh  karena  itu,  fokus  pada  penetapan 
 dan pengembangan standar soft skill untuk sektor swasta menjadi penting. 

 4.1.3 Dampak Ibu Kota Baru (IKN) 

 Sub  Bab  ini  membahas  tentang  potensi  kebutuhan  tenaga  kerja  terkait  dengan  pengembangan 
 IKN.  Seperti  proyek  infrastruktur  lainnya,  IKN  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi 
 lokal  dan  nasional  melalui  penciptaan  lapangan  kerja.  Sebagai  bagian  dari  proyek  HCDP, 
 Bappenas  telah  menerbitkan  rancangan  masterplan  yang  mencakup  beberapa  proyek 
 infrastruktur  utama  yang  akan  dikembangkan  oleh  pemerintah  sebagai  bagian  dari  IKN.  Setelah 
 dilakukan  analisis  terhadap  jenis  infrastruktur  yang  akan  dibangun,  subbab  ini  akan  membahas 
 peluang  kerja  yang  potensial  bagi  angkatan  kerja  lokal  dan  nasional.  Pada  saat  penulisan  studi 
 ini,  diskusi  tentang  peraturan  teknis  untuk  IKN  masih  berlangsung.  Seperti  yang  dimandatkan 
 oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  IKN,  akan  ada  peraturan  pemerintah  dan 
 keputusan  presiden  yang  akan  dikeluarkan  untuk  merincikan  pengembangan  IKN  lebih  lanjut. 
 Informasi lebih jauh tentang IKN dapat ditemukan di https://ikn.go.id/. 

 Rencana Pembangunan di Ibu Kota Baru (IKN) 

 Rencana  pembangunan  di  Ibu  Kota  Baru  (IKN)  Parlemen  Indonesia  baru-baru  ini  mengesahkan 
 RUU  Ibu  Kota  menjadi  Undang-Undang,  yang  mencerminkan  komitmen  pemerintah  terhadap 
 pembangunan  IKN  di  Kalimantan  Timur.  Pemerintah  berencana  membangun  ibu  kota  baru 
 sebagai  kota  rendah  karbon  untuk  mendorong  pertumbuhan  berkelanjutan  di  luar  Pulau  Jawa. 
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 Tabel 5 merangkum rencana pembangunan infrastruktur di IKN. 

 Tabel 5. Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru 27

 No  Jenis Infrastruktur  Rencana Pembangunan 

 1  Tempat Tinggal 

 Total  populasi  Kawasan  Inti  Pusat  Pemerintahan  (“KIPP”)  IKN 
 berkisar  antara  280.000-320.000  jiwa.  Jumlah  unit  hunian  yang 
 akan  dibangun  meliputi  jumlah  total  unit  hunian  KIPP  sebanyak 
 82.353-100.000  unit,  termasuk  73.026  unit  untuk  Pejabat 
 Negara,  Aparatur  Sipil  Negara  (”ASN”),  dan  personel 
 Pertahanan dan Keamanan. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap berikut ini: 

 ●  Tahap  pertama  berfokus  pada  desain,  pemetaan,  dan 
 koordinasi  dengan  pemangku  kepentingan  lokal  dan 
 terkait. 

 ●  Tahap  kedua  berfokus  pada  pembangunan  semua 
 fasilitas yang direncanakan. 

 2 
 Fasilitas Umum 
 dan Sosial 

 Fasilitas  umum  dan  sosial  berikut  ini  akan  dikembangkan  di  IKN, 
 dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk: 

 ●  Untuk  setiap  19.200  penduduk  akan  dibangun  3-4  SD, 
 SMP,  SMA/SMK,  dan  1  pusat  kesehatan  masyarakat 
 (“Puskesmas”  )  Total  akan  dibangun  1.359  SD,  290 28

 SMP, 290 SMA, dan 20 Puskesmas. 
 ●  Fasilitas  umum  dan  sosial  lainnya  yang  akan  dibangun 

 meliputi  fasilitas  rekreasi,  fasilitas  beribadah  (mis. 
 Masjid,  gereja,  dll.),  balai  adat,  pusat  budaya,  ruang 
 terbuka hijau, dll. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Tahap  pertama  berfokus  pada  desain,  pemetaan, 
 perencanaan,  dan  pembangunan  fasilitas  umum  dan 
 sosial. 

 ●  Tahap  kedua  dan  ketiga  akan  berfokus  pada 
 pengembangan  fasilitas  lokal  dan  regional  dan  ruang 
 terbuka  hijau,  serta  memastikan  konektivitas  dengan 
 balai adat dan pusat budaya. 

 3 
 Infrastruktur 
 Mobilitas dan 
 Konektivitas 

 Enam  strategi  telah  dijabarkan  untuk  pengembangan 
 infrastruktur mobilitas dan konektivitas: 

 ●  Kota  yang  terhubung:  berfokus  pada  peningkatan 
 konektivitas  kereta  api  regional  dengan  bandara,  serta 
 konektivitas  bus  dan  jalan  regional  dengan  pelabuhan 
 dan bandara. 

 28  Pusat Kesehatan Masyarakat 

 27  Rangkuman ini didasarkan pada draf rancangan induk  IKN yang disediakan oleh Bappenas pada Januari 2022. 
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 ●  Kota  yang  ringkas  dan  mudah  diperluas:  berfokus  pada 
 Pengembangan  Berorientasi  Transit  (  Transit  Oriented 
 Development  /“TOD”) dengan konsep serba guna 

 ●  Kota  yang  berkelanjutan  dan  mudah  diakses:  berfokus 
 pada  pengembangan  sistem  transportasi  umum  yang 
 terintegrasi  dan  moda  transportasi  yang  lebih 
 berkelanjutan. 

 ●  Kota  yang  aktif  dan  ramah  pejalan  kaki:  berfokus  pada 
 pengembangan  koridor  hijau  dan  lingkungan  serta 
 fasilitas yang dapat dilalui pejalan kaki di dalam IKN. 

 ●  Kota  yang  efisien,  aman,  dan  tangguh:  berfokus  pada 
 penerapan  teknologi  transportasi  yang  inovatif,  mis. 
 Sistem  Jalan  Tol  Cerdas,  yang  dapat  mendukung 
 inovasi  transportasi  dan  logistik  jarak  jauh,  strategi 
 parkir, dan desain infrastruktur perkotaan. 

 ●  Siap  untuk  kota  masa  depan:  berfokus  pada 
 pemanfaatan  big  data  untuk  meningkatkan  kualitas 
 perjalanan,  serta  pusat  parkir  bersama  yang  siap  untuk 
 masa  depan  yang  menyediakan  pengisian  daya  mobil 
 listrik.. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Tahap  pertama  pembangunan  infrastruktur  mobilitas 
 dan  konektivitas  difokuskan  pada  pembangunan  jalan 
 utama. 

 ●  Tahap  kedua  melibatkan  memastikan  bahwa  koridor 
 jalan  utama  di  sekitar  area  IKN  dan  stasiun  kereta 
 regional di dalam IKN beroperasi. 

 ●  Tahap  terakhir  difokuskan  untuk  menghubungkan 
 Kawasan  pemukiman  dan  destinasi  di  dalam  kawasan 
 IKN dengan jalan dan moda transportasi yang tersedia. 

 4  Infrastruktur 
 Energi 

 Pengembangan  infrastruktur  energi  di  IKN  memiliki  target  emisi 
 nol  bersih,  dengan  KPI  khusus  yang  dikembangkan  untuk 
 mendukung target ambisius ini: 

 ●  100%  kebutuhan  listrik  IKN  akan  dipasok  oleh  tenaga 
 surya 

 ●  100%  dari  perkiraan  kebutuhan  energi  dan  gas  kota 
 akan  dipenuhi  dengan  energi  terbarukan  pada  tahun 
 2045 

 ●  IKN  akan  menggunakan  campuran  gas  hidrogen  dan 
 gas alam sebagai sumber utama pasokan gasnya 

 ●  Area  pertanian  tenaga  surya  seluas  490  Ha  akan 
 dikembangkan untuk mendukung produksi hidrogen 
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 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Tahap  pertama  pembangunan  infrastruktur  energi 
 termasuk  memastikan  bahwa  pembangkit  listrik  tenaga 
 surya  dan  fasilitas  penyimpanan  gas  yang  akan 
 dibangun  di  Pemaluan  dan  Semoi  Dua  beroperasi 
 penuh. 

 ●  Tahap  kedua  bertujuan  untuk  memperluas  kapasitas 
 energi  IKN,  yang  dapat  dicapai  melalui  pembangunan 
 pembangkit  energi  surya  fotovoltaik  (“PV”),  peningkatan 
 stabilitas  jaringan  dan  sistem  kelistrikan,  serta 
 implementasi  teknologi  peningkatan  perolehan  minyak 
 (  enhanced oil recovery  /“EOR”). 

 ●  Tahap  akhir  akan  berfokus  pada  pengembangan 
 infrastruktur  energi  tambahan,  mis.  fasilitas  yang  akan 
 dibangun  di  timur  laut  dan  pengembangan  ladang  panel 
 surya di area IKN bagian utara. 

 5  Infrastruktur Air 

 Pembangunan  infrastruktur  air  akan  memanfaatkan  perpaduan 
 antara  infrastruktur  hijau  dan  konvensional  untuk  memastikan 
 ketahanan  sistem  air.  Ditargetkan  100%  kebutuhan  air  kota  akan 
 dipenuhi  dari  dalam  daerah  tangkapan  dari  tiga  bendungan  yang 
 diusulkan:  Bendungan  Sepaku  Semoi,  Sistem  Pengelolaan  Air 
 Sepaku, dan Bendungan Southern Green. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Pengembangan  tahap  pertama  akan  berfokus  pada 
 pembangunan  tampungan  air  yang  akan  melayani 
 setiap  wilayah  pengembangan,  dan  infrastruktur  air 
 minum. 

 ●  Tahap  kedua  melibatkan  pengembangan  dua  instalasi 
 pengolahan air yang terletak di daerah pusat IKN. 

 ●  Tahap  terakhir  akan  berfokus  pada  pengembangan 
 fasilitas  tampungan  air  untuk  melayani  semua  area  di 
 dalam IKN. 

 6 
 Infrastruktur Air 
 Limbah 

 Target  yang  dijabarkan  dalam  rencana  induk  IKN  untuk 
 pembangunan  infrastruktur  air  limbah  adalah  menggunakan 
 teknologi  air  limbah  ramah  lingkungan  yang  tepat,  yang  juga 
 harus  tahan  lama  dan  berkelanjutan.  Strategi  limbah  yang 
 diusulkan  memiliki  target  tingkat  pengumpulan  limbah  100%  dari 
 tahap awal pengembangan IKN. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Tahap  pertama  dan  kedua  pembangunan  infrastruktur 
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 air  limbah  berfokus  untuk  memastikan  pengelolaan  air 
 limbah  dilakukan  dengan  sistem  terpusat,  dilengkapi 
 dengan  fasilitas  pengolahan  lumpur,  sistem  pencernaan 
 anaerobik, dan proses pengeringan termal. 

 ●  Tahap  berikutnya  akan  berfokus  pada  perluasan 
 instalasi  pengolahan  air  limbah,  dalam  upaya  mencapai 
 tingkat  daur  ulang  60%  limbah  yang  dihasilkan  untuk 
 Fase 5 pada tahun 2045. 

 7 
 Infrastruktur 
 Limbah 

 Rencana  induk  IKN  bertujuan  untuk  menangani  dan  memproses 
 100%  limbah  padat  perkotaan,  yang  memerlukan  pergeseran 
 dari  teknologi  pengolahan  limbah  tradisional.  Limbah  berbahaya 
 akan  diproses  dan  dibuang  di  fasilitas  TPA  yang  aman  dan 
 terkendali. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Tahap  pertama  pengembangan  akan  lebih  berfokus 
 pada  jaringan  konsolidasi  sampah,  dengan  tujuan  untuk 
 menciptakan  sistem  pengumpulan  sampah  terpusat 
 yang mencakup fasilitas pemilahan sampah. 

 ●  Tahap  kedua  akan  berfokus  pada  peningkatan 
 produktivitas  setiap  fasilitas  dan  peningkatan  kapasitas 
 pusat pengolahan limbah. 

 ●  Fase ketiga melibatkan perluasan fasilitas yang ada. 

 8 

 Infrastruktur 
 informasi, 
 komunikasi, dan 
 teknologi 

 Infrastruktur  informasi,  komunikasi,  dan  teknologi  (  Information, 
 communications,  and  technology  /“ICT”)  diperlukan  untuk 
 mendukung  pengembangan  jaringan  5G,  broadband  fiber  ,  dan 
 backhaul  fiber  di  IKN.  Strategi  utama  terkait  infrastruktur  ICT 
 adalah  mengembangkan  pusat  data  di  seluruh  IKN  untuk 
 mendukung  sistem  data  pemerintah  dan  kerangka  kerja 
 teknologi  informasi  yang  terintegrasi.  Ada  dua  jenis  data  center 
 yang  dipertimbangkan  untuk  mendukung  system  data  dan  TI  di 
 IKN, yaitu pusat data pemerintah pusat dan pusat data tepi. 

 Pekerjaan  konstruksi  untuk  jenis  infrastruktur  ini  meliputi 
 tahap-tahap sebagai berikut: 

 ●  Proses  pelibatan  dan  negosiasi  dengan,  dan 
 pembebasan  lahan  dari,  berbagai  pemangku 
 kepentingan  dimulai  pada  tahun  2021  dan  berlanjut 
 hingga  tahun  2024.  Tahap  pertama  (tahun  2020-2024) 
 berfokus  pada  memastikan  implementasi  jaringan  4G 
 dan  5G,  pusat  kendali  dan  jaringan  sensor  dalam 
 rangka mendukung implementasi konsep kota cerdas. 

 ●  Tahap  kedua  dan  selanjutnya  berfokus  untuk 
 memastikan  bahwa  KPI  infrastruktur  ICT  (100%  digital 
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 dan  konektivitas  ICT  untuk  semua  penduduk  dan  bisnis 
 di dalam IKN) tercapai. 

 Pembangunan IKN juga akan mengadopsi pendekatan berikut ini: 

 Tabel 6. Pendekatan pembangunan untuk Ibu Kota Baru 

 No  Pendekatan  Pembangunan 

 1  Kota Spons 
 (  Sponge City  ) 

 Kota  Spons  adalah  model  konstruksi  perkotaan  untuk  memperkuat 
 infrastruktur  ekologi,  sistem  drainase,  dan  pengelolaan  banjir. 
 Intervensi  desain  diperlukan,  terutama  dalam  hal  penyediaan,  antara 
 lain,  ruang  terbuka  hijau  yang  berdekatan,  saluran  air  yang  saling 
 berhubungan, dan atap hijau. 
 Pembangunan  Kota  Sponge  tahap  pertama  akan  berfokus  pada 
 pembangunan  fasilitas  penunjang  melalui  kawasan  detensi,  dan 
 fasilitas  penampung  air  hujan  di  gedung-gedung  pemerintah, 
 termasuk  perumahan  dan  permukiman  ASN.  Tahap-tahap 
 selanjutnya  akan  berfokus  pada  pengembangan  kolam  lapisan 
 alami. 

 2  Kota Hutan 
 (  Forest City  ) 

 Kota  Hutan  adalah  kota  yang  didominasi  oleh  lanskap  dengan 
 struktur  hutan  atau  ruang  terbuka  hijau,  yang  dirancang  untuk 29

 memungkinkan  penduduk  hidup  berdampingan  dengan  alam. 
 Konsep  kota  hutan  melibatkan  konservasi  sumber  daya  alam  dan 
 habitat  hewan,  dukungan  untuk  berelasi  dengan  alam, 
 pembangunan  rendah  karbon,  sumber  daya  air  yang  memadai,  dan 
 keterlibatan masyarakat. 

 3  Kota Cerdas 
 (  Smart City  ) 

 Kota  Cerdas  mendukung  tata  kelola  melalui  penerapan  Internet  of 
 Things  (“IoT”),  di  antara  teknologi  lainnya.  Konsep  Kota  Cerdas 
 mengandalkan  penggunaan  jaringan  5G,  dan  implementasinya 
 harus  didukung  oleh  layanan  dan  aplikasi  virtual,  termasuk 
 broadband  seluler  yang  ditingkatkan,  sistem  komunikasi  terintegrasi 
 dengan tingkat latensi rendah, dan komunikasi mesin yang canggih. 

 29  Struktur hutan adalah geografi fisik hutan, susunan  pohon tiga dimensi dan rencana lain yang dikombinasikan dengan elemen 
 ruang tak hidup, mis. tanah dan lereng. 
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 4.2 Analisis Eksternal 

 4.2.1 Percepatan digitalisasi sektor infrastruktur 

 Dengan  otomatisasi  dan  teknologi  lainnya  menjadi  lebih  berkelanjutan  secara  ekonomi,  cara 
 orang  bekerja  pun  berubah.  Teknologi  menjanjikan  untuk  membuka  wawasan  dan  meningkatkan 
 efektivitas  tenaga  kerja,  dan  hal  tersebut  membawa  perubahan  pada  pekerjaan.  Meskipun 
 penghapusan  total  pekerjaan  tidak  mungkin,  tugas  transaksional  seperti  memasukkan  data 
 cenderung  diotomatisasikan.  Hal  ini  akan  menyebabkan  pergeseran  tenaga  kerja  untuk  fokus 
 pada keahlian dan tugas relasional di masa depan. 

 Gambar 12. Roda Teknologi Baru untuk Transportasi, Logistik dan Konstruksi 

 Di  Indonesia,  kita  sudah  melihat  dampak  otomatisasi  dengan  pembayaran  gerbang  tol. 
 Sebelumnya,  seseorang  diharuskan  berada  di  setiap  pintu  tol  untuk  melakukan  transaksi  tunai. 
 Namun,  dengan  diperkenalkannya  kartu  e-toll  dan  mesin  pembayaran  otomatis,  ribuan  operator 
 gardu  tol  tidak  lagi  diperlukan,  yang  memungkinkan  staf  untuk  dilatih  kembali  ke  pekerjaan  yang 
 bernilai  lebih  tinggi.  Hal  ini  juga  mengeliminasi  proses  untuk  memastikan  keabsahan  uang  (bukan 
 pemalsuan  uang),  menghitung  pertukaran  uang  dan  konsolidasi  laporan  total  penerimaan  uang 
 tunai  di  setiap  akhir  shift  kerja.  Otomatisasi  yang  kurang  lengkap,  misalnya,  perubahan  peran 
 sekretaris karena sistem kalender atau penjadwal otomatis. 

 Teknologi  lain  seperti  drone  dan  pencetakan  3D  mungkin  tidak  memiliki  dampak  dramatis  pada 
 pekerjaan,  tetapi  akan  memungkinkan  para  insinyur  untuk  melakukan  pekerjaan  mereka  secara 
 lebih  efektif.  Misalnya,  seorang  insinyur  dapat  menggunakan  drone  atau  kendaraan  udara  tak 
 berawak  lainnya  untuk  mensurvei  area  kota  atau  lokasi  konstruksi  alih-alih  melakukan  inspeksi 
 manual.  Contoh  lain  adalah  pencetakan  3D  dapat  memproduksi  suku  cadang  penting  di  lokasi 
 terpencil untuk pemeliharaan. 
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 Selain  dampaknya  pada  efektivitas  tenaga  kerja,  teknologi  menciptakan  peluang  untuk  peran 
 pekerjaan  yang  muncul  di  sektor  ini.  Para  ahli  dalam  analisis  data,  kendaraan  otonom,  teknologi 
 cloud,  drone  dan  IoT  semuanya  semakin  diminati  di  seluruh  dunia  karena  teknologi  semakin 
 tersedia secara luas. 

 4.2.2 Meningkatnya urbanisasi 

 Populasi  perkotaan  dunia  telah  meningkat  menjadi  65%  dari  total  populasi,  dengan  mayoritas 
 pertumbuhan  berasal  dari  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Jumlah  ini  diperkirakan  akan 
 meningkat  menjadi  72%  pada  tahun  2050.  Dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  perkotaan  ini, 
 kebutuhan akan infrastruktur perkotaan akan semakin besar. 

 Dengan  tingkat  urbanisasi  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  ini,  kompleksitas  perencanaan 
 dan  pengelolaan  kota  juga  meningkat.  Untuk  mengelola  kota-kota  masa  depan,  gerakan  menuju 
 kota  cerdas  semakin  berkembang.  Kota  cerdas  terus  mengumpulkan  data  melalui  berbagai 
 sensor  untuk  memberikan  dukungan  real-time  dalam  manajemen  lalu  lintas,  manajemen  banjir, 
 manajemen  transportasi  umum,  dan  layanan  lainnya  untuk  memfasilitasi  kelancaran  operasional 
 kota. 

 Gambar 13. Beberapa contoh inisiatif kota cerdas 

 4.2.3 Kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim 

 Ketersediaan  sumber  daya  alam  diperkirakan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  terus 
 meningkat  meskipun  adopsi  teknologi  akan  meningkatkan  efisiensi  sumber  daya  alam. 
 Keterbatasan  sumber  daya  alam  menyebabkan  kelangkaan  sumber  daya.  Tanpa  upaya 
 pengurangan  emisi,  suhu  global  akan  terus  meningkat.  Masalah  ini  tentunya  akan  merembet  ke 
 sektor  infrastruktur,  yang  mengharuskan  sektor  infrastruktur  mempertimbangkan  aspek 
 keberlanjutan dalam pembangunan ke depan. 

 54 



 Perubahan iklim sudah berdampak di Indonesia; misalnya kenaikan permukaan laut dan suhu air 
 laut di Indonesia  . Salah satu sasaran strategisnya  adalah mencapai emisi nol bersih pada tahun 30

 2050. Melalui  Paris Agreement  , yang bertujuan untuk  membatasi peningkatan suhu bumi hingga 
 1.5°C dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang memicu peningkatan suhu, Indonesia telah 
 mengambil inisiatif untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. 

 4.2.4  Emerging skills 

 Tren  infrastruktur  yang  disebutkan  sebelumnya,  mendorong  perubahan  cara  kerja  dan  profil 
 keterampilan yang ideal untuk tenaga kerja masa depan. 

 Keterampilan  inti  seperti  komunikasi,  keterampilan  digital  dasar,  dan  keterampilan  interpersonal 
 semakin  penting  karena  pekerjaan  beralih  dari  pekerjaan  transaksional  murni  ke  pekerjaan  yang 
 lebih kompleks yang membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. 

 Keterampilan  terkait  teknologi  seperti  analitik  data,  rekayasa  perangkat  lunak,  pengembangan  AI 
 dan  Machine  Learning,  dan  keahlian  IoT  terus  sangat  diminati  oleh  infrastruktur  serta  sektor  lain, 
 dengan kebutuhan melebihi ketersediaan secara global. 

 Keterampilan  khusus  infrastruktur  yang  berkembang,  seperti  kota  cerdas,  praktik  pembangunan 
 hijau, dan pembangunan berorientasi transit juga sulit ditemukan di Indonesia. 

 4.2.4.1 Peran Pekerjaan yang Berkembang dan Berlebihan 

 Peran  yang  diidentifikasi  dalam  kebutuhan  tinggi  atau  semakin  berlebihan  dalam  organisasi 
 mereka, diurutkan berdasarkan frekuensi. 

 Tabel 7. Klasifikasi Peran Pekerjaan yang Berkembang dan Berlebihan dari  World 
 Economic Forum Report 

 Emerging  Redundant 

 AI and Machine Learning Specialist  Administrative and Executive Secretaries 

 Digital Marketing and Strategy Specialist  Data Entry Clerks 

 Data Analysts and Scientist  Architects and Surveyors 

 Architects and Surveyors  Accounting, Bookkeeping, and Payroll Clerks 

 Software and Applications Developers  Sales Representatives, Wholesale and 
 Manufacturing 

 Supply Chain and Logistics Specialists  Postal Service Clerks 

 Environmental Protection Specialists  Business Services and Administration 

 30  Komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan oleh Kementerian 
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 
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 Emerging  Redundant 

 Managers 

 Organisational Development Specialists  Accountants and Auditors 

 Product Managers  Door-To-Door Sales Workers, News and 
 Street Vendors 

 Ship and Boat Captains  Material-Recording and Stock-Keeping Clerks 
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 5. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja  

 5.1 Analisis  Baseline  dan Jangka Pendek 

 Berdasarkan  Sakernas,  sebanyak  7,8  juta  pekerja  pada  tahun  2020  memenuhi  persyaratan 
 kualifikasi  untuk  bekerja  pada  fase  konstruksi  infrastruktur.  Untuk  memenuhi  syarat  bekerja  di 
 fase  konstruksi  infrastruktur,  pekerja  harus  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  relevan.  Tenaga 31

 kerja  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  pada  fase  konstruksi  infrastruktur  dapat  diklasifikasikan 
 menjadi  tiga  grup  (lihat  Gambar  14)  -  Tenaga  kerja  yang  sedang  bekerja  di  fase  konstruksi 
 infrastruktur  (Grup  1),  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  sektor  non-konstruksi  tetapi  memiliki  latar 
 pendidikan  yang  memenuhi  persyaratan  (Grup  2),  dan  tenaga  kerja  yang  saat  ini  menganggur  dengan 
 latar pendidikan yang memenuhi persyaratan (Grup 3). 

 Terdapat  4,1  juta  pekerja  yang  memenuhi  syarat  dalam  Grup  1,  yang  saat  ini  bekerja  dalam  fase 
 konstruksi  infrastruktur  .  Sekitar  95%  dari  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  saat  ini  dianggap  tidak 
 terampil  (dengan  tingkat  pendidikan  minimal  SMA  atau  lebih  rendah),  sedangkan  sekitar  5%  dianggap 
 terampil (tingkat pendidikan minimal diploma). 

 Terdapat  2,9  juta  pekerja  yang  diklasifikasikan  ke  dalam  Grup  2  pada  tahun  2020,  yang 
 mencakup  sekitar  38%  dari  total  tenaga  kerja  yang  memenuhi  syarat  dalam  fase  konstruksi 
 infrastruktur  .  Sekitar  94%  tenaga  kerja  yang  memenuhi  syarat  di  Grup  2  dianggap  tidak  terampil. 
 Sekitar 6% dari tenaga kerja yang memenuhi syarat dalam Grup 2 dianggap terampil. 

 Proporsi  tenaga  kerja  yang  cukup  tinggi  pada  Grup  2  didorong  oleh  tingkat  upah  dan  kondisi 
 pekerjaan  yang  lebih  baik  di  sektor  lain  .  Berdasarkan  data  Sakernas,  rata-rata  upah  per  bulan  di 
 sektor  konstruksi  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  sektor  jasa  lain,  seperti  contohnya,  jasa 
 keuangan  dan  administrasi  pemerintahan.  Hal  ini  didukung  dengan  panjangnya  waktu  kerja  pada 32

 sektor  konstruksi,  serta  risiko  kecelakaan  fatal  yang  kerap  disebabkan  oleh  human  error.  Dengan 
 demikian,  untuk  menarik  tenaga  kerja  dengan  kualitas  setinggi  mungkin  selama  tiga  sampai  sepuluh 
 tahun  ke  depan,  sektor  konstruksi  infrastruktur  perlu  memperbaiki  kondisi  serta  lingkungan  kerja  untuk 
 buruh mereka. 33

 Pemerintah  dan  asosiasi  konstruksi  di  Indonesia  perlu  memastikan  bahwa  tenaga  kerja  terampil  dan 
 tidak  terampil  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  tentang  standar  keselamatan  dan 
 kualitas  yang  berlaku  (misalnya  Sistem  Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja 
 18001/”OHSAS  18001”  atau  ISO  45001),  memberdayakan  pekerja  untuk  menilai  dan  mengukur  risiko 
 setiap  pekerjaan,  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  standar  kualitas  dan  keselamatan 
 yang  baik.  Komitmen  menyeluruh  untuk  meningkatkan  standar  keselamatan  dan  memperbaiki  kondisi 
 kerja diharapkan dapat meningkatkan daya tarik sektor bagi pekerja terampil maupun tidak terampil. 

 33  Dengan asumsi bahwa tingkat keterampilan sepenuhnya  diwakili oleh upah. Upah yang lebih rendah akan menunjukkan tingkat 
 keterampilan yang lebih rendah. 

 32  Berdasarkan Sakernas 2020, rata-rata upah bulanan  di bidang jasa keuangan dan administrasi  pemerintahan melebihi Rp 3 juta 
 per bulan. 

 31  Berdasarkan wawancara pemangku kepentingan di sektor  infrastruktur, latar belakang pendidikan yang relevan dengan fase 
 konstruksi infrastruktur meliputi ilmu sosial (IPS), ilmu alam (IPA), teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektro, akuntansi dan 
 keuangan, teknologi konstruksi, manajemen, teknik sipil, komputer dan informatika. teknik, bisnis dan pemasaran, akuntansi, Teknik 
 industri, teknik lingkungan, dan fisika. 
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 Gambar 14.  Komposisi angkatan kerja yang memenuhi  syarat untuk pekerjaan pembangunan 
 infrastruktur, proporsi angkatan kerja yang memenuhi syarat (%) 

 Sumber: BPS’s Keadaan Angkatan Kerja (2015-2021), BPS’s Survei Angkatan Kerja Nasional (2015-2021) 

 Distribusi  pekerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  masih  didominasi  oleh  laki-laki, 
 dengan  pertumbuhan  partisipasi  pekerja  wanita  yang  sangat  kecil.  Pada  tahun  2020,  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  didominasi  oleh  pekerja  laki-laki.  Proporsi  pekerja  laki-laki  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  pada  tahun  2020  masing-masing  tercatat  sebesar  96%  dan  98%.  Temuan 
 ini  diperkuat  dengan  data  historis  dari  BPS,  yang  menunjukkan  distribusi  pekerja  laki-laki  terhadap 
 pekerja  perempuan  masih  stagnan  dalam  lima  tahun  terakhir.  Gambar  5.2  menunjukkan  distribusi 
 pekerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  berdasarkan  jenis  kelamin  antara  tahun  2015  hingga 
 2020: 

 Gambar 15. Jumlah tenaga kerja di sektor transportasi dan konstruksi, berdasarkan jenis 
 kelamin (%) 

 Sumber: BPS’s Keadaan Angkatan Kerja (2015-2021), BPS’s Survei Angkatan Kerja Nasional (2015-2021) 
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 Pekerja perempuan yang memilih karir di bidang pekerjaan non-tradisional seperti sektor 
 konstruksi dan transportasi harus menghadapi banyak tantangan untuk masuk kedalam 
 industri.  Studi literatur membenarkan bahwa citra  publik terhadap sektor tersebut, pengetahuan karir, 
 budaya dan lingkungan kerja, komitmen keluarga, kursus pelatihan yang didominasi laki-laki serta 
 praktik rekrutmen, merupakan hambatan utama bagi wanita yang mencari pekerjaan di sektor 
 tersebut.  Pengurangan atau penghapusan hambatan tersebut  merupakan langkah penting yang 34

 dapat mengarah ke peningkatan jumlah pekerja wanita yang direkrut di sektor ini. 

 5.1.1 Analisis baseline tingkat pekerjaan 

 Analisis  baseline  di  atas  dapat  dilihat  lebih  lanjut  pada  tingkat  pekerjaan.  Sepuluh 35

 indicator  telah  dinilai  berdasarkan  hasil  OEVS,  untuk  memberikan  analisis  baseline  mengenai 
 kondisi  pasar  tenaga  kerja.  Sepuluh  indikator  tersebut  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  dimensi 
 berikut (lihat subbab 3.2.2 untuk definisi yang lebih rinci dari sepuluh indikator dan tiga dimensi): 

 1.  Dinamika  pekerjaan/Occupational  dynamics  (indikator  penciptaan  dan  penghilangan  lapangan 
 kerja dalam satu tahun terakhir) 36

 2.  Kesempatan  kerja/Job  opportunities  (indikator  jumlah  lowongan  pekerjaan  saat  ini  di  pasar 
 tenaga kerja) 37

 3.  Kesenjangan  keterampilan/  Skills  shortages  (indikator  jumlah  pekerjaan  yang  dianggap  tidak 
 dapat memenuhi kebutuhan keterampilan yang sesuai) 38

 Indikator-indikator  tersebut  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  status  pekerjaan  ke 
 depan  pada  jangka  pendek  .  Informasi  dari  masing-masing  indikator  dapat  disatukan  menjadi 
 empat  kategori  prospek  untuk  memprediksi  kondisi  pekerjaan  dalam  1  sampai  3  tahun  ke  depan. 
 Pekerjaan  yang  telah  diidentifikasi  dapat  dikategorikan  sebagai  Bright,  Stable,  Dim,  atau  Flagged 
 (lihat  subbab  5.1.2  untuk  analisis  jangka  pendek).  Temuan  analisis  baseline  juga  memberikan 
 temuan  menarik  mengenai  bagaimana  sektor  konstruksi  dan  transportasi  bereaksi  terhadap 
 guncangan  ekonomi,  seperti  pandemic  COVID-19  saat  ini.  Jenis  pekerjaan  yang  disajikan  dalam 
 analisis  baseline  terdiri  dari  pekerjaan  inti  dan  non-inti.  Pekerjaan  inti  (misalnya  supervisor 
 konstruksi,  buruh  bangunan,  dll.)  merupakan  pekerjaan  yang  memiliki  keterkaitan  secara 
 langsung  dengan  sektor  transportasi  dan  konstruksi,  sedangkan  pekerjaan  non-inti  (pekerja 
 penjualan,  tenaga  tata  usaha,  dll.)  merupakan  pekerjaan  yang  bersifat  umum  dan  dapat 
 ditemukan  di  semua  sektor.  Hasil  OEVS  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pekerjaan  dalam  survei 
 dianggap sebagai pekerjaan inti (58%), terlepas dari skor prospek mereka. 

 5.1.1.1 Analisis baseline dinamika pekerjaan 

 Hasil  OEVS  menunjukkan  bahwa  mayoritas  angkatan  kerja  di  sektor  transportasi  dan 
 konstruksi  saat  ini  bekerja  di  pekerjaan  yang  tidak  memerlukan  tingkat  keterampilan 

 38  Kesenjangan keterampilan muncul ketika ketersediaan dan kebutuhan untuk pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi tidak 
 tumbuh atau menyusut secara bersamaan. 

 37  Pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dianggap memiliki kesempatan kerja yang menjanjikan jika terdapat banyak 
 lowongan pekerjaan dan banyak perusahaan yang mempekerjakan pada saat yang sama, karena pencocokan pekerjaan (job 
 matching) lebih mungkin terjadi. 

 36  Pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan dinamika jangka pendek yang baik adalah pekerjaan yang mengalami 
 peningkatan kebutuhan dari pemberi kerja pada tahun sebelumnya, dan kebutuhan tersebut diasumsikan akan berlanjut selama 
 dua atau tiga tahun ke depan. 

 35  2021 dianggap sebagai tahun dasar (baseline year). 

 34  Amaratunga et al. (2006), Construction industry and  woman: a review of the barriers 
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 tinggi.  Gambar  5.3  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pekerjaan  dengan  jumlah  pekerja  yang 
 cukup  signifikan,  membutuhkan  paling  tinggi  ijazah  sekolah  menengah,  terkecuali  untuk 
 supervisor  konstruksi,  pimpinan  eksekutif  dan  direktur  pelaksana,  dan  juru  tata  usaha  akuntansi 
 dan  pembukuan.  Hal  ini  menegaskan  temuan  penting  dalam  literatur  mengenai  perkembangan 39

 sektor  konstruksi  infrastruktur  Indonesia,  dimana  rendahnya  tingkat  adopsi  teknologi  dapat 
 meningkatkan intensitas dan penggunaan tenaga kerja tidak terampil pada sektor konstruksi. 40

 Mayoritas  dari  pekerjaan  dapat  dikategorikan  dalam  sektor  konstruksi  bangunan  dan  sektor 
 logistic  transportasi.  Tiga  pekerjaan  sektor  konstruksi  bangunan  dengan  jumlah  tenaga  kerja 
 terbanyak  adalah  buruh  bangunan,  buruh  teknik  sipil,  dan  supervisor  konstruksi,  sedangkan  tiga 
 pekerjaan  dengan  jumlah  pegawai  terbanyak  di  sektor  logistik  transportasi  adalah  juru  tata  usaha 
 pergudangan, pengantar paket dan pengemudi berbagai moda transportasi darat. 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 berdasarkan jumlah pekerja: 

 Gambar  16.  Sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  menurut  jumlah 
 pekerja  (# pekerja) 

 Label Diagram Batang - Tingkat pendidikan minimum 41

 SMP  : SMP atau di bawahnya  DI - III  : Diploma I/II/III 

 SMA  : Sekolah Menengah Atas  S1 - S3  : Diploma IV/Sarjana atau di atasnya 

 SMK  : Sekolah Menengah Kejuruan 

 41  Perlu diperhatikan bahwa persyaratan pendidikan yang dimaksud berlaku di semua angka untuk sepuluh indikator 

 40  Terdapat dua artikel yang dijadikan referensi:  
 1.  B.W Soemardi, et. al. (2020),Technology assessment in the Indonesian construction industry. IOP Conference Series: 

 Materials Science and Engineering. 
 2.  Abuh et al. (2019), Infrastructure development challenges and mitigation: the case of Indonesia. FIDIC ASPAC Conference 

 2019. 

 39  Persyaratan pendidikan minimum untuk setiap pekerjaan diperoleh berdasarkan rata-rata persyaratan pendidikan minimum yang 
 ditetapkan oleh pemberi kerja untuk setiap pekerjaan. 
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 Pekerjaan  dengan  dinamika  jangka  pendek  yang  positif  (positive  short-term  dynamics) 
 mengalami  kenaikan  dalam  tingkat  dan  laju  pertumbuhan  lapangan  kerja  dari  tahun  2020 
 dan  2021.  Dinamika  pekerjaan  pada  jangka  pendek  yang  positif  dapat  diukur  berdasarkan  dua 
 indikator,  yaitu  peningkatan  jumlah  pekerja  secara  agregat  dan  peningkatan  laju  pertumbuhan 
 pekerja  secara  persentase.  Kedua  indikator  tersebut  dianggap  relevan  dan  saling  melengkapi 
 satu  sama  lain.  Pertumbuhan  lapangan  kerja  secara  agregat  dapat  membantu  mengidentifikasi 
 pekerjaan  dengan  jumlah  penciptaan  tenaga  kerja  terbesar  dalam  satu  tahun  terakhir,  sementara 
 laju  pertumbuhan  menunjukkan  kecepatan  dari  tingkat  peningkatan  tersebut.  Pekerjaan  dengan 
 laju  pertumbuhan  yang  tinggi  perlu  dipantau  lebih  dekat  untuk  mengevaluasi  ketahanan  dari  laju 
 pertumbuhan  tersebut  dalam  jangka  panjang.  Indikator  kenaikan  tingkat  jumlah  pekerja, 
 peningkatan  laju  pertumbuhan  pekerja,  dan  jumlah  pekerja,  dapat  menentukan  kebutuhan  tenaga 
 kerja di sektor transportasi dan konstruksi. 

 Terdapat  tiga  pekerjaan  dengan  dinamika  jangka  pendek  positif,  yaitu  pekerja  penjualan, 
 pekerja  kelistrikan  bangunan,  dan  pekerja  instalasi  dan  servis  peralatan  teknologi 
 informasi  dan  komunikasi  (lihat  Gambar  17  dan  Gambar  18).  Tiga  pekerjaan  tersebut 
 mengalami  kenaikan  tingkat  jumlah  tenaga  kerja  dan  laju  pertumbuhan  yang  cukup  pesat  dari 
 tahun 2020 sampai 2021. 

 Sebagian  besar  pekerjaan  dengan  dinamika  jangka  pendek  yang  positif  dapat  diklasifikasikan 
 sebagai  pekerjaan  tidak  terampil,  dimana  pekerja  membutuhkan  setidaknya  ijazah  SMA  untuk 
 dapat  dipekerjakan.  Pekerja  kelistrikan  bangunan,  misalnya,  merupakan  pekerjaan  dengan 
 tingkat  kenaikan  jumlah  pekerja  tertinggi,  dengan  tingkat  kenaikan  sebesar  1.000  pekerja  dari 
 tahun  2020  sampai  2021.  Pekerjaan  tersebut  mengalami  peningkatan  laju  pertumbuhan  pekerja 
 sebesar  35%  pada  jangka  waktu  yang  sama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proyek  infrastruktur 
 dapat  berpotensi  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  penting  bagi  tenaga  kerja  tidak 
 terampil disaat pelemahan kondisi ekonomi, seperti saat terjadinya pandemi COVID-19 saat ini. 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 dengan laju pertumbuhan lapangan kerja tertinggi. 
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 Gambar 17. Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan laju 
 pertumbuhan lapangan kerja tertinggi  (%) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Gambar di bawah ini menunjukkan sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi 
 dengan tingkat kenaikan jumlah pekerja tertinggi. 

 Gambar 18. Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan kenaikan 
 tingkat pekerja tertinggi  (kenaikan # pekerja) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Selain  itu,  penting  untuk  juga  membahas  jenis  pekerjaan  dengan  dinamika  jangka  pendek 
 yang  negatif,  dimana  pertumbuhan  tingkat  dan  laju  lapangan  kerja  menunjukkan  tren 
 menurun.  Terdapat  empat  pekerjaan  yang  memiliki  dinamika  jangka  pendek  negatif,  yaitu  teknisi 
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 listrik,  operator  mesin  pengolahan  kayu,  pekerja  penyiapan  logam  struktural,  dan  buruh  teknik 
 sipil  (lihat  Gambar  19  dan  Gambar  20).  Buruh  teknik  sipil  mengalami  penurunan  tingkat  pekerja 
 paling  tajam,  dengan  pengurangan  mencapai  lebih  dari  9.000  pekerjaan  dari  tahun  2020  sampai 
 2021.  Tingkat  pengurangan  tersebut  merefleksikan  penurunan  laju  pertumbuhan  pekerja  sebesar 
 26%  pada  jangka  waktu  yang  sama.  Hasil  analisis  dari  OEVS  menunjukkan  bahwa  penurunan 
 kebutuhan  pekerja  disebabkan  oleh  5  faktor  utama,  yaitu  penundaan  proyek  strategis, 
 peningkatan  efisiensi,  pengurangan  jumlah  proyek,  dan  pengurangan  jenis  proyek  yang 
 dikerjakan  selama  masa  pandemi  COVID-19  (81%  dari  perusahaan  yang  disurvei  menyatakan 
 hal  ini).  Faktor-faktor  tersebut  bukan  merupakan  permasalahan  yang  datang  akibat  adanya 
 perubahan  struktural  dari  perusahaan  yang  merekrut,  seperti  contohnya,  tingkat  perputaran 
 pekerja (labour turnover) atau otomatisasi (penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin). 

 Dinamika  jangka  pendek  yang  negatif  juga  dapat  didorong  oleh  adanya  perubahan  teknologi, 
 atau  kebutuhan  produk  tertentu  yang  lebih  rendah  akibat  pandemi.  Sebagai  contoh,  penurunan 
 laju  pertumbuhan  pengawas  mesin  pengilangan  minyak  dan  gas  bumi  dari  tahun  2020  sampai 
 2021  adalah  sebesar  70%,  dimana  kemungkinan  besar  didorong  oleh  pengurangan  aktivitas 
 sektor  transportasi  dan  logistik  selama  pandemi.  Tenaga  kerja  yang  saat  ini  memiliki  pekerjaan 
 dengan  dinamika  jangka  pendek  negatif  perlu  mencari  pekerjaan  lain  yang  sekiranya  memiliki 
 tingkat  kebutuhan  yang  lebih  tinggi.  Untuk  mengakomodir  transisi  antar  pekerjaan  tersebut, 
 diperlukan  adanya  peningkatan  keterampilan,  terutama  jika  keterampilan  pekerja  saat  ini  sulit 
 dialihkan ke pekerjaan lain. 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 dengan laju penurunan lapangan kerja tertinggi. 

 Gambar 19. Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan laju 
 penurunan lapangan kerja tertinggi  (%) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 
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 Gambar  berikut  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  dengan 
 pengurangan jumlah pekerja tertinggi. 

 Gambar 20. Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan pengurangan 
 tingkat jumlah pekerja tertinggi  (pengurangan # pekerja) 

 Catatan: Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 5.1.1.2 Analisis  baseline  kesempatan kerja 

 Suatu  pekerjaan  dianggap  memiliki  kesempatan  kerja  (job  opportunities)  yang  menjanjikan 
 jika  terdapat  banyak  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia,  serta  banyaknya  jumlah 
 perusahaan  yang  sedang  merekrut.  Estimasi  kesempatan  kerja  untuk  suatu  pekerjaan  didasari 
 oleh  dua  indikator,  yaitu  jumlah  lowongan  dalam  satu  tahun  terakhir  dan  jumlah  perusahaan  yang 
 sedang  aktif  merekrut.  Jika  terdapat  banyak  perusahaan  yang  sedang  membuka  lowongan 42

 pekerjaan,  pekerja  akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Namun,  jumlah  lowongan 
 saja  tidak  cukup  untuk  mengukur  kesempatan  kerja  yang  berkelanjutan,  akibat  beberapa  jenis 
 lowongan  pekerjaan  yang  bersifat  musiman  atau  jangka  pendek.  Dengan  demikian,  ketersediaan 
 lowongan  pekerjaan  yang  berkelanjutan  juga  penting  untuk  diukur.  Selain  itu,  lowongan  akan 
 lebih  mungkin  tersedia  sepanjang  tahun  dan  tersedia  di  banyak  lokasi  jika  terdapat  banyak 
 perusahaan  yang  sedang  merekrut  dibandingkan  dengan  jika  hanya  sedikit  perusahaan  yang 
 mencari pekerja. 

 Peluang  pekerja  untuk  mendapatkan  pekerjaan  baru  akan  meningkat  jika  lebih  banyak 
 perusahaan  yang  menyatakan  keinginan  untuk  merekrut.  Kesempatan  kerja  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi  lebih  menjanjikan  untuk  pekerjaan  dengan  persyaratan  pendidikan 
 SMA  ke  atas.  Pekerjaan  seperti  supervisor  konstruksi,  buruh  bangunan,  manajer  konstruksi,  kurir, 
 pengantar  paket  dan  kuli  angkut  barang,  tenaga  perkantoran  umum,  dan  juru  tata  usaha 
 transportasi  memiliki  banyak  pembukaan  lowongan  kerja,  dan  sedang  dicari  oleh  banyak 
 perusahaan  pada  tahun  2021.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  kesempatan  kerja  yang 
 menjanjikan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  tersebut  (Gambar  5.8  dan  Gambar  5.9).  Sebagian  besar 
 40  Lihat  bab  3.2.2  untuk  penjelasan  rinci  tentang  metodologi  estimasi  kesempatan  kerja 

 42  Lihat bab 3.2.2 untuk penjelasan rinci tentang metodologi  estimasi kesempatan kerja 
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 pekerjaan tersebut hanya membutuhkan Pendidikan minimal ijazah SMA. 

 Beberapa  pekerjaan,  seperti  buruh  bangunan  dan  supervisor  konstruksi,  mengalami 
 penurunan  jumlah  pekerja  yang  signifikan,  tetapi  juga  memiliki  kesempatan  kerja  yang 
 menjanjikan.  Hal  ini  dapat  menunjukkan  adanya  ketimpangan  distribusi  kebutuhan  tenaga  kerja 
 antar  wilayah  di  Indonesia.  Saat  ini,  pekerja  terkendala  oleh  adanya  proyek  yang  ditunda  akibat 
 pandemi  di  suatu  wilayah.  Disaat  bersamaan,  muncul  kebutuhan  di  wilayah  lain  akibat  program 
 pemerintah  yang  memberlakukan  kebijakan  countercyclical,  dimana  dapat  meningkatkan 
 kebutuhan  untuk  suatu  pekerjaan.  Misalnya,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  telah 
 mengalokasikan  dana  tunai  lebih  dari  Rp30  triliun  untuk  program  kerja  pada  tahun  2020  dan  2021 
 untuk  menyerap  pengangguran  selama  pandemi,  terutama  di  kabupaten-kabupaten  luar  Jawa. 43

 Program-program  tersebut  mencakup  berbagai  proyek  infrastruktur,  termasuk  sumber  daya  air, 
 system irigasi, jalan, dan perumahan  . 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 dengan jumlah lowongan kerja tertinggi. 

 Gambar 21.  Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi  dan konstruksi dengan jumlah 
 pembukaan lowongan terbanyak  (total # lowongan) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  sepuluh  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 dengan jumlah perusahaan yang menyatakan keinginan untuk merekrut terbanyak. 

 43  Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Diakses  pada 15 Februari 2022, 
 <  https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/3741  > dan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diakses pada 15 
 Februari 2022, <  https://pu.go.id/kanal-gallery/285  > 
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 Gambar  22.  Sepuluh pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi dengan jumlah 
 perusahaan merekrut terbanyak  (total # perusahaan,  2021) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 5.1.1.3 Analisis  baseline  kesenjangan keterampilan 

 Kesenjangan  keterampilan  terjadi  ketika  perusahaan  tidak  mau  merekrut  suatu  pekerjaan 
 tertentu  karena  tidak  memiliki  keterampilan  yang  dibutuhkan.  Mengidentifikasi  kesenjangan 44

 keterampilan  dianggap  sangat  penting  dalam  merancang  intervensi  untuk  mengatasi  adanya 
 kekurangan  keterampilan  dalam  suatu  pekerjaan.  Meskipun  tidak  ada  indikator  umum  yang  dapat 
 secara  akurat  mengukur  kesenjangan  keterampilan,  indikator-indikator  berikut  dapat  memberikan 
 gambaran mengenai kesenjangan keterampilan untuk suatu pekerjaan tertentu: 

 ●  Pekerjaan  yang  sulit  diisi  (indikator  biner  1  dan  0)  :  Pekerjaan  yang  belum  diisi  lebih  dari  15 
 hari  setelah  dibuka.  Nilai  indikator  adalah  1  jika  rata-rata  lowongan  pekerjaan  telah  dibuka  lebih 
 dari 15 hari. Nilai indikator adalah 0 ketika lowongan pekerjaan dibuka kurang dari 15 hari. 

 ●  Pekerjaan  yang  sulit  untuk  direkrut  (%)  :  Persentase  total  perusahaan  dalam  survei  yang 
 mengalami  kesulitan  dalam  merekrut  pekerja  akibat  minimnya  pelamar  kerja,  atau  kurangnya 
 pelamar dengan keterampilan yang sesuai. 

 ●  Pekerjaan  dengan  lowongan  yang  tidak  dibuka  (dalam  #  perusahaan)  :  Perusahaan  telah 
 mempertimbangkan  untuk  membuka  lowongan  pekerjaan  ini,  tetapi  akhirnya  tidak  melakukan  hal 
 tersebut  karena  kurangnya  kepastian  dalam  menemukan  kandidat  dengan  keterampilan  yang 
 sesuai.  Berbeda  dengan  indikator  pembukaan  jumlah  lowongan  (dibahas  secara  lebih  rinci  dalam 
 subbab  3.2.2.2  tentang  dimensi  kesempatan  kerja),  lowongan  yang  belum  dibuka  tidak  lagi 
 kosong  karena  kurangnya  kepercayaan  bahwa  kandidat  dengan  keterampilan  yang  sesuai  akan 
 ditemukan. 45

 45  Lihat subbab 3.2.2 untuk penjelasan rinci mengenai  metodologi untuk memperkirakan kesenjangan keterampilan. 

 44  Dalam analisis ketersediaan dan kebutuhan tenaga  kerja, kesenjangan keterampilan (  skill shortages  )  disebut sebagai 
 kesenjangan keterampilan (  skill gaps  ), tetapi istilah  ini memiliki arti yang sama. 
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 Secara  keseluruhan,  terdapat  103  pekerjaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  yang 
 setidaknya  menunjukan  satu  indikator  kesenjangan  keterampilan  .  Dari  103  pekerjaan  ini, 
 tidak  ada  satu  pun  pekerjaan  yang  bersinggungan  dengan  ketiga  indikator  kesenjangan 
 keterampilan  pada  saat  yang  bersamaan.  Namun,  terdapat  sebanyak  18  pekerjaan  terkait  yang 
 setidaknya  menunjukan  dua  indikator  kesenjangan  keterampilan,  dan  kemungkinan  akan 
 mengalami  perubahan  pola  kebutuhan  keterampilan  di  pasar  tenaga  kerja.  Misalnya,  pekerjaan 
 yang  dianggap  sulit  untuk  direkrut  dan  lowongan  yang  tidak  dibuka.  Pekerjaan  yang  menunjukan 
 dua  indikator  tersebut  memerlukan  keterampilan  yang  saat  ini  tidak  dimiliki  oleh  angkatan  kerja 
 secara  umum.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  tersebut  akan  membutuhkan  peningkatan  keterampilan 
 agar dapat bersaing lebih lanjut. 

 Gambar 23. Jumlah pekerjaan di sektor transportasi dan konstruksi yang menunjukkan 
 indikator kesenjangan keterampilan  (# pekerjaan) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”) 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 5.1.2 Analisis Jangka Pendek 

 Sepuluh  indikator  dalam  OEVS  dapat  digabungkan  untuk  menilai  prospek  pekerjaan  jangka 
 pendek.  Berdasarkan  sepuluh  indikator  tersebut,  pekerjaan  dalam  OEVS  dapat  dikelompokan 
 menjadi  empat  kategori  prospek  :  Bright,  Stable,  Dim,  dan  Flagged  .  Penjelasan  lebih  lanjut 
 mengenai definisi istilah kategori ini dapat ditemukan pada subbab 3.2.2. 

 Sebagian  besar  pekerjaan  sektor  transportasi  dan  konstruksi  yang  dianalisis 
 dikategorikan  sebagai  pekerjaan  Dim  (86  pekerjaan).  Namun,  dari  total  proporsi  jumlah 
 pekerja,  pekerjaan  Dim  memiliki  persentase  terendah  di  antara  keempat  kategori  prospek  (3% 
 dari  total  pekerjaan),  sehingga  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  Dim  hanya  mempekerjakan 
 sejumlah  kecil  pekerja.  Pekerjaan  Bright  mempekerjakan  lebih  banyak  pekerja  dibandingkan 
 dengan  pekerjaan  Dim  ,  dimana  proporsi  terhadap  total  mencapai  6%  dari  total  pekerja  di  sektor 
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 transportasi  dan  konstruksi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  lebih  pekerjaan  dengan  tingkat 
 kebutuhan  yang  tinggi,  dibandingkan  dengan  pekerjaan  yang  tidak  memiliki  kebutuhan  atau 
 menyusut  dalam  jangka  pendek.  Proporsi  pekerja  untuk  jenis  pekerjaan  Stable  juga  lebih  banyak 
 (27%  dari  total  pekerja)  dibandingkan  dengan  pekerjaan  Bright  dan  Dim  .  Dalam  jangka  pendek, 
 pertumbuhan  lapangan  kerja  secara  keseluruhan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 diproyeksikan akan relatif stabil dibandingkan cepat. 

 Data  tentang  pekerjaan  dalam  kategori  Flagged  perlu  ditafsirkan  dengan  hati-hati. 
 Pekerjaan  dengan  prospek  Flagged  memiliki  hasil  yang  kontradiktif.  Pekerjaan  flagged 
 memiliki  tingkat  kebutuhan  yang  menurun,  kekurangan  kesempatan  kerja,  dan  kesenjangan 
 keterampilan  dalam  jangka  pendek.  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  akibat  pandemi  telah 
 menyebabkan  beberapa  perusahaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  melakukan 
 restrukturisasi  dan  mengevaluasi  inefisiensi  yang  timbul  dari  tenaga  kerja  yang  berkinerja  buruk. 
 Dengan  adanya  restrukturisasi,  perusahaan  harus  memastikan  bahwa  mereka  hanya 
 menggunakan  tenaga  kerja  yang  sangat  produktif,  yang  dapat  membantu  mereka  bekerja  lebih 
 efektif  setelah  ada  pemulihan  pasar.  Pada  saat  bersamaan,  situasi  COVID-19  di  Indonesia  telah 
 mempersulit  perusahaan  untuk  mencari  dan  mempertahankan  tenaga  kerja  berketerampilan 
 tinggi.  Oleh  karena  itu,  kedua  isu  tersebut  dapat  menyebabkan  munculnya  kesenjangan 
 keterampilan dan kekurangan kebutuhan dalam waktu yang sama. 

 Perubahan  prospek  berbagai  pekerjaan  perlu  dipantau  secara  ketat  untuk  melihat  apakah 
 tren  perubahan  akan  berlanjut  dalam  waktu  dekat.  Perlu  diketahui  bahwa  survei  dilakukan 
 pada  masa  gelombang  kedua  pandemi  COVID-19  yang  disebabkan  oleh  varian  Delta,  yang 
 mengakibatkan  beberapa  kali  penundaan  akibat  adanya  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan 
 masyarakat  (“PPKM”).  Selama  periode  ini,  sebagian  besar  anggaran  yang  dialokasikan  untuk 
 belanja  infrastruktur  dialokasikan  untuk  menanggapi  keadaan  darurat  akibat  varian  Delta. 
 Penurunan  realisasi  anggaran  yang  diakibatkan  pandemi  mengganggu  tren  pasar  tenaga  kerja  di 
 tingkat  nasional.  Meski  demikian,  survei  OEVS  Infrastruktur  2021  tetap  dapat  dilihat  sebagai  titik 
 dasar  (baseline)  kebutuhan  tenaga  kerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi,  terutama  di  masa 
 depan, ketika para pengambil kebijakan mengevaluasi pemulihan dari pandemi COVID-19. 46

 Gambar  berikut  menunjukkan  beberapa  pekerjaan  yang  dinilai  sebagai  Bright,  Stable,  Dim  ,  dan 
 Flagged  . 

 46  Caveat lain menyangkut sampel data yang lebih besar.  Bank Dunia (2020) mengadakan survei OEVS untuk beberapa sektor lain 
 di Indonesia dan menemukan hasil yang sama, dengan mayoritas pekerjaan dinilai sebagai  Flagged  . Selain  pekerjaan musiman 
 atau perubahan struktural, Bank Dunia berpendapat bahwa temuan ini kemungkinan dapat disebabkan oleh data yang belum 
 memadai. Mengingat bahwa survei OEVS, yang merupakan bagian dari proyek ini, adalah survei pertama untuk sektor transportasi 
 dan konstruksi. Ukuran sampel yang lebih besar akan diperlukan untuk menilai lebih lanjut apakah terdapat inkonsistensi dalam 
 hasil temuan. Sampel data yang lebih besar harus dipertimbangkan jika Pemerintah Indonesia bermaksud meluncurkan survei 
 OEVS dalam skala nasional. 

 69 



 Gambar 24. Daftar pekerjaan  Bright, Dim, Stable,  dan  Flagged  di sektor transportasi dan 
 konstruksi 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Total lapangan kerja mengacu pada jumlah pekerja yang dipekerjakan di sektor transportasi dan konstruksi untuk 

 perusahaan yang disurvei di OEVS. 
 (3) Daftar lengkap pekerjaan untuk setiap kategori tersedia di Lampiran  8.5  . 
 (4) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Melihat lebih dekat pada pekerjaan yang dinilai sebagai  Bright, Stable, Dim  , dan  Flagged  di 
 masing-masing sektor ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika pekerjaan jangka 
 pendek. 

 5.1.2.1 Melihat lebih dekat pekerjaan  Bright 

 Pekerjaan  Bright  adalah pekerjaan yang sangat diminati  dan dicari oleh perusahaan untuk 
 direkrut.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab  metodologi  (lihat  subbab  3.2.2.2),  pekerjaan 
 Bright  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok:  (1)  pekerjaan  dengan  tingkat  pertumbuhan  lapangan 
 kerja  yang  tinggi  dan  perputaran  pekerja  yang  rendah,  atau  (2)  pekerjaan  yang  memiliki  tingkat 
 kebutuhan  tinggi,  namun  memiliki  kesenjangan  keterampilan  yang  membatasi  pertumbuhan 
 mereka. Gambar di bawah ini menunjukkan pembagian pekerjaan  Bright  ke dalam dua kategori: 
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 Gambar 25. Pembagian pekerjaan  Bright  di sektor transportasi dan konstruksi 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Tiga  pekerjaan  Bright  memiliki  prospek  jangka  pendek  yang  baik,  yang  direfleksikan 
 dengan  jumlah  pekerja  yang  banyak,  tingkat  pertumbuhan  pekerjaan  yang  tinggi,  dan 
 tingkat  perputaran  pekerja  yang  rendah.  Pekerjaan  ini  termasuk  tukang  beton,  juru  tata  usaha 
 penggajian,  dan  profesional  kebijakan  administrasi.  Dua  pekerjaan  terakhir  menunjukkan 
 kemungkinan  redistribusi  tanggung  jawab  dalam  operasional  internal  perusahaan.  Dengan 
 melihat  kondisi  ekonomi  yang  melambat  dan  adanya  penundaan  proyek,  perusahaan  akan 
 dipaksa  mengurangi  kegiatan  operasional  mereka  untuk  mengatasi  penurunan  kebutuhan  yang 
 bersifat  sementara.  Kedua  pekerjaan  ini  telah  membuktikan  ketahanan  mereka  selama  pandemi, 
 melihat  kedua  pekerjaan  tersebut  masih  memainkan  peran  yang  cukup  penting  dalam 
 perusahaan. 

 Pekerjaan  Bright  dengan  kesenjangan  keterampilan  diprediksi  akan  mengalami  perubahan 
 pola  kebutuhan  dalam  jangka  pendek.  Sebagian  besar  pekerjaan  Bright  dengan  kesenjangan 
 keterampilan  membutuhkan  setidaknya  ijazah  SMA  untuk  dapat  dipekerjakan.  Meskipun 
 kualifikasi  pendidikan  yang  dibutuhkan  dianggap  rendah,  profil  keterampilan  dari  pekerjaan 
 tersebut  diprediksi  akan  bergeser,  atau  memerlukan  keterampilan  yang  berbeda  dengan  yang 
 dimiliki oleh angkatan kerja saat ini. 

 Perubahan  kebutuhan  terhadap  keterampilan  pada  pekerjaan  bright  belum  tentu  bisa 
 diinterpretasikan  sebagai  ketidak  inginan  perusahaan  untuk  merekrut  pekerja  dalam  jangka 
 pendek,  mengingat  kebutuhan  terhadap  pekerjaan  tersebut  masih  terus  meningkat.  Meskipun 
 demikian,  pekerjaan  dengan  karakteristik  seperti  ini  akan  membutuhkan  peningkatan  atau 
 pengalihan  kompetensi  (  upskilling  dan  reskilling  ),  agar  dapat  menjaga  daya  saing  dan  relevansi 
 keterampilan  mereka,  sehingga  pekerjaan  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang 
 berkelanjutan  dalam  jangka  panjang.  Upaya  untuk  melakukan  reskilling  tenaga  kerja  dapat 
 dilakukan  di  tingkat  sektoral  oleh  asosiasi  sektoral  terkait,  atau  bekerja  sama  dengan  fasilitas 
 pelatihan  milik  pemerintah,  seperti  Balai  Latihan  Kerja  (“BLK”),  di  mana  tenaga  kerja  dapat 
 ditingkatkan keterampilannya atau dilatih ulang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 

 Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  distribusi  persyaratan  pendidikan  minimum  untuk  beberapa 
 pekerjaan  Bright  dengan  kesenjangan  keterampilan.  Menurut  OEVS,  sebagian  besar  pekerjaan 
 Bright  dengan  kesenjangan  keterampilan  dianggap  tidak  terampil,  dengan  persyaratan 
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 pendidikan  di  bawah  jenjang  sekolah  menengah  atas.  Untuk  pekerjaan  tersebut,  pekerja  harus 
 berinvestasi  dalam  kualifikasi  yang  relevan  agar  dapat  meningkatkan  tingkat  kompetensi  mereka. 
 Secara  bersamaan,  pemerintah  juga  perlu  memastikan  persediaan  pelatihan  dan  pendidikan 
 berkualitas yang memadai untuk para pekerja. 

 Gambar 26. Distribusi lapangan kerja di sektor transportasi dan konstruksi untuk 
 pekerjaan  Bright  dengan kesenjangan keterampilan,  berdasarkan persyaratan pendidikan 

 minimum (  % angkatan kerja  ) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 5.1.2.2 Melihat lebih dekat pekerjaan  Stable 

 Pekerjaan  stable  adalah  pekerjaan  yang  mengalami  peningkatan  laju  pertumbuhan 
 pekerja,  tetapi  tidak  cukup  cepat  untuk  dikategorikan  sebagai  pekerjaan  Bright  .  Sebanyak 
 59  (dari  81)  pekerjaan  Stable  mengalami  pertumbuhan  lapangan  kerja  yang  stabil  tanpa 
 kesenjangan  keterampilan,  sementara  22  (dari  81)  pekerjaan  Stable  mengalami  pertumbuhan 
 lapangan  kerja  yang  stabil  dengan  kesenjangan  keterampilan.  Pekerjaan  yang  tidak  memiliki 
 kesenjangan  keterampilan  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  tenaga  kerja  pada  jangka  pendek 
 dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  diperlukan.  Di  lain  pihak,  pekerjaan  dengan  kesenjangan 
 keterampilan  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  tenaga  kerja  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan 
 yang  diperlukan.  Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  pembagian  pekerjaan  Stable  ke  dalam  dua 
 kategori: 
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 Gambar 27. Pembagian pekerjaan  Stable  di sektor transportasi dan konstruksi 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Laju  pertumbuhan  pekerja  untuk  pekerjaan  Stable  lebih  lambat  dibandingkan  dengan 
 pekerjaan  Bright  .  Pekerjaan  yang  dianggap  Stable  memiliki  pertumbuhan  kurang  dari  2%  dari 
 tahun  2020  hingga  2021.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  Stable  memiliki  prospek  yang  lebih  terbatas 
 dalam  jangka  pendek  dibandingkan  dengan  pekerjaan  Bright,  meskipun  pekerjaan  tersebut 
 menawarkan kesempatan kerja dan potensi kesenjangan keterampilan yang sama. 

 Namun,  tidak  seperti  pekerjaan  Bright  ,  pertumbuhan  pekerjaan  Stable  yang  lambat  sangat 
 dipengaruhi  oleh  perputaran  pekerja  yang  tinggi.  Perputaran  pekerjaan  yang  tinggi  membatasi 
 ketersediaan  tenaga  kerja  potensial  untuk  dipekerjakan  di  pekerjaan  Stable  dalam  jangka  pendek 

 . 45 Tingkat perputaran pekerja rata-rata untuk pekerjaan  Stable  adalah sekitar 20%. 47

 Secara  umum,  meskipun  lapangan  kerja  terus  berkembang,  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  di 
 pekerjaan  Stable  masih  memerlukan  peningkatan  keterampilan  atau  pelatihan  ulang  untuk 
 menyesuaikan  dengan  kebutuhan  perusahaan,  sehingga  mengurangi  kesenjangan  keterampilan. 
 Meminimalisir  kesenjangan  keterampilan  dapat  merangsang  pertumbuhan  lapangan  kerja  yang 
 lebih  cepat,  yang  dapat  membantu  meningkatkan  status  pekerjaan  stable  menjadi  Bright  . 
 Berdasarkan  OEVS,  sebagian  besar  pekerjaan  Stable  (dengan  kesenjangan  keterampilan  dan 
 tanpa  kesenjangan  keterampilan)  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  dianggap  tidak  terampil, 
 dengan persyaratan pendidikan di bawah jenjang SMA  . 

 5.1.2.3 Melihat lebih dekat pekerjaan  Dim 

 Pekerjaan  Dim  memiliki  laju  kebutuhan  pekerja  yang  menyusut  atau  stagnan  dalam  jangka 
 pendek.  Sebanyak  77  pekerjaan  Dim  memiliki  kebutuhan  yang  stagnan  dalam  jangka  pendek  , 
 dan sebanyak 9 pekerjaan memiliki kebutuhan yang menyusut. 48

 48  Pekerjaan dengan kebutuhan stagnan termasuk, tetapi  tidak terbatas pada: manajer jasa keuangan dan asuransi, ahli teknik 
 telekomunikasi, dan perencana tata kota dan lalu lintas. Pekerjaan dengan kebutuhan menyusut termasuk, tetapi tidak terbatas 
 pada: analis keuangan, pengawas lalu lintas udara, dan operator mesin pengolahan logam. 

 47  Tingkat perputaran pekerja (  turnover rate  ) adalah  persentase pekerja yang masuk dan keluar dari pekerjaan dalam satu tahun 
 terakhir. Pekerjaan yang memiliki tingkat perputaran tinggi cenderung memiliki lebih banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan 
 dan lebih banyak lowongan terbuka. Namun, pekerjaan dengan tingkat perputaran tinggi dianggap kurang menarik bagi perusahaan 
 ketika mereka melihat bahwa terdapat banyak pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Perputaran dapat 
 disebabkan oleh pengunduran diri sukarela atau PHK. 
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 Gambar di bawah ini menunjukkan pembagian pekerjaan  Dim  ke dalam dua kategori: 

 Gambar 28. Pembagian pekerjaan  Dim  di sektor transportasi  dan konstruksi 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Pekerjaan  Dim  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  kesenjangan  keterampilan.  Kebutuhan  yang 
 menyusut  atau  stagnan  dalam  pekerjaan  Dim  umumnya  disebabkan  oleh  guncangan  eksternal 
 (external  shock)  yang  bersifat  sementara,  bukan  karena  perubahan  struktural  yang 
 berkepanjangan  di  pasar  tenaga  kerja,  mengingat  tidak  ada  pekerjaan  Dim  yang  menunjukkan 
 indikasi  kesenjangan  keterampilan.  Guncangan  ini  muncul  dari  keadaan  yang  tidak  berkaitan 
 dengan  keterampilan  tenaga  kerja,  khususnya  pandemi  COVID-19,  yang  mengurangi  kebutuhan 
 untuk  merekrut  tenaga  kerja  selama  periode  survei.  Menurut  OEVS,  kebutuhan  jangka  pendek 
 yang  menyusut  atau  stagnan  disebabkan  oleh  penundaan  proyek,  peningkatan  efisiensi, 
 pengurangan  jumlah  proyek,  dan  pengurangan  jenis  proyek  yang  dikerjakan  akibat  dampak 
 COVID-19  (81%  dari  semua  perusahaan  yang  disurvei  menyatakan  hal  ini).  Faktor-faktor  tersebut 
 bukan  merupakan  permasalahan  yang  datang  akibat  adanya  perubahan  struktural  dari 
 perusahaan  yang  merekrut,  seperti  contohnya,  tingkat  perputaran  pekerja  (labour  turnover)  atau 
 otomatisasi (penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin). 

 Guncangan  yang  memengaruhi  pekerjaan  Dim  memiliki  beberapa  penyebab.  Menurut 
 OEVS,  mayoritas  pekerja  pada  pekerjaan  Dim  berada  di  sektor  transportasi  darat  dan  udara  di 
 Jakarta.  Pembatasan  mobilitas  di  Jakarta  telah  menyebabkan  penurunan  jumlah  penumpang 
 terminal  bus  dan  bandara.  Selain  itu,  PDB  sektoral  di  sektor  transportasi  mengalami  penurunan 
 sebesar  0,5%  dari  tahun  2019  hingga  2021.  Oleh  karena  itu,  terdapat  kecenderungan  untuk 49

 menghentikan sementara perekrutan pekerjaan  Dim  dalam  jangka pendek. 

 Efek  guncangan  sementara  yang  berkepanjangan  terhadap  lapangan  kerja  dapat  berlanjut 
 ke  jangka  menengah  dan  panjang,  dimana  kemungkinan  keterampilan  yang  terkait  dengan 
 pekerjaan  Dim  tidak  lagi  relevan.  Meskipun  pandemi  COVID-19  pada  awalnya  dianggap 
 sebagai  guncangan  sementara,  para  pakar  ekonomi  belakangan  ini  mulai  mengevaluasi  adanya 
 scarring  effect  yang  menyerang  pekerja  yang  sedang  melewati  masa  transisi  akibat  krisis. 
 Intervensi  dari  pemerintah  diperlukan  untuk  mencegah  pengikisan  keterampilan  (  skill  erosion  ) 

 49  Data BPS 2019-2021 
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 jangka  panjang,  dimana  pekerja  yang  sedang  menganggur  akan  cenderung  kehilangan 
 keterampilan  mereka,  terutama  pada  pekerjaan  terampil  yang  mengalami  kebutuhan  yang 
 menyusut atau stagnan. 

 Gambar  di  bawah  menunjukkan  distribusi  persyaratan  pendidikan  minimum  untuk  beberapa 
 pekerjaan  Dim  dengan  laju  kebutuhan  pekerja  yang  menyusut.  Menurut  OEVS,  sebagian  besar 
 pekerjaan  Dim  dengan  laju  kebutuhan  yang  menyusut  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi 
 dianggap tidak terampil, dengan persyaratan pendidikan di bawah jenjang SMA. 

 Gambar 29. Distribusi lapangan kerja di sektor transportasi dan konstruksi untuk 
 pekerjaan Dim dengan laju kebutuhan pekerja yang menyusut, menurut persyaratan 

 pendidikan minimum  (% angkatan kerja) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
   (2) Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Gambar  di  bawah  menunjukkan  distribusi  persyaratan  Pendidikan  minimum  untuk  beberapa 
 pekerjaan  Dim  dengan  kebutuhan  yang  stagnan.  Menurut  OEVS,  sebagian  besar  pekerjaan  Dim 
 dengan  laju  kebutuhan  yang  stagnan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  dianggap  tidak 
 terampil, dengan persyaratan Pendidikan di bawah jenjang SMA. 
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 Gambar 30. Distribusi lapangan kerja di sektor transportasi dan konstruksi untuk 
 pekerjaan Dim dengan laju kebutuhan pekerja yang stagnan, menurut persyaratan 

 pendidikan minimum  (% angkatan kerja) 

 Catatan: (1) Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
     (2) 5151 - Pengawas kebersihan dan kerumahtanggaan di kantor, hotel, dan bangunan lainnya 

 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 5.1.2.4 Melihat lebih dekat pekerjaan  Flagged 50

 Pekerjaan  yang  diklasifikasikan  sebagai  Flagged  berbeda  dengan  pekerjaan  Dim  . 
 Pekerjaan  Dim  dan  Flagged  mengalami  penurunan  kebutuhan  pekerja  dan  memiliki  jumlah 
 lowongan  tersedia  yang  rendah.  Namun,  tidak  seperti  pekerjaan  Dim,  pekerjaan  Flagged 
 mengalami  kesenjangan  keterampilan  dalam  jangka  pendek.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam 
 subbab  5.1.2.3,  kebutuhan  yang  menurun  dan  kurangnya  kesempatan  kerja  dari  pekerjaan  Dim 
 umumnya  disebabkan  oleh  guncangan  yang  bersifat  sementara.  Dinamika  tenaga  kerja  untuk 
 pekerjaan  Flagged  diperkirakan  akan  bertahan  lebih  lama  akibat  adanya  kesenjangan 
 keterampilan.  Kesenjangan  keterampilan  untuk  pekerjaan  Flagged  umumnya  disebabkan  oleh 
 besarnya  jumlah  perusahaan  yang  telah  mempertimbangkan  untuk  membuka  lowongan  untuk 
 pekerjaan  ini,  tetapi  tidak  melakukan  hal  tersebut  karena  kurang  yakin  akan  menemukan  kandidat 
 dengan keterampilan yang sesuai. 

 Pekerjaan  Flagged  lebih  banyak  ditemukan  di  sektor  konstruksi  akibat  situasi  pandemi 
 COVID-19  yang  meningkat  di  Jakarta.  Berdasarkan  OEVS,  tenaga  kerja  yang  bekerja  di 51

 bidang  konstruksi  bangunan  di  Jakarta  sangat  terpengaruh  oleh  penundaan  proyek.  Dari  sepuluh 
 pekerjaan  Flagged  dengan  jumlah  pekerja  tertinggi,  empat  pekerjaan  membutuhkan  keahlian 

 51  Wawancara lapangan OEVS dilakukan dari Juli hingga  Oktober 2021 karena beberapa pemunduran dan penundaan; meskipun 
 awalnya direncanakan hanya memakan waktu dua hingga tiga bulan. Selama periode tersebut, kasus COVID-19 yang dikonfirmasi 
 di Indonesia dan di tempat lain secara global meningkat karena varian Delta. 

 50  Pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai  Flagged  juga  dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok: pekerjaan  Flagged  yang masih 
 direkrut secara aktif dan tidak aktif. Rekrutmen aktif oleh pemberi pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan memiliki lowongan 
 terbuka dan perusahaan telah mengkonfirmasi dalam survei bahwa mereka mencoba untuk mempekerjakan tenaga kerja. Namun, 
 menurut hasil OEVS, tidak ada pekerjaan  Flagged  yang  bersinggungan dengan kedua indikator tersebut. Oleh karena itu, 
 dibandingkan dengan analisis lebih dalam untuk pekerjaan  Bright  ,  Stable  , dan  Dim  , analisis pada pekerjaan  Flagged  tidak akan 
 dibagi ke dalam kelompok. 
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 khusus  untuk  dipekerjakan  dalam  pekerjaan  konstruksi  bangunan  (yaitu  buruh  bangunan, 
 supervisor  konstruksi,  buruh  teknik  sipil,  dan  manajer  konstruksi).  Sebagian  besar  proyek 
 pembangunan  gedung  di  Jakarta  telah  membatasi  jumlah  pekerja  yang  diklasifikasikan  sebagai 
 Flagged  .  Namun,  tren  ini  tidak  ditemukan  di  provinsi  lain  karena  jumlah  proyek  konstruksi 
 bangunan  berskala  besar  yang  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Jakarta  .  50  Jenis 52

 proyek konstruksi lainnya masih berlanjut, namun dengan pertumbuhan yang lebih lambat. 

 Gambar  di  bawah  menunjukkan  distribusi  persyaratan  pendidikan  minimum  untuk  beberapa 
 pekerjaan  Flagged  .  Menurut  OEVS,  sebagian  besar  pekerjaan  Flagged  di  sektor  transportasi  dan 
 konstruksi  dianggap  tidak  terampil,  dengan  persyaratan  pendidikan  di  bawah  jenjang  sekolah 
 menengah atas. Sisanya membutuhkan setidaknya ijazah pendidikan tinggi (diploma ke atas). 

 Gambar  31.  Distribusi lapangan kerja di sektor transportasi  dan konstruksi untuk 
 pekerjaan  Flagged  , menurut persyaratan pendidikan  minimum  (% angkatan kerja  ) 

 Catatan: Kode untuk setiap pekerjaan mengacu pada klasifikasi KBJI 4 digit. 
 Sumber: Survei OEVS Infrastruktur 2021 

 Pandemi  telah  menciptakan  kebutuhan  untuk  tenaga  kerja  yang  lebih  kompeten  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi.  Sebelum  pandemi  terjadi,  kinerja  kedua  sektor  tersebut  tumbuh 
 secara  konsisten.  Kontribusi  PDB  kedua  sektor  tumbuh  dengan  rata-rata  6,7%  per  tahun  dari 
 tahun  2015  sampai  tahun  2019  .  51  Antara  2019  dan  2021,  kontribusi  kedua  sektor  menurun 53

 dengan  rata-rata  3,6%  per  tahun  di  tingkat  nasional,  dan  rata-rata  2,9%  per  tahun  untuk  provinsi 
 dalam  survei  .  52  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  telah  memaksa  banyak  perusahaan  untuk 54

 mengevaluasi kembali struktur pekerjaan mereka dan mengidentifikasi sumber inefisiensi. 

 54  Dapat dilihat bahwa penurunan kontribusi sektor konstruksi  terhadap PDB pada tahun 2021 dari COVID-19 tidak signifikan 
 seperti yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh langkah kebijakan  countercyclical  dari Pemerintah.  Namun, respons 
 kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk proyek konstruksi padat karya di luar Jakarta. Proyek pembangunan infrastruktur besar 
 di Jakarta kurang mendapat bantuan dari respon kebijakan dibandingkan dengan daerah lain (PUPR, 2021) 

 53  Data BPS 2015-2019, dihitung menggunakan  Compounded  Annual Growth Rate  (“CAGR”) 

 52  Menurut OEVS, sekitar 32% proyek pembangunan gedung  dipusatkan di Jakarta. 68% sisanya terletak di provinsi lain 
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 Perusahaan  di  kedua  sektor  ini  tetap  bertujuan  untuk  menjadi  kompetitif  di  pasar,  terutama 
 setelah  pemulihan  ekonomi  dari  COVID-19,  dengan  mencari  pekerja  dengan  keterampilan  yang 
 mumpuni.  Menurut  survei  kegiatan  usaha  Bank  Indonesia  pada  triwulan  III  tahun  2021, 
 penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  konstruksi  masih  terbatas  (penurunan  penyerapan  tenaga 
 kerja  sebesar  0,34%  antara  triwulan  III  dan  IV  tahun  2021),  meskipun  kebutuhan  domestik 
 meningkat.  Perusahaan  mengetahui  bahwa  tenaga  kerja  yang  sangat  produktif  akan 
 memungkinkan  mereka  bekerja  lebih  efektif  dan  efisien  ketika  pasar  tenaga  kerja  telah  pulih. 
 Situasi  COVID-19  di  Indonesia  dapat  memperburuk  kesenjangan  keterampilan  di  pasar  tenaga 
 kerja.  ADB  (2016)  menemukan  bahwa  51,5%  pekerja  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat  untuk 
 pekerjaan  mereka,  akibat  tingkat  pendidikan  yang  lebih  rendah  dari  yang  dibutuhkan.  Hal 
 tersebut  merupakan  masalah  bagi  pemerintah  untuk  mendorong  sektor  konstruksi  dan 
 transportasi  menjadi  lebih  produktif  dan  memberikan  kegiatan  nilai  tambah  yang  lebih  besar 
 terhadap ekonomi. 

 5.2 Analisis Jangka Menengah hingga Jangka Panjang 

 Kebutuhan  tenaga  kerja  terampil  dan  tidak  terampil  diperkirakan  akan  tumbuh  seiring  dengan 
 meningkatnya  investasi  infrastruktur  nasional.  Kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  fase  konstruksi 55

 infrastruktur  masih  didominasi  oleh  pekerja  tidak  terampil,  akibat  minimnya  adopsi  teknologi  pada 
 sektor  konstruksi  di  Indonesia.  Rata-rata  kebutuhan  tenaga  kerja  tidak  terampil  untuk  fase  konstruksi 56

 infrastruktur  mencapai  95%  dari  jumlah  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur 
 dalam 3 sampai 10 tahun ke depan. 57

 Total  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  fase  konstruksi  infrastruktur  diproyeksikan  mencapai  sekitar  7,5 
 juta  pada  2024,  dan  10  juta  pada  2030.  Pertumbuhan  tersebut  diperkirakan  akan  mencapai  sebesar 58

 7,5% per tahun selama sepuluh tahun kedepan untuk tenaga kerja terampil dan tidak terampil. 59

 59  Berdasarkan wawancara kami dengan pemangku kepentingan di sektor konstruksi, tingkat teknologi dalam 3 hingga 10 tahun ke 
 depan tidak akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Perusahaan konstruksi berfokus pada adopsi teknologi digital 
 pada manajemen proyek dan aspek desain. Lihat penjelasan kualitatif terperinci untuk analisis perubahan teknologi di sektor 
 konstruksi. 

 58  Tingkat pertumbuhan tahunan untuk tenaga kerja terampil  dan tidak terampil diasumsikan sama, mengikuti proyeksi tingkat 
 pertumbuhan investasi yang diharapkan untuk pembangunan infrastruktur. 

 57  Total kebutuhan tenaga kerja tidak terampil diperkirakan berdasarkan total pengeluaran pembangunan infrastruktur per sektor. 
 Total pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dapat dihitung berdasarkan perkiraan investasi per sektor (diproksikan dengan 
 belanja modal untuk proyek infrastruktur), yang dihitung berdasarkan dua kerangka waktu yang berbeda - jangka pendek hingga 
 menengah (2020-2024) dan jangka panjang (2025-2030). Investasi yang diharapkan untuk proyek infrastruktur pada tahun 2020 
 hingga 2024 dapat diperoleh dari RPJMN 2020-2024. 

 56  Lihat bagian analisis kualitatif untuk penjelasan  lebih rinci mengenai pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di 
 sektor konstruksi. 

 55  Lihat Lampiran 8.1 dan 8.2 untuk metodologi yang  lebih rinci terkait analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. 
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 Gambar 32. Jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk konstruksi proyek infrastruktur menurut 
 tingkat keterampilan dan proyeksi realisasi investasi pembangunan infrastruktur nasional 60

 # tenaga kerja (juta), triliun Rp, 2021-2030 

 Sumber: BPS’s Keadaan Angkatan Kerja (2015-2020), BPS’s Survei Angkatan Kerja Nasional (2015-2020), Bappenas’ 
 Indonesia Vision 2045 (2019) 

 Pertumbuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur  didorong  oleh 
 investasi  di  subsektor  transportasi,  ketenagalistrikan,  dan  utilitas.  Proyeksi  pertumbuhan  total 
 kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur  bergantung  pada  tingkat  investasi  yang 
 diharapkan  untuk  pembangunan  tersebut.  Tingkat  investasi  yang  lebih  tinggi  mengindikasikan 
 kebutuhan  tenaga  kerja  yang  lebih  tinggi  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Sub-sektor 
 ketenagalistrikan  dan  transportasi  diperkirakan  akan  memiliki  tingkat  kebutuhan  tenaga  kerja  tertinggi 
 untuk  pembangunan  infrastruktur,  melihat  dari  besarnya  investasi  yang  akan  diarahkan  kepada  kedua 
 sektor  tersebut.  Proyeksi  kebutuhan  tenaga  kerja  di  sub-sektor  ketenagalistrikan  yang  lebih  pesat 
 sejalan  dengan  komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan  porsi  energi  terbarukan  dalam  bauran 
 energi  pada  tahun  2030.  Sub-sektor  lainnya  memiliki  pertumbuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  relatif 
 stabil  untuk  pembangunan  infrastruktur,  terkecuali  untuk  telekomunikasi  dan  air  (sub-sektor  utilitas). 
 Sub-sektor  tersebut  diperkirakan  akan  tumbuh  masing-masing  sebesar  39%  dan  19%  dari  tahun 
 2020-2030. 61

 Menurunnya  proyeksi  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur  di  sektor  transportasi 
 dari  tahun  2023  hingga  2024  sejalan  dengan  jadwal  pembangunan  pada  RPJMN  2020-2024,  di  mana 
 alokasi  terbesar  untuk  belanja  modal  pembangunan  infrastruktur  diperkirakan  akan  dialokasikan 
 dalam  tiga  tahun  pertama.  Misalnya,  proyek  High  Speed  Railway  (“HSR”)  dan  transportasi  massal 
 perkotaan  diperkirakan  akan  menghabiskan  sebagian  besar  investasi  pembangunan  sebelum  tahun 
 2023.  Pertumbuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur  pada  tahun  2025-2030 
 diperkirakan  akan  meningkat  secara  stabil  untuk  semua  sektor,  sejalan  dengan  proyeksi  investasi 
 yang stabil pada periode tersebut. 

 61  Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan kebutuhan tenaga  kerja yang kuat di subsektor telekomunikasi dan air diproyeksikan 
 berdasarkan dokumen Visi Indonesia 2045 yang diterbitkan oleh Bappenas, dimana investasi besar diperkirakan akan dialokasikan 
 untuk kedua subsektor tersebut dalam 10 tahun ke depan. 

 60  Pertumbuhan tahunan indikatif menggunakan CAGR 
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 Gambar 33. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur, menurut subsektor  , 62

 # tenaga kerja (juta), 2020-2030 

 Sumber:  Renstra  and  RPJMN  of  relevant  ministries  (2021-2024),  BPS’s  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (2015-2020),  and 
 Kementerian Keuangan (2015-2020), Bappenas Indonesia Vision 2045 (2019) 

 Mayoritas  ketersediaan  tenaga  kerja  untuk  pembangunan  infrastruktur  dianggap  tidak  terampil. 
 Penduduk  usia  kerja  menentukan  arus  masuk  ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  panjang  untuk 63

 pembangunan  infrastruktur.  Peningkatan  populasi  usia  kerja  dapat  menjelaskan  peningkatan  jumlah 
 pekerja  yang  dapat  masuk  ke  angkatan  kerja.  Jumlah  penduduk  usia  kerja  Indonesia  diperkirakan 64

 akan  meningkat  pada  tingkat  yang  cukup  stabil  sebesar  0,8%  per  tahun  selama  sepuluh  tahun 
 kedepan,  dimana  hal  tersebut  mengindikasikan  pertumbuhan  stabil  untuk  ketersediaan  tenaga  kerja. 65

 Pertumbuhan  ketersediaan  tenaga  kerja  untuk  fase  konstruksi  infrastruktur  diproyeksikan  lebih  tinggi 
 untuk  pekerja  tidak  terampil.  Meskipun  pencapaian  pendidikan  untuk  tingkat  perguruan  tinggi 
 diproyeksikan  meningkat,  proporsi  tenaga  kerja  terampil  terhadap  tenaga  kerja  tidak  terampil  untuk 
 fase konstruksi infrastruktur diperkirakan tidak akan berubah dalam sepuluh tahun ke depan. 

 Kekhawatiran  akan  kesenjangan  keterampilan  dapat  menyebabkan  perkiraan  jumlah 
 ketersediaan  tenaga  kerja  yang  berlebihan,  karena  pekerja  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan 
 keterampilan  yang  diberikan  perusahaan.  Beberapa  pekerjaan  untuk  fase  konstruksi  infrastruktur 66

 telah  mengalami  kesenjangan  keterampilan  dalam  jangka  pendek.  Menurut  OEVS,  kesenjangan 67

 keterampilan  lebih  terlihat  dalam  pekerjaan  terampil.  Sekitar  61%  pekerjaan  yang  mengalami 
 kesenjangan  keterampilan  adalah  pekerjaan  terampil,  sedangkan  sisanya  (39%)  merupakan 
 pekerjaan  tidak  terampil.  Jika  memperhitungkan  kesenjangan  keterampilan  ini  sebagai  scenario 

 67  Kesenjangan keterampilan untuk suatu pekerjaan muncul  ketika pengusaha menganggap bahwa sebagian besar tenaga kerja 
 tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dipekerjakan dalam pekerjaan tersebut, atau tingkat keterampilan saat ini tidak lagi 
 relevan. Lihat lampiran 8.5 untuk daftar lengkap pekerjaan dengan kesenjangan keterampilan 

 66  Analisis kesenjangan keterampilan akan diuraikan  lebih lanjut dalam analisis kualitatif 

 65  Proyeksi kami hanya mempertimbangkan ketersediaan  tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan 
 proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan tahunan untuk tenaga kerja terampil dan tidak terampil 
 akan berbeda. 

 64  Penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15-55 tahun  menurut BPS. 

 63  Untuk penjelasan lebih rinci, lihat lampiran mengenai  metodologi analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. 

 62  Grafik berikut menunjukan sembilan sektor dengan kebutuhan tenaga kerja tertinggi untuk pembangunan infrastruktur. 
 Sektor-sektor yang tidak ditunjukan dalam grafik, termasuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur bangunan, 
 menyumbang persentase yang sangat kecil dari total kebutuhan tenaga kerja 
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 business-as-usual  (“BAU”)  dalam  model  proyeksi,  perkiraan  ketersediaan  tenaga  kerja  pada  tahun 
 2030  diproyeksikan  akan  lebih  rendah  menjadi  9,8  juta,  akibat  terdapat  tenaga  kerja  yang  tidak  dapat 
 memenuhi keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 68

 Gambar 34. Jumlah ketersediaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur menurut 
 tingkat keahlian  ,  # tenaga kerja (juta), 2020-2030 69

 Sumber: BPS’s Keadaan Angkatan Kerja (2015-2020), BPS’s Survei Angkatan Kerja Nasional (2015-2020) 

 Dalam  jangka  panjang,  jumlah  ketersediaan  tenaga  kerja  diperkirakan  akan  melebihi  kebutuhan 
 tenaga  kerja  pada  fase  konstruksi  infrastruktur.  Pada  proyeksi  jangka  panjang,  oversupply 70

 tenaga  kerja  di  fase  konstruksi  infrastruktur  lebih  terlihat  untuk  tenaga  kerja  tidak  terampil 
 dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  terampil.  Kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  masih 
 diproyeksikan  untuk  bertumbuh  secara  stabil  dalam  10  tahun  ke  depan.  Oversupply  mengindikasikan 
 bahwa  ada  lebih  banyak  tenaga  kerja  yang  bersedia  bekerja  dibandingkan  dengan  yang  dibutuhkan 
 oleh  perusahaan  di  sektor  tersebut.  Dengan  demikian,  kompetensi  tenaga  kerja  ke  depan  perlu 
 semakin ditingkatkan agar semakin mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan industri. 

 Gambar  di  bawah  ini  merangkum  jumlah  kebutuhan  tenaga  kerja  tidak  terampil  dibandingkan  dengan 
 ketersediaan  tenaga  kerja  tidak  terampil.  Rata-rata  surplus  ketersediaan  tenaga  kerja  tidak  terampil 
 pada  fase  konstruksi  infrastruktur  diproyeksikan  akan  tetap  stabil  pada  angka  1,5  juta  tenaga  kerja 
 dalam  10  tahun  ke  depan.  Namun,  kesenjangan  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja 
 diperkirakan akan lebih kecil dengan mempertimbangkan kesenjangan keterampilan. 

 70  Ketersediaan tenaga kerja jangka menengah dan jangka  panjang diproyeksikan pada tahun 2024 hingga 2030, mengikuti laju 
 pertumbuhan penduduk usia kerja. Proyeksi ketersediaan tenaga kerja juga dipisahkan menjadi tenaga kerja terampil dan tidak 
 terampil, tergantung pada pertumbuhan dan penurunan pencapaian pendidikan tinggi di masing-masing kategori. Pertumbuhan 
 ketersediaan tenaga kerja mengikuti proyeksi pertumbuhan tahunan penduduk usia kerja selama sepuluh tahun ke depan. Laju 
 pertumbuhan penduduk usia kerja mencerminkan potensi arus masuk penduduk yang mampu memasuki dunia kerja. Peningkatan 
 arus masuk orang yang bersedia bekerja berpotensi menyebabkan peningkatan ketersediaan tenaga kerja di masa depan. (lihat 
 lampiran 8.1 dan 8.2 untuk penjelasan lebih lanjut) 

 69  Pertumbuhan tahunan indikatif menggunakan CAGR 

 68  Menurut OEVS, sekitar 40% pekerjaan dianggap mengalami  kesenjangan keterampilan dalam jangka panjang 
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 Gambar 35. Jumlah kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja tidak terampil pada fase 
 konstruksi infrastruktur  ,  # tenaga kerja (juta), 2021-2030 

 Sumber:  Renstra  dan  RPJMN  dari  kementerian  terkait  (2021-2024),  BPS  -  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (2015-2020), 
 Kementerian Keuangan (2015-2020), Bappenas - Visi Indonesia 2045 (2019) 

 Gambar  di  bawah  ini  merangkum  jumlah  kebutuhan  tenaga  kerja  terampil  dibandingkan  dengan 
 ketersediaan  tenaga  kerja  terampil.  Rata-rata  surplus  ketersediaan  tenaga  kerja  terampil  pada  fase 
 konstruksi  infrastruktur  diproyeksikan  akan  tetap  stabil  pada  angka  585  ribu  pekerja  dalam  10  tahun 
 ke  depan.  Namun,  kesenjangan  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  diperkirakan  akan 
 lebih kecil dengan mempertimbangkan kesenjangan keterampilan. 

 Gambar 36. Jumlah kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil pada fase konstruksi 
 infrastruktur,     # tenaga kerja (juta), 2021-2030 

 Sumber:  Renstra  dan  RPJMN  dari  kementerian  terkait  (2021-2024),  BPS  -  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (2015-2020), 
 Kementerian Keuangan (2015-2020), Bappenas - Visi Indonesia 2045 (2019) 
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 Kesenjangan  keterampilan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  dinilai  lebih  lanjut 
 berdasarkan  analisis  kualitatif.  Wawancara  dan  FGD  dengan  perusahaan  bertujuan  untuk 
 mengkontekstualisasikan  faktor  pendorong  dari  dinamika  proyeksi  ketersediaan  dan  kebutuhan 
 tenaga  kerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi.  Secara  khusus,  wawancara  dan  FGD  berusaha 71

 untuk  memahami  perspektif  perusahaan  tentang  adopsi  teknologi  dan  tren  sektoral  secara  umum, 
 terutama dampak kesenjangan keterampilan yang mungkin akan muncul. 

 Berdasarkan  temuan  literatur,  adopsi  teknologi  merupakan  pendorong  penting  pertumbuhan 
 perusahaan,  terutama  untuk  mendorong  peningkatan  produktivitas  dalam  proses  produksi.  Literatur 72

 menunjukkan  bahwa  inovasi  teknologi  cenderung  terjadi  di  negara-negara  maju,  sedangkan  adopsi  di 
 negara-negara  berkembang  biasanya  mengalami  ketertinggalan  karena  adanya  jeda  waktu  (  time  lag  ). 
 Negara  berkembang  masih  memiliki  tenaga  kerja  yang  melimpah  dan  jauh  lebih  murah  daripada 
 negara  maju,  sehingga  menghambat  adopsi  teknologi  baru.  Literatur  tentang  perkembangan 
 konstruksi  infrastruktur  Indonesia  menyoroti  fakta  bahwa  sektor  konstruksi  di  Indonesia  masih 
 dianggap  padat  karya,  karena  proporsi  menggunakan  mesin  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan 
 menggunakan  tenaga  kerja.  Apalagi,  adopsi  dan  perkembangan  teknologi  konstruksi  di  Indonesia 
 masih rendah dalam 20 tahun terakhir.  

 Berikut  ini  adalah  temuan  penting  dan  analisis  mengenai  sektor  transportasi  dan  konstruksi  yang 
 diperoleh dari wawancara dan FGD dengan perusahaan di kedua sektor tersebut. 
 ●  Konsisten  dengan  analisis  kuantitatif,  jumlah  dan  jenis  keterampilan  dari  tenaga  kerja  untuk 

 sektor  transportasi  dan  konstruksi  dapat  secara  umum  memenuhi  kebutuhan  perusahaan. 
 Namun,  ada  beberapa  pekerjaan  yang  diperkirakan  akan  mengalami  kesenjangan  keterampilan 
 dalam jangka menengah hingga jangka panjang. 73

 ●  Prospek  adopsi  teknologi  dalam  3-10  tahun  ke  depan  diharapkan  dapat  meningkatkan 
 produktivitas,  namun  tidak  menggantikan  pekerjaan  yang  sudah  ada  saat  ini.  Untuk 
 memungkinkan  adopsi  teknologi,  kebutuhan  terhadap  keterampilan  dan  pekerjaan  yang  baru 
 muncul  diperkirakan  akan  meningkat.  Sektor  konstruksi  dan  transportasi  kemungkinan  akan 
 berinvestasi  dalam  teknologi  digital  yang  meningkatkan  produktivitas  dengan  memperbaiki  proses 
 produksi  dan  manajemen.  Teknologi  digital  ini  khususnya  berbentuk  perangkat  lunak  yang 
 memungkinkan  untuk  merancang,  merencanakan,  mengoperasikan,  dan  memantau  pekerjaan 
 infrastruktur secara lebih efisien. 

 ●  Keterampilan  teknis  yang  dimiliki  oleh  insinyur  di  luar  Jawa  masih  cukup  tertinggal  jika 
 dibandingkan  dengan  insinyur  di  Jawa.  Tenaga  kerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  dari 
 Jawa  masih  kerap  digunakan  untuk  proyek-proyek  di  luar  Jawa  akibat  latar  belakang  pendidikan 
 dan pelatihan yang lebih baik. 

 ●  Meningkatnya  kompleksitas  proyek  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  di  Indonesia  menuntut 
 kualitas  program  pelatihan  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut  dapat  memastikan  distribusi  tenaga  kerja 
 berkualitas  yang  memadai  dan  merata.  Kesenjangan  keterampilan  di  seluruh  wilayah  di 
 Indonesia  diperkirakan  akan  berlanjut  tanpa  adanya  intervensi,  seperti  dengan  adanya  program 
 pelatihan  yang  lebih  baik  dari  pemerintah  atau  asosiasi  industri.  Hal  tersebut  dapat  mencakup 
 peningkatan  keterampilan  dan  pelatihan  keterampilan  baru  (  upskilling  dan  reskilling  )  dengan 
 program  pelatihan  yang  lebih  baik.  Pemerintah  telah  mendirikan  Balai  Latihan  Kerja  (”BLK”)  di 
 setiap kota dan kabupaten yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. 

 73  Lihat analisis kualitatif yang lebih rinci untuk  pembahasan sektoral yang lebih dalam mengenai kesenjangan keterampilan 

 72  Bank Dunia - Laporan Teknis Outlook Lapangan Pekerjaan  Indonesia (2020) 

 71  Lihat lampiran untuk penjelasan lebih rinci mengenai  metodologi analisis kualitatif untuk daftar perusahaan yang diwawancarai. 
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 ●  Keterampilan  mempersiapkan  studi  kelayakan  (“FS”)  yang  komprehensif  dan  berkualitas  tinggi 
 untuk  proyek  infrastruktur  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  sejauh  ini  diperkirakan  lebih 
 rendah  dari  yang  dibutuhkan.  Kualitas  FS  yang  kurang  baik  untuk  beberapa  proyek  infrastruktur 
 di  Indonesia  telah  menyebabkan  proyek  menjadi  tidak  diinginkan,  tidak  layak,  atau  tidak 
 menguntungkan  secara  finansial.  Pemilik  proyek,  manajer,  dan  konsultan  studi  kelayakan 
 cenderung  memiliki  pemahaman  yang  buruk  mengenai  persyaratan  yang  diperlukan  untuk 
 memberikan  FS  yang  komprehensif  dan  memadai.  Investor  seringkali  mengatakan  bahwa 
 kualitas  persiapan  proyek  tidak  cukup  baik  untuk  memenuhi  tuntutan  mereka.  Untuk  mengatasi 
 masalah  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  menyatakan  pentingnya  Five  Case  Model  (“5CM”) 
 sebagai  praktik  terbaik  internasional  dan  acuan  dalam  mempersiapkan  pengembangan  FS  untuk 
 program dan proyek infrastruktur. 74

 ●  Target  Indonesia  menuju  net  zero  emissions  menekankan  pentingnya  dekarbonisasi  di  sektor 
 transportasi  dan  konstruksi.  Tenaga  kerja  di  sektor  tersebut  akan  membutuhkan  keterampilan 
 dalam  merencanakan,  membangun,  dan  mengoperasikan  infrastruktur  pada  tingkat  emisi  yang 
 rendah. 

 ●  Perusahaan  di  sektor  transportasi  melaporkan  adanya  kesenjangan  keterampilan  untuk 
 kompetensi  dalam  perencanaan  integrasi  moda  transportasi,  termasuk  integrasi  dengan 
 perencanaan pembangunan ekonomi regional dalam 3-10 tahun ke depan. 

 Penting untuk dicatat, bahwa kesenjangan keterampilan yang diidentifikasi selama wawancara 
 tidak sebatas dari yang sudah dilaporkan pada pembahasan ini.  Sebagian besar kesenjangan 
 yang teridentifikasi dalam laporan ini terbatas untuk sektor transportasi dan konstruksi yang didasari 
 oleh sudut pandang pemangku kepentingan yang terlibat. Kesenjangan keterampilan dapat 
 diidentifikasi lebih lanjut jika para pelaku industri mengadopsikan analitik tenaga kerja (  workforce 
 analytics  ) yang lebih baik untuk memantau kesenjangan  keterampilan. 

 Hasil wawancara mengenai kesulitan dalam mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di masa 
 depan sejalan dengan survei PwC Global mengenai masa depan pekerjaan dan keterampilan. 75

 Menurut survei PwC Global, hanya 26% responden yang sangat setuju bahwa mereka dapat 
 mengidentifikasi keterampilan yang akan dibutuhkan organisasi di masa depan karena perubahan 
 teknologi. Selain itu, hanya 23% perusahaan yang sangat setuju bahwa mereka telah menggunakan 
 alat analitik tenaga kerja (  workforce analytics  )  untuk memantau dan memprediksi kesenjangan 76

 keterampilan. Perusahaan yang sama sangat setuju bahwa mereka menganalisis mahadata (  big data  ) 
 untuk menentukan keterampilan jangka pendek yang dibutuhkan dalam organisasi. 

 Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan disarankan untuk berinvestasi dalam alat analitik tenaga 
 kerja yang mampu mengidentifikasi keterampilan saat ini, serta mendukung visualisasi kesenjangan 
 dalam keterampilan masa depan. Kesenjangan ini dapat dikurangi dengan berbagai langkah, 
 termasuk peningkatan keterampilan secara umum dan terarah, perekrutan dan orientasi yang 

 76  Analitik tenaga kerja adalah seperangkat alat dan  metrik analisis data tingkat lanjut untuk pengukuran kinerja tenaga kerja secara 
 komprehensif. 

 75  Pada bulan September 2021, PwC melakukan survei global  terhadap 3.937 eksekutif perusahaan dan pemimpin yang berfokus 
 pada SDM. Survei tersebut mewawancarai para pemimpin di 26 negara dan 28 industri. 

 74  Peraturan Presiden No. 61/2019 tentang Rencana Kerja  Pemerintah Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 86/2020 tentang 
 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 mendorong kementerian dan kelembagaan dalam lingkup Pemerintah Indonesia untuk 
 mengadopsi atau menggunakan prinsip 5CM dalam perencanaan dan persiapan proyek infrastruktur. 5CM sejalan dengan 
 prinsip-prinsip G20 dan standar internasional dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek infrastruktur melalui skema KPBU. 
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 ditargetkan, pelatihan di tempat kerja yang ditingkatkan, dan perancangan jalur karir yang 
 memungkinkan. 

 Gambar 37.  Kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan 
 dan Penggunaan analitik tenaga kerja untuk memantau kesenjangan keterampilan,  % 

 tanggapan perusahaan (2020) 

 Sumber: PwC’s Future of Work and Skills Survey (2021) 

 Bagian  selanjutnya  dari  bab  ini  akan  membahas  lebih  rinci  mengenai  analisis  kualitatif  di  setiap 
 subsektor. 

 Tabel 8. Kesenjangan keterampilan tenaga kerja jangka menengah hingga jangka panjang 

 No  Sektor  Subsektor 

 Sektor Konstruksi 
 Sektor konstruksi dapat dipisahkan menjadi lima fase penting - pengembangan dan desain proyek, 
 pra-konstruksi, pengadaan, konstruksi fisik, dan pasca konstruksi. Analisis ini berlaku untuk semua 
 fase konstruksi dari dua belas sektor yang telah diidentifikasi. 77

 1  Keadaan 
 teknologi 

 Sektor  konstruksi  telah  mengadopsi  beberapa  teknologi  dan  perangkat 
 pemrograman  yang  memaksimalkan  efisiensi  waktu  dan  biaya  dari 
 pekerjaan  konstruksi.  Upaya  peningkatan  keterampilan  untuk  pekerja 
 terampil  diperlukan  untuk  mengoperasikan  teknologi  ini,  demi 
 menghindari  terjadinya  kesenjangan  keterampilan  jangka  panjang  dan 
 produktivitas  ekonomi  yang  kurang  optimal.  Aplikasi  teknologi  dan 
 perangkat pemrograman dalam 3 hingga 10 tahun ke depan mencakup: 
 ●  Informasi  dan  data  pada  setiap  aspek  pembangunan  akan 

 dikumpulkan,  dimodelkan,  dan  dibagikan  secara  digital  dalam  sistem 
 Building  Information  Model  (“BIM”).  BIM  dapat  digunakan  untuk 
 membuat  model,  memprediksi  kinerja,  memperkirakan  biaya, 
 merencanakan  proses  konstruksi,  dan  mengurangi  potensi  risiko  dari 

 77  Pengertian  infrastruktur  mengacu  pada  Perpres  No.  38  Tahun  2015,  yang  meliputi  sektor-sektor  yang  disebutkan  pada  bagian 
 metodologi (lihat Lampiran  8.3  ). 
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 No  Sektor  Subsektor 

 proyek konstruksi yang direncanakan. 78

 ●  3D  Printing  dapat  digunakan  untuk  membuat  sebagian  atau  seluruh 
 komponen  pembangunan  infrastruktur  dengan  mengurangi  jumlah 
 pekerja yang ada di lapangan. 

 ●  Drone  membantu  memberikan  gambaran  proses  konstruksi  dengan 
 merekam  gambar  dan  video  untuk  membandingkan  dan 
 mengevaluasi keakuratan desain pembangunan. 

 Teknologi  baru  lainnya  yang  telah  diidentifikasi  di  sektor  konstruksi 79

 meliputi: 
 ●  Robot  konstruksi  dan  Kecerdasan  Buatan  (“AI”).  Penggunaan  robot 

 konstruksi  dan  AI  meningkatkan  kemampuan  menganalisis  data  dan 
 mendeteksi pola dalam mengoperasikan pekerjaan konstruksi. 

 ●  Virtual  Reality  (“VR”)  dan  Augmented  Reality  (“AR”)  memungkinkan 
 penilaian  visual  dari  desain  bangunan  untuk  mengidentifikasi  potensi 
 tantangan dan risiko untuk proses konstruksi. 

 ●  Blockchain  memberikan  kemampuan  untuk  mempercepat  interaksi, 
 mengurangi  biaya  operasional,  dan  menyediakan  riwayat  transaksi 
 terpercaya yang aman (secara terenkripsi). 

 ●  Internet  of  Things  (“IoT”)  memungkinkan  situs  proyek  terhubung  dan 
 dianalisis dari kantor inti di waktu yang sama (  real  time  ). 

 2 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 untuk 
 pengembangan 
 dan  desain 
 proyek  dalam  3 
 hingga 10 tahun 

 Potensi  kesenjangan  keterampilan  dalam  tahap  pengembangan  dan 
 desain  proyek  terdapat  pada  beberapa  pekerjaan  yang  memerlukan 
 keterampilan  teknik  khusus.  Kesenjangan  keterampilan  diprediksi  akan 
 bertahan dalam 3 hingga 10 tahun ke depan: 
 ●  Value  engineering  :  Value  engineering  adalah  upaya  yang  diarahkan 

 untuk  menganalisis  fitur  bangunan,  sistem,  peralatan,  dan  pemilihan 
 material  yang  dirancang  untuk  mencapai  hasil  konstruksi  yang  paling 
 optimum  dan  rendah  biaya.  Penerapan  value  engineering  sebagai 
 metodologi  untuk  mengevaluasi  proyek  konstruksi  akan 
 memungkinkan  manajemen  biaya  dan  waktu  yang  efektif  yang 
 memenuhi ekspektasi proyek pada jenjang waktu yang realistis. 

 ●  BIM  :  Jumlah  pekerja  terampil  yang  dapat  mengoperasikan  BIM 
 masih  terbatas  di  Indonesia  dan  rata-rata  berada  pada  level  2  sampai 
 3,  dari  maksimum  7  tingkat  kemahiran  BIM.  Perusahaan  konstruksi 
 akan  membutuhkan  pekerja  terampil  dengan  tingkat  kemahiran 
 pengoperasian  BIM  yang  lebih  tinggi  dalam  3  hingga  10  tahun 
 mendatang,  termasuk  yang  terampil  dalam  melakukan  pemodelan 
 tiga  dimensi,  penjadwalan  proyek,  dan  pemodelan  biaya  dengan 
 menggunakan  BIM.  Pengawas  proyek  dan  surveyor  juga  diharapkan 
 dapat  memahami  penggunaan  dasar  dan  hasil  BIM  pada  tingkat 
 yang lebih tinggi (yaitu tingkat 5-6). 

 ●  3D  Printing  :  Printer  3D  secara  perlahan  akan  mengotomatisasi  fungsi 
 tradisional  tenaga  kerja  pada  tahap  konstruksi  infrastruktur.  Tidak 
 seperti  tenaga  kerja,  printer  3D  mampu  membangun  infrastruktur 
 selama  24  jam  sehari,  sehingga  memungkinkan  kontraktor  untuk 
 mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  tidak  terampil  yang  diminta  di 

 79  Berdasarkan analisis PwC pada delapan teknologi baru yang dapat dilihat di: 
 https://www.pwc.co.uk/who-we-are/regional-sites/north/insights/the-integration-of-technology-into-construction-is-a-must-.html 

 78  Proses  pengintegrasian  BIM  ke  sektor  konstruksi  akan  dilakukan  secara  progresif,  dengan  pencapaian  yang  ditetapkan  dalam 
 bentuk  tingkat  kemahiran.  Tingkat  kemahiran  BIM  dibagi  menjadi  tingkat  kemahiran  0-7,  di  mana  kompleksitas  sistem  akan 
 meningkat seiring dengan tercapainya tingkat yang lebih tinggi. 
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 No  Sektor  Subsektor 

 lapangan.  Pekerja  terampil  di  sektor  konstruksi,  seperti  arsitek  dan 
 insinyur  sipil,  membutuhkan  lebih  sedikit  jam  kerja  per  hari,  dan 
 diharapkan  memiliki  pengetahuan  dasar  untuk  mengoperasikan 
 printer  3D.  Manajer  proyek  akan  membutuhkan  peningkatan 
 keterampilan  untuk  mengawasi  pengembangan  model  digital  secara 
 keseluruhan. 

 ●  Drone  :  Surveyor  proyek  diharuskan  mampu  mengemudikan  drone 
 untuk  melakukan  inspeksi  dan  mengumpulkan  data  dari  area 
 konstruksi.  Surveyor  akan  diminta  untuk  menghadiri  kursus  pelatihan 
 eksternal untuk menjadi pilot  drone  yang terampil. 

 ●  Network  modeller  :  Network  modeller  dengan  kompetensi  dalam 
 menggunakan  alat  seperti  Geographic  Information  System  (“GIS”) 
 diperlukan  untuk  tahap  pembangunan  beberapa  fasilitas  infrastruktur, 
 termasuk  listrik,  pipa  gas,  pipa  air  dan  pipa  air  limbah,  serta 
 transportasi. 

 Potensi  kesenjangan  keterampilan  dalam  pengembangan  proyek  dan 
 tahap  desain  juga  diidentifikasi  untuk  insinyur  kontrak  (  contract  engineer  ). 
 Insinyur  kontrak  harus  memiliki  pengetahuan  teknik  dan  hukum.  Insinyur 
 kontrak  asing  masih  dibutuhkan  untuk  membantu  insinyur  kontrak 
 domestik  dalam  3  sampai  10  tahun  ke  depan.  Insinyur  kontrak  asing 
 bertugas  untuk  memastikan  dokumentasi  kontrak  standar  selaras  dengan 
 ketentuan  pengembangan  proyek,  dan  memahami  kepatuhan  semua 
 spesifikasi teknik yang memenuhi standar internasional. 

 3 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 untuk 
 pembangunan 
 konstruksi  fisik 
 dalam  3  sampai 
 10 tahun 

 Persyaratan  keterampilan  untuk  tahap  konstruksi  fisik  umumnya  dapat 
 dipenuhi  oleh  pekerja  terampil  dan  tidak  terampil  domestik  dalam  3-10 
 tahun  ke  depan,  meskipun  beberapa  keterampilan  dianggap  masih 
 kurang di masa depan: 
 ●  Insinyur  struktural  (  structure  engineers  )  :  Insinyur  struktural  asing 

 masih  diharapkan  untuk  membantu  insinyur  sipil  domestik  dalam  3 
 sampai  10  tahun  ke  depan  untuk  struktur  teknik  yang  kompleks. 
 Contohnya,  pembangunan  infrastruktur  yang  membutuhkan 
 terowongan  bawah  tanah  dan  konstruksi  bawah  laut.  Insinyur 
 struktural  asing  diperlukan  untuk  memastikan  kesehatan  struktural 
 dari struktur kompleks. 

 ●  Keterlibatan  lain  insinyur  asing  :  Tenaga  kerja  asing  mengawasi 
 tenaga  kerja  domestik  dalam  aspek  pekerjaan  lain  seperti  teknik 
 terowongan, serta kualitas dan keselamatan. 

 Robotika  konstruksi,  VR,  AR,  Blockchain  ,  IoT,  dan  AI  diperkirakan  baru 
 dapat  diterapkan  secara  luas  di  sektor  konstruksi  di  Indonesia  setelah 
 tahun  2030,  akibat  kurangnya  keterampilan  yang  dimiliki  untuk 
 mengoperasikan  teknologi  tersebut.  Mayoritas  perusahaan  yang 
 diwawancarai  belum  melihat  kebutuhan  menerapkan  teknologi  ini; 
 meskipun  telah  melihat  adanya  tren  peningkatan  penggunaan  di  negara 
 maju.  Perusahaan  kontraktor  Indonesia  berpotensi  kehilangan 
 kesempatan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  pelayanan  dalam  3  hingga 
 10  tahun  ke  depan,  dengan  terbatasnya  penerapan  teknologi-teknologi 
 tersebut. 

 Transportasi Perkeretaapian 
 Kesenjangan keterampilan diidentifikasi untuk dua jenis layanan yang berbeda di sektor 
 perkeretaapian: sarana perkeretaapian (  rolling stock  )  dan infrastruktur perkeretaapian. Sarana 
 perkeretaapian melibatkan moda transportasi yang beroperasi di jalur kereta api, sedangkan 
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 infrastruktur kereta api terdiri dari struktur, tanah, bangunan, dan peralatan yang mendukung jalur 
 kereta api. 

 1  Keadaan 
 teknologi 

 ●  Sektor  perkeretaapian  Indonesia  sedang  bertransisi  dari  teknologi 
 berbasis  lokomotif  ke  listrik,  terutama  untuk  transportasi  perkotaan. 
 Saat  ini,  sebagian  besar  kereta  api  antarkota  dan  jarak  jauh  masih 
 menggunakan lokomotif diesel. 

 ●  Teknologi  terbaru  yang  diadopsi  untuk  mengoperasikan  rolling  stock 
 termasuk  Electrical  Multiple  Units  (“EMU”),  yang  merupakan  sistem 
 propulsi  yang  canggih,  dan  Automatic  Train  Operations  (“ATO”). 
 Teknologi  terbaru  yang  diadopsi  untuk  konstruksi  infrastruktur  rel 
 termasuk  mesin  bor  terowongan  atau  Tunnel  Boring  Machine 
 (“TBM”), yang digunakan untuk menggali terowongan rel kereta api. 

 ●  Teknologi  baru  tersebut  telah  diperkenalkan  melalui  proyek-proyek 
 terbaru  seperti  Mass  Rapid  Transit  (“MRT”)  Jakarta,  Kereta  cepat 
 Jakarta-Bandung  (  High  Speed  Railway  /“HSR”),  dan  Lintas  Rel 
 Terpadu  Jabodebek  (  Light  Rail  Transit  /”LRT”),  LRT  Jakarta,  LRT 
 Palembang  dan  kereta  rel  listrik  (“KRL”)  commuter  line  di 
 Jabodetabek dan Solo. 

 ●  Menurut  publikasi  Visi  Indonesia  2045  oleh  Bappenas,  pemerintah 
 telah  mendorong  perluasan  sistem  perkeretaapian  modern  ke 
 kota-kota  komersial  besar  di  seluruh  Jawa  dalam  3-10  tahun  ke 
 depan.  Teknologi  yang  digunakan  pada  HSR  dan  LRT  ini  diharapkan 
 dapat  diadopsi  untuk  proyek  perkeretaapian  di  masa  mendatang, 
 antara lain HSR Jakarta-Surabaya, LRT Surabaya, dan LRT Medan. 

 2 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 untuk  operasi 
 dan 
 pemeliharaan 
 kereta  api  dalam 
 3  hingga  10 
 tahun 

 Perakitan  dan  pemeliharaan  rolling  stock  tergantung  pada  tingkat 
 teknologi  yang  digunakan  dan  asalnya.  PT  INKA  bertanggung  jawab 
 dalam  perakitan  rolling  stock  untuk  beberapa  proyek  perkeretaapian 
 nasional  di  Indonesia.  Namun,  keterlibatan  asing  seringkali  dibutuhkan 
 untuk  rolling  stock  yang  menggunakan  teknologi  baru.  Misalnya, 
 perakitan  dan  pemeliharaan  rolling  stock  akan  membutuhkan 
 pengawasan  dari  negara  asal  produsen  rolling  stock  ,  seperti  Spanyol 
 untuk  LRT  Jabodebek,  Korea  Selatan  untuk  LRT  Jakarta,  dan  Jepang 
 untuk  MRT  Jakarta.  Insinyur  mekanik  dan  listrik  asing  kerap  didatangkan 
 dari  luar  negeri  untuk  mengawasi  pemeliharaan  rutin  komponen  rolling 
 stock  yang diimpor. 
 Potensi  kesenjangan  keterampilan  diidentifikasi  untuk  insinyur  sarana 
 perkeretaapian  selama  fase  operasional  dan  pemeliharaan,  dan 
 kemungkinan akan bertahan di masa depan: 
 ●  Quality  and  safety  :  Insinyur  dalam  negeri  masih  memiliki 

 keterampilan  yang  minimum  untuk  mengawasi  aspek  kualitas  dan 
 keselamatan  rolling  stock  ,  mengingat  sebagian  besar  komponen 
 diimpor dan teknologinya relatif baru. 

 ●  Mahadata  (  big  data  )  :  Pekerjaan  untuk  memelihara  HSR,  MRT,  dan 
 LRT  juga  akan  membutuhkan  keterampilan  pemrosesan  data  yang 
 kompleks  untuk  memprediksi  kebutuhan  pemeliharaan  baik  untuk 
 sarana  maupun  infrastruktur  kereta  api.  Menerapkan  mahadata  dapat 
 membantu  memprediksi  kegagalan,  membuat  diagnosis,  dan 
 memenuhi kebutuhan pemeliharaan dengan cara yang lebih efisien. 

 ●  Signalling  :  Diperlukan  keterlibatan  pekerja  terampil  asing  untuk 
 memasang  dan  mengoperasikan  sistem  persinyalan  untuk  LRT,  HSR, 
 dan  MRT,  karena  teknologi  yang  digunakan  sebagian  besar  masih 
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 diimpor dari luar negeri. 
 Potensi  kesenjangan  keterampilan  diidentifikasi  selama  fase  uji  coba 
 (  commissioning  )  proyek  untuk  kereta  api  perkotaan.  Kemampuan  untuk 
 mengintegrasikan  rolling  stock  dan  infrastruktur  dengan  sistem  otomatis 
 untuk  kereta  api  perkotaan  masih  terbatas  di  Indonesia,  dan  seringkali 
 membutuhkan bantuan tenaga kerja asing. 
 Keterlibatan tenaga kerja asing di sektor perkeretaapian umumnya 
 diperlukan untuk proyek-proyek yang memanfaatkan teknologi baru. 
 Keterlibatan tenaga kerja asing akan meningkatkan efisiensi dan 
 keselamatan pekerjaan konstruksi di sektor perkeretaapian. Tenaga kerja 
 asing juga dapat berkontribusi pada kualitas layanan perkeretaapian 
 yang lebih baik dalam jangka panjang, mengingat adanya transfer 
 pengetahuan yang memadai kepada tenaga kerja lokal. Keterlibatan 
 tenaga kerja asing tidak akan menggusur tenaga kerja lokal di sektor 
 perkeretaapian, karena tenaga kerja asing di Indonesia sebagian besar 
 dipekerjakan secara kontraktual dan bukan purnawaktu (  full-time  ). 

 3 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga kerja 
 untuk 
 infrastruktur 
 kereta api dalam 
 3 hingga 10 
 tahun 

 Persyaratan  keterampilan  untuk  membangun,  mengoperasikan,  dan 
 memelihara  infrastruktur  kereta  api  modern  umumnya  dapat  dipenuhi 
 oleh  tenaga  kerja  domestik  di  3-10  tahun  ke  depan;  meskipun  beberapa 
 keahlian dianggap masih kurang di masa depan: 
 ●  Kesenjangan  keterampilan  selama  fase  konstruksi  :  Pekerjaan 

 konstruksi  di  bidang  teknik  terowongan  (termasuk  pekerjaan 
 penggalian  terowongan  menggunakan  TBM),  kualitas  dan 
 keselamatan,  manajemen  proyek,  dan  BIM  akan  memerlukan 80

 pengawasan asing. 
 ●  Integrasi  Transportasi  :  Keterampilan  yang  diperlukan  untuk 

 merencanakan  dan  memvisualisasikan  proses  integrasi  antar  jenis 
 transportasi  yang  berbeda  masih  dianggap  kurang  di  Indonesia. 
 Keterampilan  perencanaan  dan  desain  kota,  khususnya  dalam 
 mengembangkan  Transit  Oriented  Development  (“TOD”)  dan  kota 
 cerdas  (  smart  city  ),  akan  sangat  dibutuhkan  oleh  perusahaan  dalam 
 3  hingga  10  tahun  ke  depan.  Perencana  kota  juga  perlu  memperluas 
 pengetahuan  di  luar  spesialisasi  sektoral  mereka  untuk  melakukan 
 perencanaan  integrasi  yang  efektif  antara  sektor  infrastruktur 
 transportasi dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. 

 ●  Manajemen  aset  :  Tiga  keterampilan  manajemen  aset  utama  yang 
 diperlukan  termasuk  keterampilan  dalam  penyimpanan  aset, 
 pengembangan  aset,  dan  komersialisasi  aset.  Kesenjangan 
 keterampilan  diidentifikasi  untuk  tenaga  kerja  dengan  latar  belakang 
 pengembangan dan komersialisasi aset. 

 Transportasi Udara 
 Sektor kebandarudaraan nasional memprioritaskan pengembangan infrastruktur bandara yang 
 terhubung secara cerdas (  smart-connected airports  )  untuk mengikuti transisi teknologi yang cepat. 

 1  Keadaan 
 Teknologi 

 Smart-connected  airports  adalah  inovasi  baru  yang  mengintegrasikan 
 berbagai  teknologi,  termasuk  IoT,  GPS,  dan  sensor  digital,  untuk 
 meningkatkan  aspek  keselamatan,  keamanan,  dan  layanan  di  bandara. 
 Beberapa  potensi  teknologi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk 
 mendukung  smart-connected airports  adalah sebagai  berikut: 

 80  Lihat analisis kesenjangan jangka menengah hingga jangka panjang sektor konstruksi untuk pembahasan lebih rinci mengenai 
 BIM untuk fase konstruksi 
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 ●  Teknologi  biometrik  mengacu  pada  teknologi  pengenalan  wajah 
 dalam  upaya  meminimalkan  kontak  sebagai  sarana  untuk 
 menyediakan  zona  lapor  diri  mandiri  (  self  check-in  )  serta  opsi 
 pemesanan dan pembayaran secara otomatis. 

 ●  Sistem  digital  untuk  menyimpan  dan  memverifikasi  dokumen 
 kesehatan di tengah pandemi. 

 ●  Opsi  bagasi  mandiri  (  self-service  baggage  )  untuk  memungkinkan 
 pelancong  mencetak  label  bagasi  melalui  ponsel  mereka  di  titik 
 self-service baggage  . 

 2 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 dalam  3  hingga 
 10 tahun 

 Potensi  keahlian  untuk  merencanakan,  membangun,  mengoperasikan, 
 dan  memelihara  bandara  diprediksi  belum  akan  mengalami  perubahan 
 dalam  3-10  tahun  ke  depan.  Namun,  perubahan  dalam  keahlian  yang 
 diperlukan  mungkin  relatif  berbeda  tergantung  pada  level  adopsi 
 teknologi  masing-masing  bandara.  Secara  keseluruhan,  dampak 
 teknologi  terhadap  tenaga  kerja  untuk  pengembangan  bandara  adalah 
 sebagai berikut: 
 ●  Tenaga  kerja  asing  diharapkan  akan  diperbantukan  dari  luar  negeri 

 untuk  mengawasi  proses  pemeliharaan  bandara  yang  terhubung 
 secara cerdas. 

 ●  Implementasi  teknologi  canggih  akan  membutuhkan  talenta  dengan 
 pemikiran  analitis,  analitik  data  dan  keahlian  IoT  serta  latar  belakang 
 atau pengalaman yang relevan. 

 ●  Implementasi  teknologi  canggih  mengharuskan  pengguna  dari  fungsi 
 yang  berbeda  untuk  dapat  beroperasi  secara  interkoneksi;  sehingga 
 implementasi  secara  luas  harus  diimbangi  dengan  pelatihan  yang 
 memadai agar dapat mengoperasikan sistem secara efektif. 

 Sebagian  besar  tenaga  terampil  dalam  fase  operasi  dan  pemeliharaan 
 (“O&M”)  perlu  dilatih  oleh  Angkasa  Pura  II  (“AP  II”)  sebelum  dipekerjakan 
 secara  purnawaktu.  Beberapa  kumpulan  keterampilan  yang  dianggap 
 masih  kurang  untuk  fase  O&M  dan  membutuhkan  peningkatan 
 keterampilan di masa mendatang antara lain: 
 ●  Operator  Airport  Operation  Control  Centre  (“AOCC”)  .  Operator  AOCC 

 bertugas  sebagai  pusat  kendali  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  sisi 
 udara  dan  sisi  darat  kawasan  bandara,  serta  mencakup  kegiatan 
 kedatangan  dan  keberangkatan  penumpang  di  bandara.  Beberapa 
 keahlian  yang  dibutuhkan  termasuk  pengetahuan  dan  keterampilan 
 keselamatan  dengan  sertifikasi  Ground  Support  Equipment  (“GSE”), 
 yang  mana  saat  ini  tenaga  kerja  dalam  negeri  masih  banyak  yang 
 belum memiliki sertifikasi tersebut. 

 ●  Operator  Terminal  Operation  Center  (“TOC”)  .  TOC  memaksimalkan 
 layanan  seperti  respon  cepat,  deteksi  dini  sistem  peringatan  dan 
 efektivitas operasional di bandara. 

 ●  Operator  fasilitas  pintar  (  smart  facility  )  .  Operasional  fasilitas  pintar 
 mengintegrasikan  fasilitas  bandara,  seperti  penanganan  bagasi  dan 
 sistem  tampilan  informasi  penerbangan,  untuk  memungkinkan 
 operasional  bandara  yang  berfungsi  penuh,  terhubung,  responsif, 
 dan  sistematis,  yang  akan  membutuhkan  keahlian  dalam 
 menghasilkan,  mengumpulkan,  dan  memeriksa  data  mengenai  aset 
 dan operasional utama bandara. 

 ●  Pengawas  kualitas  layanan  .  Pengawas  kualitas  layanan  bertanggung 
 jawab  untuk  memastikan  bahwa  kualitas  layanan  bandara  cukup 
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 memenuhi  standar  konsumen.  Jumlah  pekerja  terampil  dengan  latar 
 belakang  baik  kualitas  pelayanan  maupun  penerbangan  masih 
 kurang di Indonesia. 

 Potensi  kesenjangan  keterampilan  lainnya  juga  diidentifikasi  untuk 
 integrasi  moda  transportasi,  seperti  yang  sebelumnya  dijelaskan  dalam 
 ringkasan analisis kualitatif. 

 Transportasi Jalan 
 Analisis  ini  akan  berfokus  pada  sektor  transportasi  jalan  tol,  karena  berdasarkan  wawancara, 
 pembangunan  non-tol  dianggap  tidak  memiliki  masalah  kesenjangan  keterampilan  yang  signifikan. 
 Bisnis  jalan  tol  melibatkan  tiga  tahap  dalam  rantai  nilai  (  value  chain  ):  Perjanjian  Pengusahaan  Jalan 
 Tol  ("PPJT"),  pembangunan  jalan  tol,  dan  pengoperasian  jalan  tol.  Pekerjaan  pra-PPJT  meliputi 
 proses  perencanaan  pembangunan  jalan  tol.  Pekerjaan  pembangunan  meliputi  manajemen  proyek, 
 desain  dan  teknik,  pengadaan,  dan  pekerjaan  konstruksi  jalan  tol.  Pekerjaan  operasional  meliputi 
 O&M aset dan fasilitas jalan tol. 

 1  Keadaan 
 teknologi 

 ●  Pemerintah  sedang  berfokus  pada  implementasi  Intelligent  Toll  Road 
 System  (“ITS”)  untuk  O&M  jalan  tol  dalam  3  hingga  10  tahun  ke 
 depan.  Implementasi  ITS  bertujuan  untuk  mencapai  hasil  O&M  yang 
 lebih  efisien  biaya  di  masa  mendatang.  Terdapat  dua  area  fokus 
 utama  dalam  penerapan  ITS  -  Electronic  Toll  Collection  (“ETC'')  dan 
 Intelligent Maintenance System  (“IMS”). 

 ●  Teknologi  ETC  terbaru  yang  akan  diadopsi  adalah  Single  Lane 
 Free-Flow  (“SLFF”)  dan  Multi  Lane  Free-Flow  (“MLFF”).  MLFF  dan 
 SLFF  adalah  dua  solusi  yang  ditawarkan  oleh  operator  tol  di 
 Indonesia  untuk  mempermudah  sistem  pembayaran.  Tujuannya  yaitu 
 mengurangi  kemacetan  lalu  lintas  dan  waktu  tunggu  di  gerbang  tol. 
 Penerapan  MLFF  diharapkan  dapat  dimulai  pada  2020,  untuk  40 
 ruas tol di Indonesia, termasuk tol Trans-Jawa. 

 ●  Sistem  IMS  di  jalan  tol  tersebut  rencananya  akan  dilengkapi  AI  dalam 
 sepuluh  tahun  ke  depan.  Teknologi  IMS  yang  dilengkapi  AI  dapat 
 mengumpulkan  data  yang  memungkinkan  sistem  memprediksi 
 kebutuhan pemeliharaan jalan sebelum terjadi kerusakan. 

 2 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 untuk 
 pembangunan 
 jalan  tol  dalam  3 
 sampai 10 tahun 

 Persyaratan  keterampilan  untuk  membangun  jalan  tol  modern  umumnya 
 dapat  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  domestik  di  3-10  tahun  ke  depan; 
 meskipun beberapa keahlian dianggap kurang di masa depan: 
 ●  Pemasangan  tiang  pancang  di  tengah  laut  :  Pembangunan  jalan  tol 

 memerlukan  pengawasan  dari  tenaga  kerja  asing  untuk 
 pengendalian  kualitas  dan  uji  coba  proyek  jalan  tol  laut.  Insinyur 
 struktur  lokal  memiliki  pengalaman  terbatas  dalam  memasang  tiang 
 laut untuk jalan tol. 

 Potensi  kesenjangan  keterampilan  diidentifikasi  untuk  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  selama  fase  operasi  dan  pemeliharaan.  Tenaga  kerja  tidak 
 terampil  untuk  pengoperasian  jalan  tol  saat  ini  sedang  mengalami 
 pergeseran kompetensi akibat penerapan MLFF dan IMS: 
 ●  MLFF  dan  IMS  untuk  tenaga  kerja  tidak  terampil  :  Penerapan  MLFF 

 dan  IMS  di  jalan  tol  juga  akan  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  untuk  pengoperasian  jalan  tol.  Petugas  pengumpul  tol  (  toll 
 collector  ),  layanan  pelanggan,  dan  layanan  transaksi  akan 
 mengalami  pengurangan  dalam  3-10  tahun  akibat  otomatisasi  dari 
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 MLFF.  Pekerja  tidak  terampil  yang  saat  ini  bekerja  sebagai  operator 
 jalan  tol  (fase  operasional)  berpotensi  dialihkan  ke  fase 
 pemeliharaan,  dengan  permintaan  yang  lebih  besar  untuk  pekerjaan 
 sebagai teknisi MLFF di masa depan. 

 ●  Data  Analyst  :  Munculnya  digitalisasi  meningkatkan  kebutuhan  tenaga 
 kerja  terampil  dengan  pengalaman  dalam  analisis  data.  Keahlian 
 analisis  data  pada  fase  O&M  akan  memberikan  sistem  pelaporan 
 yang  lebih  efisien  untuk  operasional  jalan  tol  sehari-hari  (misalnya 
 pelaporan  jumlah  kendaraan  per  hari,  perilaku  kendaraan 
 penumpang  dan  barang,  jalur  masuk  dan  keluar  kendaraan,  lalu 
 lintas  dan  pengendalian  kecelakaan,  dll),  pelaporan  keuangan 
 (misalnya  pelaporan  pendapatan  total,  pendapatan  harian,  jalur 
 berbayar,  dll.),  dan  kebutuhan  pemeliharaan  (misalnya  pelaporan 
 kebutuhan  perbaikan  jalan  dan  CCTV,  pelaporan  status  terkini 
 peralatan  jalan  tol,  pengendalian  kelebihan  muatan  di  jalan  atau  Over 
 Dimension  Over  Loading  (“ODOL”)).  Tingkat  kompetensi  tenaga  kerja 
 dalam  negeri  saat  ini  belum  mampu  untuk  melakukan  pekerjaan 
 menggunakan  mahadata,  sehingga  membutuhkan  peningkatan 
 keterampilan di masa depan. 

 Integrasi  transportasi  :  Keterampilan  untuk  merencanakan  proses 
 integrasi  antar  sektor  transportasi  masih  dianggap  kurang  di  Indonesia, 
 sebagaimana  sebelumnya  telah  dijelaskan  dalam  ringkasan  analisis 
 kualitatif. 

 Transportasi Laut 
 Operator pelabuhan di Indonesia bertujuan untuk menerapkan sistem pelabuhan pintar (  smart port  )  , 81

 yang akan memungkinkan peningkatan efisiensi dalam bisnis inti mereka, terminal peti kemas, 
 terminal  multipurpose  , terminal logistik, dan penyediaan  layanan maritim. 

 1  Keadaan 
 Teknologi 

 Operator  pelabuhan  di  Indonesia  berencana  menginisiasi  sistem  smart 
 port  . Tujuannya adalah untuk mencapai hal-hal berikut: 
 ●  Sistem  tiket  terpadu,  misalnya  sistem  e-ticketing  untuk  penumpang 

 termasuk wisata kapal pesiar. 
 ●  Penerapan  analitik  data  untuk  manajemen  rute,  alokasi  armada,  dan 

 operasional pengiriman barang yang lebih efektif. 
 ●  Pengembangan  katalog  suku  cadang,  platform  pasar  untuk 

 pengiriman  kargo,  dan  sistem  untuk  memprediksi  kebutuhan 
 pemeliharaan infrastruktur yang ada. 

 Ekosistem  Logistik  Nasional  (  National  Logistic  Ecosystem  /”NLE”)  :  NLE 
 adalah  sistem  yang  menyelaraskan  prosedur  ekspor  dan  impor.  NLE 
 memperlancar  arus  barang  dari  kedatangan  di  pelabuhan  sampai  dikirim 
 ke  gudang.  Ekosistem  tersebut  telah  diterapkan  di  empat  pelabuhan  di 
 Indonesia,  antara  lain  Belawan,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  dan 
 Tanjung  Priok.  Ekosistem  NLE  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi 
 dalam  pemrosesan  logistik  dan  menekan  biaya  logistik  nasional  yang 
 ditargetkan turun dari 23,5% menjadi sekitar 17% pada tahun 2024. 82

 82  Target tersebut ditetapkan sesuai Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Aksi Penataan Sektor Logistik Nasional. 
 81  Smart port  adalah pelabuhan yang menggunakan otomatisasi  dan teknologi inovatif untuk meningkatkan kinerjanya. 
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 2 

 Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja 
 untuk 
 pengembangan 
 pelabuhan 
 dalam  3  hingga 
 10 tahun 

 Keseluruhan  kompetensi  pekerja  terampil  dan  tidak  terampil  dalam  tahap 
 perencanaan,  konstruksi,  dan  O&M  dapat  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja 
 domestik  dalam  3  sampai  10  tahun  ke  depan;  meskipun  beberapa 
 keahlian  dirasa  masih  kurang  di  masa  mendatang,  terutama  terkait 
 penerapan NLE: 
 ●  Implementasi  Terminal  Operating  System  (“TOS”)  berbasis 

 penyimpanan  awan  (  cloud  storage  )  akan  membutuhkan  tenaga 
 terampil  dalam  negeri  untuk  mengembangkan  kompetensi  teknologi 
 dasar dalam menginstal dan mengoperasikan sistem. 

 ●  Tenaga  pandu  laut  dalam  (  deep  sea  pilot  )  dan  petugas  pandu  kapal 
 muatan  curah  (  bulk  carrier  scout  )  memerlukan  sertifikasi  tertentu 
 yang  dikeluarkan  di  luar  negeri,  biasanya  di  Inggris.  Tenaga  pandu 
 adalah  pelaut  dengan  keahlian  di  bidang  kelautan  yang  memiliki 
 kualifikasi  untuk  memberikan  petunjuk  tentang  alur  pelayaran  dan 
 memastikan  navigasi  kapal  yang  aman.  Tenaga  pandu  laut  dalam 
 disertifikasi  untuk  mengemudikan  kapal  dengan  draft  melebihi  15 83

 meter,  misalnya  kargo  gas  alam  cair  (“LNG”).  Petugas  pandu  kapal 
 muatan  curah  disertifikasi  untuk  mengemudikan  kapal  pengangkut 
 kargo jenis Capesize dan Panamax. 84

 ●  Kualifikasi  yang  diperlukan  untuk  digitalisasi  pelabuhan,  seperti 
 pengembang  Robotic  Process  Automation  (“RPA”),  data  analyst  , 
 proyek teknologi informasi (“TI”), dan manajemen risiko. 

 ●  Spesialis  rantai  pasokan  yang  ahli  dalam  integrasi  sistem 
 transportasi antarmoda. 

 ●  Operator  peralatan  yang  sepenuhnya  otomatis  memerlukan  pelatihan 
 dan  transfer  pengetahuan  dari  pihak  eksternal  (misalnya  produsen  di 
 luar negeri). 

 Keahlian  pokok  yang  diperlukan  untuk  operasional  pelabuhan  meliputi 
 operator  terminal  dan  kapal,  perencanaan  terminal,  serta  pengontrol  dan 
 pelayaran.  Kebutuhan  keahlian  tersebut  akan  tumbuh  seiring  dengan 
 meningkatnya  jumlah  pelabuhan  yang  dioperasikan.  Sertifikasi  yang 
 dapat  mendukung  operasi  bisnis  inti  termasuk  surat  izin  operator  ("SIO") 
 dan  sertifikasi  lain  untuk  ahli  pelabuhan  dan  pemanduan,  misalnya 
 International  Maritime  Organization  ("IMO")  dan  Global  Maritime  Distress 
 and Safety System  ("GMDSS" ) 
 Integrasi  transportasi  juga  akan  menuntut  seperangkat  keterampilan  yang 
 berbeda,  seperti  yang  sebelumnya  telah  dijelaskan  dalam  ringkasan 
 analisis kualitatif. 

 Logistik dan Pergudangan 
 Industri logistik dan pergudangan secara bertahap mendapat manfaat dari otomatisasi dan adopsi 
 teknologi canggih. 

 1  Keadaan 
 Teknologi 

 Operator  di  sektor  logistik  dan  pergudangan  sudah  mulai  menerapkan 
 teknologi  terkait  IoT,  blockchain  ,  dan  drone  .  Teknologi  yang  rencananya 
 akan  diterapkan  dalam  3  sampai  10  tahun  ke  depan  sebagian  besar 
 diarahkan untuk layanan pengiriman, yang meliputi: 
 ●  VeChain,  sebuah  perangkat  lunak  untuk  meningkatkan  manajemen 

 rantai  pasokan  dan  proses  bisnis  dengan  memanfaatkan  teknologi 

 84  Kapal  pengangkut  kargo  jenis  Capesize  memiliki  panjang  antara  230-270  meter  dan  memiliki  kapasitas  80.000-100.000  tonase 
 bobot mati (“dwt”). Kapal pengangkut kargo jenis Panamax memiliki panjang antara 200-250 meter dengan 50.000-80.000 dwt. 

 83  Draft  lambung  kapal  adalah  jarak  vertikal  antara  garis  air  dan  dasar  lambung  kapal,  yang  menentukan  kedalaman  minimum  air 
 yang dapat dilalui kapal dengan aman. 
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 blockchain  dan IoT untuk proses pengiriman. 
 ●  Drone  diharapkan  dapat  digunakan  di  sektor  logistik  sebagai 

 kendaraan udara untuk mengangkut parsel atau paket kecil. 

 2  Potensi 
 kesenjangan 
 keterampilan 
 tenaga  kerja  di 
 sektor  logistik 
 dan 
 pergudangan  3 
 hingga 10 tahun 

 Tenaga  kerja  asing  dipekerjakan  pada  level  pengawas  untuk  mengawasi 
 keseluruhan  operasional  pergudangan  dan  mengawasi  tenaga  kerja 
 domestik dalam pekerjaan berikut: 
 ●  Perancang  fasilitas  memastikan  sistem  distribusi  yang  lancar  dan 

 optimal  dalam  pergudangan.  Perusahaan  pergudangan  dalam  negeri 
 seringkali  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  untuk  merancang  alur 
 kerja  dan  fungsi  gudang.  Kekurangan  kompetensi  ini  disebabkan 
 karena  kurangnya  jurusan  desain  fasilitas  di  Indonesia  yang  memilih 
 spesialisasi pergudangan. 

 ●  Insinyur  jaringan  logistik  sulit  untuk  direkrut  karena  tidak  tersedianya 
 program  studi  yang  berspesialisasi  dalam  rekayasa  jaringan  logistik 
 di  Indonesia.  Insinyur  jaringan  mengelola  aliran  dan  pergerakan 
 logistik dari satu area ke area lain. 

 Persyaratan  keterampilan  tenaga  kerja  untuk  merencanakan, 
 membangun,  dan  mengoperasikan  infrastruktur  logistik  modern 
 umumnya  dapat  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  domestik  dalam  3-10  tahun 
 ke  depan.  Beberapa  keahlian  dianggap  masih  kurang  di  masa  depan  dan 
 membutuhkan peningkatan keterampilan: 
 ●  Desain  rekayasa  logistik  menganalisis  solusi  operasional  untuk 

 pelanggan,  dengan  melakukan  optimasi  transportasi,  pemodelan 
 jaringan, serta analisis proses dan metode. 

 ●  Manajemen  logistik  mendukung  proses  rantai  pasokan,  dengan 
 mengidentifikasi  calon  distributor  dan  pemasok,  dan  mengelola 
 efektivitas rantai pasokan. 

 ●  Manajemen  rantai  pasokan  mengintegrasikan  manajemen 
 penawaran  dan  permintaan  barang  untuk  memastikan  arus  barang 
 yang lancar. 

 ●  Perancang  fasilitas  gudang  merancang  aliran  persediaan  untuk 
 meningkatkan  arus  lalu  lintas  dan  meningkatkan  efisiensi 
 keseluruhan di gudang. 

 ●  Manajemen  transportasi  jalan  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi 
 perencanaan  dan  pelaksanaan  transportasi  untuk  mencapai 
 kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. 

 ●  Manajemen  operasional  menggunakan  pendekatan  berbasis  sistemik 
 untuk  menangani  proses  produksi  dan  mendesain  ulang  operasi 
 bisnis. 

 Kesenjangan  keterampilan  potensial  juga  diidentifikasi  untuk  pengemudi 
 truk  dan  bus:  Sebagian  besar  pengemudi  angkutan  darat  (termasuk  truk 
 dan  bus)  saat  ini  tidak  memiliki  Sertifikasi  Kompetensi  Kerja  (”SKK”). 
 Buruknya  penegakan  peraturan  yang  mengamanatkan  semua 85

 pengemudi  angkutan  darat  untuk  disertifikasi,  menyiratkan  bahwa  masih 
 akan  ada  lebih  banyak  pengemudi  yang  tidak  memenuhi  syarat 
 dibandingkan  dengan  yang  bersertifikasi  dalam  3  hingga  10  tahun  ke 
 depan.  Perusahaan  logistik  juga  tidak  banyak  memberikan  pelatihan 
 karena  sulitnya  mempertahankan  pekerja,  seperti  yang  dijelaskan 
 sebelumnya  dalam  ringkasan  analisis  kualitatif.  Pada  saat  bersamaan, 

 85  Keputusan Menteri Perhubungan No.17/2019 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Darat 
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 minat  tenaga  kerja  tidak  terampil  untuk  menjadi  sopir  truk  dan  bus 
 diproyeksikan  menurun,  karena  tenaga  kerja  lebih  tertarik  pada  upah, 
 tunjangan,  dan  jam  kerja  yang  lebih  baik  di  sektor  lain.  Kurangnya 
 kompetensi  dan  kemauan  untuk  dipekerjakan  sebagai  pengemudi 
 transportasi  darat  kemungkinan  besar  akan  menyebabkan  kekurangan 
 tenaga kerja dalam 3 sampai 10 tahun ke depan. 

 Temuan  berdasarkan  OEVS  mungkin  bertentangan  dengan  hasil  yang  ditemukan  dalam 
 analisis  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang.  Perusahaan  yang  diwawancarai  sebagai  bagian 
 dari  analisis  kualitatif  memiliki  skala  operasional  yang  lebih  besar,  yang  seringkali  memiliki  kebutuhan 
 tenaga kerja yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan responden OEVS. 86

 5.3 Kesempatan Pasar Tenaga Kerja di Ibu Kota Negara (“IKN”) baru 

 5.3.1 Kebutuhan Tenaga Kerja 

 Sebagaimana  dirangkum  dalam  table  4.1,  draf  master  plan  IKN  menyediakan  kerangka  kerja 
 konseptual  untuk  fase  pengembangan,  dan  studi  kelayakan  lebih  lanjut  akan  diperlukan  untuk 
 menentukan  konsep  infrastruktur  mana  yang  paling  layak.  Berdasarkan  informasi  tingkat  tinggi 
 yang  tersedia  mengenai  kebutuhan  infrastruktur  dalam  master  plan  IKN,  jenis  tenaga  kerja  yang 
 dibutuhkan  untuk  pembangunan  IKN  dapat  dikelompokkan  menurut  tingkat  adopsi  teknologi 
 untuk masing-masing jenis infrastruktur tersebut di atas: 
 ●  Konstruksi  infrastruktur  konvensional  ditandai  dengan  konsentrasi  tinggi  tenaga  kerja 

 tidak terampil, otomatisasi terbatas, dan ketergantungan minimal pada bahan baku impor. 
 o  Kelompok  konstruksi  konvensional  meliputi  bangunan  permukiman,  infrastruktur  fasilitas 

 umum dan sosial, infrastruktur air, dan infrastruktur air limbah.  
 o  Pekerjaan  yang  terlibat  sebagian  besar  dicirikan  oleh  fungsi  manual,  paling  banyak 

 membutuhkan ijazah sekolah menengah.    87

 ●  Konstruksi  infrastruktur  berteknologi  tinggi  membutuhkan  tenaga  kerja  terampil 
 konsentrasi  tinggi,  melibatkan  otomatisasi  tingkat  tinggi,  dan  memiliki  ketergantungan  yang 
 tinggi pada bahan baku impor. 

 o  Sektor  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  antara  lain  mobilitas  dan  konektivitas,  informasi, 
 komunikasi, dan teknologi (ICT), energi, serta limbah.  

 o  Konstruksi infrastruktur berteknologi tinggi terutama akan membutuhkan tenaga kerja 
 terampil. 

 Penting  untuk  dicatat  bahwa  tenaga  kerja  di  provinsi-provinsi  di  sekitar  IKN  sebagian  besar 
 dianggap  tidak  terampil  atau  terampil  di  bidang  terkait  non-konstruksi.  Berdasarkan  data  BPS, 
 mayoritas  pekerja  bangunan  berusia  15  tahun  ke  atas  di  Kalimantan  adalah  lulusan  SD  atau 
 SMA.  Dengan  asumsi  bahwa  tingkat  keterampilan  tenaga  kerja  lokal  akan  meningkat  secara 

 87  Pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja  dibandingkan dengan mesin 

 86  Misalnya, berbeda dengan temuan dalam analisis kualitatif,  OEVS memperkirakan bahwa kebutuhan untuk perencana tata kota 
 dan lalu lintas akan menurun. Salah satu alasan yang mungkin adalah kurangnya kegiatan perencanaan tata kota di perusahaan 
 kecil dan menengah yang diwawancarai sebagai bagian dari OEVS. Perusahaan yang diwawancarai sebagai bagian dari analisis 
 kualitatif memiliki skala operasional yang lebih besar, dan lebih banyak menggunakan pengembang dan perancang perkotaan. 
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 perlahan,  rencana  pengembangan  di  atas  akan  berimplikasi  pada  jenis  tenaga  kerja  yang 
 dibutuhkan untuk mengembangkan IKN  : 88

 ●  Penciptaan  lapangan  kerja  bagi  tenaga  kerja  lokal  sebaiknya  difokuskan  pada  tenaga  kerja 
 tidak  terampil,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  infrastruktur  konvensional. 
 Kemungkinan  tenaga  kerja  terampil  untuk  perencanaan,  desain,  dan  manajemen  proyek 
 perlu  mengandalkan  pekerja  dari  luar  daerah,  karena  pekerja  untuk  kebutuhan  tersebut 
 harus memiliki pengalaman dan juga keterampilan. 89

 ●  Sebagian  besar  konstruksi  konvensional  akan  dilakukan  pada  tahap  awal  proyek.  Oleh 
 karena  itu,  pemanfaatan  tertinggi  tenaga  kerja  tidak  terampil  dari  tenaga  kerja  lokal 
 kemungkinan besar terjadi pada tahap awal dibandingkan tahap selanjutnya. 

 ●  Konstruksi  berteknologi  tinggi  sebagian  besar  membutuhkan  pekerja  terampil  yang  saat  ini 
 tidak  tersedia  di  Kalimantan,  karena  keterampilan  khusus  yang  diperlukan  untuk 
 mengawasi  pekerjaan  konstruksi.  Pembangunan  infrastruktur  berteknologi  tinggi  di  IKN 
 akan  membutuhkan  keahlian,  baik  dari  Jawa  maupun  luar  negeri,  untuk  mengawasi  dan 
 mengelola  konstruksi.  Termasuk  juga  tenaga  kerja  dari  daerah  lain,  seperti  Papua, 
 Sumatera,  dan  provinsi  lain  di  Kalimantan,  yang  memiliki  industri  pertambangan  dan/atau 
 minyak dan gas bumi yang lebih aktif.  

 ●  Sebagian  besar  konstruksi  berteknologi  tinggi  akan  dilakukan  pada  tahap  pengembangan 
 selanjutnya.  Tenaga  kerja  tidak  terampil  berkonsentrasi  tinggi  pada  tahap  awal  konstruksi, 
 termasuk  pekerjaan  persiapan  lokasi  dasar  (seperti  pembukaan  lahan),  kemungkinan  akan 
 menurun untuk tahap konstruksi infrastruktur berteknologi tinggi. 

 5.3.2 Ketersediaan Tenaga Kerja 

 Pembangunan  IKN  di  provinsi  Kalimantan  Timur  secara  umum  berdampak  pada  pengembangan 
 sumber  daya  manusia,  termasuk  meningkatnya  jumlah  institusi  pendidikan  dan  lembaga 
 pelatihan  yang  mendukung  pemenuhan  ketersediaan  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  IKN 
 melalui pengembangan pembelajaran dan kapasitas. 

 Berdasarkan  statistik,  saat  ini  terdapat  210  SMK  di  provinsi  Kalimantan  Timur,  dengan  74  dari 
 210  SMK  menghasilkan  siswa  dengan  jurusan  terkait  bidang  infrastruktur;  misalnya  jurusan 
 teknik  otomotif  di  56  SMK  (75,7%),  teknik  kelautan  di  2  SMK  (2,7%),  dan  jurusan  teknik 
 konstruksi  dan  properti  di  16  SMK  (21,6%).  Berdasarkan  jumlah  siswa  SMK  di  Kalimantan  Timur, 
 terdapat  80.273  siswa  yang  menempuh  pendidikan  kejuruan.  Dari  80.273  siswa,  7.002  siswa 
 mengambil  jurusan  terkait  bidang  infrastruktur;  misalnya  5.287  siswa  merupakan  jurusan  teknik 
 otomotif,  142  siswa  memilih  jurusan  teknik  kelautan  dan  1.573  siswa  memilih  jurusan  teknik 
 konstruksi dan properti.  

 Dari  segi  pendidikan  politeknik,  Politeknik  Samarinda  dan  Politeknik  Balikpapan  terletak  dekat 
 dengan  IKN  dan  akan  mendukung  pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  tahap  persiapan 
 IKN.  Kedua  politeknik  tersebut  menyediakan  jurusan  teknik  sipil  dan  teknik  alat  berat  untuk 
 jenjang  diploma,  serta  jurusan  teknik  perancangan  jalan  dan  jembatan  untuk  jenjang  diploma  dan 
 sarjana terapan. 

 89  Seperti yang ditunjukkan dari wawancara dengan pemangku  kepentingan terkait, Jawa masih menjadi sumber utama pekerja 
 terampil untuk proyek infrastruktur di Indonesia. 

 88  Dengan asumsi tanpa perbaikan yang signifikan dalam  kualitas sektor pendidikan lokal 
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 Sehubungan  dengan  pendirian  sekolah  kejuruan  dan  politeknik,  berdasarkan  diskusi  dengan  para 
 pemangku  kepentingan,  pemerintah  daerah  dan  pusat  memainkan  peran  penting  bagi  pendidikan 
 kejuruan, dengan pemisahan peran dan tanggung jawab sebagai berikut: 
 ●  Pemerintah  daerah  di  tingkat  provinsi  berwenang  untuk  mendirikan  sekolah  kejuruan  dan 

 jurusan yang tersedia, 
 ●  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Vokasi  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan 

 Teknologi berwenang mendirikan politeknik dan jurusan yang tersedia. 

 Dalam  rangka  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  untuk  pengembangan  IKN,  tantangan  yang 
 dihadapi  pendidikan  vokasi  di  Kalimantan  Timur  saat  ini  antara  lain  terbatasnya  ketersediaan 
 guru  di  pendidikan  vokasi,  karena  mayoritas  guru  vokasi  akan  memasuki  usia  pensiun  dalam  2-3 
 tahun  ke  depan.  Upaya  pemerintah  telah  dilakukan,  termasuk  pelatihan  dan  pemagangan  bagi 
 guru,  program  keahlian  ganda  agar  guru  mata  pelajaran  umum  dapat  membantu  menyampaikan 
 materi  untuk  pendidikan  kejuruan,  dan  program  Guru  Tamu  untuk  memastikan  keselarasan 
 dengan industri.  

 Selain  itu,  berdasarkan  informasi  dari  beberapa  BLK  dan  lembaga  pendidikan,  masih  terdapat 
 kekurangan  dari  segi  fasilitas  dan  peralatan  yang  digunakan  untuk  praktik  pembelajaran.  Saat  ini, 
 peralatan  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  melalui  Lembaga  Sarana  dan  Prasarana,  diperoleh 
 dari  pemerintah  daerah  meskipun  terkendala  anggaran,  dan  pinjaman  peralatan  dan  alat  dari 
 industri  untuk  mendukung  proses  pembelajaran  di  pendidikan  kejuruan.  Tantangan  lain  yang 
 dihadapi  adalah  dampak  pandemi  COVID-19  yang  menghambat  proses  pembelajaran  pendidikan 
 vokasi.  Selain  harus  mencari  cara  agar  siswa  dapat  menerima  pembelajaran  praktik  yang  sesuai, 
 institusi  pendidikan  juga  harus  beradaptasi  dengan  peraturan  pemerintah  akibat  meluasnya 
 COVID-19  di  Indonesia,  misalnya  dengan  menerapkan  50%  siswa  di  kelas  secara  bergantian 
 untuk  masuk  sekolah  dan  melakukan  praktik  kegiatan.  Dengan  demikian,  siswa  dapat 
 mempelajari serta mengoperasikan alat dan perlengkapan yang digunakan dalam industri. 

 Dukungan  pengembangan  SMK  yang  menyediakan  jurusan  berkaitan  dengan  sektor  konstruksi 
 untuk  menyediakan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  yang  sesuai  menjadi  salah  satu  prioritas, 
 khususnya  terkait  pengembangan  IKN.  Pada  program  SMK  sebagai  pusat  keunggulan  atau 
 Center  of  Excellence  (“CoE”),  salah  satu  area  yang  mendapat  perhatian  khusus  adalah  bidang 
 konstruksi  dan  permesinan,  khususnya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 
 Tahun 2020 tentang kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi pekerja di bidang konstruksi. 

 Saat  ini,  jika  pelatihan  vokasi  yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  IKN  berbeda  dengan 
 program  studi  yang  ada  saat  ini,  institusi  pendidikan  dapat  bekerjasama  dengan  industri  dan 
 asosiasi  di  bidang  terkait  untuk  mendapatkan  instruktur  pelatihan  atau  staf  pengajar  tambahan. 
 Misalnya,  BLK  Samarinda  bekerjasama  dengan  alumni  Universitas  Gadjah  Mada  (KAGAMA) 
 mengadakan  pelatihan  terkait  kompetensi  bekerja  di  ketinggian  untuk  posisi  operator  las.  Selain 
 itu,  SMKN  2  Samarinda  juga  bekerjasama  dengan  United  Tractors  Tbk.  untuk  kompetensi  teknis 
 terkait alat berat. 

 Kementerian,  lembaga,  asosiasi  dan  pelaku  industri  telah  berkontribusi  dan  mengambil  bagian 
 dalam  pengembangan  IKN,  meskipun  masih  terdapat  kurangnya  koordinasi  antar  pihak  yang 
 terlibat.  Kedepannya,  kerjasama  dan  pelatihan  human  capital  diharapkan  dapat  lebih  banyak 
 dilakukan,  guna  menyelaraskan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dalam  pengembangan  IKN 
 yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia. 
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 6. Benchmarking dan Studi Kasus 

 6.1 Studi  Benchmark 

 Tujuan  studi  benchmark  adalah  untuk  mengidentifikasi  praktik-praktik  yang  baik  dalam  pengelolaan 
 Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  nasional,  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  SDM,  inisiatif 
 dan  perencanaan  strategis  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  pengembangan  SDM,  jalur  pendidikan 
 saat  ini  dan  prospek  kerja,  serta  dampak  positif  dari  inisiatif  yang  dilaksanakan  dan  tantangan  yang 
 dihadapi  di  masa  depan.  Mengikuti  tujuan  studi,  pemilihan  metrik  dan  kriteria  harus  mencerminkan 
 negara  yang  baik  dalam  pengelolaan  SDM.  Negara-negara  yang  terpilih  menunjukkan  pendapatan, 
 jumlah  penduduk  yang  besar,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  pembangunan  infrastruktur 
 yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  metrik  dan  kriteria  yang  digunakan 
 adalah sebagai berikut: 

 Tabel 9. Metrik dan kriteria untuk  benchmarking 

 Metrik untuk  Benchmarking 90  Kriteria 

 Kelompok Pendapatan  Negara dengan tingkat kelompok pendapatan: 1) berpenghasilan 
 tinggi (PDB/Pendapatan Domestik Bruto per kapita 12.696 USD 
 atau lebih), dan 2) kelas menengah atas (PDB per kapita antara 
 4.096 USD dan 12.695 USD) 

 Total Populasi  Negara dengan populasi di atas rata-rata populasi OECD (rata-rata 
 OECD: 36.912.824) 

 Human Development Index 
 (HDI) 2020 

 Negara dengan skor HDI di atas Indonesia (Skor Indonesia: 0,718) 

 Indeks Investasi Infrastruktur  Negara dengan peringkat Indeks Investasi Infrastruktur lebih tinggi 
 dari Indonesia (Peringkat Indonesia: 21) 

 Berdasarkan  kriteria  tersebut,  dipilih  lima  negara  teratas  untuk  kemudian  diperiksa  lebih  lanjut  dalam 
 hal  ketersediaan  data  dan  informasinya.  Proses  pemilihan  negara  dilanjutkan  melalui  diskusi  dengan 
 subject  matter  expert  untuk  memberikan  perspektif  tentang  perjalanan  pembangunan  SDM  dan 
 infrastruktur  negara  .  Informasi  tambahan  tersebut  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam 91

 mengeliminasi  negara  hingga  terpilih  menjadi  tiga  negara,  yaitu  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Korea 
 Selatan. 

 91  Lihat metodologi untuk detail proses pemilihan 

 90  Data Bank Dunia. Diakses pada oktober 2021; Data  Pembangunan Manusia, Program Pembangunan PBB. Diakses pada 
 Oktober 2021<https://www.consultancy.uk/news/12338/the-top-20-most-attractive-countries-for-infrastructure-investment>; Diakses 
 pada Oktober 2021 
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 Tabel 10. Catatan proses pemilihan negara benchmark 

 Kelompok 
 Pendapatan 

 Total 
 Populasi  HDI 

 Indeks 
 Investasi 

 Infrastruktur  Catatan Eliminasi 

 Cina 
 Menengah 
 ke atas  1.402.112.000  0,761  17 

 Jenis pemerintahan dan pandangan 
 politik yang berbeda 

 Perancis  Tinggi  67.391.582  0,901  19 

 Tantangan yang berbeda, 
 kekurangan tenaga kerja tidak 
 terampil sehingga mengimpor tenaga 
 kerja dari negara lain 

 Amerika 
 Serikat  Tinggi  329.484.123  0,926  8 

 Jepang  Tinggi  125.836.021  0,919  12 

 Korea 
 Selatan  Tinggi  51.780.579  0,916  20 

 Kanada  Tinggi  38.005.238  0,929  4 
 Ukuran populasi terkecil dalam daftar 
 panjang negara yang dipilih 

 Inggris  Tinggi  67.215.293  0,932  9 

 Tantangan yang berbeda dan 
 kualitas pendidikan vokasi yang lebih 
 rendah dibandingkan dengan negara 
 lain 

 Jerman  Tinggi  83.240.525  0,947  13 

 Tantangan yang berbeda, 
 kekurangan tenaga kerja tidak 
 terampil sehingga mengimpor tenaga 
 kerja dari negara lain 

 6.1.1 Amerika Serikat 

 Tantangan  SDM  Amerika  Serikat  fokus  pada  kurangnya  dan  ketidaksesuaian  keterampilan. 
 Tantangan  tersebut  diperparah  oleh  kurangnya  akses  ke  pelatihan  yang  dibutuhkan.  Pada  tahun 
 1980-an  hingga  1990-an,  muncul  tantangan  bahwa  pendidikan  vokasi  dianggap  lebih  rendah  dari 
 sistem  pendidikan  umum  .  Kemudian  pada  tahun  2009,  program  Job  Retraining  menimbulkan 92

 masalah  karena  kurang  fokus  dan  menyebabkan  pekerja  terlatih  dan  pekerja  tidak  terlatih 
 memiliki  sedikit  perbedaan  upah.  Pada  tahun  2015  terjadi  kekurangan  tenaga  terampil  di  sektor 93

 infrastruktur  khususnya  di  sektor  transportasi.  Lulusan  sekolah  menengah  harus  melalui  pelatihan 
 kerja  dan  sertifikasi  khusus  .  Beberapa  tahun  kemudian,  persentase  remaja  (usia  16-19  tahun) 94

 yang  bekerja  saat  liburan  musim  panas  menurun  drastis  dari  70%  menjadi  43%,  sehingga  dapat 
 menghambat  pengembangan  soft  skill  .  Pada  tahun  berikutnya,  terjadi  ketidaksesuaian 95

 95  United States Bureau of Labour Statistics 2016 Population  Survey, Diakses pada Oktober 2021 <https://www.bls.gov/cps/> 

 94  Advancing Career and technical education in career  Pathways Systems - Data Report on Future Transportation Workforce 
 Needs, 2015 

 93  The False Promises of Worker Retraining, 2018 

 92  American Enterprise Institute - The Evolution of  Career and Technical Education 1982-2013 
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 keterampilan  sebesar  52%  pekerja  berketerampilan  sedang  membutuhkan  pelatihan  untuk 
 bekerja lebih baik. Namun masih ada kekurangan pada akses pelatihan. 96

 Ada  lima  inisiatif  pemerintah  yang  masih  berjalan  dan 
 penting  yang  berfokus  pada  pengembangan  SDM 
 yang  dapat  dipelajari:  Career  Technical  Education 
 (CTE),  Model  Kompetensi  Industri,  Workforce 
 Innovation  and  Opportunity  Act  (WIOA),  Perkins  V, 
 dan  Career One Stop. 

 CTE  adalah  program  pendidikan  yang  diluncurkan 
 pada  tahun  2006  dengan  fokus  pada  pengajaran 
 keterampilan  khusus  untuk  pekerjaan  karir  tertentu 
 melalui  pembelajaran  praktis  dan  langsung.  Program 
 ini  menargetkan  pelajar  tingkat  menengah,  pelajar 
 pasca  sekolah  menengah,  dan  pelajar  dewasa.  Tujuan 
 CTE  adalah  untuk  mempersiapkan  dan 
 mengembangkan  kompetensi  siswa  agar  siap  bekerja. 
 CTE  melibatkan  pemerintah  pusat,  pemerintah  negara 
 bagian dan administrasi sekolah lokal 97

 Model  Kompetensi  Industri  atau  Competency  Model 
 Clearinghouse  bertujuan  untuk  mempromosikan 
 pemahaman  tentang  keterampilan  dan  kompetensi 
 yang  penting  untuk  membantu  industri  mendidik  dan 
 melatih  tenaga  kerja  agar  kompetitif  secara  global. 
 Model  ini  disusun  sejak  tahun  2015.  Model  kompetensi 
 Industri  merupakan  kerjasama  antara  pemerintah  dan 
 industri  untuk  mengembangkan  dan  memelihara 
 model  kompetensi  dasar  dan  teknis.  Model 
 kompetensi  ini  memiliki  blok  bangunan  dengan  lima 
 tingkatan  yang  dibagi  menjadi  kompetensi  efektivitas 

 pribadi,  kompetensi  dasar  dan  kompetensi  terkait 
 industri. 98

 WIOA  adalah  kerangka  peraturan  yang  diluncurkan 
 pada  tahun  2014  untuk  mendukung  orang-orang  dalam  menemukan  pekerjaan  dan  karir 
 berkualitas  tinggi  serta  membantu  perusahaan  dalam  mempekerjakan  dan  mempertahankan 
 pekerja  terampil.  WIOA  dirancang  untuk  membantu  pencari  kerja  mengakses  lowongan  kerja, 99

 pendidikan,  pelatihan  dan  layanan  dukungan,  serta  mencocokkan  perusahaan  dengan  pekerja 
 terampil untuk membantu mereka bersaing dalam ekonomi global. 

 99  WIOA Titles I and III National Performance Summary,  2019-2020 

 98  Competency Model Clearinghouse. Diakses pada Oktober  2021 
 <https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/competency-models/pyramid-home.aspx> 

 97  Perkins Act Consolidated Annual Report Summary 2019-2022 

 96  National Skills Coalition. Diakses pada Oktober 2021  <https://nationalskillscoalition.org/skills-mismatch/us-skills-mismatch/> 
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 Perkins  V  adalah  kerangka  peraturan  dan  diluncurkan  pada  tahun  2018,  yang  merupakan  hibah 
 federal  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  fleksibilitas  pemerintah  negara  bagian  untuk 
 mengembangkan  program  CTE  sesuai  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  mereka  yang  mendesak. 
 Perkins  V  juga  mengutamakan  keterlibatan  industri,  bisnis  dan  kerjasama  dengan  sekolah  lokal. 

 Perkins  V  juga  menuntut  analisis  penilaian  kebutuhan  dan  perencanaan  CTE  yang  disetujui 100

 oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. 

 Career  One  Stop  adalah  pusat  layanan  ketenagakerjaan  yang  terintegrasi.  Layanan  ini  didirikan 
 pada  tahun  2015  dan  disponsori  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja  Amerika  Serikat  untuk 
 membantu  orang  dalam  menjelajahi  karier,  pelatihan,  dan  pekerjaan.  Layanan  yang  ditawarkan  di 
 Career  One  Stop  mencakup  (1)  alat  dan  sumber  daya  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang 
 jalur  karir  (  mySkills  myFuture  ),  (2)  layanan  untuk  membantu  mencari  pekerjaan,  pelatihan,  dan 
 dukungan  keuangan  untuk  PHK  dan  veteran  (  Worker  ReEmployment  dan  Veterans 
 ReEmployment  ),  (3)  alat  dan  sumber  daya  untuk  membantu  dalam  perencanaan,  pendanaan, 
 dan  pencapaian  pendidikan  dan  pelatihan  yang  ditargetkan,  termasuk  menemukan  sertifikasi  dan 
 lisensi  yang  diperlukan  (  Credentials  Center  ),  (4)  sumber  daya  bagi  perusahaan  untuk  merekrut, 
 melatih,  dan  mempertahankan  tenaga  kerja  terampil  (  Business  Center  ),  dan  (5)  sumber  daya 
 untuk  pemimpin  industri,  pendidik,  pengembang  ekonomi,  tenaga  kerja,  dan  konsultan  standar 
 kompetensi (Model Kompetensi Industri atau  Competency  Model Clearinghouse  )  . 101

 Terkait  hal  pendidikan  vokasi,  pendidikan  vokasi  tersedia  di  tingkat  perguruan  tinggi  (Sekolah 
 Menengah  Pertama  (SMP),  perguruan  tinggi  komunitas  dan  lembaga  kejuruan  dan  teknis) 
 daripada  tingkat  menengah.  Namun,  Amerika  Serikat  memiliki  CTE  yang  tersedia  dari  sekolah 
 menengah  hingga  universitas  sebagai  bagian  dari  program  studi  untuk  mempersiapkan  siswa 
 untuk  bekerja  yang  menawarkan  kelas  kejuruan  atau  kursus  persiapan  kerja.  Para  siswa  dapat 
 mengambil  kelas  untuk  teknis,  akademik,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk 
 bekerja.  Perjalanan  Pendidikan  serupa  dengan  negara-negara  lain  di  mana  dari  SD  hingga  SMA 
 membutuhkan  waktu  12  tahun  dan  kemudian  dilanjutkan  ke  pendidikan  tinggi  baik  melalui 
 program  sarjana  untuk  gelar  sarjana  maupun  perguruan  tinggi  kejuruan  untuk  gelar  associate  . 
 Namun,  di  Amerika  Serikat  lulusan  dengan  gelar  sarjana  dapat  memperoleh  lisensi  sebagai 
 insinyur  profesional  atau  surveyor  profesional  tanpa  pengalaman  sebelumnya.  Kemudian,  lisensi 
 dapat  ditingkatkan  setelah  memperoleh  pengalaman  empat  tahun.  Hal  ini  berbeda  dengan 
 Indonesia  dan  negara  lain  yang  membutuhkan  pengalaman  kerja  terlebih  dahulu  sebelum  dapat 
 memperoleh lisensi sebagai insinyur profesional. 

 101  Careeronestop Annual Report 2018; dan careeronestop  Website, Diakses pada Oktober 2021 <https://www.careeronestop.org/> 

 100  Perkins Act Consolidated Annual Report Summary 2019-2022 
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 Gambar 39. Perjalanan pendidikan Amerika Serikat 

 Sumber: Advancing Licensure for Engineers and Surveyor (NCEES), US Bureau of Labour Statistics, Occupational 
 Outlook 

 Pemerintah  berencana  untuk  terus  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  dan  pelatihan  bagi 
 siswa  dan  tenaga  kerja  dengan  melibatkan  pemerintah,  lembaga  dan  lembaga  swadaya 
 masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  strategis.  Berdasarkan  Departemen  Pendidikan  Amerika 
 Serikat,  pemerintah  memiliki  empat  tujuan  strategis  untuk  tahun  anggaran  2018-2022:  (1) 
 mendukung  upaya  negara  bagian  dan  lokal  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  untuk  semua  siswa 
 P  -  12  di  setiap  komunitas,  (2)  memperluas  kesempatan  pendidikan  pasca-sekolah  menengah, 
 meningkatkan  hasil  untuk  mendorong  peluang  ekonomi  dan  mempromosikan  warga  negara 
 secara  terinformasi,  bijaksana  dan  produktif,  (3)  memperkuat  kualitas,  aksesibilitas  dan 
 penggunaan  data  pendidikan  melalui  manajemen  yang  lebih  baik,  peningkatan  perlindungan 
 privasi  dan  transparansi,  dan  (4)  reformasi  efektivitas,  efisiensi  dan  pertanggungjawaban 
 Departemen. 102

 Inisiatif-inisiatif  tersebut  telah  menunjukkan  dampak  positif  langsung  bagi  tenaga  kerja.  Misalnya, 
 siswa  yang  mengikuti  Career  Technical  Education/CTE  (11%  untuk  3  sks  CTE)  memiliki  tingkat 
 pengangguran  yang  lebih  rendah  daripada  lulusan  Sekolah  Menengah  Umum  (23%)  .  Lulusan 103

 CTE  menempati  persentase  tertinggi  dalam  mencari  pekerjaan  dengan  gaji  USD  10  per  jam  dan 
 pekerjaan  dengan  tunjangan  asuransi,  kesehatan  dan  pensiun.  Selain  itu,  Perkins  V  berhasil 
 meningkatkan  anggaran  dan  kinerja  sistem  CTE.  Tingkat  partisipasi  CTE  tahun  2019  untuk 104

 SMA  tahun  2019  meningkat  3,6%,  untuk  perguruan  tinggi  meningkat  11,8%.  Di  sisi  lain,  71,4% 
 masyarakat  yang  menerima  bantuan  dari  layanan  WIOA  berhasil  mendapatkan  pekerjaan  dan 
 median  pendapatan  meningkat  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (2018:  USD  6.170;  2019:  USD 
 6.515).  Selain  itu,  CareerOneStop  telah  dikunjungi  oleh  lebih  dari  30  juta  pengunjung,  sebagian 105

 105  WIOA Titles I and III National Performance Summary,  2019-2020 

 104  Perkins Act Consolidated Annual Report Summary 2019-2022 

 103  Perkins Act Consolidated Annual Report Summary 2019-2022 

 102  Lihat lampiran 8.8.1 untuk tujuan dan sasaran strategis  yang terperinci 
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 besar  menggunakan  alat  Pencari  Pekerjaan  (12,1%  dari  total  pengunjung)  dan  pencari  beasiswa 
 (11,9% dari total pengunjung). 

 Namun  kesenjangan  keterampilan  dan  tantangan  pendaftaran  pendidikan  terus  berlanjut.  Pada 
 tahun  2019  terjadi  kesenjangan  keterampilan  di  sektor-sektor  tertentu,  hal  ini  terlihat  dari  6,4  juta 
 lowongan  yang  tidak  terisi  karena  kompetensi  lulusan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  industri 
 (terutama  untuk  menganalisis  teks  yang  kompleks,  teknologi  baru  dan  problem  solving  )  . 106

 Sebagai  solusi,  Departemen  Tenaga  Kerja  Amerika  Serikat  mengumumkan  Program  Magang 
 yang  Diakui  Industri/  Industry  Recognized  Apprenticeship  Programs  (IRAP)  yang  dimaksudkan 
 untuk  meningkatkan  kualitas  kurikulum  pemagangan  berdasarkan  kebutuhan  industri.  Selain  itu, 
 karena  COVID-19,  sejumlah  tantangan  telah  meningkat,  seperti  pendaftaran  siswa  pendidikan 
 tinggi  menurun,  ketidakamanan  keuangan  dan  kesehatan  mental  siswa.  Sekitar  11,4%  siswa 107

 dari  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dengan  tingkat  kemiskinan  tinggi  memutuskan  untuk  tidak 
 melanjutkan  ke  Pendidikan  Tinggi.  Selain  itu,  sekitar  80%  mahasiswa  menyatakan  bahwa 
 COVID-19  telah  mempengaruhi  kesehatan  mental  mereka  terutama  dalam  motivasi  yang  rendah, 
 kesepian,  dan  kesulitan  untuk  tetap  terhubung.  Dalam  hal  ketidakamanan  keuangan,  sekitar  40% 
 siswa  yang  bekerja  diberhentikan,  31%  mengalami  pengurangan  gaji,  dan  37%  memiliki  jam  kerja 
 yang lebih rendah. 

 6.1.2 Jepang 

 Jepang  telah  mengalami  tantangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  akan  dialami  Indonesia  di  masa 
 depan.  Jepang  mengalami  bonus  demografi  dari  tahun  1990  hingga  2001,  Namun,  terjadi 
 penurunan  ekonomi  dan  sosial-demografis  yang  menunjukkan  bahwa  dibutuhkan  tenaga  kerja 
 yang  terampil,  terdidik,  dan  berbasis  inovasi  teknologi,  sehingga  bonus  demografi  belum 
 dimanfaatkan  secara  optimal.  Selain  bonus  demografi,  pada  tahun  2010  Jepang  menghadapi 108

 perubahan  struktur  ketersediaan  dan  kebutuhan  sesuai  dengan  konteks  sosial  ekonomi.  Ada 
 peningkatan  tenaga  kerja  di  sektor  kesehatan  sementara  manufaktur  dan  konstruksi  menurun 
 secara  signifikan.  Kemudian,  Jepang  menghadapi  tantangan  sumber  daya  manusia  dengan 
 naiknya  tingkat  pengangguran  menjadi  6,17%  akibat  Gempa  Besar  Jepang  Timur.  Dalam  hal 109

 perkembangan  teknologi,  AI  dan  robot  telah  menggantikan  pekerjaan  manusia  yang  berulang. 
 Industri  perlu  meningkatkan  keterampilan  pekerja  untuk  membantu  mereka  beradaptasi  di  dunia 
 digital (AI) dan menjamin pekerjaan yang baik. 

 Menghadapi  tantangan  SDM  ini,  Jepang  memprakarsai  program  dukungan  pendidikan  dan 
 pekerjaan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan  membangun  angkatan  kerja.  Ada  lima  inisiatif 
 pemerintah yang berdampak dalam mengembangkan sumber daya manusia 

 Job  Card  System  diluncurkan  pada  tahun  2007  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  & 
 Kesejahteraan  dan  merupakan  kerjasama  dengan  industri  dan  akademisi.  Program  ini 
 memberikan  konsultasi  karir  dan  pelatihan  kejuruan  yang  melibatkan  pembelajaran  praktis  dan 
 sertifikasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  lulusan  baru,  ibu-ibu  yang  memasuki 
 dunia  kerja,  dan  pencari  kerja  lainnya  agar  mendapatkan  pekerjaan  yang  stabil.  Job  Card 

 109  ESRI (2016) Working Paper no 37 on Labor Market Outcomes  of the Evacuees of the Great East Japan Earthquake 

 108  JICA (2003) Second Study on Population and Development 

 107  US Labour Department Newsroom, Diakses pada November  2021 <https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20200310> 

 106  SHRM (2019) The Global Skill Shortage 2019 
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 berfungsi  untuk  menyimpan  data  jenjang  karir,  riwayat 
 pekerjaan,  data  training  dan  sertifikasi,  juga  digunakan  untuk 
 rekrutmen  . 110

 Hello  Work  diluncurkan  pada  tahun  1953  oleh  Kementerian 
 Kesehatan,  Tenaga  Kerja  &  Kesejahteraan.  Hello  Work 
 adalah  pusat  layanan  ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk 
 memfasilitasi  pencarian  kerja  dan  memberikan  manfaat 
 asuransi  pengangguran  bagi  Warga  Sipil  Jepang  atau 
 internasional.  Pencari  kerja  lulusan  sekolah  menengah  tanpa 
 pengalaman  kerja  sebelumnya  dapat  menggunakan  Hello 
 Work  for  New  Graduates  yang  menyediakan  layanan 
 konsultasi  karir.  Ada  juga  fasilitas  lain  seperti  konselor 
 psikolog,  tes  bakat  dan  praktek  wawancara  (sampai  dengan 
 45 tahun). 111

 Regional  Youth  of  Support  Stations  (RYSS)  diluncurkan  pada 
 tahun  2007  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Ketenagakerjaan 
 dan  Kesejahteraan  sebagai  salah  satu  program  dari  National 
 Youth  Development  Policy  .  Program  RYSS  merupakan 
 kerjasama  pemerintah  pusat  dan  kota,  serta  industri  yang 
 bertujuan  untuk  mendukung  dan  mempersiapkan  tenaga 
 kerja  muda  untuk  memasuki  dunia  kerja.  Support  Station 
 menyediakan  beberapa  program  seperti  konsultasi  karir 
 gratis,  pelatihan  kerja  (berdasarkan  kerjasama  dengan 
 industri),  re-learning,  job-hunting  ,  program  uji  coba  kerja 
 (magang), dll. 112

 Program  Pelatihan  Kejuruan  Publik  (bagi  pekerja  yang 
 menganggur)  diluncurkan  oleh  Pemerintah  melalui  Japan 
 Organization  for  Employment  of  the  Elderly  ,  Persons  with 
 Disabilities  and  Job  Seekers  (JEED)  .  Hal  ini  bertujuan 113

 untuk  meningkatkan  keterampilan  praktis  melalui  pengalaman 
 kerja tertentu. Ada tiga program, yaitu: 

 ●  Kursus  Umum  (0,5-2  tahun):  bertujuan  untuk  mengajar  pendidikan  dasar  kejuruan.  Lebih 
 banyak  spesialisasi  industri  manufaktur  (pengoperasian  teknis,  pemeliharaan,  dsb.)  dan 
 kebutuhan local (mekanik, berkebun lanskap, pengelasan, dsb.) 

 ●  Kursus profesional (2 tahun): bertujuan untuk membangun keterampilan praktis dan teknis 
 ●  Kursus  Lanjutan  (2  tahun):  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan  untuk  posisi 

 manajerial 

 Kursus  Umum  diperuntukkan  bagi  lulusan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  sedangkan 
 Profesional dan Lanjutan diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 113  Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan  Jepang (2013) Overview of Human Resources Development 

 112  United Nations Economic and Social Commission for  Asia and the Pacific (2019) Regional Youth Support Stations (RYSS) 

 111  Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan  Jepang (2013)  Overview of Human Resources Development 

 110  Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan  Jepang (2013)  Overview of Human Resources Development 
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 Terakhir,  ada  Japanese  Dual  System  .  Program  ini  berawal  dari  Youth  Independence  and 
 Challenge  Plan  pada  tahun  2004.  Program  Dual  System  diluncurkan  oleh  Kementerian 
 Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan  Kesejahteraan,  Kementerian  Pendidikan,  Kementerian  Ekonomi 
 dan  Kantor  Kabinet.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  sistem  kerja-belajar  yang  terintegrasi. 
 Siswa  akan  belajar  di  sekolah  kejuruan  dan  pelatihan  di  perusahaan  .  Program  ini  menargetkan 114

 siswa  sekolah  menengah  yang  menganggur,  pekerja  yang  menganggur,  dan  pekerja  paruh 
 waktu.  Ada  dua  program  yaitu  kursus  kontrak  (kontrak  paruh  waktu  4-6  bulan)  dan  kursus  khusus 
 (kontrak 2 tahun). 

 Pendidikan  Jepang  menawarkan  berbagai  jalur  untuk  menjadi  seorang  profesional,  baik  melalui 
 Sekolah  Kejuruan,  Universitas  atau  Perguruan  Tinggi  Pelatihan  dengan  pendidikan  gandanya. 
 Jepang  telah  memulai  pendidikan  kejuruan  di  tingkat  menengah  melalui  Sekolah  Tinggi  Pelatihan 
 Khusus  dan  Sekolah  Tinggi  Teknologi.  Setelah  menyelesaikan  program  kejuruan  (termasuk 
 Perguruan  Tinggi  Junior),  siswa  dapat  melanjutkan  pendidikan  tinggi  di  Universitas  untuk 
 mendapatkan  gelar  sarjana.  Perguruan  Tinggi  Pelatihan  profesional  menyediakan  pendidikan 
 ganda  yang  memungkinkan  siswa  memperoleh  diploma  kejuruan  dan  pendidikan  universitas 
 untuk  memperoleh  gelar  sarjana  secara  bersamaan.  Dalam  hal  menjadi  seorang  insinyur 
 profesional,  perjalanannya  memakan  waktu  lebih  lama  daripada  di  Amerika  Serikat.  Pekerja 
 dengan  diploma  lanjutan,  gelar  associate  atau  gelar  sarjana  di  Jepang  diharuskan  lulus  ujian 
 untuk  menjadi  insinyur  dalam  pelatihan  untuk  lulusan  pendidikan  teknik.  Kemudian  setelah  lulus 
 dari  empat  tahun  pendidikan  teknik  atau  memperoleh  gelar  master,  insinyur-dalam-pelatihan/ 
 engineer-in-training  menjadi  Associate  Professional  Engineers  .  Untuk  menjadi  Insinyur 
 Profesional,  pekerja  harus  memiliki  pengalaman  empat  hingga  tujuh  tahun  sebagai  insinyur 
 dalam pelatihan atau  Associate Professional Engineers  . 

 Gambar 41. Perjalanan Pendidikan Jepang 

 Sumber: World Education News and Review (WENR) Education in Japan (2021), Institution of Professional Engineers 
 Website; Diakses pada Oktober 2021 

 114  Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan  Jepang (2013) Overview of Human Resources Development 
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 Jepang  terus  mengembangkan,  mendorong  dan  berkolaborasi  dengan  industri,  lembaga 
 pendidikan  dan  organisasi  lain  secara  tidak  terbatas  pada  organisasi  dalam  negeri  untuk 
 meningkatkan  keterampilan  tenaga  kerja  vokasi.  Berdasarkan  rencana  pengembangan  Sumber 
 Daya  Manusia  yang  dikemukakan  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan 
 Kesejahteraan,  ada  tiga  sasaran  strategis  yang  fokus  pada  pengembangan  keterampilan  dasar 
 vokasi.  Diantaranya  adalah  pengembangan  dan  peningkatan  kapasitas  vokasi,  evaluasi 
 kompetensi vokasi dan peningkatan keterampilan khusus, serta Kerjasama internasional 

 Inisiatif  pemerintah  terhadap  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  mampu  menciptakan 
 Paradigma  Ketenagakerjaan  Seumur  Hidup.  Paradigma  Ketenagakerjaan  Seumur  Hidup  adalah 
 komitmen  dari  perusahaan  Jepang  bahwa  mereka  akan  mempekerjakan  karyawan  untuk  jangka 
 waktu  yang  lama.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  rela  berinvestasi  besar  dalam  melakukan 
 pelatihan  karyawan,  yang  umumnya  dilakukan  dengan  mengirimkan  karyawan  baru  untuk  belajar 
 di  luar  negeri  atau  magang  di  perusahaan  asing.  Tingkat  pengangguran  kaum  muda  di  Jepang 
 (7,2%)  lebih  rendah  dari  rata-rata  pengangguran  kaum  muda  di  negara-negara  OECD  (13,8%). 115

 Regional  Youth  of  Support  System  mampu  memberikan  bantuan  kepada  474.749  individu, 
 dimana  89%  diantaranya  mendapatkan  pekerjaan  dalam  waktu  kurang  dari  1  tahun  .  Dual 116

 System  Jepang  mampu  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  unggul,  sebanyak  96%  lulusan  Kursus 
 Khusus  langsung  mendapatkan  pekerjaan  tetap  .  Selain  itu,  Program  Pelatihan  Kejuruan  Publik 117

 membantu 95% peserta mendapatkan pekerjaan. 118

 Meskipun  Jepang  telah  diuntungkan  dari  inisiatif  tersebut,  di  masa  depan  Jepang  pasti  akan 
 menghadapi  efek  dari  pergeseran  demografis  dan  perkembangan  teknologi.  Terjadi  peningkatan 
 jumlah  penduduk  lanjut  usia  dan  penurunan  penduduk  usia  produktif.  Diperkirakan  pada  tahun 
 2016  penduduk  Jepang  yang  berusia  di  atas  65  tahun  akan  mencapai  39,9%  dari  total  penduduk 
 pada  tahun  2060  .  Pada  tahun  2040,  tenaga  kerja  Jepang  diperkirakan  akan  menurun  sebanyak 119

 20%.  Dalam  hal  ketersediaan  dan  kebutuhan,  di  satu  sisi  ada  ketidaksesuaian  antara  pendidikan 
 dan  keterampilan  yang  diajarkan  di  Universitas,  dan  kebutuhan  industri,  salah  satunya  adalah 
 keterampilan  di  bidang  IT  dan  AI,  di  sisi  lain.  Selain  itu,  pada  tahun  2030,  pemerintah  Jepang 
 memiliki  target  untuk  membuat  kemajuan  melalui  reformasi  teknologi  dan  globalisasi  seperti 
 penggunaan  IoT  (  Internet  of  Things,  big  data  ,  dan  AI);  mengubah  struktur  populasi  dan 
 meningkatkan  keberhasilan  perempuan  dan  warga  lanjut  usia;  dan  meningkatkan  lingkungan 
 karyawan 

 119  Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (2016)  - Annual Health, Labour and Welfare Report 2016 

 118  Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (2019),  Overview of Human Resources Development Administration 

 117  World Education News + Reviews (WENR) (2021) Education  in Japan 

 116  OECD (2017). Investing in Youth: Japan 

 115  OECD Youth Unemployment Rate, Diakses pada Oktober  2021 
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 6.1.3 Republik Korea 

 Tantangan  awal  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Korea 
 Selatan  berkisar  pada  krisis  ekonomi,  yaitu  Krisis  Moneter  Asia 
 pada  tahun  1998,  yang  menyebabkan  tingkat  pengangguran 
 mencapai  8,4%  dan  krisis  ekonomi  di  Korea  pada  tahun  2008, 120

 yang  menyebabkan  tingkat  pengangguran  meningkat  menjadi 
 3,61%  ,  dan  ketidaksesuaian  keterampilan  antara  keterampilan 121

 lulusan  dan  kebutuhan  industri.  Tantangan  serupa  berlanjut 
 hingga  2013,  dengan  ketidaksesuaian  keterampilan  yang 
 disebabkan  oleh  kualifikasi  berlebih  sehingga  perusahaan  harus 
 melakukan  &quot;reskilling&quot;  dan  memanfaatkan  pekerja 
 pendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  manual. 122

 Hal  ini  berdampak  pada  penurunan  nilai  PDB.  Pada  tahun  2015, 
 National  Competency  Standards  (NCS)  tidak  terlalu  dikenal  oleh 
 perusahaan  dan  dinilai  tidak  terlalu  baik.  Sebagian  besar 
 perusahaan  melakukan  rekrutmen  dan  pelatihan  berdasarkan 
 standar  masing-masing  .  Pada  tahun  2018,  khusus  untuk  tingkat 123

 industri,  terdapat  kekurangan  keterampilan  untuk  industri 
 transportasi, manufaktur, informasi dan komunikasi  . 124

 Negara  ini  menghadapi  tantangan  ketidaksesuaian  dan 
 kekurangan  keterampilan,  sehingga  pemerintah  menyediakan 
 program-program  dengan  tema  persiapan  kerja  untuk  kaum 
 muda.  Ada  empat  inisiatif  yang  berdampak  untuk 
 mengembangkan  Sumber  Daya  Manusia  termasuk  pembenahan 
 Pendidikan  Vokasi,  standar  kompetensi  dan  program 
 pengembangan pemuda. 

 Pemerintah  Republik  Korea  meluncurkan  program  “  Employment 
 First-University  Later  ”  pada  tahun  2009,  yang  bertujuan  untuk 
 mengurangi  ketidaksesuaian  antara  ketersediaan  tenaga  kerja 
 dan  keterampilan  khusus  yang  dibutuhkan  oleh  industri,  serta 
 mengurangi  jumlah  siswa  yang  langsung  mendaftar  ke 
 pendidikan  tinggi  setelah  pendidikan  menengah.  Melalui  program 
 ini,  para  pekerja  muda  akan  dapat  memilih  jalur  pendidikan  yang 
 sesuai dengan karir mereka. 

 National  Competency  Standards  (NCS)  telah  ditawarkan  sejak  2010  oleh  Kementerian 
 Pendidikan  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan  Korea.  NCS  bertujuan  untuk  memberikan 
 kompetensi  yang  terstandarisasi  dalam  berbagai  pekerjaan  sesuai  kebutuhan  industri.  NCS 
 digunakan  sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum  pendidikan  vokasi,  SMU  dan  Meister  High 

 124  OECD (2019) Reducing the gap between skill supply  and demand in Korea, Investing in Youth: Korea 

 123  OECD Skills Studies (2015) Skills Strategy Diagnostic  Report: Korea 

 122  Young-bum, Park (2016), Korea’s Vocational Education  and Training Policy: Achievements, Limits and Future Challenges, p.38 

 121  Young-bum, Park (2016), Korea’s Vocational Education  and Training Policy: Achievements, Limits and Future Challenges, p.38 

 120  Korea as a Knowledge Economy, Korea Development Institute,  World Bank Institute (2007), p. 124 
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 School  .  Pada  tahun  2015,  dewan  keterampilan  industri  dibentuk  dari  lembaga  dan  industri  terkait 
 yang bertanggung jawab untuk memperbarui NCS setiap tahun. 

 Meister  High  School  diluncurkan  pada  tahun  2010.  Sekolah  ini  bertujuan  untuk  mempersiapkan 
 tenaga  kerja  dengan  keahlian  khusus  yang  dibutuhkan  industri.  Pemerintah  juga  mengadakan 
 program  pendidikan  gratis  untuk  Meister  muda  ini.  Alur  pendidikan  yang  diterapkan  adalah  satu 
 tahun  pembelajaran  soft  skill  dan  kemudian  dua-tiga  tahun  pembelajaran  khusus  pekerjaan. 
 Kurikulum  yang  diterapkan  mengacu  pada  NCS,  sehingga  kurikulum  dapat  dengan  mudah 
 dimodifikasi  sesuai  kebutuhan  industri.  Pada  tahun  2013,  Meister  High  School  mulai  bekerja 
 sama  dengan  industri  dengan  harapan  dapat  menjamin  dan  mempercepat  pengangkatan  siswa 
 untuk  menjadi  karyawan.  Industri  yang  terlibat  seperti  Samsung,  Hyundai  Motors,  Institut 
 Teknologi  Industri  Korea,  Asosiasi  Pengrajin  Korea,  Kementerian  Pendidikan,  Sains  dan 
 Teknologi,  dll.  Pada  tahun  2018,  Meister  High  School  menambahkan  lebih  banyak  prospek  karir 
 seperti  teknik  mesin,  pembuatan  kapal,  ilmu  informasi,  semi-konduktor  dan  robotika  hingga  ilmu 
 pangan. 

 Korean  Work-Learning  Dual  System  diluncurkan  pada  tahun  2014  oleh  Pemerintah  Republik 
 Korea.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengajarkan  keterampilan  yang  dibutuhkan  di  tempat  kerja, 
 agar  pekerjanya  dapat  bersaing  di  pasar  tenaga  kerja,  serta  mendorong  perusahaan  untuk 
 mengadakan  program  pelatihan  dengan  subsidi.  Sistem  pembelajaran  berlaku  jika  mahasiswa 
 magang  selama  0,5-4  tahun  (300-1000  jam/tahun),  dengan  minimal  >50%  on-the-job-training  , 
 dan  20-50%  off-the-job-training  .  Program  ini  memiliki  2  target  peserta,  yaitu  untuk  karyawan 125

 dan  mahasiswa.  Untuk  karyawan,  ada  Single  Company  &  Joint  Training  Center  .  Untuk  siswa,  ada 
 program  Sekolah  Magang  Integral  Akademik  Industri  (untuk  siswa  kelas  2  dan  3  SMA);  Uni-Tech 
 (2  tahun  pendidikan  terpadu  dan  1,5  tahun  perguruan  tinggi  teknik);  dan  Praktik  Profesional 
 Industri (program untuk mahasiswa sarjana tahun ke-3 dan ke-4, masa magang 4-10 bulan). 

 Sistem  pendidikan  menekankan  persiapan  untuk  bekerja  dengan  Sekolah  Kejuruan  Khusus  dan 
 program  pembelajaran  kerja.  Pemerintah  Republik  Korea  menggunakan  slogan  “employment 
 first,  university  later”  yang  mempromosikan  pendidikan  kejuruan  untuk  dijalankan  dari  tingkat 
 menengah  dengan  sekolah  khusus  seperti  Meister  High  School.  Kementerian  Ketenagakerjaan 
 dan  Tenaga  Kerja  menerapkan  pengkategorian  pengrajin,  insinyur  industri,  insinyur,  master 
 pengrajin  dan  insinyur  profesional  berdasarkan  sistem  sertifikasi  Kualifikasi  Keterampilan  Teknis 
 Nasional  yang  diperlukan  untuk  prospek  karir  tertentu  di  bidang  teknologi,  konstruksi  dan 
 manufaktur. 126

 126  Qualification Testing Category for Craftsman (Q-Net),  Diakses pada Oktober 2021 <https://www.q- 
 net.or.kr/qnet/html/eng_qnet/category.html> 

 125  OECD (2018) Korean Work Learning Dual System, p.10 
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 Gambar  43.  Perjalanan Pendidikan Republik Korea 

 Sumber: Korean Professional Engineering Association (KPEA), Qualification Testing Category for Craftsman (Q-Net), 
 Overview of Educational System in Korea (OECD); Diakses pada Oktober 2021 

 Selain  itu,  Republik  Korea  dengan  Rencana  Promosi  Pembelajaran  Seumur  Hidup  Nasional  ke-4 
 2018-2022  memiliki  visi  masyarakat  belajar  sepanjang  hayat  untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga 
 kerja  dan  menciptakan  kemakmuran  bersama  dengan  strategi  4P  (  People,  Participation, 
 Prosperity,  dan  Partnership  ).  Pemangku  kepentingan  yang  terdiri  dari  seluruh  lapisan 
 masyarakat, perkantoran dan pusat pembelajaran untuk mencapai visi. 127

 Inisiatif  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  memberikan  manfaat  lebih  dari  yang  diharapkan 
 dalam  mengembangkan  tenaga  kerja  dan  mendefinisikan  kembali  pendidikan  kejuruan. 
 Berdirinya  Meister  High  School  mampu  menciptakan  efek  tumpahan,  mengubah  persepsi 
 masyarakat  tentang  pendidikan  vokasi.  Pendidikan  vokasi  dipandang  setara  dengan  jalur 
 pendidikan  umum.  Selain  itu,  lebih  dari  80%  lulusan  mendapatkan  pekerjaan  berdasarkan 
 rekomendasi  sekolah  dan  dapat  bersaing  dalam  kompetisi  terbuka,  yang  membuktikan  metode 
 magang  membantu  transisi  dari  sekolah  ke  dunia  kerja.  Meningkatnya  angka  siswa  yang 
 langsung  bergabung  dengan  angkatan  kerja  (46,6%)  melebihi  siswa  yang  melanjutkan  ke 
 perguruan  tinggi  (36,6%).  Selain  itu,  siswa  memiliki  rencana  pendidikan  yang  lebih  terarah  karena 
 mereka  sudah  tahu  bahwa  mereka  akan  menggali  pengetahuan  yang  sesuai  dengan  pekerjaan 
 mereka  saat  ini.  Di  sisi  lain,  Sistem  Ganda  Kerja-Belajar  mencapai  lebih  dari  75%  peserta  pada 
 kelompok  usia  remaja  (15-19  tahun)  dan  kelompok  usia  20  tahun,  sehingga  tingkat 
 pengangguran kaum muda juga berkurang. 

 Mirip  dengan  Jepang  dan  Amerika  Serikat,  tantangan  masa  depan  Republik  Korea  yang 
 disebabkan  oleh  COVID-19.  Ada  kasus  di  mana  beberapa  perusahaan  seperti  e-commerce 
 memaksakan  terlalu  banyak  pekerjaan  yang  mengakibatkan  9  kematian.  Pemerintah  mencoba 
 memberikan  batas  waktu  kerja  52  jam/minggu  selama  6  bulan  untuk  karyawan  tetap  (UKM  dapat 

 127  Lihat lampiran 8.8.3 untuk info lebih lanjut mengenai  4th National Lifelong Learning Promotion Plan 
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 meminta  hingga  60  jam/minggu),  tetapi  masih  ada  celah  hukum  bagi  perusahaan  yang 
 mempekerjakan  karyawan  kontrak.  Terakhir,  menurut  PBB,  31,15%  penduduk  Korea  yang  akan 128

 berusia  di  atas  65  tahun  pada  tahun  2040,  sehingga  mengurangi  usia  produktif  tenaga  kerja. 
 Angka  ini  meningkatkan  kemungkinan  perusahaan  mempertahankan  pekerja  senior  yang 
 melebihi  usia  produktifnya.  Di  masa  depan,  Republik  Korea  harus  meningkatkan  kualitas 
 pembelajaran  dan  pelatihan  orang  dewasa  untuk  membantu  pekerja  senior  beradaptasi  dan 
 meningkatkan kompetensi mereka hingga standar teknologi modern. 

 6.2 Studi Kasus 

 Tujuan  dari  studi  kasus  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  praktik  yang  baik  dari  negara-negara 
 tetangga  di  Asia  Tenggara  berdasarkan  inisiatif  yang  diambil  oleh  pemerintah  memiliki  dampak 
 signifikan  terhadap  Indeks  Modal  Manusia  (  Human  Capital  Index  /  HCI)  dan  pertumbuhan  ekonomi, 
 termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  serta  dampak 
 positif dari inisiatif yang dilaksanakan dan tantangan lebih lanjut. 

 Studi  kasus  menggunakan  HCI  sebagai  metrik  daripada  HDI  untuk  mempertimbangkan 
 negara-negara  yang  masih  berkembang  dan  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  dengan  kualitas  yang 
 lebih  baik  tetapi  belum  menyadari  dampak  ekonominya.  HCI  mengukur  kesehatan  dan  pendidikan 
 terhadap  produktivitas  pekerja,  sedangkan  HDI,  selain  indikator  yang  serupa  dengan  HCI,  juga 
 memasukkan  pendapatan  per  kapita  ke  dalam  indeks.  Oleh  karena  itu  juga,  studi  kasus  menggunakan 
 metrik  kelompok  pendapatan  dengan  kriteria  yang  setara  atau  lebih  rendah  dengan  Indonesia  untuk 
 melihat  bagaimana  negara-negara  yang  berada  dalam  situasi  yang  sama  dengan  Indonesia 
 mengembangkan sumber daya manusianya. 

 Tabel 11. Metrik dan kriteria untuk studi kasus 

 Metrik untuk Studi Kasus 129  Kriteria 

 Human Capital Index  (HCI) 2020  Negara dengan skor HCI di atas Indonesia (Skor Indonesia: 0,54) 

 Kelompok Penghasilan  Negara dengan tingkat pendapatan yang sama atau lebih rendah 
 dari Indonesia (Kelompok Pendapatan Indonesia: Kelas 
 Menengah Atas) 

 Perjalanan Transformasi Unik  Penilaian  subject matter expert 

 Dari  sepuluh  negara  Asia  Tenggara,  terdapat  lima  negara  yang  memiliki  HCI  lebih  tinggi  dari  Indonesia 
 dan  tiga  negara  yang  memiliki  kelompok  pendapatan  yang  sama  atau  lebih  rendah  dari  Indonesia. 
 Penelitian  lebih  lanjut  dilakukan  di  lima  negara  untuk  mengidentifikasi  perjalanan  transformasi  yang 
 unik  dan  inisiatif  spesifik  pemerintah  yang  memiliki  dampak  signifikan  dalam  pengembangan  Sumber 
 Daya  Manusia.  Negara  yang  dipilih  adalah  Malaysia  dengan  TalentCorp  dan  Vietnam  dengan  Program 
 “  Education for All  ”. 

 129  World Bank Data. Accessed in October 2021 

 128  The Diplomat (2021), South Korea: Picking Winners  and Losers in the Information Age 
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 Tabel 12. Catatan proses pemilihan negara studi kasus 

 HCI 
 Kelompok 

 Pendapatan  Perjalanan Transformasi Unik 

 Singapura  0,88  Tinggi 

 Republik Sosialis 
 Vietnam  0,69  Menengah Ke Bawah  Unggul dalam mempercepat pembangunan negara 

 Brunei Darussalam  0,63  Tinggi 

 Malaysia  0,61  Menengah Ke Atas 
 Mengembangkan dukungan layanan 
 ketenagakerjaan terkemuka untuk nasional 

 Thailand  0,61  Menengah Ke Atas 

 6.2.1 Republik Sosialis Vietnam -  Education for All 

 Republik  Sosialis  Vietnam  mendirikan  "Education  for  All"  sebagai 
 tanggapan  atas  tantangan  yang  dihadapi  negara  tersebut  sejak 
 1990-an.  Republik  Sosialis  Vietnam  mengalami  pertumbuhan  yang 
 sangat  lambat  dalam  gaji  guru  selama  tahun  1990-an,  yang 
 menciptakan  kesulitan  bagi  guru  dan  memperluas  korupsi  akademik. 
 Selain  itu,  pendidikan  pra-sekolah  umumnya  telah  mengalami 
 kekurangan  dana  sejak  awal  1990-an  dan  upaya  pemerintah  untuk 
 mengembangkannya  masih  tertinggal.  Juga,  tingkat  partisipasi  di 
 pendidikan  menengah  pertama  dan  atas  rendah.  Pada  tahun  1993, 
 partisipasi murni untuk pendidikan menengah pertama hanya 30%. 130

 Republik  Sosialis  Vietnam  menyepakati  Education  for  All  (EFA)  dengan 
 Rencana  Aksi  1993-2000,  diikuti  dengan  Rencana  Aksi  kedua  pada 
 2003-2015.  Inti  dari  Education  for  All  yang  pertama  (1993-2000)  adalah 
 untuk  memasukkan  pendidikan  dasar  yang  berkualitas  untuk  semua, 
 kesetaraan  gender  di  semua  tingkat  pendidikan,  dan  pendidikan  serta 
 pelatihan  yang  sesuai  untuk  semua  orang  muda  dan  orang  dewasa 
 yang  putus  sekolah  dengan  membutuhkan  dasar-dasar  pendidikan, 
 selain  itu  mempromosikan  literasi  orang  dewasa.  Inti  dari  rencana 
 Education  for  All  (2003-2015)  kedua  adalah  untuk  beralih  dari  kuantitas 
 ke  kualitas  pendidikan,  menyelesaikan  pendidikan  dasar  universal  dan 
 menengah  universal,  memberikan  kesempatan  belajar  seumur  hidup, 
 memobilisasi  partisipasi  penuh  dalam  pendidikan,  dan  memastikan 
 manajemen  yang  efektif  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  lebih 
 baik.  Pemangku  kepentingan  utama  yang  terlibat  adalah  pemerintah 
 pusat  dan  daerah  untuk  memastikan  pemerataan  pelaksanaan 
 program  di  semua  bidang.  Fokus  utama  dari  inisiatif  ini  dibagi  untuk 
 pendidikan dan kesehatan sebagai berikut: 

 130  Dang, Hai-Anh H and Paul W. Glewwe (2017), Well Begun,  But Aiming Higher, A Review of Vietnam’s Education Trends in the 
 Past 20 Years and Emerging Challenges, WorldBank, p. 21 
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 Tabel 13. Inisiatif  Education for All  Republik Sosialis  Vietnam 

 Pendidikan  Kesehatan 

 Kuantitas inklusivitas, dengan pendidikan dasar 
 gratis untuk memungkinkan akses pendidikan 
 penuh, lebih fokus pada keluarga miskin, 
 anak-anak kurang beruntung, kesetaraan gender; 
 ketersediaan buku pelajaran, buku catatan, dan 
 perlengkapan sekolah gratis untuk siswa etnis 
 minoritas. 

 Peningkatan kesehatan ibu sebagai bagian dari 
 peningkatan bidang kesehatan dengan 
 memberikan pelayanan preventif secara gratis, 
 seperti imunisasi, kebersihan, gizi dan pelayanan 
 kesehatan ibu dan anak. 

 Memperluas pembelajaran di luar sekolah dengan 
 reorientasi pendidikan untuk bekerja Bersama 
 dengan kebutuhan baru dalam pembangunan 
 ekonomi karena pertumbuhan yang cepat dari 
 manufaktur, sektor yang berorientasi global dan 
 urbanisasi. 

 Program sasaran kesehatan nasional yang 
 dikelola secara terpusat dengan berfokus pada 
 program vaksinasi, nutrisi, keamanan pangan dan 
 pelatihan yang dikendalikan secara terpusat untuk 
 staf kesehatan. 

 Fokus pada guru dengan memberikan pelatihan 
 pre-service  dan  in-service  sebagai dukungan 
 kepada guru, sistem penilaian untuk guru dan 
 siswa, pemantauan terus menerus untuk 
 menyesuaikan dan memperkuat program 
 pelatihan 

 Amanat Pusat Pelayanan Kesehatan untuk tidak 
 meninggalkan siapapun dalam hal kesehatan, 
 terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok 
 penduduk rentan lainnya dengan menyediakan 
 cakupan, baik dengan membebaskan masyarakat 
 miskin dari membayar biaya pengguna untuk 
 layanan yang digunakan atau dengan menutupi 
 mereka melalui asuransi kesehatan 

 Sumber:Vietnam's Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda (2020), p. 10-11; 14-15 

 Inisiatif  Education  for  All  telah  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  Vietnam,  dan  dampaknya 
 sudah  terlihat.  Di  bidang  pendidikan,  Republik  Sosialis  Vietnam  telah  memprakarsai 
 pembangunan  pusat  pendidikan  dan  pusat  pembelajaran  masyarakat  dan  penyebaran  lembaga 
 pelatihan  kejuruan  dan  khusus  di  banyak  daerah.  Republik  Sosialis  Vietnam  juga  memberikan 
 akses  gratis  di  sekolah  asrama  dan  semi  asrama  untuk  anak-anak  dari  keluarga  miskin, 
 kelompok  etnis  minoritas  dan  anak-anak  yang  kurang  beruntung.  Dengan  demikian  Republik 
 Sosialis  Vietnam  juga  mampu  mencapai  99,7%  anak-anak  menyelesaikan  pendidikan  dasar  pada 
 tahun  ajaran  2016-2017,  tingkat  melek  huruf  anak-anak  berusia  15  tahun  ke  atas  adalah  95% 
 pada  tahun  2016,  92%  dari  anak-anak  usia  3-5  tahun  akan  melanjutkan  ke  taman  kanak-kanak, 
 dan  99%  anak  usia  sekolah  dasar  terdaftar  di  sekolah  pada  tahun  2018.  Hasil  skor  PISA 131

 Republik  Sosialis  Vietnam  2015  mengungguli  sebagian  besar  negara  lain  dalam  kelompok 
 pendapatannya  dan  beberapa  negara  maju.  Dalam  hal  kesehatan,  Republik  Sosialis  Vietnam 
 mampu  memberikan  73%  penduduknya  akses  ke  pelayanan  kesehatan  esensial  dan  cakupan 
 asuransi  kesehatan  mencapai  86,4%  pada  tahun  2017.  Selain  itu,  angka  kematian  menurun 132

 sebesar  75%  antara  tahun  1990  dan  2015,  HIV/AIDS  dan  kematian  terkait  telah  menurun  dan 

 132  Vietnam's Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda (2020), hal. 5 
 131  Vi  etnam's Development Success Story and the Unfinished  SDG Agenda (2020), hal. 5 
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 kasus  baru  tuberkulosis  per  100.000  orang  berkurang  dari  375  kasus  pada  tahun  2000  menjadi 
 130 kasus pada tahun 2017. 133

 Namun  masih  banyak  anak  dari  rumah  tangga  miskin,  dan  daerah  terpencil  serta  kelompok  etnis 
 minoritas  masih  berjuang  untuk  mengakses  pendidikan  yang  berkualitas  dan  inklusif.  Dari  sisi 
 human  capital  ,  kualitas  human  capital  yang  ada  saat  ini  dinilai  belum  dapat  memenuhi 
 persyaratan,  sehingga  menyebabkan  ketidaksesuaian  antara  kualifikasi  pendidikan  yang  dimiliki 
 oleh  dunia  kerja  dengan  kebutuhan  industri.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  revolusi  industri 
 4.0,  Republik  Sosialis  Vietnam  perlu  memiliki  peluang  pembangunan  berkelanjutan  untuk  dapat 
 mengikuti  tren  terkini  terkait  teknologi  dan  implementasinya,  misalnya  kursus,  konferensi 
 internasional  tentang  Artificial  Intelligence  (AI).  Selain  itu,  kendala  bahasa  dalam  mempelajari 
 teknologi  untuk  revolusi  industri  4.0  yang  umumnya  menggunakan  bahasa  Inggris,  dinilai  menjadi 
 salah satu tantangan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pendidikan Vietnam. 

 6.2.2 Malaysia –  TalentCorp 

 Latar  belakang  berdirinya  TalentCorp  adalah  dikarenakan  Malaysia 
 mengalami  kekurangan  tenaga  kerja.  Pada  tahun  2000,  10,5% 
 pekerja  terampil  Malaysia  pindah  ke  negara  lain.  Pada  tahun  2010, 134

 tingkat  pengangguran  lulusan  diploma  dan  sarjana  meningkat 
 dibandingkan  tahun  1980-an;  tingkat  pengangguran  adalah  24,6%. 
 Kemudian  pada  tahun  2011,  Malaysia  mulai  tertinggal  dalam 
 penelitian  dan  pengembangan  dalam  hal  pendanaan  dan  tenaga 
 kerja  dan  terdapat  proyeksi  kekurangan  talenta  karena  adanya 
 kesenjangan talenta. 135

 Malaysia  mendirikan  TalentCorp  sebuah  lembaga  bakat  nasional 
 untuk  menarik,  memelihara  dan  mempertahankan  bakat  terbaik  dan 
 mengembangkan  keterampilan  yang  tepat  yang  dibutuhkan  untuk 
 memenuhi  kebutuhan  bakat  saat  ini  dan  masa  depan  di  semua 
 tingkat  masyarakat.  TalentCorp  Malaysia  didirikan  pada  1  Januari 
 2011  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  talenta  yang 
 berkembang  di  Malaysia.  TalentCorp  memiliki  sembilan  inisiatif 136

 yang  dirancang  untuk  para  profesional,  mahasiswa  dan  lulusan,  serta 
 mitra industri dan akademik. 

 Inisiatif  TalentCorp  telah  membawa  dampak  positif  untuk  tenaga 137

 kerja Malaysia seperti: 
 ●  Structured  Internship  Program  (SIP)  telah  berhasil  membantu 
 94.133 mahasiswa sejak tahun 2013 untuk dipekerjakan, 
 ●  MyASEAN  Internship  menampung  215  mahasiswa  magang 
 untuk  ditempatkan  di  negara-negara  ASEAN  dan  menimba 
 pengalaman sejak 

 137  TalentCorp  Annual Review  (2020), hal.24-33 
 136  TalentCorp  Annual Review  (2020), hal.9 
 135  Chapter 3: Addressing Talent Issues, Publication  of TalentCorp Malaysia  , hal. 70 
 134  Chapter 3: Addressing Talent Issues, Publication  of TalentCorp Malaysia  , hal. 61 
 133  Vietnam's Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda (2020), hal. 14 
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 tahun 2015, 
 ●  The  Career  Comeback  Program  membantu  855  wanita  kembali  bekerja  dan  2079  wanita 

 telah terdaftar sejak 2015, 
 ●  Talent  ProCertification  menerima  11.161  pendaftaran  sejak  2015  untuk  meningkatkan 

 keterampilan melalui sertifikasi, 
 ●  Pendampingan  dan  Retensi  Bakat  Beasiswa  membantu  6.922  mahasiswa  yang  dikontrak 

 untuk bekerja di sektor publik dan swasta sejak 2011, 
 ●  Summer  Break  Program  memfasilitasi  6.078  peserta  (4299  secara  virtual,  2409  secara 

 langsung) sejak 2014 untuk mendapatkan eksposur ke industri, 
 ●  The  Returning  Expert  Program  membantu  ,  sejak  2011,  5.799  warga  Malaysia  yang  tinggal 

 di  luar  negeri  kembali  ke  Malaysia  dan  berkontribusi  pada  pengembangan  sumber  daya 
 manusia dan ekonomi. 

 Gambar 46. Inisiatif TalentCorp Malaysia 

 Sumber: TalentCorp Malaysia Website, Accessed in October 2021 

 Ada  dua  tantangan  masa  depan  yang  teridentifikasi  pada  Sumber  Daya  Manusia  Malaysia. 
 Pertama,  adanya  peningkatan  kebutuhan  beberapa  posisi  di  sektor  manufaktur  dan  konstruksi 
 yang  terdampak  wabah  COVID-19  serta  upaya  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  melalui 
 Pendidikan  Tinggi  dan  sekolah  kejuruan  yang  terganggu,  menyebabkan  beberapa  posisi  menjadi 
 terhambat  dan  kritis,  seperti  teknik  elektro,  profesional  teknik  (surveyor  kuantitas,  insinyur 
 proyek),  manajer  kebijakan  dan  perencanaan,  professional  manufaktur,  pengembangan 
 perangkat  lunak,  dan  analis  sistem.  Kedua,  masih  kurangnya  kesadaran  dan  persiapan  talenta 138

 untuk  masa  depan.  Melalui  Nurturing  EXpert  Talent  (NEXT),  terlihat  bahwa  50%  lulusan  sudah 
 memiliki  arah  karir,  namun  32%  belum  memahami  industri  dan  19%  belum  menentukan  jenis  karir 
 yang diinginkan. 139

 139  TalentCorp Annual Review (2020), hal.20 
 138  TalentCorp Annual Review (2020), hal.19 
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 7. Ringkasan dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya 

 7.1 Ringkasan Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 

 Dengan adanya proyek-proyek strategis nasional sebagai sasaran, kebutuhan Indonesia 
 untuk bidang infrastruktur, dan juga tenaga kerjanya, meningkat baik dari segi jumlah 
 orang maupun tingkat keterampilan yang mereka miliki. 

 Penggerak global seperti peningkatan urbanisasi nasional, percepatan digitalisasi sektor 
 infrastruktur, perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, mendorong proyek infrastruktur 
 menjadi lebih kompleks. Proyek-proyek kompleks ini mengharuskan tenaga kerja untuk terampil 
 dalam keterampilan khusus seperti BIM, green building, operator kereta api otomatis, dan lainnya 
 yang sebelumnya tercantum dalam tabel 5.1. 

 Rencana infrastruktur strategis nasional dan pengembangan ibu kota baru juga mendorong 
 sektor infrastruktur untuk meningkatkan tenaga kerja di transportasi laut, mengembangkan 
 keterampilan dalam transit-oriented development, dan menciptakan smart cities baik di Pulau 
 Jawa maupun di luar Pulau Jawa. 

 Peningkatan kebutuhan keterampilan tenaga kerja melebihi kemampuan sektor ini untuk 
 menyesuaikan ketersediaan tenaga kerja mereka, dan meskipun jumlah total orang yang 
 memenuhi syarat  lebih tinggi dari total kebutuhan  di lapangan kerja, 43% pekerjaan 140

 berdasarkan survei OEVS menunjukkan indikator yang menandakan skills shortages 
 (mempengaruhi 70% dari total tenaga kerja di sektor ini). 

 Selain itu, terdapat kebutuhan sektor yang tidak merata, seperti: 
 ●  Sektor transportasi udara dan konstruksi sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 

 dikarenakan pembatasan perjalanan dan proyek yang tertunda 
 ●  Sektor logistik dan pergudangan mengalami peningkatan kebutuhan dikarenakan 

 meningkatnya adopsi e-commerce selama pandemi 
 ●  Sektor transportasi laut dan transportasi darat juga mengalami peningkatan kebutuhan 

 dikarenakan pengembangannya sebagai bagian dari rencana strategis nasional 

 Kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan ini didorong oleh dua masalah utama; 1) 
 kurangnya sumber daya lembaga pendidikan kejuruan terkait ketersediaan guru yang 
 berkualitas dan pendanaan untuk peralatan dan fasilitas yang diperbarui 2) rendahnya 
 daya tarik sektor dan pekerjaan kejuruan secara keseluruhan. 

 Tantangan  peningkatan  keterampilan  tenaga  kerja  kejuruan  telah  menjadi  prioritas  nasional  di 
 Indonesia  sejak  tahun  2019.  Pemerintah  telah  meluncurkan  sejumlah  program  dukungan  untuk 
 memberdayakan  lembaga  pendidikan  untuk  memperluas  kemampuan  dan  cakupannya  serta 
 mendorong pelaku industri untuk menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan. 

 140  Didefinisikan pada Bagian 5.1 Baseline dan Analisis  Jangka Pendek 
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 Beberapa program utama untuk mendukung pendidikan vokasi adalah: 

 Tabel 14. Program Utama untuk Mendukung Pendidikan Vokasi 

 Nama Program  Deskripsi 

 Revitalisasi Program Pendidikan 
 Vokasi (2021) 

 Program ini merupakan program untuk meningkatkan daya saing 
 siswa SMK di pasar kerja global. Program ini bertujuan untuk 
 menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Proyek di 
 bawah program ini meliputi: 

 ●  Peningkatan jumlah guru aktif 
 ●  Peningkatan kompetensi guru aktif 
 ●  Peningkatan kualitas fasilitas praktikum 
 ●  Pelaksanaan sertifikasi guru dan siswa SMK 
 ●  Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri 

 Kartu Prakerja (2020)  Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan 
 kompetensi kerja dan kewirausahaan dalam bentuk pendanaan 
 yang diberikan kepada pencari kerja, masyarakat yang 
 diberhentikan dari pekerjaan, atau pekerja yang membutuhkan 
 peningkatan kompetensi. 

 Program ini juga memberikan informasi tentang tren rekrutmen 
 untuk digunakan para pencari kerja. 

 Merdeka Belajar (2020)  Amanat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
 Teknologi ini memungkinkan sekolah dan pemerintah daerah 
 untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 
 pendidikan sekolah sesuai prinsip-prinsipnya. 

 Amanat ini memberikan pendanaan untuk memudahkan upaya 
 kegiatan pendidikan di luar kelas seperti magang, program 
 persiapan karir, atau proyek dengan pelaku industri. 

 Rencana Pengembangan Industri 
 Nasional 2015-2035 

 Memfasilitasi penilaian kompetensi, sertifikasi organisasi dan 
 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(“SKKNI”). 

 Sistem Informasi Tenaga Kerja- 
 SIAPKerja (2019) 

 SIAPKerja adalah platform online yang diluncurkan oleh 
 Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Layanan yang 
 disediakan oleh SIAPKerja meliputi (namun tidak terbatas pada): 

 ●  Pelatihan kerja 
 ●  Layanan magang 
 ●  Dukungan tenaga kerja asing 
 ●  Pelaporan data tenaga kerja Informasi sertifikasi 
 ●  Hub informasi karir 
 ●  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“SKKNI”) 

 Subsidi Kuota Internet (2020)  Dalam upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, 
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah 
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 Nama Program  Deskripsi 

 memberikan subsidi sebesar Rp 13,2 triliun kepada lebih dari 20 
 juta orang. Selain itu, program ini juga memfasilitasi lebih dari 
 53.000 relawan siswa untuk membantu guru dalam memberikan 
 pendidikan selama masa pandemi. 

 Subsidi Biaya Universitas/ Uang 
 Kuliah Tunggal (“UKT”) (2013) 

 Anggaran subsidi UKT telah dinaikkan menjadi Rp 2 triliun, 
 diberikan kepada hampir 420.000 mahasiswa perguruan tinggi 
 yang terkena dampak pandemi. 

 Sertifikasi Guru (2007)  Pelatihan guru profesional yang wajib dilakukan selama 6 bulan 
 sebagai bagian dari dorongan untuk memastikan tingkat 
 kompetensi guru di sekolah. 

 Program Link and Match untuk 
 Pendidikan Vokasi (2020) 

 Program Link and Match bertujuan untuk mengembangkan 
 kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan pelaku industri 
 melalui Memorandum of Understanding (“MoU”). Kemitraan 
 tersebut meliputi: 

 ●  Pengembangan kurikulum dengan mitra industri 
 ●  Kemitraan magang 
 ●  Kesiapan mitra industri untuk merekrut lulusan 
 ●  Pengadaan dosen tamu 
 ●  Pelatihan guru dan instruktur 

 Peningkatan alokasi anggaran 
 nasional untuk pendidikan (2019) 

 Sejak 2019, pemerintah telah mendedikasikan 20% dari anggaran 
 tahunan untuk pendidikan. Pembiayaan ini difokuskan pada 
 peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah serta metode 
 pengajaran. 

 Super Deduction Tax (2019)  Sejak 2019, pengurangan pajak (pengurangan hingga 300% dari 
 laba bersih) telah diperkenalkan untuk mendorong pelaku industri 
 untuk bermitra dengan lembaga pendidikan dalam melakukan 
 penelitian dan pengembangan kompetensi. 

 Di luar inisiatif nasional tersebut, lembaga pendidikan daerah juga didukung oleh para pelaku 
 industri utama di daerahnya (misalnya United Tractors di Kalimantan Timur) yang menyediakan 
 peralatan, dana untuk fasilitas, pengalaman praktis dan kegiatan magang. Program-program ini 
 saling menguntungkan kedua belah pihak karena para pelaku industri menggunakan kesempatan 
 ini untuk membangun saluran bakat masa depan mereka sendiri secara lokal. 

 Bahkan  pada  tahap  awal,  inisiatif  ini  telah  meningkatkan  kemampuan  lembaga  pendidikan  untuk 
 menyediakan  lebih  banyak  lulusan  berkualitas,  namun  selanjutnya  diperlukan  upaya  untuk  dapat 
 meningkatkan  inisiatif  yang  berhasil  dan  membangun  sistem  pendidikan  kejuruan  yang  kuat  yang 
 mampu bertahan dan selaras dengan kebutuhan sektor infrastruktur. 

 Tantangan-tantangan ini bahkan lebih terasa di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, yang secara 
 historis kurang berkembang. Selama wawancara dengan para pemangku kepentingan di daerah- 
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 daerah ini, disorot bahwa banyak fasilitas dan peralatan yang mereka gunakan untuk pelatihan 
 sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk melatih keterampilan modern. Selain itu, 
 kesulitan dalam mempekerjakan guru SMK di daerah juga sangat menantang, karena semua 
 guru SMK harus memiliki sertifikasi dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. 

 Kesenjangan di wilayah ini semakin ditonjolkan dengan pembangunan ibu kota baru di 
 Kalimantan Timur. Dengan kapasitas lembaga pendidikan vokasi yang ada saat ini dan minimnya 
 pembinaan dari pemerintah pusat tentang pengembangan IKN, menjadi tantangan bagi lembaga 
 tersebut untuk bersiap menyediakan kebutuhan pembangunan tersebut. Lembaga pendidikan 
 vokasi setempat telah menyuarakan harapannya agar masyarakat Kalimantan Timur dapat dilatih 
 dan terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota baru. 

 Tantangan nyata yang juga dihadapi sektor ini adalah persepsi masyarakat tentang 
 pekerjaan di sektor tersebut.  Hal ini merupakan suatu  masalah karena bidang infrastruktur 
 bersaing dengan bidang lain untuk 172 pekerjaan non-core (71%), seperti akuntan dan insinyur 
 jaringan TI, yang menyumbang 42% dari total pekerjaan di bidang ini. 

 Selain itu, persepsi keseluruhan tentang pendidikan kejuruan dan pekerjaan tetap rendah dengan 
 banyaknya pemangku kepentingan yang menyuarakan bahwa orang hanya memasuki 
 pendidikan kejuruan ketika mereka tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk masuk ke 
 pendidikan akademik, bukan karena berdasarkan pilihan karir. 

 Tantangan dari sisi ketersediaan lainnya yang juga telah diidentifikasi adalah: 
 ●  Keterampilan inti non-teknis yang penting tidak tercantum dalam kerangka kompetensi 

 nasional (misalnya kefasihan digital dasar, kolaborasi, manajemen diri) 
 ●  Arsitektur kerangka kompetensi nasional sulit digunakan oleh pengguna untuk 

 menentukan kebutuhan kompetensi dari peran yang tidak berada dalam kerangka 
 kompetensi (emerging roles) 

 ●  Beberapa kompetensi yang muncul belum diperbarui dalam kerangka kompetensi 
 ●  Kebutuhan terhadap lebih banyak guru kejuruan dan dukungan jalur cepat untuk 

 pelatihan dan sertifikasi mereka 
 ●  Kurangnya  kejelasan  sertifikat  yang  disetujui  dari  sektor  tersebut,  yang  menyebabkan 

 sertifikat  terlalu  jenuh.  Beberapa  sertifikat  (misalnya  sertifikasi  penyelesaian  pelatihan) 
 tidak memerlukan tes penguasaan keterampilan 

 ●  Terdapat bentuk sertifikasi lokal di mana sertifikat standar internasional tersedia 

 Secara keseluruhan tidak ada badan terpusat yang mengelola pengembangan SDM di bidang ini, 
 yang menyebabkan kurangnya inisiatif spesifik pada bidang infrastruktur nasional secara holistik 
 dalam pengembangan SDM di luar studi ini. 
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 Ringkasan Kesenjangan Pengembangan SDM 
 1)  Terdapat  kesenjangan  kepemimpinan  dalam  pengembangan  SDM  di  sektor  ini  ,  karena  tidak 

 ada  badan  terpusat  untuk  menyusun  strategi,  memantau  dan  mengelola  HCDP.  Tanggung  jawab 
 saat  ini  tersebar  diantaranya  pada  Bappenas,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan 
 Rakyat  (“PUPR”),  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan 
 Teknologi,  dan  Pemerintah  Daerah  tanpa  pemisahan  tugas  yang  jelas  dalam  upaya 
 pengembangan SDM yang terpadu di sektor ini. 

 Akibatnya,  meskipun  ada  banyak  inisiatif  dalam  mengembangkan  SDM  yang  dapat  dimanfaatkan 
 oleh  sektor  ini  seperti  program  Merdeka  Belajar,  tidak  ada  perencanaan  khusus,  penyebaran  dan 
 pemantauan  program  yang  ditargetkan  untuk  sektor  ini.  Selain  itu,  kemitraan  dan  MoU  antara 
 perusahaan  internasional  dan  institusi  akademik  dikembangkan  berdasarkan  kasus  per  kasus, 
 sehingga membatasi skalabilitas. 

 Kesenjangan  kepemimpinan  juga  berdampak  pada  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan 
 pengembangan  SDM.  Institusi  akademik  di  Kalimantan  Timur  menyatakan  bahwa  tidak  ada 
 panduan  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  tentang  kebutuhan  SDM  untuk 
 pembangunan ibu kota baru, membatasi kemampuan mereka untuk perencanaan ke depan. 

 Untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  diinvestasikan  dalam  pengembangan  SDM  di  sektor 
 ini,  perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  program  dan  kebijakan,  serta  membuat 
 pembagian  tugas,  peran  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  antara  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah 
 Pusat, pelaku industri dan institusi akademik sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

 2)  Kekurangan  keterampilan  (  skill  shortages)  lazim  terjadi  di  sebagian  besar  pekerjaan  – 
 bukan  hanya  pekerjaan  yang  baru  muncul  (  emerging  roles  ).  Dari  semua  pekerjaan  yang 
 disurvei,  103  pekerjaan  memiliki  sejumlah  indikator  kekurangan  keterampilan.  Meskipun  ada 
 keterampilan  yang  muncul  dimana  kekurangan  keterampilan  yang  menjadi  perhatian  ,  analisis 141

 OEVS  menunjukkan  bahwa  sejumlah  besar  pekerjaan  pada  kategori  Bright  dan  Steady  dengan 
 indikator  kekurangan  keterampilan  adalah  pekerjaan  yang  membutuhkan  kualifikasi  rendah, 
 seperti  tukang  batu  dan  pengemudi  bus  dan  trem.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengembangan 
 keterampilan teknis dasar di bidang infrastruktur masih memerlukan pengembangan. 

 Selain itu, hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan juga menyoroti bahwa 
 di luar keterampilan teknis, kompetensi inti non-teknis masih kurang dalam angkatan 
 kerja saat ini. Beberapa contohnya adalah  : 
 ●  Keterampilan interpersonal 
 ●  Professionalisme 
 ●  Bisa diandalkan 
 ●  Adaptasi dan fleksibilitas 
 ●  Kolaborasi 
 ●  Kefasihan digital dasar 
 ●  Fundamental bisnis 
 ●  Komunikasi 
 ●  Layanan pelanggan dan hubungan 
 ●  Pemecahan masalah 

 141  Daftar Keterampilan yang Baru Muncul (Emerging Skills)  per Sektor terdapat di Bagian 5.3 
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 Kompetensi  inti  non-teknis  ini  tidak  tercantum  dalam  kerangka  kompetensi  nasional  yang 
 berdampak pada kurikulum dan desain pembelajaran institusi akademik. 

 Khusus  untuk  ASN,  adanya  digitalisasi  mendorong  pemerintah  untuk  lebih  meningkatkan 
 kompetensi  pegawai  negeri,  memungkinkan  mereka  untuk  menjalankan  perannya  secara  lebih 
 efektif  dan  melayani  kebutuhan  masyarakat  dengan  lebih  baik.  Adopsi  AI,  robotika,  serta  media 
 sosial  dan  teknologi  lainnya  mempengaruhi  kebijakan  dan  administrasi  negara.  Kompetensi 
 seperti  1)  pendekatan  desain  yang  berpusat  pada  manusia,  2)  jejaring  sosial,  3)  crowdsourcing  , 
 4)  co-creation  ,  5)  prototyping  ,  serta  6)  negosiasi,  7)  membangun  kepercayaan,  8)  diplomasi  dan 
 mediasi  dituntut  untuk  ditingkatkan  keterampilannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan 142

 masyarakat saat ini. 

 Selain  itu,  keterampilan  terkait  Public-Private  Partnerships  (“PPPs”)  perlu  dikembangkan  lebih 
 lanjut  pada  ASN  baik  tingkat  nasional  maupun  daerah  bersamaan  dengan  upaya  pemerintah 
 dalam  mempercepat  partisipasi  sektor  swasta  melalui  PPP,  yang  dapat  mengembangkan  sumber 
 pendanaan  yang  penting  untuk  infrastruktur  Indonesia.  .  Keterampilan  tersebut  terdiri  atas  studi 143

 kelayakan,  negosiasi,  hingga  mengelola  proyek  PPP  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  jumlah 
 proyek yang berhasil dan tepat waktu. 

 Kesenjangan  kompetensi  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  statistik  menunjukkan  kelebihan 
 ketersediaan  tenaga  kerja  yang  memenuhi  syarat  untuk  sektor  infrastruktur,  keterampilan  yang 144

 dimiliki  para  pekerja  ini  masih  kurang  untuk  memenuhi  kebutuhan  sektor  tersebut.  Para  pelaku 
 industri  juga  telah  menyuarakan  keprihatinan  atas  sertifikasi  yang  terlalu  jenuh  disebabkan  oleh 
 kurangnya penegakan sertifikasi standar untuk sektor tersebut. 

 3)  Dukungan  yang  tidak  memadai  untuk  pelatihan  ulang  bagi  pekerja  berpengalaman  yang 
 sedang  melakukan  peralihan  karirnya.  Implementasi  teknologi  seperti  MLFF  dan  IMS  untuk 
 jalan  tol,  otomatisasi  RPA,  dan  alat  penjadwalan  berbantu  algoritma  akan  mulai  mengurangi 
 kebutuhan  untuk  beberapa  pekerjaan  dengan  kualifikasi  rendah  seperti  operator  tol  dan  pegawai 
 akuntansi/pembukuan. 

 Meskipun  otomatisasi  penuh  suatu  pekerjaan  tidak  mungkin  dilakukan,  teknologi  utama  (misalnya 
 RPA,  drone  ,  BIM,  dan  3D  printing)  akan  meningkatkan  produktivitas  banyak  pemegang 
 pekerjaan,  mengurangi  jumlah  pekerja  yang  diperlukan  untuk  melakukan  jumlah  pekerjaan  yang 
 sama,  membebaskan  sejumlah  besar  tenaga  kerja  untuk  dilatih  kembali  ke  pekerjaan  dengan 
 pertumbuhan yang lebih tinggi. 

 Pergeseran  tenaga  kerja  ini  hanya  akan  semakin  cepat  karena  teknologi  terus  mengotomatisasi 
 pekerjaan  transaksional  yang  sederhana  dan  berulang.  Karena  jenis  pekerjaan  ini  berkurang 
 kebutuhannya,  dukungan  bagi  mereka  yang  terkena  dampak  diperlukan  untuk  mengalihkannya 
 berdasarkan kemampuan dan kemauan individu, serta peluang di pasar. 

 Di  luar  dukungan  dari  pemberi  kerjanya,  inisiatif  pemerintah  saat  ini  untuk  program  kejuruan 
 fokus  pada  pengembangan  mereka  yang  akan  memasuki  angkatan  kerja  daripada  mereka  yang 
 memiliki  pengalaman  kerja.  Kurangnya  dukungan  ini  akan  mempersulit  pekerja  yang 

 144  Didefinisikan sebagai tenaga kerja dengan pengalaman dan pendidikan yang berhubungan dengan sektornya 
 143  Sumber:  ADB Public-Private Partnership Monitor: Indonesia 

 142  Sumber:  OECD Public Governance Reviews - Skills for  a High Performing Civil Service 
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 berpengalaman,  bahkan  mereka  yang  memiliki  keterampilan  yang  dapat  dialihkan,  untuk 
 melakukan transisi ke karir baru.. 

 4)  Kapasitas  akademik  yang  tidak  memadai  untuk  melatih,  meningkatkan  keterampilan,  dan 
 melatih  kembali  tenaga  kerja  di  sektor  ini.  Lembaga  akademik  kejuruan  tidak  memiliki 
 sejumlah  guru  yang  memenuhi  syarat  untuk  menghasilkan  jumlah  lulusan  yang  diperlukan  dalam 
 rangka  memenuhi  kebutuhan  industri.  Guru  kejuruan  dituntut  untuk  memiliki  kualifikasi  mengajar 
 serta  sertifikasi  dalam  keterampilan  yang  mereka  ajarkan,  sehingga  memberikan  waktu  yang 
 lebih lama untuk menyediakan guru yang berkualitas. 

 Selain  jumlah  guru  yang  kurang  memadai,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  institusi  pendidikan 
 vokasi  juga  kurang  memadai  dan  ketinggalan  zaman.  Saat  ini  kemitraan  dengan  pelaku  industri 
 melalui  inisiatif  Merdeka  Belajar  telah  meningkatkan  akses  institusi  terhadap  peralatan  modern, 
 fasilitas dan instruktur terlatih. 

 Pemerintah  Indonesia  telah  mencanangkan  program  Revitalisasi  Pendidikan  Vokasi  pada  tahun 
 2020;  namun,  mengingat  periode  waktu  yang  singkat  sejak  saat  itu,  institusi  pendidikan  belum 
 melihat  manfaat  yang  cukup  besar  dari  program  ini  terutama  di  bidang  Infrastruktur.  Kekurangan 
 kapasitas ini juga lebih terasa di luar Pulau Jawa. 

 5)  Kualitas  dan  kuantitas  tenaga  kerja  tidak  merata  antara  tenaga  kerja  di  Pulau  Jawa  dan 
 luar  Pulau  Jawa  .  Pelaku  industri  mengalami  kesulitan  dalam  merekrut  dan  mempekerjakan 
 tenaga  kerja  yang  berkualitas  di  luar  Pulau  Jawa.  Isu  ini  menjadi  sorotan  pemerintah  dan  institusi 
 akademik, terutama dalam menyikapi pengembangan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur  . 145

 6)  Bidang  infrastruktur  kalah  dalam  daya  tarik  karyawan  dibandingkan  dengan  bidang 
 lainnya.  Berdasarkan  data  OEVS,  38%  dari  total  tenaga  kerja  yang  memenuhi  syarat  untuk 
 berada  di  bidang  infrastruktur  bekerja  di  industri  lain,  menunjukkan  bahwa  bidang  infrastruktur 
 tidak  semenarik  beberapa  sektor  lainnya.  Para  pemangku  kepentingan  telah  mencatat  bahwa 
 persepsi  masyarakat  sebagian  besar  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  di  bidang  infrastruktur  tidak 
 menarik karena jenis pekerjaan, gaji yang dirasakan dan kondisi kerja. 

 Salah  satu  bagian  dari  ini  adalah  persepsi  saat  ini  tentang  pekerjaan  kejuruan  secara 
 keseluruhan.  Institusi  akademik  mencatat  bahwa  orang  yang  sedang  mengikuti  atau  tamat 
 pendidikan  kejuruan  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  atau  kemampuan  untuk 
 mengikuti jalur akademik. 

 Berdasarkan  data  nasional,  rata-rata  remunerasi  bidang  infrastruktur  berada  di  bawah  bidang 
 pertambangan,  pembangkit  listrik,  dan  jasa  keuangan,  dengan  bidang  konstruksi  secara  khusus 
 berada  di  bawah  bidang  manufaktur.  Kondisi  ini  ditambah  dengan  kondisi  kerja  dan  jenjang 146

 karir yang tidak jelas, membuat masyarakat sulit tertarik untuk terjun ke sektor konstruksi. 

 146  BPS data (2021),  Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan  Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan 
 Pekerjaan Utama 

 145  Lebih rinci telah dibahas di bagian 5.3. 
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 7.2 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional Bidang Infrastruktur 

 Gambar 47. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional Bidang Infrastruktur 
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 Rencana  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (HCDP)  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan 
 tenaga  kerja  kelas  dunia  yang  siap  dan  mampu  dalam  membangun  infrastruktur  untuk 
 pertumbuhan  Indonesia,  melalui  serangkaian  kegiatan  yang  dipimpin  oleh  Satuan  Tugas 
 Pengembangan  SDM  Infrastruktur  (Satgas  IHCD)  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  Berikut 
 adalah empat misi utama untuk mencapai tujuan diatas: 

 1.  Menetapkan  struktur  tata  kelola  untuk  menyelaraskan,  melaksanakan,  dan  memantau 
 inisiatif  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  holistik  untuk  bidang  infrastruktur  di 
 tingkat nasional dan regional 

 2.  Mengembangkan  inisiatif  pengembangan  SDM  yang  berfokus  pada  wilayah  untuk 
 membangun SDM yang kuat dengan keunggulan kompetitif di setiap wilayah 

 3.  Membangun  pelatihan  sektor  dan  kapasitas  akademik  untuk  mengembangkan  tenaga 
 kerja  kompeten  yang  mumpuni  baik  dalam  keterampilan  inti  baik  yang  teknis  maupun 
 non-teknis 

 4.  Menciptakan  pandangan  yang  akurat  dan  terdidik  tentang  karir  di  bidang  infrastruktur 
 sebagai karir yang bermakna untuk membangun bangsa 

 HCDP  akan  membutuhkan  kolaborasi  yang  mendalam  dan  bermakna  antara  lima  kelompok 
 pemangku kepentingan utama: 

 1.  Pemerintah,  berperan  untuk  memberikan  arahan  tentang  kebutuhan  pembangunan 
 infrastruktur  dan  melalui  peraturan  dan  kebijakan  lainnya,  memungkinkan  pemenuhan 
 kebutuhan tenaga kerja, 

 2.  Sektor  swasta,  memberikan  peluang  di  bidang  infrastruktur  ini  dan  mempekerjakan  tenaga 
 kerja untuk mengembangkan aset infrastruktur 

 3.  Lembaga  akademik,  mengembangkan  tenaga  kerja  dengan  keterampilan  yang  diperlukan 
 untuk pelaku industri, 

 4.  Organisasi  internasional,  memberikan  dukungan  pengembangan  untuk  mengembangkan 
 tenaga kerja dalam bentuk beasiswa, kemitraan, bantuan dan pinjaman 

 5.  Asosiasi  profesional,  bertindak  sebagai  penjaga  kompetensi  dan  keterampilan  di  bidang 
 infrastruktur 

 7.2.1  Menetapkan  struktur  tata  kelola  untuk  menyelaraskan,  melaksanakan,  dan 
 memantau inisiatif pengembangan SDM yang holistik di sektor terkait 

 Sebagaimana  telah  disinggung  dalam  analisis  sebelumnya,  meskipun  ada  sejumlah  besar 
 program 
 yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah,  namun  tidak  ada  program  atau  badan  pusat  khusus 
 untuk  mengelola  pengembangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  Infrastruktur.  Kurangnya 
 manajemen  terpusat  ini  membuat  pelaksanaan  dan  pemantauan  program  menjadi  lebih 
 menantang. 

 Rekomendasi: Membentuk Satuan Tugas IHCDP di tingkat nasional dan daerah 

 Satuan  Tugas  IHCD  Nasional  bertujuan  untuk  memberikan  arahan  strategis  dan  struktur  tata 
 kelola  untuk  inisiatif  pengembangan  SDM  di  bidang  infrastruktur.  Satuan  Tugas  ini  terdiri  dari 
 anggota  inti,  termasuk  diantaranya  kementerian  utama  seperti  Kementerian  Pekerjaan  Umum 
 dan  Perumahan  Rakyat,  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, 
 Riset  dan  Teknologi,  Bappenas  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Selain  anggota  inti, 
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 perwakilan  pelaku  industri,  lembaga  pendidikan,  dan  penyelenggara  pelatihan  juga  harus 
 dikonsultasikan  secara  berkala.  Setiap  anggota  satuan  tugas  akan  bertanggung  jawab  atas  area 
 spesifik IHCDP. 

 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dan  Kementerian  Perhubungan  bekerja 
 sama  dengan  pelaku  industri  bertanggung  jawab  atas  perencanaan  kebutuhan  tenaga  kerja  dan 
 kriteria  kompetensi.  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  dan  Kementerian 
 Ketenagakerjaan,  dengan  lembaga  pendidikan  dan  penyelenggara  pelatihan,  bertanggung  jawab 
 untuk mengembangkan program pengembangan SDM untuk menjawab kebutuhan tersebut. 

 Satuan Tugas IHCD diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai berikut: 
 ●  Mengembangkan  indikator  keberhasilan  nasional  untuk  pengembangan  SDM  bidang 

 infrastruktur 
 ●  Memantau kemajuan inisiatif pembangunan manusia nasional untuk sektor ini 
 ●  Berkolaborasi  secara  aktif  dengan  kelompok  pemangku  kepentingan  terkait  untuk 

 mempromosikan inisiatif IHCD kepada pemangku kepentingan 
 ●  Melibatkan  pemangku  kepentingan  utama  pemerintah  dan  industri  untuk  mendukung  inisiatif 

 IHCD 
 ●  Mengembangkan dan mengusulkan proses dan prosedur IHCD 
 ●  Mengembangkan  dan  mengusulkan  inisiatif  pengembangan  SDM  di  tingkat  nasional  untuk 

 sektor ini 
 ●  Mengembangkan  dan  mengusulkan  struktur  untuk  kemitraan  dengan  organisasi 

 internasional 
 ●  Merekomendasikan  pembaruan  Kerangka  Kompetensi  Nasional  kepada  asosiasi  profesional 

 dan dewan keterampilan 
 ●  Mengusulkan  dan/atau  merevisi  peraturan  untuk  meningkatkan  pengembangan  SDM  bidang 

 infrastruktur dengan mengakomodasi dan mendukung pelaksanaan program 
 ●  Mengusulkan seperangkat standar untuk lembaga pendidikan dan penyedia pelatihan 
 ●  Memantau dan meninjau program di bawah IHCDP 

 Satuan  Tugas  IHCD  di  daerah  bertujuan  untuk  mengembangkan  pengembangan  SDM  melalui 
 lokalisasi  strategi  dan  inisiatif  SDM  agar  selaras  dengan  kebutuhan  dan  konteks  lokal.  Satuan 
 Tugas Daerah terdiri dari anggota inti yaitu pemerintah daerah dan perwakilan dari Satuan Tugas 
 IHCD Nasional. 

 Satuan Tugas IHCD Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai berikut: 
 ●  Mengembangkan  tujuan  dan  prioritas  HCD  daerah  untuk  pengembangan  SDM  bidang 

 infrastruktur 
 ●  Mengusulkan anggaran IHCD daerah pada Satuan Tugas IHCD Nasional 
 ●  Meninjau dan memilih inisiatif nasional untuk dilaksanakan di tingkat daerah 
 ●  Mengembangkan  inisiatif  pengembangan  SDM  tingkat  daerah  untuk  mengatasi 

 kesenjangan dalam inisiatif tingkat nasional 
 ●  Memantau  kemajuan  inisiatif  pembangunan  sumber  daya  manusia  nasional  di  daerah 

 untuk sektor ini 
 ●  Berkolaborasi secara aktif dengan kelompok pemangku kepentingan terkait untuk 

 mempromosikan inisiatif IHCD kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah 
 ●  Melibatkan pemangku kepentingan utama untuk mendukung inisiatif IHCD 
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 ●  Mengusulkan  dan/atau  merevisi  peraturan  daerah  untuk  meningkatkan  pengembangan 
 SDM  bidang  infrastruktur  dengan  menampung  dan  mendukung  pelaksanaan  program  di 
 daerah 

 ●  Meninjau kualitas institusi/lembaga akademik di daerah 
 ●  Memantau dan meninjau program daerah di bawah tema IHCD 

 Studi Kasus: TalentCorp, Malaysia 147

 Malaysia  mendirikan  TalentCorp  sebuah  lembaga  bakat  nasional  untuk  menarik, 
 memelihara  dan  mempertahankan  bakat  terbaik  dari  semua  lapisan  masyarakat. 
 TalentCorp  Malaysia  didirikan  pada  1  Januari  2011  dengan  tujuan  untuk 
 memenuhi  kebutuhan  yang  berkembang  akan  bakat  di  Malaysia.  TalentCorp 
 Malaysia  adalah  lembaga  bakat  nasional  bekerja  sama  dengan  sektor  publik  dan 
 swasta  dalam  menerapkan  inisiatif  untuk  menarik,  memelihara  dan 
 mempertahankan  keterampilan  yang  tepat  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi 
 kebutuhan  bakat  saat  ini  dan  masa  depan.  TalentCorp  memiliki  sembilan  inisiatif 
 yang  dirancang  untuk  para  profesional,  mahasiswa  dan  para  lulusan,  serta  mitra 
 industri dan akademik: 

 Gambar 48. Sembilan Inisiatif TalentCorp Malaysia 

 147  Penjelasan detail pada bagian 6.2.2 
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 Studi Kasus: Workforce Singapore, Singapore 148

 Workforce  Singapore  (WSG)  adalah  badan  hukum  di  bawah  Kementerian 
 Ketenagakerjaan  Singapura  yang  mengawasi  inisiatif  pengembangan  SDM  di 
 Singapura.  Dengan  bekerja  sama  dengan  pelaku  industri  dan  badan  pemerintah 
 lainnya,  WSG  adalah  dewan  yang  menggerakkan  kepentingan  nasional  utama  dengan 
 mengelola program di sektor-sektor utama di Singapura seperti: 
 ●  Program  Kerangka  Kerja  Keterampilan  SSG  yang  mengembangkan  dan 

 menyegarkan kerangka kerja keterampilan nasional di semua sektor di Singapura 
 ●  SkillsFuture  Credit  ,  program  subsidi  bagi  warga  Singapura  dan  Penduduk 

 Permanen untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam kompetensi utama 
 ●  MyCareersFuture  ,  platform  yang  mencocokkan  pekerjaan  dan  keterampilan  untuk 

 perusahaan yang berbasis di Singapura 
 ●  Proyek transformasi tenaga kerja di sektor ini 

 7.2.2 Mengembangkan inisiatif pengembangan SDM yang berfokus pada wilayah 
 berbasis kebutuhan untuk membangun SDM yang kuat dan keunggulan kompetitif 
 di setiap wilayah 

 Pengembangan  SDM  di  daerah  selama  ini  mengikuti  kekuatan  pasar  akademik  dan  keterbatasan 
 anggaran.  Inisiatif-inisiatif  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  pusat  bersifat  luas  dan  tidak 
 memberikan  rincian  tentang  capaian-capaian  khusus  yang  terkait  dengan  rencana  strategis 
 nasional atau daerah. 149

 Inisiatif  pengembangan  SDM  perlu  bergeser  ke  model  berbasis  wilayah  yang  fokus  pada 
 kebutuhan  yang  dimulai  dengan  rencana  pembangunan  ekonomi  pemerintah  daerah  dan 
 kemudian  berlanjut  ke  rencana  pembangunan  infrastruktur  daerah  dan  akhirnya  ke  rencana 
 pengembangan SDM bidang infrastruktur. 

 Untuk  mengaktifkan  strategi  yang  bersifat  lokal  ini,  setiap  wilayah  harus  melakukan  analisis 
 kebutuhan  secara  mandiri  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  pembangunan  manusia  infrastruktur 
 di  wilayah  tersebut  dan  mengidentifikasi  kesenjangan  prioritas  yang  ada  dalam  tenaga  kerja  di 
 wilayah  tersebut.  Analisis  kesenjangan  prioritas  ini  akan  memungkinkan  wilayah  tersebut  untuk 
 membentuk  inisiatif  lokal  SDM  yang  holistik,  seperti  meminjam  talenta  dari  wilayah  lain  dalam 
 jangka  pendek  sementara  institusi  akademik  memfokuskan  kembali  sumber  daya  mereka  untuk 
 membangun tenaga kerja lokal yang cakap. 

 Setelah  inisiatif  ini  dikembangkan,  satuan  tugas  daerah  harus  menilai  skema  dukungan  untuk 
 inisiatif  SDM  yang  dapat  diakses  di  tingkat  nasional  (misalnya  pendanaan  melalui  Merdeka 
 Belajar  atau  MoU  standar  untuk  kemitraan)  dan  menggunakannya  untuk  memenuhi  kebutuhan 
 pengembangan SDM semaksimal mungkin. 

 149  Berdasarkan wawancara dengan Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan lembaga pendidikan 

 148  Workforce Singapore, Pemerintah Singapura, diakses  pada Januari 2022  <https://www.ssg-wsg.gov.sg/> 
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 Jika  ada  kesenjangan  dalam  dukungan  tingkat  nasional,  satuan  tugas  daerah  dapat  bekerja 
 sama  dengan  pemangku  kepentingan  lokal  dan  satuan  tugas  nasional  untuk  merancang  skema 
 dukungan lokal. Beberapa contoh skema dukungan yang dapat diterapkan: 
 ●  Beasiswa  pelatihan  ulang  di  pertengahan  karir  untuk  tenaga  kerja  yang  terkena  dampak 

 penutupan pabrik 
 ●  Pendanaan yang dikhususkan untuk pengembangan simulator alat berat di politeknik setempat 
 ●  Keringanan pajak atau pendanaan untuk lembaga pendidikan atau penyedia pelatihan 
 ●  Mengadakan  forum  karir  sub-sektor  di  daerah  untuk  menarik  pelaku  industri  seperti  halnya 

 lembaga  pendidikan  atau  penyedia  pelatihan  lokal  untuk  memungkinkan  jangkauan  yang  lebih 
 luas bagi tenaga kerja 

 ●  Mengembangkan  konten  lokal  yang  lengkap  dan  terintegrasi  dengan  baik  untuk  platform 
 SIAPKerja 

 Satuan  tugas  daerah  akan  mengusulkan  anggaran  untuk  mendukung  pengembangan  SDM 
 bidang infrastruktur untuk dikonsultasikan dan disetujui oleh satuan tugas nasional. 

 Struktur  bottom-up  ini  memungkinkan  pengembangan  SDM  bidang  infrastruktur  secara  lebih 
 fokus,  berdasarkan  kebutuhan  nyata  di  masing-masing  wilayah.  Pengaktifan  inisiatif 
 pengembangan  di  tingkat  lokal  memberikan  peluang  dan  akuntabilitas  bagi  wilayah  untuk 
 mengembangkan  tenaga  kerjanya  berdasarkan  kebutuhan  infrastruktur  wilayah  dan 
 mempromosikan  spesialisasi  keterampilan  yang  dapat  dibangun  menjadi  keunggulan  kompetitif 
 bagi wilayah tersebut. 

 Satuan  Tugas  Nasional  kemudian  dapat  mengambil  inisiatif  daerah  yang  berhasil  dan 
 meningkatkannya  sebagai  program  standar  untuk  diadopsi  oleh  daerah  lain  serta  meninjau 
 pencairan anggaran SDM bidang infrastruktur berdasarkan kebutuhan daerah. 

 Lebih Mendalam tentang Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN): 

 Pengembangan  IKN  membutuhkan  investasi  yang  signifikan  baik  dari  pemerintah  maupun 
 sektor  swasta  di  beberapa  fase  pembangunan.  Menurut  masterplan,  pembangunan  IKN 
 berpotensi menyerap total sekitar 1,6 juta tenaga kerja di Kalimantan  . 150

 Untuk  memberikan  kesempatan  yang  maksimal  bagi  tenaga  kerja  lokal,  pengembangan  IKN 
 akan  mengharuskan  pekerja  di  Kalimantan  untuk  dilatih  ulang  atau  ditingkatkan 
 keterampilannya,  karena  kurangnya  pelatihan  dan  tingkat  pendidikan  saat  ini.  Berdasarkan 
 data  Kemendikbudristek  tahun  2021,  jumlah  siswa  di  221  SMK  di  Kalimantan  Timur  berjumlah 
 80.273  siswa,  dimana  hanya  1.668  siswa  yang  mengambil  spesialisasi  jurusan  konstruksi  dan 
 properti. 151

 Institusi  lokal  pendidikan  menghadapi  hambatan  peserta  yang  berminat  pada  pelatihan 
 karena  kurangnya  guru,  peralatan,  dan  fasilitas.  Infrastruktur  pengembangan  SDM  yang 
 penting  ini  perlu  ditangani  agar  tenaga  kerja  lokal  dapat  memanfaatkan  peluang  yang 

 151  Berdasarkan wawancara dengan Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan lembaga pendidikan 

 150  Bappenas (2021),  The New Capital City Draft Masterplan 
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 dihasilkan  oleh  pengembangan  IKN.  Selain  itu,  dengan  adanya  catatan  bahwa  64%  siswa 
 SMK lokal mengambil spesialisasi dalam studi otomotif, telah menunjukkan bahwa 
 dalam  hal  daya  tarik,  bidang  konstruksi  dan  infrastruktur  telah  ketinggalan  dalam  menarik 
 tenaga kerja untuk masa depan. 

 Di  tingkat  nasional,  beberapa  inisiatif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  tenaga  kerja 
 terampil  dan  tidak  terampil  memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  dalam  memenuhi  syarat 
 untuk  pekerjaan  atau  jabatan  yang  diperlukan  dalam  pekerjaan  konstruksi  infrastruktur  di  IKN. 
 Hal  ini  akan  diperlukan  jika  tingkat  pekerjaan  yang  diinginkan  yang  akan  dihasilkan  oleh  IKN 
 ingin dicapai sepenuhnya. 

 Untuk  menutup  kesenjangan  ini,  pemerintah  pusat  juga  perlu  bekerja  sama  dengan 
 pemerintah daerah untuk menghasilkan studi kelayakan dan rencana pengembangan ibu 
 kota baru secara rinci. 

 Rencana pengembangan ini harus mencakup: 
 ●  Peta jalan proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk kota 
 ●  Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk proyek pembangunan 
 ●  Analisis kebutuhan tenaga kerja strategis berdasarkan proyek 
 ●  Kompetensi utama yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut 

 Berdasarkan  rencana  pengembangan  ini,  pemerintah  daerah  harus  bekerja  sama  dengan 
 para  pelaku  industri  untuk  mengembangkan  HCDP  untuk  proyek  IKN.  Rencana  ini  sangat 
 diperlukan  karena  tanpa  arahan  strategis,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  pendidikan  tidak 
 dapat  merencanakan  pengembangan  SDM  untuk  memasok  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan 
 oleh  IKN.  Agar  pengembangan  IKN  berhasil,  kombinasi  strategi  pengelolaan  bakat  perlu 
 diterapkan,  dimana  strategi  pinjam/beli  (  borrow/buy  )  perlu  diterapkan  bersama-sama  dengan 
 membangun/  “Build”  pada  tahap  awal  pengembangan  dikarenakan  adanya  kesenjangan 
 antara tenaga kerja dan pengembangan SDM bidang infrastruktur di wilayah tersebut. 

 Dengan rencana pengembangan ini, beberapa inisiatif dapat diluncurkan untuk 
 memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan tenaga kerja yang optimal untuk 
 merencanakan, membangun, dan mengoperasikan IKN, diantaranya sebagai berikut, 
 namun tidak terbatas pada  : 152

 1.  Pembentukan  database  online  yang  berisi  jenis,  karakteristik,  dan  tingkat  pengalaman  untuk 
 pekerjaan  dengan  kebutuhan  tertinggi  di  IKN.  Basis  data  ini  dapat  membantu  pencari  kerja 
 di  dalam  dan  di  luar  Kalimantan  memahami  dinamika  pasar  tenaga  kerja  secara  umum  di 
 IKN.  Misalnya  Pemerintah  Amerika  Serikat  telah  meluncurkan  database  tenaga  kerja 
 nasional  yang  disebut  O*NET  untuk  memetakan  jenis  pekerjaan  dan  keahlian  yang  paling 
 diminati secara nasional. 153

 2.  Mengaktifkan  kegiatan  upskilling  yang  ditargetkan  dengan  cara  mengembangkan  pusat 
 pelatihan  nasional  yang  disediakan  oleh  sektor  swasta,  BUMN,  atau  kementerian  terkait. 
 Pusat  pelatihan  khusus  yang  mencakup  kurikulum  pelatihan  yang  dirancang  khusus  ini. 

 153  O*Net OnLine, US Department of Labour, Accessed 14  February 2022, <https://www.onetonline.org/> 

 152  Lihat juga Bab 7.4 untuk semua rekomendasi dan strategi  dari studi ini 
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 Harus  dinilai  dengan  baik  melalui  studi  kelayakan  yang  komprehensif  untuk  memastikan 
 bahwa mereka memenuhi persyaratan pemberi kerja. 

 3.  Memastikan akses yang inklusif  gender  dalam pekerjaan. 
 4.  Mengembangkan  skema  atau  kebijakan  yang  mengharuskan  kontraktor  atau  penyedia 

 konstruksi  yang  akan  terlibat  dalam  pengembangan  IKN  untuk  menyiapkan  rencana 
 pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  sebagai  bagian  dari  perencanaan  sumber  daya  mereka, 
 serta  menetapkan  program  pelatihan  dan  rencana  transfer  pengetahuan  sebagai  bagian 
 dari proses penawaran mereka di tahap tender. 

 . 
 7.2.3 Membangun pelatihan sektor dan kapasitas akademik dan menutup 
 kesenjangan dalam keterampilan teknis dan non-teknis inti 

 Untuk  menutup  kesenjangan  antara  ketersediaan  dan  kebutuhan  SDM  di  bidang  infrastruktur, 
 ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah  talent  sourcing levers  untuk keterampilan yang 
 penting/kritikal tapi tidak tersedia di lapangan padahal urgensinya tinggi. Yang kedua adalah 
 rencana transisi untuk pekerjaan atau jabatan yang urgensinya rendah. 

 1) Levers untuk pencarian bakat:  Build, Borrow, Buy  and  Bot 
 Untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM untuk keterampilan atau 
 jabatan  yang  penting/kritikal  dalam  suatu  organisasi  atau  sektor,  ada  empat  levers  utama  yang 
 dapat diaktifkan:  Build, borrow, buy  dan  bot. 

 ●  Build  :  mengembangkan  keterampilan  dalam  organisasi  melalui  pelatihan  internal  dan 
 eksternal.  Dari  semua  levers  ,  Build  adalah  yang  paling  banyak  membutuhkan  investasi 
 waktu dan anggaran. 

 ●  Borrow  :  untuk  secara  sementara  memperoleh  keterampilan  dari  luar  organisasi 
 melalui  kemitraan,  perjanjian  atau  kontrak.  Borrow  banyak  digunakan  untuk  mengatasi 
 kesenjangan jangka pendek dengan urgensi tinggi. 

 ●  Buy  :  memperoleh  keterampilan  dari  luar  organisasi  ,  biasanya  dengan  memperkerjakan 
 seseorang untuk peran atau jabatan yang baru dibangun. 

 ●  Bot  :  menggunakan  otomatisasi  untuk  mengatasi  kesenjangan  kebutuhan  SDM  , 
 sebagian besar untuk melakukan tugas yang sederhana dan berulang. 

 Levers  ini  harus  digunakan  secara  kombinasi  sebagai  bagian  dari  strategi  pengembangan  SDM. 
 Berikut adalah beberapa contoh: 

 ●  Dalam  kasus  keterampilan  yang  baru  muncul  seperti  pembangunan  berorientasi  transit 
 (  Transit-oriented Development  /TOD), jelas ada kekurangan  keterampilan tetapi juga urgensi 
 yang tinggi untuk pembangunan IKN. Untuk kesenjangan ini, pinjaman (  borrow  ) bakat dalam 
 jangka  pendek  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mendesak  pembangunan  ibu  kota 
 baru  dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  sebagai  anggota  inti  dari  tim  perencanaan 
 kota. Pada saat yang sama, inisiatif untuk membangun (  build  ) bakat di dalam negeri, melalui 
 beasiswa dan program pertukaran, dilakukan untuk menciptakan sumber keterampilan yang 
 lebih berkelanjutan. 

 ●  Buy  dapat digunakan ketika ada kekurangan keterampilan  untuk sektor tersebut, tetapi ada 
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 bakat  dengan  keterampilan  tersebut  di  sektor  lain.  Salah  satu  pekerjaan  Bright  yang 
 menghadapi  kekurangan  keterampilan  dari  survei  OEVS  adalah  insinyur  sistem  dan 
 jaringan.  Meskipun  dimungkinkan  untuk  membangun  (  build  )  keterampilan  tersebut,  akan 
 lebih  mudah  untuk  membeli  (  buy  )  bakat  dari  industri  teknologi  tinggi,  sambil  menyiapkan 
 program untuk melatih kembali tenaga kerja yang ada dengan keterampilan teknik jaringan. 

 Table 15. Contoh dari Identifikasi Keterampilan yang Muncul dan Rekomendasi  Levers 

 Keterampilan  Sektor 
 Rekomendasi  Lever  s 

 Jangka 
 Pendek 

 Jangka 
 Menengah 

 Studi Kelayakan Konstruksi  Konstruksi  Borrow  Build 

 Dekarbonisasi  Konstruksi  Borrow  Build 

 Value engineering  Konstruksi  Borrow  Build 

 Teknik Terowongan  Konstruksi  Borrow  Build 

 Building Information Model  Konstruksi  Borrow  Build 

 3D Printing  Konstruksi  Buy  Build 

 Drones  Konstruksi  Buy  Build 

 Construction robotics 154  Konstruksi  -  Build 

 Kualitas dan Keamanan  Transportasi  Borrow  Build 

 Big data analytics  Transportasi  Buy  Build 

 Smart facilities management  Transportasi  Borrow  Build 

 Pengembangan RPA (  robotic 
 process automation  ) 

 Transportasi  Borrow  Borrow 

 Insinyur Jaringan Logistik  Logistik/Pergudangan  Borrow  Build 

 Perancang Fasilitas Gudang  Logistik/Pergudangan  Borrow  Build 

 Manajemen Transportasi Jalan  Logistik/Pergudangan  Borrow  Build 

 Transit-oriented development  Semua  Borrow  Build 

 Manajemen Proyek  Semua  Buy  Build 

 154  Di Indonesia, keterampilan tersebut belum terlalu dibutuhkan dalam waktu dekat 
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 Diskusi  tentang  tenaga  kerja  asing  pasti  akan  mengikuti  diskusi  tentang  levers  ini,  karena  tidak 
 ada  tenaga  kerja  lokal  untuk  beberapa  keterampilan  kritikal  yang  dibutuhkan  segera  untuk 
 proyek-proyek  strategis.  Untuk  alasan  ini,  Satuan  Tugas  IHCD  perlu  melakukan  tinjauan  berkala 
 terhadap  keterampilan  kritikal  yang  diperlukan  untuk  "  Bought  "  dan  "  Borrow  "  di  samping  rencana 
 untuk "  Build  " keterampilan ini di negara Indonesia. 

 Rencana  ini  kemudian  memungkinkan  pemerintah  untuk  membuat  proses  menjadi  lebih 
 sederhana  sehingga  memungkinkan  organisasi  untuk  mendatangkan  tenaga  kerja  asing  yang 
 terampil dalam keterampilan kritikal ini untuk menjalankan dua peran: 

 1.  Menyediakan  keterampilan  kritikal  untuk  negara  dalam  jangka  pendek:  Contohnya 
 adalah  membawa  seorang  insinyur  yang  berspesialisasi  dalam  sistem  propulsi  Electrical 
 Multiple Units  (“EMU”) dan Automatic Train Operations  untuk proyek angkutan massal. 

 2.  Menyediakan  pelatihan  untuk  instruktur  :  Baik  sebagai  bagian  dari  transfer  pengetahuan 
 dari  proyek  yang  ada  atau  sebagai  instruktur  di  lembaga  akademik,  tenaga  kerja  terampil 
 diperlukan  untuk  Build  keterampilan  kritikal  di  dalam  negeri  untuk  mengurangi 
 ketergantungan Indonesia pada pekerja terampil asing. 

 2) Rencana Transisi 
 Untuk  peran  atau  jabatan  dalam  kelompok  Dim  atau  untuk  memenuhi  kesenjangan  yang  tidak 
 mendesak  atau  urgensinya  rendah,  rencana  transisi  dapat  dibuat  sebagai  gantinya.  Rencana 
 transisi  melibatkan  identifikasi  peran/jabatan  yang  stabil  dalam  organisasi  yang  membutuhkan 
 tenaga  kerja  tambahan,  mengidentifikasi  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja  yang  akan 
 dialihkan  dan  memberikan  pelatihan  internal  atau  eksternal  untuk  mengaktifkan  kembali  mereka 
 ke dalam peran/jabatan tersebut. 

 Studi Kasus: PT Jasa Marga: Sukses pada Bot + Transisi 155

 PT  Jasa  Marga  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  mengelola  jalan  tol  di  Indonesia. 
 Sebagai  bagian  dari  operasi  mereka,  perusahaan  telah  mengoperasikan  gardu  tol  di  seluruh 
 negeri,  yang  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  besar.  Dalam  upaya  modernisasi,  Jasa  Marga 
 telah menggelar gardu tol otomatis, yang mengotomatisasi seluruh proses 
 pembayaran tol. 

 Untuk  tenaga  kerja  yang  dibebaskan  ini,  Jasa  Marga  meningkatkan  keterampilan  mereka 
 untuk  menangani  pekerjaan  bernilai  lebih  tinggi  seperti  teknisi  peralatan  tol,  insinyur 
 pemeliharaan  perangkat  lunak,  dan  pengembang  aplikasi.  Program  pembelajaran  bagi  para 
 pengembang  aplikasi  (yang  disebut  sebagai  Crash  Program)  mampu  menghasilkan  lima 
 pengembang aplikasi yang berhasil “dibangun” dan mampu mengembangkan aplikasi 
 internal  seperti  Employee  Development  Plan  dan  Learning  Dashboard.  Sembilan  puluh  satu 
 lulusan  Crash  Program  lainnya  juga  telah  berhasil  “ditransisikan”  ke  berbagai  bagian 
 perusahaan seperti pemeliharaan peralatan tol. 

 155  Berdasarkan wawancara dengan Jasa Marga 
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 Mendukung sumber talenta dan strategi transisi 
 Untuk melaksanakan kedua pendekatan ini diperlukan landasan kerangka kompetensi yang kuat, 
 kapasitas institusi akademik yang kuat, dan dukungan regulasi dan pendanaan. 

 Mengembangkan kerangka kompetensi yang kuat 
 Arsitektur  kerangka  kerja  saat  ini  tidak  mengandung  tingkat  keterampilan  yang  berbeda  dan  tidak 
 disajikan  dalam  format  yang  mudah  digunakan,  sehingga  menjadi  tantangan  bagi  para  pelaku 
 industri  dan  penyedia  pelatihan  untuk  menggunakannya  sebagai  panduan.  Kurangnya  tingkatan 
 keterampilan  (misalnya  dasar,  menengah,  ahli)  menciptakan  kesulitan  dalam  mengukur  tingkat 
 keterampilan  yang  dibutuhkan  dan  yang  sudah  siap,  yang  berimplikasi  pada  pembuatan 
 kurikulum  dan  pemenuhan  pekerjaan.  Sebagai  contoh;  tanpa  tingkatan  keahlian,  kita  tidak  dapat 
 menentukan  apakah  seseorang  dengan  keahlian  mengoperasikan  komputer  hanya  mampu 
 menghidupkan  dan  menggunakan  email  atau  mampu  memecahkan  masalah  sederhana  pada 
 komputer. 

 Selain  itu,  reorganisasi  struktur  kompetensi  harus  dilakukan  untuk  memungkinkan 
 pengelompokan  berdasarkan  kompetensi  daripada  pekerjaan,  yang  memungkinkan  penggunaan 
 kerangka  kompetensi  untuk  peran/jabatan  yang  berbeda  dari  definisi  yang  tercantum  dalam 
 SKKNI. 

 Kerangka  kompetensi  akan  menjadi  pedoman  bagi  penyelenggara  pelatihan  untuk 
 mengembangkan program pelatihan yang terstandarisasi dan selaras dengan kebutuhan industri. 
 Oleh  karena  itu,  kerangka  kompetensi  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut  menjadi  dokumen  yang 
 dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan terkini: 

 ●  Meninjau  arsitektur  kerangka  kerja  untuk  dikelompokkan  berdasarkan  basis  kompetensi 
 yang kemudian dipetakan ke jenis pekerjaan umum di sektor tersebut 

 ●  Memperkenalkan  struktur  tingkat  kompetensi  ke  kerangka  kerja  (misalnya  dasar, 
 menengah, ahli) 

 ●  Perbarui  kompetensi  teknis  di  sektor  berdasarkan  perubahan  arsitektur  dan  tren  yang 
 muncul di sektor ini 

 ●  Memperkenalkan  kompetensi  inti  non-teknis  ke  dalam  kompetensi  sektoral  (misalnya 
 kerja tim, pemecahan masalah, manajemen diri) 
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 Studi Kasus: Kerangka Kompetensi - USA 156

 Model  Kompetensi  Industri  atau  Model  atau 
 Kompetensi  Clearinghouse  bertujuan  untuk 
 mempromosikan  pemahaman  tentang 
 keterampilan  dan  kompetensi  yang  penting 
 untuk  membantu  industri  untuk  mendidik  dan 
 melatih  tenaga  kerja  yang  kompetitif  secara 
 global.  Model  ini  sudah  ada  sejak  tahun 
 2015.  Model  ini  merupakan  kerjasama  antara 
 pemerintah  dan  industri  untuk 
 mengembangkan  dan  memelihara  model 
 kompetensi  dasar  dan  teknis.  Model  ini 
 memiliki  blok  bangunan  dengan  5  tingkatan 
 yang  dibagi  menjadi  kompetensi  efektivitas 
 pribadi,  kompetensi  dasar  dan  kompetensi 
 terkait  industri.  Kerangka  kerja  ini  diatur  oleh 
 kelompok  kompetensi,  memungkinkan 
 fleksibilitas bagi pengguna. 

 Contohnya  adalah  jika  beberapa  peran/jabatan/pekerjaan  memerlukan  kompetensi 
 keterampilan  komputer  dasar,  mereka  semua  dapat  memiliki  definisi  standar  keterampilan 
 tersebut,  yang  memungkinkan  lembaga  pendidikan  untuk  merancang  program 
 keterampilan  komputer  dasar  yang  dapat  digunakan  oleh  semua  pekerjaan  yang 
 membutuhkan  keterampilan  komputer  dasar  di  tingkat  itu.  Standarisasi  ini  juga  akan 
 membantu dalam proses sertifikasi individu. 

 Penguatan Kapasitas Institusi Akademik 
 Salah  satu  kendala  utama  yang  dihadapi  institusi  akademik  dalam  mengembangkan  tenaga  kerja 
 di  masa  depan  adalah  kesulitan  dalam  merekrut  guru  yang  berkualitas.  Seperti  yang  telah 
 disebutkan  sebelumnya,  untuk  guru  kejuruan,  mereka  membutuhkan  kualifikasi  mengajar  dan 
 sertifikasi  di  lapangan,  sehingga  terjadi  penambahan  waktu  sebelum  seorang  guru  dapat 157

 memenuhi syarat. 

 Untuk menghindari hal ini, program jalur cepat/ fast-track untuk guru kejuruan bersamaan dengan 
 dukungan pendanaan perlu diperkenalkan untuk meningkatkan minat dan mempersingkat waktu 
 bagi guru untuk memenuhi persyaratan di lembaga akademik. 

 Selain  itu,  program  untuk  menarik  individu  yang  berpengalaman  yang  ingin  melakukan  peralihan 
 di  pertengahan  karirnya  juga  perlu  dilakukan  karena  individu  ini  sudah  memiliki  sertifikasi  untuk 
 spesialisasi  khusus  mereka,  sehingga  memotong  waktu  secara  signifikan  untuk  memenuhi 
 persyaratan  sebagai  guru.  Selain  itu,  individu  seperti  diatas  akan  dapat  memberikan  nilai  tambah 
 dengan membagikan pengalaman dan jaringan mereka kepada siswa mereka. 

 157  Berdasarkan wawancara dengan Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pendidikan 

 156  Lebih rinci mengacu pada bagian 6.1.1 
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 Pendanaan dan dukungan regulasi 
 Dukungan langsung mencakup pendanaan atau bantuan langsung dalam menerima pendanaan 
 untuk fasilitas dan peralatan yang terkait dengan perbaikan atau pembuatan program pelatihan 
 untuk kompetensi dengan prioritas tinggi. 

 Dukungan regulasi meliputi standarisasi MoU dan pengembangan Perjanjian Kemitraan yang 
 terstandarisasi  di  antara  pelaku  industri,  lembaga  dan  organisasi  internasional,  dan  lembaga 
 pendidikan  untuk  memudahkan  kemitraan  untuk  kompetensi  yang  menjadi  prioritas.  Selain  itu, 
 hal  ini  juga  akan  mencakup  pemberian  insentif  kepada  pelaku  industri  untuk  bermitra  dengan 
 lembaga pendidikan lokal melalui  levers  regulasi. 

 Untuk  menyediakan  akses  ke  keterampilan  kritikal  dan  yang  baru  muncul,  meminjam  (  borrow  ) 
 bakat  akan  terus  menjadi  bagian  penting  dari  strategi  pengelolaan  bakat.  Untuk  memajukan 
 kompetensi  yang  diprioritaskan,  sektor  ini  perlu  mengembangkan  kemitraan  utama  dengan 
 lembaga  internasional  dalam  menyediakan  tenaga  kerja  ahli  yang  diprioritaskan  pada  kompetensi 
 yang  baru  muncul.  Selain  itu,  harus  ada  MoU  standar  antara  lembaga  internasional  dan  pelaku 
 industri  Indonesia  untuk  transfer  pengetahuan  sebagai  bagian  dari  proyek  infrastruktur  dengan 
 investasi asing. 

 Selain itu, dengan meningkatnya viabilitas teknologi dan peralatan baru, pekerjaan dan 
 keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut akan berubah. Hal ini 
 terlihat  dari  pekerjaan  lapangan,  dengan  peralatan  seperti  drone  yang  memungkinkan  para 
 insinyur  untuk  memeriksa  lokasi  kerja  secara  lebih  efektif  ,  hingga  pekerjaan  yang  bersifat 158

 administratif  (  deskbound  job  ),  dengan  pengoptimalan  proses  robotik  yang  dapat 
 mengotomatiskan  pekerjaan  sederhana  yang  dilakukan  berulang,  seperti  memasukan  data  . 159

 Untuk  mendukung  industri  agar  dapat  melakukan  otomatisasi  pekerjaan  yang  transaksional, 
 pemerintah  perlu  mendanai  proyek  percontohan  (  pilot  project  )  bagi  pelaku  industri  terpilih  dalam 
 menerapkan teknologi, untuk memulai dan mendorong adopsi teknologi baru ke dalam sektor. 

 Studi Kasus: Program Kemitraan – Program Sistem Ganda/  Japanese  Dual 
 System 160

 Program  ini  berawal  dari  Youth  Independence  and  Challenge  Plan  pada  tahun  2004.  Program 
 Sistem  Ganda/  Dual  System  diluncurkan  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan 
 Kesejahteraan,  Kementerian  Pendidikan,  Kementerian  Ekonomi  dan  Kantor  Kabinet.  Hal  ini 
 bertujuan  untuk  menyediakan  sistem  pembelajaran  kerja  yang  terintegrasi.  Siswa  akan  belajar 
 di  sekolah  kejuruan  dan  melakukan  on-the-job  training  di  perusahaan.  Program  ini 
 menargetkan  siswa  sekolah  menengah  yang  menganggur,  pekerja  yang  menganggur,  dan 
 pekerja  paruh  waktu.  Ada  dua  program  yaitu  kursus  kontrak  (kontrak  paruh  waktu  4-6  bulan) 
 dan kursus khusus (kontrak 2 tahun). 

 160  Lebih rinci mengacu pada Bagian 6.1.2 

 159  PwC Robotic Process Automation for Finance Function  in Indonesia 

 158  PwC Drones Report - Skies without limits 
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 Studi Kasus: Program Kemitraan – Sekolah Menengah Meister Korea 161

 Sekolah  Menengah  Meister  diluncurkan  pada  tahun  2010  dan  sekolah  ini  bertujuan  untuk 
 mempersiapkan  tenaga  kerja  dengan  keahlian  khusus  yang  dibutuhkan  industri,  sehingga 
 setelah  lulus  para  siswanya  dapat  bersaing  di  industri.  Pemerintah  juga  mengadakan  program 
 pendidikan  gratis  untuk  Meister  muda  ini.  Alur  pendidikan  yang  diterapkan  adalah  satu  tahun 
 pembelajaran  soft  skill  dan  kemudian  dua  sampai  tiga  tahun  pembelajaran  khusus  pekerjaan. 
 Kurikulum  yang  diterapkan  mengacu  pada  Standar  Kompetensi  Nasional  (SKN),  sehingga 
 kurikulum  dapat  dengan  mudah  dimodifikasi  sesuai  kebutuhan  industri.  Pada  tahun  2013, 
 Sekolah Menengah Meister mulai bekerja sama dengan industri 
 dengan  harapan  dapat  menjamin  dan  mempercepat  pengangkatan  para  siswanya  untuk 
 menjadi  karyawan.  Pelaku  industri  yang  terlibat  antara  lain  Samsung,  Hyundai  Motors,  Institut 
 Teknologi Industri Korea, Asosiasi Pengrajin Korea, Kementerian Pendidikan, Sains 
 dan Teknologi, dan lain-lain. Pada tahun 2018, Sekolah Menengah Meister menambahkan 
 lebih  banyak  prospek  karir  seperti  teknik  mesin,  galangan  kapal,  ilmu  informasi,  semikonduktor 
 dan robotika hingga ilmu makanan. 

 7.2.4  Menciptakan  pandangan  yang  akurat  dan  terdidik  tentang  bidang 
 infrastruktur sebagai karir yang dapat dibanggakan 

 Seperti  yang  telah  ditunjukkan  oleh  data,  meskipun  ketersediaan  tenaga  kerja  berkualitas 
 meningkat  terus,  tidak  berarti  orang-orang  tersebut  akan  bergabung  dengan  sektor  ini.  Dalam  hal 
 remunerasi,  bekerja  di  bidang  infrastruktur  tidak  memberikan  paket  kompetitif  untuk  kondisi  kerja 
 yang  dibutuhkan.  Hal  ini  menambah  pandangan  masyarakat  tentang  peluang  di  bidang 
 infrastruktur  dan  tenaga  kerjanya  sebagai  pekerjaan  yang  sederhana  dan  kotor  tanpa  jenjang 
 karir yang jelas. 

 Membuat dan Mempublikasikan Jalur Karir 
 Dengan  tingginya  pekerjaan  musiman  (  seasonal  jobs  )  dan  informal  di  sektor  konstruksi  ,  sulit 162

 bagi  seseorang  untuk  melihat  pekerjaan  ini  sebagai  bagian  dari  karir.  Sebuah  studi  dan  program 
 percontohan  (  pilot  project  )  untuk  mengembangkan  pekerjaan  yang  dirancang  ulang  (  redesign 
 jobs  )  seharusnya  dilakukan  untuk  1)  Profesionalisasi  pekerja  musiman  melalui  pengembangan 
 keterampilan  core  non-teknis  dan  keterampilan  teknis  utama,  dengan  memberikan  tenaga  kerja 
 jalur  pembelajaran  yang  jelas  dan  pengakuan  penguasaan  keterampilan  khusus,  dan  2) 
 memperbarui  persyaratan  keterampilan,  deskripsi  pekerjaan,  dan  jalur  karir  yang  sangat 
 dipengaruhi oleh teknologi yang muncul, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. 

 Kemudian, studi-studi ini harus dipublikasikan di platform SIAPKerja agar dapat diakses secara 
 bebas oleh tenaga kerja, untuk merencanakan karir dan jalur pembelajaran mereka sendiri, dan 
 pemberi kerja, untuk mendukung jalur karir karyawan mereka. 

 162  Sumber:  Indonesia’s Occupational Employment Outlook  2020 

 161  Lebih rinci mengacu pada Bagian 6.1.3 
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 Contoh:  Toolkit  Perancangan  Ulang  (  Job  Redesign  )  Pekerjaan  untuk  Petugas 
 Pembukuan Akuntansi Singapura 163

 Melaksanakan studi kompensasi dan tunjangan untuk sektor ini 

 Bersamaan  dengan  job  redesign  ,  studi  mengenai  kompensasi  dan  tunjangan  harus  dilakukan 
 untuk  memberikan  penilaian  yang  adil  dan  objektif  tentang  nilai  keterampilan  dalam  sektor 
 infrastruktur.  Kompensasi  dan  tunjangan  adalah  bagian  yang  kuat  dari  employee  value 
 proposition  di  suatu  sektor.  Setelah  studi  dilakukan,  hasilnya  kemudian  harus  dipublikasikan 
 secara  umum  sebagai  panduan  kompensasi  dan  tunjangan  di  sektor  ini,  yang  termasuk  kisaran 
 gaji.  Hal  ini  akan  mendorong  upah  yang  adil  dan  kompetitif  bagi  tenaga  kerja  dan  menarik  lebih 
 banyak orang untuk terlibat di sektor ini. 

 Meluncurkan Kampanye Pemasaran Strategis 
 Terakhir,  kampanye  pemasaran  untuk  pekerjaan  di  bidang  infrastruktur  perlu  diluncurkan  untuk 
 membantu  mengubah  pola  pikir  masyarakat  tidak  hanya  tentang  pekerjaan  di  sektor  ini  tetapi 
 juga tentang pekerjaan kejuruan secara keseluruhan dan untuk mendukung akses inklusif gender 
 terhadap pekerjaan di sektor ini. 

 163  Sumber:  ISCA Job Redesign Toolkit 
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 Studi Kasus: Kampanye Perubahan Pola Pikir 

 Kampanye untuk Mengembangkan Keperawatan (Singapura) 164

 Sektor  perawatan  kesehatan  dan  perawatan  masyarakat  di  Singapura  terus-menerus 
 menghadapi  tantangan  kekurangan  perawat.  Secara  historis,  kekurangan  ini  telah 
 dikendalikan  dengan  cara  mengimpor  tenaga  perawat  dari  negara-negara  Asia  Tenggara 
 lainnya  seperti  Filipina,  Indonesia,  Malaysia  dan  Myanmar.  Dalam  rangka  membatasi  tenaga 
 kerja  asing  serta  persaingan  internasional,  Pemerintah  Singapura  telah  mendorong  untuk 
 membangun kemampuan inti lokal (Local core) yang kuat di sektor ini. 

 Kesulitan dalam membangun kemampuan inti ini adalah karena sebagai sebuah profesi, 
 perawat tidak dilihat sebagai pekerjaan yang menarik bagi orang Singapura dikarenakan 
 gaji, kondisi kerja, dan persepsi sosial tentang pekerjaan tersebut. 

 Pemerintah  Singapura  telah  meluncurkan  kampanye  “Care  to  go  Beyond”  untuk 
 mengembangkan  keperawatan  dan  menarik  kaum  muda  untuk  menjadi  perawat.  Menurut 
 Kementerian  Kesehatan  Singapura,  populasi  yang  menua  di  Singapura  dan  penyakit  kronis 
 yang  lebih  tinggi  telah  menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan  perawatan  kesehatan. 
 Pemerintah  telah  menempatkan  keperawatan  di  garis  depan  dalam  pendekatannya  untuk 
 perawatan kesehatan. Kegiatan kampanye tersebut antara 
 lain: 
 -  Berkolaborasi dengan perusahaan media lokal untuk memproduksi drama 

 keperawatan dan dokumenter. 
 -  Menempatkan konten di media tradisional (iklan media cetak, editorial dan artikel 

 advertorial di surat kabar, iklan di TV, radio dan bioskop) 
 -  Membuat lagu kebangsaan. 
 -  Memperingati hari perawat secara nasional. 
 -  Melibatkan sekolah dan perguruan tinggi untuk menanamkan pola pikir positif 

 tentang keperawatan di kalangan siswa. 
 -  Menawarkan beasiswa untuk mendorong siswa mengejar keperawatan sebagai 

 karir. 
 -  Menggunakan media sosial untuk melibatkan target pemirsa yang lebih muda. 

 Anak muda sekarang sudah lebih banyak mendaftar untuk studi keperawatan. Dari tahun 
 2014  hingga  tahun  2017,  ada  peningkatan  sebesar  20%  dalam  pendaftaran  kursus 
 keperawatan di National University of Singapore, institut pendidikan teknik, dan politeknik. 

 164  Nursing Now Campaign, Government of Singapore, Accessed  18 February 2022, 
 <https://archive.nursingnow.org/case-studies-singapore/> 
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 Kampanye  Peningkatan  Guru  Pendidikan  Lanjutan/  Further  Education  (FE) 
 (Inggris) 165

 Pemerintah  Inggris  menjalankan  kampanye  yang  disebut  #ShareYourSkills  untuk  menarik 
 para  profesional  industri  yang  terampil  dalam  mengajar  di  pendidikan  lanjutan.  Kampanye  ini 
 bertujuan  untuk  menghilangkan  kesalahpahaman  umum  bahwa  gelar  atau  pelatihan  guru 
 diperlukan  untuk  menjadi  guru  pendidikan  lanjutan,  namun  yang  lebih  penting  adalah  guru 
 FE memiliki keterampilan teknis dan mampu menginspirasi generasi 
 berikutnya.  Pendidikan  FE  adalah  program  pendidikan  yang  akan  melibatkan  pembelajaran 
 keterampilan  atau  perdagangan,  mempelajari  mata  pelajaran  kejuruan  mengembangkan 
 karir  profesional,  dan  belajar  sebagai  bagian  dari  magang.  FE  tidak  sama  dengan  pendidikan 
 tinggi  (perguruan  tinggi)  dan  menengah  (Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  bentuk 
 keenam/sixth  form-dua  tahun  menjelang  masuk  ke  pendidikan  tinggi).  Kriteria  untuk  menjadi 
 guru FE adalah mereka yang memiliki pengalaman industri 
 di bidang konstruksi, teknik, dan keuangan. Sebelum resmi menjadi guru FE, guru harus 
 menyelesaikan kursus diklat di beberapa universitas dan balai latihan secara gratis. 

 Mengembangkan kemampuan pencocokan keterampilan untuk SIAPKerja 
 Strategi  pengembangan  SDM  membutuhkan  pemanfaatan  teknologi  secara  aktif  agar  dapat 
 memberikan  pelatihan  dan  membuka  peluang  bagi  tenaga  kerja  di  seluruh  Indonesia.  Meskipun 
 kemajuan  penting  telah  dicapai  dengan  SIAPKerja  dalam  menyediakan  platform  nasional  untuk 
 pengembangan SDM, hal itu masih membutuhkan dukungan dan pengembangan lebih lanjut. 

 Untuk  membantu  tenaga  kerja  terampil  menemukan  peluang,  SIAPKerja  perlu  meluncurkan 
 percontohan (pilot) tentang kapabilitas dalam pencocokan antara bakat dan peluang pekerjaan di 
 bidang  infrastruktur  dibawah  program  pendanaan  bersama  anggota  Satuan  Tugas  IHCDP.  Hal  ini 
 akan  membantu  tenaga  kerja  dalam  menemukan  peluang  di  luar  wilayah  mereka,  serta 
 membuka/menciptakan kumpulan bakat untuk para pemain industri. 

 Selanjutnya,  sebagai  bagian  dari  inisiatif  pemerintah  untuk  memberikan  informasi  kepada  sektor 
 ini, studi OEVS dapat dimasukkan dalam data ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja tahunan 
 SIAPKerja.  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  data  tentang  prospek  pekerjaan 
 Indonesia,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  sektoral,  masih  belum  mencukupi.  OEVS  dapat 
 membantu  dalam  menciptakan  sumber  data  yang  andal  dan  konsisten  untuk  membantu  lembaga 
 pendidikan  dan  pelaku  industri  dalam  membuat  keputusan  terkait  tenaga  kerja.  Apalagi,  dalam 
 studi  ini,  OEVS  yang  dilakukan  dalam  proyek  ini  hanya  mencakup  bidang  infrastruktur  di  delapan 
 provinsi.  Oleh  karena  itu,  kami  merekomendasikan  agar  satuan  tugas  regional  mengumpulkan 
 data  OEVS  dari  semua  provinsi  dan  semua  sektor  secara  teratur,  dan  menjadikannya  sebagai 
 kegiatan wajib bagi bisnis. 

 165  Teach in Further Education Campaign, Government of  United Kingdom  , Diakses 18 Februari 2022, 
 <https://www.teach-in-further-education.campaign.gov.uk/where-to-start-in-further-education.htm> 
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 Studi Kasus:  MyCareersFuture  , Singapura 166

 Untuk  memudahkan  warga  Singapura  menemukan 
 pekerjaan  yang  sesuai  dengan  profil  keahlian 
 mereka,  Workforce  Singapore  telah  meluncurkan 
 MyCareersFuture  sebagai  situs  pekerjaan  (  job 
 board  )  dengan  fitur  untuk  mencocokan  keterampilan 
 pencari kerja dengan peluang terkait. 

 Sistem  ini  telah  berhasil  membuka  kumpulan  talenta 
 untuk  organisasi  dan  memungkinkan  mereka  untuk 
 menyaring  berdasarkan  keterampilan  yang 
 dilaporkan,  sehingga  memudahkan  mereka  untuk 
 menemukan talenta yang relevan. 

 Studi Kasus:  Hello Work  - Jepang 167

 Hello  Work  diluncurkan  pada  tahun  1953  oleh 
 Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan 
 Kesejahteraan  Jepang.  Hello  Work  adalah  pusat 
 layanan  ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk 
 memfasilitasi  pencarian  kerja  dan  memberikan 
 manfaat  asuransi  pengangguran  bagi  warga  sipil 
 Jepang  dan  internasional.  Pencari  kerja  lulusan 
 sekolah  menengah  tanpa  pengalaman  kerja 
 sebelumnya  dapat  menggunakan  Hello  Work  for  New 
 Graduates  yang  menyediakan  layanan  konsultasi 
 karir.  Ada  juga  fasilitas  lain  seperti  konselor  psikolog, 
 tes  bakat  dan  praktek  wawancara  (sampai  maksimal 
 usia 45 tahun). 

 Mempromosikan inisiatif untuk menutup kesenjangan  gender 
 Seperti  disebutkan  di  bagian  sebelumnya  dimana  jumlah  perempuan  kurang  dari  5%  dari  total 
 angkatan  kerja,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  tenaga  kerja  dengan  potensial  besar  yang  belum 
 dimanfaatkan  di  sektor  ini.  Pemberdayaan  perempuan  adalah  inisiatif  yang  melintasi  berbagai 
 sektor  di  seluruh  negeri,  dalam  laporan  ini  kami  akan  berfokus  pada  aspek  pengembangan 
 sumber daya manusia. 

 Menarik perempuan ke dalam sektor 
 Di  luar  inisiatif  yang  telah  disebutkan  di  bagian  sebelumnya,  inisiatif  pertama  terkait  gender  yang 
 direkomendasikan  adalah  mengembangkan  insentif  bagi  perempuan  untuk  masuk  atau 
 bergabung kembali ke angkatan kerja di sektor infrastruktur, yang mencakup: 

 167  Penjelasan lengkap ada di bagian 6.1.2 

 166  Sumber:  Mycareersfuture  , Pemerintah Singapura, <https://www.mycareersfuture.gov.sg/> 
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 ●  Melakukan  kerja  sama  dengan  organisasi  dan  asosiasi  profesional  termasuk  serikat 
 pekerja untuk mengidentifikasi asosiasi profesional 

 ●  Mengembangkan  insentif  pajak  jangka  pendek  atau  dukungan  pendanaan  untuk 
 peningkatan keterampilan/ reskilling untuk mendukung peralihan ke peran yang baru 

 ●  Mengembangkan strategi pemasaran khusus untuk perempuan yang bergabung dengan 
 sektor infrastruktur. 

 Mendukung perempuan ke dalam sektor ini 
 Kategori  inisiatif  lain  yang  direkomendasikan  adalah  mendukung  perempuan  yang  sudah  berada 
 di sektor ini, di bidang berikut: 
 ●  Mendukung  pengembangan  asosiasi  wanita  karir  di  sektor  infrastruktur  untuk  memberikan 

 bimbingan dan panutan bagi perempuan yang bercita-cita tinggi 
 ●  Memberdayakan  lembaga  yang  ditugaskan  untuk  memantau  dan  menyelesaikan  isu 

 diskriminasi  berbasis  gender  dengan  memberikan  legitimasi  dan  dukungan  bagi  organisasi- 
 organisasi  tersebut  agar  perempuan  dapat  merasa  aman  dan  diperlakukan  sama  di 
 lingkungan kerja 

 ●  Mengidentifikasi  mekanisme  untuk  mendukung  pelatihan  dan  penempatan  perempuan  dalam 
 angkatan kerja untuk mendorong kesetaraan peluang yang terlepas dari gender 

 ●  Melakukan  desain  ulang  (  job  redesign  )  agar  peran  utama  dapat  dilaksanakan  tanpa 
 memandang  gender  melalui  penggunaan  teknologi  yang  efektif  dan  cara  kerja  yang  baru, 
 memberikan  peluang  bagi  perempuan  untuk  lebih  terlibat  sebagai  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil selama pelaksanaan desain ulang pekerjaan sektoral. 

 Studi Kasus:  Talent Corp  Malaysia 168

 TalentCorp  Malaysia  mengeluarkan  program  khusus 
 untuk  menarik  perempuan  kembali  ke  dalam  dunia  kerja 
 setelah  jeda  karir  yang  lama,  dengan  memberikan 
 inisiatif dalam bentuk pembebasan pajak 12 bulan. 

 Program  ini  mampu  menarik  lebih  dari  850  perempuan 
 kembali  ke  dunia  kerja  dan  lebih  dari  300  pengusaha 
 terlibat dalam program. 

 168  TalentCorp  Malaysia https://www.talentcorp.com.my/initiatives/career-comeback-programme 
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 7.3 Peta Jalan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional di Sektor 
 Infrastruktur 

 7.3.1 Garis Besar Peta Jalan Rencana Pembangunan SDM Nasional 

 Tabel 16. Garis Besar Peta Jalan Rencana Pembangunan SDM Nasional 

 Aktivitas  Immediate 
 (0-1 tahun) 

 Jangka Pendek 
 (1-3 tahun) 

 Jangka Panjang 
 (3-5 tahun) 

 1. Membentuk struktur tata kelola untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memantau inisiatif 
 pengembangan SDM yang holistik di bidang infrastruktur 

 1.1. Menetapkan Satgas Pengembangan 
 SDM di sektor infrastruktur, baik di 
 tingkat nasional maupun daerah 

 ⚫ 

 1.2. Menyelaraskan strategi, peran dan 
 tanggung jawab pengembangan SDM di 
 sektor infrastruktur, baik di tingkat 
 nasional maupun daerah 

 ⚫ 

 1.3. Menetapkan indikator keberhasilan 
 nasional yang jelas dan mengatur 
 struktur pemantauan melalui 
 pengukuran dan hasil capaian yang 
 fokus pada SDM 

 ⚫ 

 1.4. Mengkomunikasikan strategi dan 
 rencana pengembangan SDM kepada 
 pemangku kepentingan terkait di sektor 
 infrastruktur 

 ⚫  ⚫ 

 1.5. Memantau perkembangan SDM di 
 sektor infrastruktur dan melakukan 
 penyesuaian strategi pengembangan 
 SDM sesuai kebutuhan 

 ⚫  ⚫  ⚫ 

 2. Mengembangkan inisiatif pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan berfokus pada daerah untuk 
 membangun SDM yang kuat dan memiliki keunggulan kompetitif di setiap wilayah 

 2.1 Melakukan analisis kesenjangan 
 untuk pengembangan dan strategi SDM 
 infrastruktur di daerah 

 ⚫ 
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 Aktivitas  Immediate 
 (0-1 tahun) 

 Jangka Pendek 
 (1-3 tahun) 

 Jangka Panjang 
 (3-5 tahun) 

 2.2 Menetapkan tujuan pembangunan 
 SDM  infrastruktur daerah berdasarkan 
 kebutuhan strategis daerah dan 
 pedoman pengembangan SDM nasional 

 ⚫ 

 2.3. Menyesuaikan inisiatif di tingkat 
 nasional untuk memberikan dukungan 
 bagi pengembangan SDM yang selaras 
 dengan tujuan daerah 

 ⚫  ⚫ 

 2.4. Membangun dan meningkatkan 
 inisiatif khusus daerah untuk 
 memperkecill kesenjangan dengan 
 inisiatif di tingkat nasional 

 ⚫  ⚫ 

 2.5. Meninjau pengeluaran anggaran 
 nasional berdasarkan permintaan 
 daerah 

 ⚫  ⚫ 

 3. Membangun pelatihan dan kapasitas akademik, serta menutup kesenjangan dalam keterampilan inti 
 teknis dan non-teknis di sektor infrastruktur 

 3.1 Meninjau dan memperbaharui 
 kerangka kompetensi nasional untuk 
 mencakup persyaratan keahlian secara 
 menyeluruh di sektor infrastruktur 

 ⚫ 

 3.2 Mengembangkan program khusus 
 untuk pelatihan dan kualifikasi guru 
 kejuruan 

 ⚫ 

 3.3. Mengembangkan dan 
 memprioritaskan program berdasarkan 
 pemenuhan kesenjangan yang sudah 
 ditargetkan dan ditetapkan di 
 masing-masing daerah 

 ⚫  ⚫ 

 3.4. Memberikan insentif untuk 
 pengadopsian teknologi baru dan 
 upskilling dari keterampilan yang baru 
 akan muncul (emerging skills) untuk 
 SDM lokal 

 ⚫ 
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 Aktivitas  Immediate 
 (0-1 tahun) 

 Jangka Pendek 
 (1-3 tahun) 

 Jangka Panjang 
 (3-5 tahun) 

 3.5. Mengembangkan dan 
 menyelenggarakan sertifikasi yang 
 terstandarisasi di tingkat nasional 

 ⚫  ⚫ 

 4. Menciptakan pandangan yang akurat dan terdidik tentang karir di sektor infrastruktur sebagai karir 
 yang bermakna dan dapat dibanggakan 

 4.1. Memberikan rekomendasi nasional 
 untuk kisaran gaji di sektor 
 infrastruktur 

 ⚫ 

 4.2. Mengembangkan kampanye untuk 
 peran dan jabatan di sektor 
 infrastruktur untuk mengubah pola pikir 
 masyarakat 

 ⚫  ⚫ 

 4.3. Melaksanakan  Job Redesign  dan 
 mempublikasikan kerangka karir dan 
 rencana sumber daya manusia tahunan 
 untuk sektor yang akan dipublikasikan 
 di SIAPKerja 

 ⚫ 

 4.4 Mengembangkan kapabilitas 
 SIAPKerja untuk dapat 
 mempertemukan para pencari kerja 
 dengan peluang yang tersedia 

 ⚫ 

 4.5 Mengembangkan sistem insentif 
 dan dukungan untuk mengurangi 
 kesenjangan gender di dalam sektor 

 ⚫  ⚫ 
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 7.3.2 Peta Jalan Terperinci Untuk Rencana Pembangunan SDM Nasional 

 Menetapkan Satgas IHCDP 

 Tabel 17. Peta Jalan Terperinci - Membentuk struktur tata kelola untuk menyelaraskan, 
 melaksanakan, dan memantau inisiatif pengembangan SDM yang holistik 

 di sektor infrastruktur 

 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

169
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1th) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 1  Membentuk struktur tata kelola untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memantau inisiatif 
 pengembangan SDM yang holistik di sektor infrastruktur 

 1.1  Menetapkan Satgas 
 Pengembangan SDM di sektor 
 infrastruktur, baik di tingkat 
 nasional maupun daerah 

 Mengembangkan model 
 operasional Satgas IHCD 

 ⚫ 

 1.2  Menyelaraskan strategi, peran 
 dan tanggung jawab 
 pengembangan SDM di sektor 
 infrastruktur, baik di tingkat 
 nasional maupun daerah 

 Mendesain struktur dan 
 peran dalam Satgas IHCD 

 ⚫ 

 Menyetujui pemimpin utama 
 dalam Satgas IHCDP 
 Nasional (CT) dan Satgas 
 IHCDP Regional (RT) 

 ⚫ 

 1.3  Menetapkan indikator 
 keberhasilan nasional yang 
 jelas dan mengatur struktur 
 pemantauan melalui 
 pengukuran dan hasil capaian 
 yang fokus pada SDM 

 Menetapkan indikator 
 keberhasilan Satgas HCD 
 dalam waktu dekat, jangka 
 pendek, dan jangka 
 menengah 

 ⚫ 

 1.4  Mengkomunikasikan strategi 
 dan rencana pengembangan 
 SDM kepada pemangku 
 kepentingan terkait di 
 sektor infrastruktur 

 Memperkenalkan Satgas 
 sebagai program nasional 
 dan mensosialisasikan 
 tanggung jawab dan 
 menyelaraskan alur 
 pengambilan keputusan 

 ⚫ 

 1.5  Memantau perkembangan 
 SDM di sektor infrastruktur 
 dan melakukan penyesuaian 

 Melakukan pemantauan 
 berkala terhadap indikator 
 keberhasilan Satgas 

 ⚫  ⚫  ⚫ 

 169  CT = Satgas IHCDP Nasional, RT = Satgas IHCDP Regional, CG = Pemerintah Pusat, AI = Institusi Pendidikan, PS = Sektor 
 Swasta, O = Lainnya (misal: Organisasi dan asosiasi internasional) 
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 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

169
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1th) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 strategi pengembangan SDM 
 sesuai kebutuhan 

 Meninjau dan memperbaiki 
 HCDP secara berkala atau 
 sesuai kebutuhan 

 ⚫  ⚫  ⚫ 

 Mengembangkan  inisiatif  pengembangan  SDM  yang  sesuai  kebutuhan  dan 
 berfokus  pada  daerah  untuk  membangun  SDM  yang  kuat  dan  memiliki  keunggulan 
 kompetitif di setiap wilayah 

 Tabel 18. Peta Jalan Terperinci - Mengembangkan inisiatif pengembangan SDM yang sesuai 
 kebutuhan dan berfokus pada daerah untuk membangun SDM yang kuat dan memiliki 

 keunggulan kompetitif di setiap wilayah 

 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

170
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 2  Mengembangkan inisiatif pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan berfokus pada daerah untuk 
 membangun SDM  yang kuat dan memiliki keunggulan kompetitif di setiap wilayah 

 2.1  Melakukan analisis 
 kesenjangan untuk 
 pengembangan dan strategi 
 SDM infrastruktur di daerah 

 Melakukan studi di tingkat 
 regional untuk memahami 
 kebutuhan sektor di wilayah 
 tersebut 

 ⚫ 

 2.2  Menetapkan tujuan 
 pembangunan SDM 
 infrastruktur daerah 
 berdasarkan kebutuhan 
 strategis daerah dan 
 pedoman pengembangan 
 SDM nasional 

 Menetapkan tujuan 
 pembangunan untuk SDM 
 infrastruktur daerah yang 
 akan dimonitor secara berkala 

 ⚫ 

 2.3  Menyesuaikan inisiatif di 
 tingkat nasional untuk 
 memberikan dukungan bagi 
 pengembangan SDM yang 

 Mengembangkan prioritas 
 kompetensi lokal dan strategi 
 tenaga kerja/ talenta 

 ⚫  ⚫ 

 170  CT = Satgas IHCDP Nasional, RT = Satgas IHCDP Regional, CG = Pemerintah Pusat, AI = Institusi Pendidikan, PS = Sektor 
 Swasta, O = Lainnya (misal: Organisasi dan asosiasi internasional) 
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 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

170
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 selaras dengan tujuan 
 daerah 

 2.4  Membangun dan 
 meningkatkan inisiatif khusus 
 daerah untuk memperkecill 
 gap dengan inisiatif di tingkat 
 nasional 

 Mengidentifikasi kesenjangan 
 dari inisiatif di tingkat nasional 

 ⚫  ⚫ 

 Mengembangkan inisiatif 
 khusus regional 

 ⚫  ⚫ 

 2.5  Meninjau pengeluaran 
 anggaran nasional 
 berdasarkan permintaan 
 daerah 

 Pengajuan permintaan dana 
 dari Satgas IHCD regional 

 ⚫  ⚫ 

 Meninjau anggaran 
 pembiayaan nasional untuk 
 infrastruktur HCD 

 ⚫  ⚫ 

 Membangun  pelatihan  dan  kapasitas  akademik,  serta  menutup  kesenjangan  dalam 
 keterampilan inti teknis dan non-teknis di sektor terkait 

 Tabel 19. Peta Jalan Terperinci - Membangun pelatihan dan kapasitas akademik, serta 
 menutup kesenjangan dalam keterampilan inti teknis dan non-teknis di sektor terkait 

 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

171
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 3  Membangun pelatihan dan kapasitas akademik, serta menutup kesenjangan dalam keterampilan inti 
 teknis dan non-teknis di sektor terkait 

 3.1  Meninjau dan 
 memperbaharui kerangka 
 kompetensi nasional untuk 
 mencakup persyaratan 
 keahlian secara menyeluruh 
 di sektor infrastruktur 

 Meninjau arsitektur 
 kompetensi untuk kerangka 
 kompetensi nasional untuk 
 sektor infrastruktur 

 ⚫ 

 Memperbaharui kerangka 
 kompetensi di seluruh sektor 
 dan validasi dengan pemain 

 ⚫ 

 171  CT = Satgas IHCDP Nasional, RT = Satgas IHCDP Regional, CG = Pemerintah Pusat, AI = Institusi Pendidikan, PS = Sektor 
 Swasta, O = Lainnya (misal: Organisasi dan asosiasi internasional) 
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 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

171
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 industri 

 3.2  Mengembangkan program 
 khusus untuk pelatihan dan 
 kualifikasi guru kejuruan 
 untuk mempersingkat waktu 

 Mengembangkan dan 
 meluncurkan program  fast 
 track  untuk guru kejuruan 

 ⚫ 

 Mengembangkan dan 
 meluncurkan program untuk 
 menarik peralihan karir 
 menengah sebagai guru 

 ⚫ 

 3.3  Mengembangkan dan 
 memprioritaskan program 
 berdasarkan pemenuhan 
 gap yang ditargetkan dan 
 ditetapkan di masing-masing 
 daerah 

 Memprioritaskan keterampilan 
 inti, yang baru muncul, dan 
 kritis untuk dikembangkan di 
 sektor ini 

 ⚫  ⚫ 

 Mengembangkan program 
 dukungan regulasi dan 
 pendanaan 

 ⚫  ⚫ 

 3.4  Memberikan insentif untuk 
 pengadopsian teknologi baru 
 dan peningkatan 
 keterampilan yang akan 
 muncul (  emerging skills  ) 
 untuk SDM lokal 

 Mengidentifikasi teknologi 
 baru utama yang 
 memungkinkan pengungkit 
 bakat “  bot  ” 

 ⚫ 

 Meluncurkan program 
 percontohan bagi perusahaan 
 untuk menerapkan teknologi 

 ⚫ 

 3.5  Mengembangkan dan 
 menyelenggarakan sertifikasi 
 yang terstandarisasi di 
 tingkat nasional 

 Meninjau persyaratan 
 sertifikasi dan perbarui 
 dengan definisi kerangka 
 kompetensi baru 

 ⚫  ⚫ 
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 Menciptakan pandangan yang akurat dan terdidik tentang karir di sektor 
 infrastruktur sebagai karir yang bermakna dan dapat dibanggakan 

 Tabel 20. Peta Jalan Terperinci - Menciptakan pandangan yang akurat dan terdidik tentang 
 karir di sektor infrastruktur sebagai karir yang bermakna dan dapat dibanggakan 

 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

172
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 4  Menciptakan pandangan yang akurat dan terdidik tentang karir di sektor infrastruktur sebagai karir yang 
 bermakna dan dapat dibanggakan 

 4.1  Memberikan rekomendasi 
 nasional untuk kisaran gaji di 
 sektor infrastruktur 

 Melakukan evaluasi 
 pekerjaan dan studi terkait 
 remunerasi 

 ⚫ 

 Mempublikasikan hasil 
 temuan studi 

 ⚫ 

 4.2  Mengembangkan kampanye 
 untuk peran dan jabatan di 
 sektor infrastruktur untuk 
 mengubah pola pikir 
 masyarakat 

 Mengembangkan strategi 
 branding untuk sektor 
 infrastruktur 

 ⚫ 

 Mengembangkan dan merilis 
 kampanye pemasaran 

 ⚫  ⚫ 

 4.3  Melaksanakan Job Redesign 
 dan mempublikasikan 
 kerangka karir dan rencana 
 sumber daya manusia 
 tahunan untuk sektor yang 
 akan dipublikasikan di 
 SIAPKerja 

 Mengembangkan dan 
 mempublikasikan kerangka 
 kerja karir 

 ⚫ 

 Mengembangkan dan 
 mempublikasikan rencana 
 tahunan SDM menggunakan 
 OEVS 

 ⚫  ⚫ 

 4.4  Mengembangkan kapabilitas 
 SIAPKerja untuk dapat 
 mempertemukan para 
 pencari kerja dengan 
 peluang yang tersedia 

 Mengembangkan kapabilitas 
 SIAPKerja untuk dapat 
 mempertemukan para pencari 
 kerja dengan peluang yang 
 tersedia 

 ⚫ 

 4.5  Mengembangkan sistem 
 insentif dan dukungan untuk 
 mengurangi kesenjangan 
 gender di dalam sektor 

 Mengembangkan program 
 insentif untuk perempuan 
 yang memasuki dan kembali 
 ke angkatan kerja di sektor 
 infrastruktur 

 ⚫  ⚫ 

 172  CT = Satgas IHCDP Nasional, RT = Satgas IHCDP Regional, CG = Pemerintah Pusat, AI = Institusi Pendidikan, PS = Sektor 
 Swasta, O = Lainnya (misal: Organisasi dan asosiasi internasional) 
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 Strategi  Program Kerja 

 Pemangku 
 Kepentingan Utama 

172
 Jangka Waktu 

 CT  RT  CG  AI  PS  O  Immediate 
 (0-1yr) 

 Jangka 
 Pendek 
 (1-3th) 

 Jangka 
 Menengah 

 (3-5th) 

 Mengembangkan program 
 dukungan bagi perempuan 
 dalam angkatan kerja untuk 
 berkembang 

 ⚫  ⚫ 

 7.3.3 Hasil Keluaran yang Diharapkan 

 Tabel 21. Hasil Keluaran yang Diharapkan 

 Aktivitas  Hasil Keluaran yang Diharapkan 

 1. Membentuk struktur tata kelola untuk 
 menyelaraskan, melaksanakan, dan 
 memantau inisiatif pengembangan SDM 
 yang holistik di sektor terkait 

 ●  Badan yang terpusat dan bertanggung jawab 
 atas pengembangan SDM di sektor 
 infrastruktur 

 ●  Peran dan tanggung jawab dalam 
 pengembangan SDM di sektor infrastruktur 

 ●  Indikator keberhasilan 

 2. Mengembangkan inisiatif pengembangan 
 SDM yang sesuai kebutuhan dan berfokus 
 pada daerah untuk membangun SDM  yang 
 kuat dan memiliki keunggulan kompetitif di 
 setiap wilayah 

 ●  Tujuan pengembangan SDM daerah 
 ●  Anggaran untuk pengembangan tenaga kerja 

 daerah 
 ●  Anggaran untuk pengembangan tenaga kerja 

 nasional 

 3. Membangun pelatihan dan kapasitas 
 akademik, serta menutup kesenjangan 
 dalam keterampilan inti teknis dan 
 non-teknis di sektor terkait 

 ●  Kerangka kompetensi yang telah diubah 
 ●  Kerangka kompetensi yang telah diperbarui 

 untuk sektor terkait 
 ●  Strategi  sourcing  untuk posisi kritikal 
 ●  Rencana transisi untuk posisi non-kritikal 
 ●  Dukungan regulasi dan pendanaan yang 

 ditargetkan 
 ●  MoU dan perjanjian kemitraan yang 

 terstandarisasi 
 ●  Program  fast track  untuk guru kejuruan 
 ●  Kurikulum yang telah ditinjau 
 ●  Daftar sertifikasi yang terkonsolidasi 
 ●  Perjanjian pendanaan langsung untuk lembaga 

 pendidikan 
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 Aktivitas  Hasil Keluaran yang Diharapkan 

 ●  Perjanjian pendanaan untuk lembaga 
 pendidikan yang terstandarisasi 

 ●  Insentif untuk para pelaku industri 

 4. Menciptakan pandangan yang akurat dan 
 terdidik tentang karir di sektor infrastruktur 
 sebagai karir yang bermakna dan dapat 
 dibanggakan 

 ●  Studi remunerasi di sektor terkait 
 ●  Kampanye pemasaran untuk EVP 
 ●  Kerangka karir untuk pekerjaan di sektor terkait 
 ●  Pencocokan keterampilan melalui SIAPKerja 

 7.3.4 Dampak yang Diharapkan 

 Meningkatnya  kecepatan  dalam  pengambilan  keputusan  -  Melalui  badan  pusat  yang 
 mengelola  pengembangan  SDM  di  bidang  infrastruktur  dan  tanggung  jawab  masing-masing 
 pemangku  kepentingan  yang  jelas,  rencana  pengembangan  SDM  dapat  tetap  memiliki 
 ketangkasan  dan  beradaptasi  berdasarkan  lanskap  yang  berubah,  baik  di  Indonesia  maupun 
 secara global. 

 Meningkatnya  dampak  dari  sumber  daya  yang  terpakai  -  Dengan  adanya  program  yang  saat 
 ini  menargetkan  dan  memprioritaskan  kompetensi  dan  strategi  tenaga  kerja  (talenta)  yang 
 membutuhkan  ukuran  keberhasilan  yang  jelas.  Program-program  yang  tidak  berhasil  dapat 
 dikurangi agar sumber daya yang tersedia dapat disalurkan ke program-program yang berhasil. 

 Peningkatan  penggunaan  kerangka  kompetensi  sebagai  titik  awal  untuk  HCD  -  Kerangka 
 kompetensi  nasional  akan  lebih  sering  digunakan  baik  oleh  Pelaku  Industri  maupun  lembaga 
 Pendidikan  dan  akan  memungkinkan  terjadinya  komunikasi  yang  lebih  mudah  antara  dua 
 kelompok pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum dan kemitraan. 

 Mengurangi  hambatan  dalam  melakukan  kemitraan  -  Dengan  adanya  MoU  dan  perjanjian 
 kemitraan  yang  terstandarisasi,  serta  adanya  tambahan  insentif  bagi  pelaku  industri,  diharapkan 
 dapat mengurangi hambatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan pelaku industri. 

 Mengurangi  kesenjangan  pada  keterampilan  yang  akan  muncul  -  Dengan  meningkatnya 
 kemudahan  kemitraan  dengan  organisasi  internasional  dan  fasilitas/peralatan  yang  lebih  baik, 
 juga dengan inisiatif “  borrow  ”, kesenjangan pada keterampilan  yang muncul akan berkurang. 

 Mengurangi  kesenjangan  dalam  keterampilan  inti  -  Dengan  pendekatan  kompetensi  yang 
 telah  ditargetkan,  kompetensi  inti  yang  ditetapkan  dengan  benar,  fasilitas  dan  peralatan  yang 
 lebih  baik,  dan  tambahan  guru  melalui  program  fast  track,  kesenjangan  keterampilan  inti,  yang 
 termasuk keterampilan digital dasar, akan berkurang. 

 Mengurangi  kesenjangan  gender  di  sektor  terkait  -  Dengan  insentif  dan  dukungan  untuk 
 pekerja  perempuan  di  sektor  infrastruktur,  partisipasi  pekerja  perempuan  akan  meningkat  dan 
 mengurangi kesenjangan gender di sektor. 
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 Distribusi  keterampilan  khusus  yang  lebih  baik  secara  nasional  -  Dengan  setiap  daerah 
 diberi  kesempatan  untuk  memprioritaskan  kompetensi  berdasarkan  konteks  serta  insentif  untuk 
 menspesialisasikan  kompetensi  yang  dimaksud,  daerah  lainnya  akan  mulai  mengembangkan 
 keterampilan khusus dan mengembangkan keunggulan kompetitif. 

 Mobilitas  tenaga  kerja  yang  lebih  baik  -  Sistem  pencocokan  keterampilan  melalui  platform 
 SIAPKerja,  yang  dikombinasikan  dengan  sertifikasi  yang  terstandarisasi  dan  keterampilan  yang 
 telah  didefinisikan,  akan  meningkatkan  kumpulan  talenta  bagi  perusahaan,  memungkinkan 
 perusahaan untuk terhubung dengan talenta yang sebelumnya sulit diakses. 

 Meningkatnya  minat  terhadap  pekerjaan  di  bidang  infrastruktur  -  Jalur  karir  yang  jelas  dan 
 struktur  remunerasi  yang  telah  direvisi  akan  meningkatkan  EVP  di  sektor  infrastruktur,  bersamaan 
 dengan kampanye pemasaran, akan mendatangkan lebih banyak minat ke sektor infrastruktur. 
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 7.4  Rekomendasi  Program  Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah 
 Jepang 

 7.4.1 Latar Belakang 
 Visi  Indonesia  2045  Presiden  Jokowi  fokus  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara 
 dengan  perekonomian  terbesar  ke-4  atau  ke-5  dengan  membangun  infrastruktur  Indonesia 
 melalui  komitmen  pelaksanaan  41  proyek  strategis  nasional.  Dalam  enam  tahun  terakhir, 
 anggaran  pembangunan  infrastruktur  selalu  yang  tertinggi  (Rp  417,4  triliun)  di  antara  sektor 
 lainnya.  Di  sektor  infrastruktur,  transportasi  adalah  dan  akan  menjadi  yang  tertinggi  di  antara 
 anggaran lain yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. 

 Untuk  melaksanakan  proyek  strategis  nasional  di  bidang  infrastruktur,  pemerintah  perlu 
 meningkatkan  sumber  daya  manusia  di  sektor  infrastruktur  .  Berdasarkan  Laporan  Bank 
 Dunia  tahun  2020,  Human  Capital  Index  (HCI)  Indonesia  (0,54)  lebih  rendah  dibandingkan 
 Vietnam  (0,69)  dan  Malaysia  (0,61),  meskipun  Human  Development  Index/HDI  Indonesia  (0,718) 
 pada tahun 2020 lebih tinggi dari Vietnam (0,704). 

 Dalam  10  tahun  ke  depan,  Indonesia  akan  mengalami  bonus  demografi  penduduk  produktif 
 (usia  15-64  tahun)  yang  meningkatkan  urgensi  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  sistem 
 pendidikan dan lingkungan kerja saat ini. 

 Berdasarkan  temuan  dan  wawancara  dengan  para  pemangku  kepentingan,  ada  kekhawatiran 
 tentang  distribusi  tenaga  kerja  yang  tidak  merata  di  Pulau  Jawa  dan  di  luar  Pulau  Jawa  dari 
 segi  kuantitas  dan  kualitas  .  Perusahaan  di  bidang  infrastruktur  jarang  merekrut  dari  luar  Pulau 
 Jawa  karena  daya  saing  yang  rendah  dan  tidak  memenuhi  standar  kompetensi  perusahaan. 
 Melihat  perkembangan  infrastruktur  di  luar  Pulau  Jawa  saat  ini,  perlu  ada  inisiatif  untuk 
 meningkatkan  dan  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (  soft  skill  dan  hard  skill  ) 
 untuk mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa. 

 Faktor  lain  seperti  munculnya  keterampilan  baru  yang  dipicu  oleh  perkembangan  teknologi 
 dan  kondisi  lingkungan  seperti  perubahan  iklim  akan  menunjukkan  kompetensi  yang  hilang  di 
 pasar  tenaga  kerja  saat  ini.  Kompetensi  teknis  bagi  perencana  terkait  Engineering  Procurement 
 Contract  (EPC)  penting  untuk  ditingkatkan  keterampilannya  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa, 
 kontrak  dan  sengketa  konstruksi,  serta  manajemen  proyek,  khususnya  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil 
 di kementerian terkait. 

 Selain  keterampilan  baru  yang  muncul,  kompetensi  teknis  non  inti  penting  lainnya,  termasuk 
 keterampilan  interpersonal,  profesionalisme,  ketergantungan  dan  keandalan,  adaptasi  dan 
 fleksibilitas,  kolaborasi,  kelancaran  digital  dasar,  fundamental  bisnis,  komunikasi,  layanan 
 pelanggan,  dan  hubungan  juga  kurang  dalam  angkatan  kerja  saat  ini.  Khusus  untuk  Pegawai 
 Negeri  Sipil  Indonesia  ,  mereka  dituntut  untuk  ditingkatkan  dalam  kompetensi  teknis  non  inti  ini, 
 1)  pendekatan  desain  yang  human-centric  ,  2)  jejaring  sosial,  3)  crowdsourcing  ,  4)  co-creation  ,  5) 
 prototyping  ,  serta  6)  negosiasi,  7)  membangun  kepercayaan,  8)  diplomasi  dan  mediasi,  agar 
 dapat  menjalankan  perannya  secara  lebih  efektif  dan  melayani  kebutuhan  warga  negara 
 Indonesia  dengan  lebih  baik.  Identifikasi  kompetensi  prioritas  tersebut  akan  menjadi  landasan 
 program  pengembangan  sumber  daya  manusia  ke  depan  yang  akan  dilaksanakan  di 
 lapangan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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 Saat  ini,  ada  kekhawatiran  di  dunia  pendidikan  vokasi  mengenai  penurunan  demografi  guru 
 profesional  ,  di  mana  sebagian  besar  guru  dan  instruktur  memasuki  usia  pensiun.  Minimnya 
 tenaga  pengajar  dan  instruktur  akan  mempengaruhi  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  kerja  muda 
 yang  dihasilkan  oleh  lembaga  pendidikan.  Hal  ini  akan  menyebabkan  pembangunan  sumber 
 daya  manusia  yang  kurang  baik  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  stagnan.  Oleh  karena  itu, 
 perlu  dilakukan  tindakan-tindakan  untuk  memastikan  pembangunan  infrastruktur  Indonesia  terus 
 melaju dengan dukungan sumber daya manusia yang lebih baik 

 7.4.2 Dasar Rasional Program 

 Tujuan  keseluruhan  dari  program  ini  adalah  untuk  mengembangkan  tenaga  kerja  kelas  dunia 
 yang siap dan mampu membangun infrastruktur untuk pertumbuhan Indonesia. 

 Untuk mencapai tujuan keseluruhan, program akan menargetkan strategi pertama dan ketiga: 
 (1)  Menetapkan  struktur  tata  kelola  untuk  menyelaraskan,  melaksanakan,  dan  memantau  inisiatif 

 pengembangan SDM yang holistik di sektor infrastruktur 
 (3)  Membangun  pelatihan  dan  kapasitas  akademik,  serta  menutup  kesenjangan  dalam 

 keterampilan inti teknis dan non-teknis di sektor terkait 

 Gambar 54. Program JICA untuk Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional di 
 Sektor Infrastruktur 
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 7.4.3 Komponen Program dan Skema Implementasi 

 7.4.3.1 Komponen Program 

 Program yang diusulkan akan memiliki dua komponen 

 Tabel 22. Komponen Program 

 Komponen 
 Strategi 

 Langkah yang 
 direkomendasikan 

 Aktivitas  Deskripsi Aktivitas 

 1. Membentuk 
 struktur tata kelola 
 untuk menyelaraskan, 
 melaksanakan, dan 
 memantau inisiatif 
 pengembangan SDM 
 yang holistik di sektor 
 terkait 

 1.2. Menyelaraskan 
 strategi, peran dan 
 tanggung jawab 
 pengembangan SDM 
 di sektor infrastruktur, 
 baik di tingkat nasional 
 maupun daerah 

 1.2.1 Dukungan 
 kesepakatan dan 
 kemitraan 

 Berpartisipasi dalam rapat koordinasi dengan 
 infrastruktur Satgas Human Capital 
 Development (Satgas IHCD) di tingkat 
 nasional untuk menyelaraskan strategi, peran 
 dan tanggung jawab pengembangan SDM di 
 sektor infrastruktur 

 3. Membangun 
 pelatihan dan 
 kapasitas akademik, 
 serta menutup 
 kesenjangan dalam 
 keterampilan inti 
 teknis dan non-teknis 
 di sektor terkait 

 3.3. Mengembangkan 
 dan memprioritaskan 
 program berdasarkan 
 pemenuhan 
 kesenjangan yang 
 ditargetkan dan 
 ditetapkan di 
 masing-masing daerah 

 3.3.1 
 Pengembangan 
 strategi pendanaan 
 dari sektor swasta 

 Bekerja sama dengan Satgas IHCD untuk 
 mengembangkan strategi untuk 
 meningkatkan pendanaan dari swasta dalam 
 inisiatif pengembangan SDM di sektor 
 infrastruktur 

 3.3.2 Beasiswa 
 untuk ASN di bidang 
 Infrastruktur 

 a.  Memberikan beasiswa untuk program 
 magister dan doktoral di Universitas 
 Jepang (Kyoto University, Tohoku 
 University, Tokyo Institute of Technology, 
 Osaka University, Nagoya University, dan 
 University of Tokyo), dengan program 
 tertentu yang terkait dengan perencanaan 
 kota (  urban planning  ),  Zero Emission  , 
 Logistik, dan Teknologi Kelautan. 

 b.  Mendukung OJT jangka pendek (dalam 
 bentuk program beasiswa) dengan 
 Pemerintah Jepang untuk meningkatkan 
 pengetahuan praktis dan pemahaman 
 tentang praktik terbaik dalam kompetensi 
 tertentu seperti pengelolaan sampah, 
 perencanaan kota, dll. 

 3.3.3 Peningkatan 
 pendidikan vokasi 
 (Kemitraan dengan 
 Industri) 

 Meningkatkan keberhasilan MoU dan 
 kemitraan untuk kompetensi yang 
 diprioritaskan melalui standarisasi MoU dan 
 program kemitraan dengan institusi lokal dan 
 internasional (misalnya meningkatkan 
 magang, pelatihan instruktur, memperbarui 
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 Komponen 
 Strategi 

 Langkah yang 
 direkomendasikan 

 Aktivitas  Deskripsi Aktivitas 

 dan/atau menambah kompetensi yang 
 diprioritaskan di sektor infrastruktur, 
 mendorong praktisi untuk berpartisipasi 
 dalam kelas khusus) 

 3.3.4 Kemitraan 
 Indonesia dan 
 Jepang antara 
 pemerintah daerah 
 (kota) untuk 
 manajemen 
 pembangunan 
 infrastruktur yang 
 lebih baik 

 a.  Memberikan pelatihan atau berbagi 
 pengetahuan untuk meningkatkan 
 pengetahuan praktis dan best practices 

 b.  Peer learning  dengan perwakilan negara 
 lain dengan melakukan studi lintas bidang 
 untuk berbagi pengetahuan dan 
 memberikan inisiatif atau solusi yang 
 lebih baik untuk masalah infrastruktur di 
 setiap kota 

 3.3.5 Kemitraan 
 dengan pemerintah 
 pusat untuk 
 meningkatkan 
 keterampilan ASN 
 Indonesia dalam 
 perencanaan 

 a.  Menyediakan penilaian kompetensi, 
 sistem pengembangan kompetensi 
 terintegrasi, dan pengembangan pusat 
 pembelajaran  big data analytics 

 b.  Memberikan pelatihan atau berbagi 
 pengetahuan untuk meningkatkan 
 pengetahuan praktis dan  best practices 

 c.  Peer learning  antara ASN Jepang dan 
 ASN Indonesia dengan melakukan studi 
 lintas bidang untuk berbagi pengetahuan 
 dan memberikan inisiatif atau solusi untuk 
 melayani warga sipil lebih baik 

 d.  Menyediakan program sertifikasi 
 e.  Memberikan bantuan dan program 

 afirmatif lainnya, khususnya bagi ASN di 
 wilayah Papua dan Papua Barat 

 3.3.6 Peningkatan 
 pendidikan vokasi 
 (  Class 
 enhancement  ) 

 Menyediakan dana untuk menambah kelas 
 dan fasilitator pada kompetensi prioritas, 
 sehingga meningkatkan kuantitas lulusan 
 yang siap kerja 

 3.3.7 Program 
 pertukaran pelajar 
 vokasi 

 Mendukung program pertukaran pelajar antar 
 institusi pendidikan di Indonesia dan Jepang, 
 khususnya pada program-program yang 
 berkaitan dengan bidang infrastruktur 

 3.4. Memberikan 
 insentif untuk 
 pengadopsian 

 3.4.1 Peningkatan 
 pendidikan vokasi 
 (fasilitas) 

 Mendukung BLK/SMK/Politeknik dengan 
 menyediakan peralatan/teknologi terkini 
 sesuai kebutuhan industri, khususnya di 
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 Komponen 
 Strategi 

 Langkah yang 
 direkomendasikan 

 Aktivitas  Deskripsi Aktivitas 

 teknologi baru dan 
 peningkatan 
 keterampilan yang 
 berkembang 
 (  emerging skills  ) untuk 
 SDM lokal 

 bidang infrastruktur. 

 3.5. Mengembangkan 
 dan 
 menyelenggarakan 
 sertifikasi yang 
 terstandar di tingkat 
 nasional 

 3.5.1. Studi untuk 
 memastikan 
 prosedur sertifikasi 
 yang terstandarisasi 

 Melakukan studi tentang sistem sertifikasi 
 saat ini di sektor utama dan mengidentifikasi 
 best practice untuk memastikan distribusi 
 sertifikasi yang terstandarisasi di sektor 
 infrastruktur. 

 Dengan penerima manfaat tertentu seperti yang tercantum di bawah ini: 

 Tabel 23.  Specific Beneficiaries 

 Aktivitas  Penerima Manfaat 

 1.2.1  Dukungan kesepakatan dan kemitraan Pemerintah  Pusat  Pemerintah Pusat 

 3.3.1.  Pengembangan strategi pendanaan swasta  ●  Pemerintah pusat dan daerah 
 ●  SatGas IHCD 

 3.3.1  Beasiswa PNS dan Perusahaan Swasta (termasuk  BUMN) di 
 bidang infrastruktur 

 PNS yang berasal dari kementerian dan 
 lembaga terkait (e.g Bappenas, KemenPUPR, 
 Kemenhub, Kemenaker, Kemendikbud)/ 
 Instruktur BLK UPTP 

 3.3.2  Peningkatan pendidikan vokasi (Kemitraan dengan  Industri)  ●  BLK lokal & BLK UPTP/SMK/ Politeknik 
 ●  Sektor Swasta 

 3.3.3  Kemitraan Indo-Jepang antar pemerintah daerah  (kota) untuk 
 pengelolaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik 

 PNS dari pemerintah daerah di bidang 
 infrastruktur/BLK daerah (Provinsi/Kota) 

 3.3.4  Kemitraan dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan 
 keterampilan pegawai negeri sipil Indonesia dalam perencanaan 

 PNS (aparat perencana) dari pemerintah 
 pusat dan daerah 

 3.3.5  Peningkatan pendidikan vokasi (Peningkatan Kelas)  BLK lokal & BLK UPTP/SMK/ Politeknik 

 3.3.6  Program pertukaran pelajar vokasi  Mahasiswa kejuruan (SMK/politeknik/BLK) 

 3.4.1  Peningkatan (fasilitas) pendidikan vokasi  BLK lokal & BLK UPTP/SMK/ Politeknik 

 3.5.1  Studi untuk memastikan prosedur sertifikasi  terstandarisasi  ●  Pemerintah pusat dan daerah 
 ●  Perusahaan swasta 
 ●  Asosiasi terkait sertifikasi 
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 Rincian lebih lanjut pada aktivitas 3.3.1, beasiswa untuk pegawai negeri sipil dan perusahaan 
 swasta di sektor infrastruktur, dapat mempertimbangkan jurusan dan universitas untuk program 
 magister serta pelatihan pada Tabel 7.11 terkait dengan keterampilan yang akan dibutuhkan di 
 masa depan berdasarkan temuan penelitian ini. 

 Tabel 24. Pelatihan dan Pilihan Sementara Universitas untuk Program Beasiswa 

 Keterampilan 
 yang 

 Dibutuhkan 
 (Tinggi) 

 ASN Swasta  Tipe Pelatihan 
 /Pendidikan 

 Program Spesifik  Pilihan Sementara 
 untuk Institusi 

 Pendidikan 

 Dekarbonisasi  ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Material Flow 
 Management  atau 
 Energy Science 

 Ritsumeikan University, 
 Kyoto University 

 Contract 
 Engineering 

 ✔  Pelatihan dan 
 Sertifikasi 

 Contract 
 Engineering 

 Tersedia atas 
 permintaan 

 Teknik 
 Terowongan 

 ✔  ✔  Pelatihan dan 
 Sertifikasi 
 Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Teknik Sipil 
 berfokus pada 
 Konstruksi Bawah 
 Tanah dan Teknik 
 Terowongan  atau 
 Teknik Geoteknik 

 University of Tokyo, 
 Kyoto University, 
 Kyushu University, 
 Hokkaido University, 
 Tokyo Institute of 
 Technology, Tohoku 
 University 

 BIM  ✔  ✔  Pelatihan dan 
 Sertifikasi 

 Pelatihan  BIM   Tersedia atas 
 permintaan 

 Urban Planning  ✔  ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Urban 
 Management 

 Kyoto University, 
 Osaka University, 
 Tokyo Institute of 
 Technology, University 
 of Tokyo 

 Logistic Network 
 Engineering 

 ✔  ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Systems 
 Innovation 

 University of Tokyo 

 Transit Oriented 
 Development 

 ✔  ✔  Training and 
 Certification 

 Transit Oriented 
 Development 

 Tersedia atas 
 permintaan 

 Pengembangan 
 Kebijakan 

 ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Public Policy  University of Tokyo, 
 Osaka University, 
 Graduate Institute For 
 Policy Studies 
 (GRIPS), Ritsumeikan 
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 Keterampilan 
 yang 

 Dibutuhkan 
 (Tinggi) 

 ASN Swasta  Tipe Pelatihan 
 /Pendidikan 

 Program Spesifik  Pilihan Sementara 
 untuk Institusi 

 Pendidikan 

 University, International 
 University of Japan, 
 Hitotsubashi University, 
 Meiji University 

 Human-centric 
 Design 
 Approach  

 ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Engineering 
 Procurement 
 Contract 

 ✔  Pelatihan dan 
 Sertifikasi 

 Manajemen 
 proyek berfokus 
 pada  Engineering 
 Procurement 
 Contract 

 Tersedia atas 
 permintaan 

 Big Data 
 Analytics 

 ✔  ✔  Gelar 
 (Magister/Doktor) 

 Data Analytics  University of Tokyo, 
 Osaka University, 
 Kyoto University, Tokyo 
 Institute of Technology  Data Science  ✔  Gelar 

 (Magister/Doktor) 
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 7.5 Rekomendasi Kerangka Kerja Standar dan Metode Pengembangan HCDP 

 7.5.1 Kerangka Kerja Standar 

 Proyek  masa  depan  dapat  menggunakan  kerangka  kerja  berikut  ini  sebagai  prinsip  panduan 
 dalam mengembangkan rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia: 

 Gambar 55. Kerangka kerja rencana pengembangan sumber daya manusia 

 Tiga  Faktor  Tenaga  Kerja  Nasional  (pendidikan,  sektor  industri,  dan  konteks  sosial)  merupakan 
 perspektif  holistik  dari  kerangka  kerja.  Faktor  pendidikan  meliputi  perspektif  pelajar  (dinamika 
 pembelajaran,  biaya,  dan  lapangan  kerja),  tenaga  kerja  akademik  (dosen  dan  staf  pendukung), 
 sektor  operasional  (kurikulum  dan  fasilitas)  dan  institusi  (peraturan,  tata  kelola,  masyarakat,  dan 
 komunikasi).  Faktor  sektor  industri  mencakup  perspektif  pergeseran  model  operasi  di  industri, 
 pendefinisian  pekerjaan  bernilai  tambah  tinggi  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan.  Konteks  sosial 
 mencakup  perspektif  pendekatan  whole-of-society  platform  sebagai  pengganda  (kebijakan, 
 digital,  dan  elemen  fisik),  lanskap  ketenagakerjaan,  dan  kepatuhan  terhadap  kesetaraan  dan 
 inklusivitas. 

 Dalam  menyusun  rencana  pengembangan  sumber  daya  manusia,  strategi  dan  rencana 
 berangkat  dari  kesenjangan  pekerjaan  sektor  infrastruktur  yang  ada  dan  yang  akan  datang, 
 penyelesaian  tantangan,  dan  mencapai  tujuan.  Hasil  analisis  kesenjangan  pekerjaan  yang  ada 
 dan  yang  akan  datang  menarik  kesimpulannya  dari  tinjauan  sektor  infrastruktur  yang  membahas 
 keterampilan  tenaga  kerja  Indonesia  saat  ini  dan  di  masa  depan,  ketersediaan  dan  kebutuhan, 
 serta  kekuatan  eksternal  dan  internal  yang  membentuk  lanskap  sektor  Indonesia.  Analisis 
 dilakukan  dari  perspektif  Faktor  Tenaga  Kerja  Nasional  dan  dengan  demikian  mencakup 
 pengujian kompetensi sektor infrastruktur, industri, kuantitas, dan lembaga pendidikan. 

 Keluaran  dari  Peta  Jalan  Strategi  dan  Implementasi  Rencana  Pengembangan  Sumber  Daya 
 Manusia  dikembangkan  untuk  memberikan  rekomendasi  kegiatan  komunikasi,  pembiayaan,  dan 
 kerangka  regulasi  baru  bagi  para  pemangku  kepentingan  termasuk  pemerintah,  industri,  lembaga 
 pendidikan, dan organisasi internasional untuk mencapai hasil Visi Indonesia 2045. 

 161 



 7.5.2 Metodologi Standar 
 Berdasarkan  metode  standar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  ada  batasan  dan  asumsi 
 tertentu yang harus diperhitungkan dalam hasil proyek ini untuk memastikan relevansi.  

 Beberapa keterbatasan dan rekomendasi saat ini dalam kajian ini adalah:  
 1.  Hambatan dalam pelaksanaan kerja lapangan akibat pandemi COVID-19  

 Untuk  mendapatkan  analisis  yang  lebih  baik,  pada  kajian  selanjutnya  kami 
 merekomendasikan  untuk  mempertimbangkan  kondisi  yang  terjadi  selama  dua  tahun 
 terakhir,  seperti  pandemi,  ketidakstabilan  ekonomi,  dll.  Selain  itu,  survei  harus  dilakukan 
 secara  berkala  untuk  memastikan  tidak  ada  faktor  eksternal  yang  menghambat  kedalaman 
 analisis. 

 2.  Analisis  terbatas  karena  cakupan  dan  ukuran  pengambilan  sampel  yang  berbeda  dari 
 OEVS tahun 2019 dan OEVS saat ini 
 Untuk  pelaksanaan  OEVS  di  tahun-tahun  berikutnya,  kami  merekomendasikan  agar  cakupan 
 geografis,  KBLI,  dan  ukuran  sampel  harus  ditentukan  dan  dibakukan  untuk  dapat 
 membandingkan  hasil  OEVS  dari  tahun  ke  tahun  dan  mendapatkan  hasil  analisis  yang  lebih 
 mendalam. 

 3.  Analisis terbatas untuk ASN karena tidak tersedianya data sekunder  
 Di  masa  mendatang,  kami  dapat  melakukan  analisis  yang  lebih  baik  dengan  data  sekunder 
 yang  memadai  yang  disediakan  oleh  kementerian  dan  badan  terkait  serta  lembaga  lain, 
 misalkan  model  kompetensi  ASN,  serta  program  atau  kurikulum  pelatihan  dan 
 pengembangan ASN yang berlaku di Kementerian terkait. 

 4.  Diskusi dengan pemangku kepentingan tidak mencakup semua subsektor  
 Untuk  pemahaman  dan  analisis  yang  lebih  baik,  semua  subsektor  terkait  harus  diwawancarai 
 untuk mencakup lebih banyak tentang sektor yang dikaji di masa depan. 

 Selanjutnya,  ada  beberapa  asumsi  dalam  kajian  ini  yang  perlu  dipertimbangkan  kembali  ketika 
 melakukan jenis kajian yang sama, antara lain: 
 1.  Definisi tenaga kerja tidak terampil dan terampil 

 Tenaga  kerja  tidak  terampil  dikaitkan  dengan  pencapaian  pendidikan  sekolah  menengah  atas 
 atau  lebih  rendah,  sedangkan  tenaga  kerja  terampil  dikaitkan  dengan  pencapaian  pendidikan 
 diploma atau lebih tinggi. 

 2.  Proyek yang dipertimbangkan terbatas pada proyek yang dikelola Pemerintah 
 Perhitungan  dan  analisis  untuk  kajian  ini  hanya  mencakup  proyek-proyek  terkait  yang 
 direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola oleh pemerintah dari semua tingkatan. 

 3.  Perubahan teknologi 
 Perubahan teknologi termasuk dalam proyeksi jangka pendek hingga jangka panjang. 

 4.  Masa berlaku analisis dan rekomendasi 
 Masa  berlaku  hasil  analisis  dan  rekomendasi  dari  survei  OEVS  hanya  berlaku  untuk  jangka 
 waktu  yang  singkat;  oleh  karena  itu,  perlu  untuk  mengumpulkan  data  secara  teratur  untuk 
 memperbarui hasil. 

 5.  Batasan analisis kesenjangan kuantitatif 
 Analisis  kesenjangan  kuantitatif  terbatas  pada  definisi  ketersediaan  tenaga  kerja  kami,  yang 
 diperkirakan berdasarkan jumlah total tenaga kerja berkualitas di pasar. 

 6.  Generalisasi hasil untuk tingkat nasional terbatas 
 Data  primer  yang  digunakan  dalam  proyek  ini  berasal  dari  perusahaan  dengan  skala  usaha 
 menengah dan besar dari provinsi terpilih. 
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 7.5.2.1 Pendekatan dan metodologi analisis internal dan eksternal 

 Yang  dimaksud  dengan  analisis  internal  adalah  analisis  kekuatan  yang  membentuk  gambaran 
 umum  sektor  Indonesia,  yang  didapatkan  dari  rencana  strategis  nasional  Indonesia,  pemerintah, 
 peraturan,  pendidikan  formal  dan  informal,  tenaga  kerja,  kompetensi,  dan  keterampilan.  Masukan 
 analisis  berasal  dari  tinjauan  dokumen  dan  konsultasi  dengan  para  pemangku  kepentingan. 
 Keluaran analisis internal adalah lanskap makro dan masa depan sektor terkait. 

 Untuk  memahami  prioritas  dan  arah  pembangunan  Indonesia,  rencana  strategis  nasional, 
 misalnya  Visi  Indonesia  2045,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional,  Rencana 
 Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional,  dan  rencana  strategis  Kementerian  terkait  dapat 
 ditinjau  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  proyeksi  dan  gambaran  umum  sektor-sektor 
 tertentu di Indonesia. 

 Untuk  faktor  pemerintah,  inisiatif  kementerian  dan  lembaga  untuk  mengembangkan  sumber  daya 
 manusia  baik  untuk  pemerintah  maupun  swasta  di  sektor  terkait  juga  harus  dipertimbangkan. 
 Misalnya  inisiatif  yang  mencakup  kemitraan  antara  kementerian,  lembaga  pendidikan,  dan 
 perusahaan  terkait.  Inisiatif  pemerintah  ini  dapat  didiskusikan  lebih  lanjut  dengan  kementerian 
 terkait. 

 Peraturan  seperti  Omnibus  Law,  aparatur  sipil  negara,  dan  pengelolaan  aparatur  sipil  negara  juga 
 dapat  dipertimbangkan  untuk  memahami  kerangka  peraturan  tentang  pengembangan  dan 
 pengelolaan  sumber  daya  manusia  baik  untuk  sektor  swasta  maupun  pemerintah  ketika 
 menyusun rekomendasi. 

 Faktor  pendidikan  formal  dan  informal  dapat  dipertimbangkan  untuk  memahami  ekosistem 
 pendidikan,  misalnya  kuantitas  dan  distribusi  lembaga,  distribusi  program  studi  dan  sertifikasi, 
 kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  (kurikulum,  fasilitas,  dan  tenaga  pengajar),  dan  kemitraan 
 dengan  industri.  Data  dan  informasi  dapat  dikumpulkan  dari  basis  data,  publikasi  dari 
 Kementerian  terkait  dan  konsultasi  dengan  pemangku  kepentingan,  termasuk  diskusi  dengan 
 departemen tertentu di Kementerian terkait. 

 Lanskap  tenaga  kerja  sektor  terkait  merupakan  bagian  dari  analisis  internal  untuk  memahami  tren 
 demografi  pekerja  di  sektor  terkait  dalam  hal  kuantitas,  usia,  partisipasi  gender,  latar  belakang 
 pendidikan,  dan  distribusi  geografis.  Data  tersebut  dapat  dikumpulkan  dari  Survei  Angkatan  Kerja 
 Nasional (SAKERNAS). 

 Kompetensi  dan  keterampilan  tenaga  kerja  Indonesia  dianalisis  untuk  memahami  kompetensi 
 dan  keterampilan  standar  saat  ini  di  pasar  tenaga  kerja  nasional  baik  untuk  sektor  pemerintah 
 maupun  swasta.  Kompetensi  dan  keterampilan  yang  ditemukan  dapat  digunakan  sebagai 
 baseline  untuk  mengidentifikasi  kesenjangan  dengan  pekerjaan  di  masa  mendatang.  Analisis 
 kompetensi  dan  keterampilan  sektor  swasta  dan  pemerintah  dapat  diperoleh  dari  Standar 
 Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan basis data lain dari kementerian terkait. 

 Selain  desktop  research  dan  tinjauan  dokumen,  analisis  internal  diperkuat  dengan  diskusi  dengan 
 para pemangku kepentingan untuk melengkapi dan memvalidasi temuan. 
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 Dalam  kajian  ini,  analisis  eksternal  didefinisikan  sebagai  kekuatan  dari  tren  global, 
 perkembangan  teknologi,  dan  tren  industri  yang  memengaruhi  tenaga  kerja  Indonesia  untuk 
 sektor  infrastruktur.  Analisis  dijabarkan  dari  tren  global  dan  industri.  Sesuai  dengan  tren-tren 
 tersebut,  analisis  juga  melihat  pergeseran  paradigma,  pengembangan  kompetensi  dan 
 keterampilan  global,  serta  cara  kerja  baru  di  sektor  infrastruktur.  Data  dan  informasi  analisis 
 eksternal  bersumber  dari  laporan  dan  publikasi  yang  tersedia  untuk  umum  dengan  diskusi  lebih 
 lanjut dan validasi dari subject matter expert. 

 Selain  itu,  benchmark  dan  studi  kasus  dilakukan  untuk  melengkapi  analisis  dalam  memahami 
 praktik  yang  baik  dari  para  pemimpin  global  dan  negara-negara  sejawat.  Tujuan  studi  benchmark 
 adalah  untuk  mengidentifikasi  praktik  yang  baik  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia 
 nasional,  termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia, 
 inisiatif  dan  rencana  strategis  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  pengembangan  sumber  daya 
 manusia,  jalur  pendidikan  saat  ini  dan  prospek  pekerjaan,  serta  dampak  positif  dari  inisiatif  yang 
 diimplementasikan  dan  tantangan  lebih  lanjut.  Sementara  itu,  studi  kasus  adalah  untuk 
 mengidentifikasi  praktik  yang  baik  dari  negara-negara  sejawat  di  ASEAN  berdasarkan  inisiatif 
 yang  diambil  oleh  pemerintah  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  Indeks  Modal  Manusia 
 dan  pertumbuhan  ekonomi,  termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dalam  Pengembangan  SDM, 
 serta  dampak  positif  dari  inisiatif  yang  dilaksanakan  dan  tantangan  lebih  lanjut.  Perbedaan  antara 
 benchmarking  dan  studi  kasus  terletak  pada  kriteria  yang  dipilih  masing-masing  negara  dan  isi 
 kajian itu sendiri. 

 Terdapat  lima  langkah  yang  dilakukan  sebelum  kajian  ketika  memilih  negara.  Pertama, 
 menentukan  dan  memprioritaskan  kriteria  untuk  memilih  negara  dengan  pertimbangan  tujuan 
 kajian.  Kedua,  mengidentifikasi  daftar  panjang  negara  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang 
 diprioritaskan,  kemudian  memilih  daftar  pendek  negara  yang  memenuhi  kriteria.  Ketiga, 
 mengidentifikasi  data  dan  informasi  yang  diperlukan  termasuk  rencana  strategi  nasional  negara, 
 inisiatif  sektor  terkait,  dan  pembangunan  sumber  daya  manusia.  Keempat,  negara  terpilih  akan 
 ditinjau  oleh  subject  matter  expert  dan  melakukan  desktop  research  lebih  lanjut  untuk  memeriksa 
 ketersediaan  data  dan  informasi  untuk  kajian.  Pada  langkah  ini,  diskusi  dengan  subject  matter 
 expert  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  negara  tersebut  memiliki  kondisi  dan  tantangan 
 pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  serupa  di  masa  lalu,  masa  sekarang,  atau  masa 
 depan  dengan  Indonesia.  Kemudian  pada  langkah  terakhir,  berdasarkan  relevansi  dengan 
 Indonesia  dan  ketersediaan  data,  dipilih  beberapa  negara  untuk  benchmarking  dan  studi  kasus. 
 Benchmarking dan studi kasus mengikuti kerangka kerja di bawah ini. 

 Tabel 25. Kerangka kerja  benchmark  dan studi kasus 

 Studi  Benchmark    

 1.  Latar belakang dan tantangan awal:  
 a.  Tantangan modal manusia seperti bonus demografi, krisis ekonomi, dll.  

 2.  Inisiatif yang diambil oleh pemerintah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 khususnya di bidang infrastruktur, seperti: 
 a.  Pemerintah melakukan program pemerataan kompetensi untuk sektor terkait; 
 b.  Pemerintah mereformasi sistem pendidikan, terutama untuk pendidikan kejuruan; 
 c.  Pemerintah membentuk lembaga yang mengawasi sertifikasi secara keseluruhan di 

 negara ini 
 d.  HCDP (  Human Capital Development Plan  ) 
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 Studi  Benchmark    

 3.  Perjalanan Pendidikan (Formal dan In/Non-Formal)  
 a.  Sistem pendidikan selangkah demi selangkah dilalui oleh masyarakat, dari TK hingga 

 sertifikasi profesional 
 b.  Program khusus pemerintah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor 

 terkait 
 c.  Proses dan sistem sertifikasi (regulator, proses langkah demi langkah, kelayakan, dll) 

 4.  Dampak positif  
 a.  Inisiatif atau program yang berhasil dalam rentang waktu kurang dari lima tahun 
 b.  Dampak positif dari implementasi inisiatif 

 5.  Tantangan lebih lanjut 
 a.  Dampak negatif atau respons terhadap inisiatif 
 b.  Tantangan lebih lanjut yang dihadapi negara setelah implementasi inisiatif 

 Studi Kasus 

 1.  Tantangan: 
 a.  Tantangan modal manusia seperti bonus demografi, krisis ekonomi, dll.  

 2.  Inisiatif penting terpilih yang diambil oleh pemerintah untuk Pengembangan Sumber Daya 
 Manusia, misalnya:  
 a.  Pemerintah melakukan program pemerataan kompetensi untuk sektor terkait; 
 b.  Pemerintah mereformasi sistem pendidikan, terutama untuk pendidikan kejuruan; atau 
 c.  Pemerintah membentuk lembaga yang mengawasi sertifikasi secara keseluruhan di 

 negara ini 
 3.  Dampak positif dari implementasi inisiatif  

 7.5.2.2  Pendekatan  dan  metodologi  analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga 
 kerja 

 7.5.2.2.1  Pendekatan  dan  metodologi  analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga 
 kerja 

 Definisi  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  untuk  sektor  terkait  konsisten  dengan 
 posisi  konsensus  dalam  literatur  ekonomi  tenaga  kerja  .  Kebutuhan  tenaga  kerja  didefinisikan 
 sebagai  jumlah  tenaga  kerja  yang  ingin  dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  selama  periode  waktu 
 tertentu  dengan  tingkat  upah  tertentu.  Ketersediaan  tenaga  kerja  didefinisikan  sebagai  jumlah 
 tenaga  kerja  untuk  sektor  terkait  yang  bersedia  dan  memenuhi  syarat  (berdasarkan  latar 
 belakang  kualifikasi  pendidikannya)  untuk  bekerja  pada  tingkat  upah  tertentu.  Ketersediaan 
 tenaga  kerja  bergantung  pada  dua  variabel  utama:  pertama,  bagian  populasi  yang  mencari 
 pekerjaan  berbayar  di  sektor-sektor,  yang  seluruhnya  terdiri  dari  total  angkatan  kerja;  kedua, 
 jumlah jam yang disanggupi pekerja untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. 

 Dinamika  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  proyek  pada  sektor  tertentu 
 dieksplorasi  berdasarkan  analisis  kuantitatif  dan  kualitatif.  Tiga  ruang  lingkup  analisis  dapat 
 dilakukan  berurutan  (lihat  Gambar  56):  (1)  gambaran  umum  penilaian  prospek  pekerjaan  baseline 
 dan  jangka  pendek,  (2)  proyeksi  kuantitatif  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja,  dan  (3) 
 penilaian  kualitatif  kesenjangan  keterampilan.  Penilaian  baseline  dan  jangka  pendek  bertujuan 
 untuk  mengevaluasi  kondisi  saat  ini  dan  prospek  jangka  pendek  (dua  hingga  tiga  tahun)  dari 
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 pekerjaan  yang  ada  di  sektor  terkait  berdasarkan  Sakernas  dan  Survei  Ketenagakerjaan  dan 
 Lowongan/  Occupational  Employment  and  Vacancy  Survey  (“OEVS”).  Analisis  kuantitatif  dan 
 kualitatif  bertujuan  untuk  membenarkan  kesenjangan  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  (tiga 
 sampai  sepuluh  tahun)  antara  jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  tersedia, 
 dan  potensi  kesenjangan  keterampilan  untuk  sektor  terkait.  Gambar  berikut  merangkum 
 metodologi terperinci untuk analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga  kerja: 

 Gambar  56.  Metodologi analisis ketersediaan dan kebutuhan  tenaga kerja 

 Analisis  baseline  bertujuan  untuk  melihat  kondisi  pasar  tenaga  kerja  saat  ini  untuk  sektor  terkait. 
 Prospek  pekerjaan  jangka  pendek  dari  OEVS  akan  mengidentifikasi  pekerjaan  di  sektor  terkait 
 yang mungkin paling diminati dalam dua hingga tiga tahun ke depan. 

 Analisis  kuantitatif  berfokus  pada  perkiraan  jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja 
 dalam  pengembangan  sektor  terkait  dalam  tiga  sampai  sepuluh  tahun  ke  depan.  Analisis  ini  juga 
 bertujuan  untuk  menjabarkan  kesenjangan  jumlah  tenaga  kerja  selama  sepuluh  tahun  ke  depan 
 di Indonesia. 

 Analisis  kualitatif  dapat  diperlakukan  sebagai  pelengkap  analisis  kuantitatif  untuk  memberikan 
 pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  kesenjangan  keterampilan  untuk  sektor  terkait  dalam  tiga 
 hingga  sepuluh  tahun  ke  depan.  Dengan  demikian,  keterampilan  tenaga  kerja  saat  ini  perlu 
 dikembangkan sejalan dengan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa yang akan datang. 
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 7.5.2.2.2 Metodologi Analisis  Baseline  dan Jangka Pendek 

 Bagian  ini  memberikan  perincian  lebih  lanjut  tentang  metodologi  yang  digunakan  untuk  analisis 
 proyeksi  baseline  dan jangka pendek. 

 7.5.2.2.2.1 Metodologi Analisis  Baseline 

 Analisis  baseline  mengidentifikasi  kondisi  pasar  tenaga  kerja  saat  ini  di  sektor  terkait 
 berdasarkan  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (Sakernas)  dan  OEVS.  Analisis  baseline 
 mengevaluasi  distribusi  keseluruhan  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  saat  ini  di  tingkat 
 makro,  yang  dijabarkan  berdasarkan  data  Sakernas.  Analisis  mendalam  di  tingkat  pekerjaan 
 akan  dilakukan  berdasarkan  10  indikator  dari  OEVS.  Pendekatan  dan  metodologi  untuk 
 menghasilkan  skor  prospek  pekerjaan  jangka  pendek  mengikuti  Occupational  Employment 
 Outlook Technical Report  dari Bank Dunia. 

 Hasil  OEVS  harus  digunakan  untuk  mengevaluasi  kondisi  baseline  pasar  tenaga  kerja  di 
 sektor  terkait  di  tingkat  pekerjaan.  Indikator  tersebut  mengevaluasi  kondisi  pasar  tenaga  kerja 
 saat  ini  untuk  pekerjaan  di  sektor  terkait,  yang  diidentifikasi  menurut  Klasifikasi  Baku  Jenis 
 Pekerjaan  Indonesia  (”KBJI”).  Sepuluh  indikator  dari  hasil  OEVS  harus  digunakan  untuk 
 menghasilkan  analisis  pekerjaan  baseline  yang  dikelompokkan  menjadi  tiga  dimensi;  dinamika 
 pekerjaan (  occupational dynamics)  , peluang kerja,  dan kekurangan keterampilan.  

 Dinamika  pekerjaan:  Pekerjaan  dengan  dinamika  pekerjaan  jangka  pendek  yang  baik  di  sektor 
 terkait  adalah  pekerjaan  yang  semakin  banyak  diminati  oleh  pemberi  kerja  dalam  satu  tahun 
 sebelumnya  dan  diperkirakan  akan  diminati  dalam  dua  atau  tiga  tahun  berikutnya.  Dinamika 
 pekerjaan di OEVS dinilai berdasarkan indikator berikut ini:  
 1.  Jumlah  lapangan  kerja  (  total  employment)  :  jumlah  total  pekerja  yang  dipekerjakan  di 

 setiap  pekerjaan,  dihitung  sebagai  jumlah  tertimbang  perusahaan  atas  lapangan  kerja 
 berdasarkan pekerjaan pada tingkat KBJI 4 digit.  

 2.  Perubahan  bersih  dalam  lapangan  kerja  (  net  change  in  employment)  :  perubahan 
 lapangan  kerja  berdasarkan  pekerjaan  diukur  pada  tingkat  KBJI  4  digit  selama  12  bulan 
 terakhir. 

 3.  Pertumbuhan  bersih  lapangan  kerja  (  net  employment  growth)  :  persentase  perubahan 
 lapangan  kerja  selama  12  bulan  terakhir  dalam  suatu  pekerjaan  diukur  pada  tingkat  KBJI  4 
 digit.  

 Tingkat  jumlah  lapangan  kerja,  perubahan  bersih  dalam  lapangan  kerja,  dan  pertumbuhan 
 lapangan  kerja  bersih  dapat  menunjukkan  total  tenaga  kerja  yang  diminta  untuk  setiap  pekerjaan 
 yang diidentifikasi di sektor terkait. 

 Peluang  kerja:  Pekerjaan  di  sektor  terkait  memiliki  peluang  kerja  yang  menjanjikan  jika  ada 
 banyak  lowongan  pekerjaan  (lowongan)  dan  banyak  perusahaan  yang  mempekerjakan  pada  saat 
 yang  sama,  karena  job  matching  lebih  mungkin  terjadi.  Peluang  kerja  di  OEVS  dievaluasi 
 berdasarkan indikator berikut ini:    
 1.  Jumlah  lowongan  (  total  vacancies)  :  jumlah  lowongan  dalam  pekerjaan  yang  tersedia  di 

 perusahaan saat survei dilakukan. 
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 2.  Tingkat  lowongan  (  vacancy  rates)  :  persentase  lowongan  dari  jumlah  total  pekerjaan  yang 
 terisi dan yang akan diisi.  

 3.  Jumlah  perusahaan  yang  mempekerjakan  (  number  of  firms  hiring)  :  jumlah  perusahaan 
 yang melaporkan mencoba mempekerjakan pekerja selama setahun terakhir. 

 4.  Tingkat  perputaran  rata-rata  (  average  turnover  rate)  :  persentase  karyawan  yang  masuk 
 dan keluar dari pekerjaan dalam setahun terakhir.  

 Kekurangan  keterampilan:  Kekurangan  keterampilan  terjadi  ketika  ketersediaan  dan  kebutuhan 
 untuk  pekerjaan  di  sektor  terkait  tidak  tumbuh  atau  menyusut  secara  bersamaan.  Kekurangan 
 keterampilan  untuk  suatu  pekerjaan  muncul  ketika  pemberi  kerja  menganggap  bahwa  sebagian 
 besar  tenaga  kerja  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  untuk  dipekerjakan  di  pekerjaan  tersebut, 
 atau  tingkat  keterampilan  saat  ini  tidak  lagi  relevan.  Kekurangan  keterampilan  di  OEVS  dinilai 
 berdasarkan indikator berikut ini:    
 1.  Sulit  untuk  mengisi  lowongan  (  hard  to  fill  vacancies)  :     indikator  biner;  1  jika  rata-rata 

 lowongan pekerjaan telah dibuka untuk waktu yang lama tanpa ada pelamar yang tertarik 
 2.  Sulit  merekrut  untuk  pekerjaan  (  difficult  to  hire  occupations)  :  persentase  perusahaan 

 yang  mencoba  merekrut  dalam  setahun  terakhir  dan  merasa  sulit  untuk  melakukannya 
 karena  tidak  ada  atau  terlalu  sedikit  pelamar,  atau  tidak  ada  atau  terlalu  sedikit  pelamar 
 dengan kualifikasi yang sesuai. 

 3.  Lowongan  yang  belum  dibuka  (  unopened  vacancies)  :  jumlah  perusahaan  yang  berpikir 
 untuk  membuka  lowongan  tetapi  tidak  melakukannya  karena  kurangnya  kepastian  dalam 
 menemukan kandidat dengan kualifikasi yang sesuai/kekurangan keterampilan  

 7.5.2.2.2.2 Metodologi analisis jangka pendek 

 Analisis  jangka  pendek  terutama  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang 
 pekerjaan  mana  yang  kemungkinan  paling  diminati  dalam  dua  hingga  tiga  tahun  ke  depan 
 berdasarkan  perspektif  pemberi  kerja.  Serupa  dengan  analisis  baseline  ,  analisis  jangka 
 pendek  akan  dipisahkan  menjadi  dua  bagian  yang  menyeluruh;  perkiraan  jumlah  kebutuhan  dan 
 ketersediaan  tenaga  kerja  tingkat  makro;  dan  analisis  pekerjaan  terperinci.  Perkiraan  jangka 
 pendek  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka  pendek  mengikuti  metodologi 
 dalam  analisis  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang.  Analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan 
 tenaga  kerja  jangka  pendek  di  sektor  terkait  akan  dilengkapi  pada  analisis  tingkat  pekerjaan 
 jangka pendek. 

 Analisis  tingkat  pekerjaan  jangka  pendek  akan  memasukkan  hasil  dari  sepuluh  indikator  baseline  . 
 Sepuluh  indikator  baseline  menyediakan  data  yang  berguna  untuk  menghasilkan  skor  prospek 
 pekerjaan  yang,  dari  waktu  ke  waktu,  dapat  dimasukkan  ke  dalam  proyeksi  jangka  pendek. 
 Sepuluh  indikator  baseline  mengumpulkan  data  granular  tentang  stok  dan  aliran  lapangan 
 pekerjaan  dalam  pekerjaan  yang  didefinisikan  secara  sempit.  Jika  ditingkatkan,  data  tersebut 
 dapat  membantu  menjawab  berbagai  pertanyaan  dalam  jangka  pendek,  seperti:  Pekerjaan  apa 
 yang  paling  umum  di  Indonesia?  Berapa  banyak  kebutuhan  tenaga  kerja  meningkat  di  pekerjaan 
 yang  didefinisikan  secara  sempit?  Di  wilayah  dan  sektor  mana  pekerjaan  dengan  prospek  cerah 
 berkembang dan di mana pekerjaan dengan prospek suram mengalami penurunan parah? 

 10  indikator  baseline  mengklasifikasikan  pekerjaan  berdasarkan  empat  kategori  prospek;  Bright, 
 Stable,  Dim,  dan  Flagged  .  Empat  kategori  prospek  pekerjaan  dapat  digunakan  untuk 

 168 



 menghasilkan prospek pekerjaan jangka pendek di bawah kategori yang dirangkum di bawah ini: 

 Gambar  57.  Prospek pekerjaan jangka pendek 

 7.5.2.2.3 Metodologi Analisis Jangka Menengah hingga Jangka Panjang 

 Analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka 
 panjang  untuk  sektor  terkait  mencakup  aspek  kuantitatif  dan  kualitatif.  Analisis  kuantitatif 
 memberikan  proyeksi  empat  hingga  sepuluh  tahun  jumlah  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga 
 kerja  untuk  pembangunan  terkait.  Analisis  kuantitatif  mengandalkan  data  sekunder  dari  BPS  dan 
 dokumen perencanaan jangka panjang pemerintah terkait untuk membangun asumsi proyeksi. 

 Analisis  kualitatif  mengeksplorasi  dinamika  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  di 
 sektor  terkait  secara  lebih  terperinci.  Analisis  kualitatif  bertujuan  untuk  mendukung  analisis 
 kuantitatif  dengan  mengidentifikasi  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja  yang  muncul  di  sektor 
 terkait.  Analisis  kualitatif  mengandalkan  tinjauan  pustaka  dan  wawancara  dengan  pelaku  industri 
 untuk  memberikan  wawasan  tentang  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja  dan  adopsi 
 teknologi di sektor terkait. 

 7.5.2.2.3.1 Metodologi analisis kuantitatif jangka menengah hingga jangka panjang 

 Tenaga  kerja  untuk  sektor  terkait  diklasifikasikan  menjadi  tenaga  kerja  tidak  terampil  dan  terampil. 
 Tenaga  kerja  tidak  terampil  dikaitkan  dengan  tingkat  pencapaian  pendidikan  minimum  sekolah 
 menengah  atas  atau  lebih  rendah,  dengan  kontrak  berbasis  proyek  dan  remunerasi  yang  rendah. 
 Tenaga  kerja  terampil  dicirikan  oleh  kontrak  penuh  waktu,  pencapaian  pendidikan  minimum 
 tingkat diploma dan remunerasi yang tinggi. 

 Pertumbuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  terutama 
 didorong  oleh  pertumbuhan  ekonomi  (kebutuhan  ekspansi),  di  mana  peningkatan  kebutuhan  di 
 masa  depan  dapat  terutama  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  keluaran  nasional.  Dalam  hal  ini, 
 pertumbuhan  keluaran  sektoral  dicerminkan  oleh  pengeluaran  jangka  menengah  hingga  jangka 
 panjang  untuk  sektor  terkait.  Total  pengeluaran  untuk  sektor  terkait  dapat  dihitung  berdasarkan 
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 perkiraan  investasi  per  sektor  (diproksikan  dengan  belanja  modal  untuk  proyek  sektor  terkait), 
 yang  dinyatakan  dalam  dua  kerangka  waktu  yang  berbeda  -  jangka  pendek  hingga  menengah 
 dan  jangka  panjang.  Investasi  yang  diharapkan  untuk  proyek  di  sektor  terkait  dapat  berasal  dari 
 Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (”RPJMN”).  Sedangkan  perkiraan  dan 
 proyeksi  kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  mengikuti 
 kerangka kerja di bawah ini: 

 Gambar  58.  Kerangka kerja metodologi proyeksi kebutuhan  tenaga kerja 

 Ketersediaan  tenaga  kerja  merupakan  fungsi  dari  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  di  sektor  terkait 
 dan  tenaga  kerja  pengangguran  yang  memenuhi  syarat.  Pengangguran  merupakan  tenaga  kerja 
 yang  kurang  berpengalaman  yang  diasumsikan  berusia  20-25  tahun,  atau  memiliki  rata-rata 
 pengalaman  kerja  kurang  dari  lima  tahun.  Tenaga  kerja  dan  pekerja  yang  memenuhi  syarat  yang 
 lebih  berpengalaman  akan  memiliki  keahlian  khusus  untuk  sektor  tempat  mereka  bekerja  dan 
 tidak akan cocok untuk sektor terkait. 

 Ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  diproyeksikan,  mengikuti 
 laju  pertumbuhan  penduduk  usia  kerja.  Proyeksi  ketersediaan  tenaga  kerja  juga  dipisahkan 
 menjadi  tenaga  kerja  terampil  dan  tidak  terampil,  masing-masing  tergantung  pada  pertumbuhan 
 dan  penurunan  pencapaian  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Pertumbuhan  ketersediaan  tenaga  kerja 
 mengikuti  proyeksi  pertumbuhan  tahunan  penduduk  usia  kerja  selama  sepuluh  tahun  ke  depan. 
 Proyeksi  tentang  penduduk  usia  kerja  Indonesia  dikumpulkan  dari  publikasi  SUPAS  BPS.  Laju 
 pertumbuhan  penduduk  usia  kerja  mencerminkan  potensi  arus  masuk  penduduk  yang  mampu 
 memasuki  dunia  kerja.  Peningkatan  arus  masuk  orang  yang  bersedia  bekerja  dapat  berpotensi 
 menyebabkan peningkatan ketersediaan tenaga kerja di masa depan. 

 Proyeksi  ketersediaan  tenaga  kerja  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  juga 
 mempertimbangkan  potensi  peningkatan  pencapaian  pendidikan  yang  lebih  tinggi  bagi  tenaga 
 kerja  terampil.  Perkiraan  ketersediaan  tenaga  kerja  memperhitungkan  potensi  peningkatan 
 pencapaian  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  yang  akan  meningkatkan  proyeksi  ketersediaan  tenaga 
 kerja  pekerja  terampil  dalam  jangka  panjang.  Pada  saat  yang  sama,  peningkatan  pencapaian 
 Pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  mengurangi  tingkat  tenaga  kerja  tidak  terampil,  karena  proporsi 
 tenaga kerja tidak terampil dalam keseluruhan angkatan kerja berkurang dari waktu ke waktu. 

 Estimasi  dan  proyeksi  ketersediaan  tenaga  kerja  dalam  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang 

 170 



 mengikuti kerangka kerja di bawah ini: 173

 Gambar  59.  Kerangka kerja metodologi proyeksi ketersediaan  tenaga kerja 

 Proyeksi  jangka  menengah  hingga  jangka  panjang  untuk  ketersediaan  dan  kebutuhan  tenaga 
 kerja  akan  dibandingkan  untuk  menghasilkan  analisis  kesenjangan  jumlah  tenaga  kerja  untuk 
 sektor terkait. 

 7.5.2.2.3.2 Metodologi analisis kualitatif jangka menengah hingga jangka panjang 

 Analisis  kualitatif  mengandalkan  wawancara  dengan  pakar  industri  untuk  memberikan 
 wawasan  tentang  kesenjangan  keterampilan  tenaga  kerja.  Analisis  kualitatif  akan  berperan 
 sebagai  pelengkap  analisis  kuantitatif.  Ruang  lingkup  informasi  yang  dikumpulkan  dari 
 wawancara  dipisahkan  berdasarkan  siklus  hidup  sektor  terkait.  Pertanyaan  untuk  wawancara 
 dapat disesuaikan dengan siklus hidup sektor terkait di mana pemangku kepentingan beroperasi. 

 7.5.2.3 Pendekatan dan metodologi model tenaga kerja masa depan 

 Model  tenaga  kerja  masa  depan  adalah  langkah  yang  mendefinisikan  dan  menyelaraskan 
 profil  tenaga  kerja  masa  depan  dengan  pemangku  kepentingan  utama  dan  melakukan 
 analisis  kesenjangan  antara  profil  dan  keterampilan  tenaga  kerja  saat  ini  dan  di  masa 
 depan.  Hasil  dari  langkah  ini  adalah  (1)  profil  tenaga  kerja  masa  depan  yang  diinginkan  dalam 
 hal  ukuran,  latar  belakang  pendidikan,  dan  keterampilan  untuk  proyeksi  jangka  pendek,  jangka 
 menengah,  dan  jangka  panjang,  dan  (2)  kesenjangan  yang  teridentifikasi  antara  profil  dan 
 keterampilan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. 

 Dalam  mendefinisikan  dan  menyelaraskan  profil  tenaga  kerja  masa  depan  dengan  pemangku 
 kepentingan  utama,  proses  konsultasi  dan  validasi  pemangku  kepentingan  melibatkan  pemangku 
 kepentingan  utama,  termasuk  Kementerian  terkait,  industri,  dan  subject  matter  expert  di  sektor 
 terkait.  Agenda  diskusi  adalah  untuk  memvalidasi  temuan  dari  analisis  sebelumnya,  termasuk 
 hasil OEVS, dan mengumpulkan umpan balik lebih lanjut dari para pemangku kepentingan. 
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 Setelah analisis eksternal dan internal, analisis ketersediaan dan kebutuhan serta penyelarasan 
 dengan pemangku kepentingan utama, langkah selanjutnya adalah analisis kesenjangan antara 
 tenaga kerja yang diidentifikasi saat ini dan di masa depan. Hasil analisis tenaga kerja Indonesia 
 saat ini dipetakan ke praktik terbaik dan tren pekerjaan masa depan untuk sektor terkait. Hal-hal 
 yang dipetakan adalah kompetensi dan keterampilan, teknologi, ketersediaan dan kebutuhan, 
 serta program dan fasilitas pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor 
 terkait. Hasil analisis kesenjangan menjadi masukan utama untuk rekomendasi. 

 7.5.2.4 Pendekatan dan metodologi dalam mengembangkan strategi pembangunan 
 SDM nasional 

 Mengembangkan strategi nasional untuk pengembangan sumber daya manusia memerlukan 
 penentuan kemungkinan intervensi dalam perencanaan tenaga kerja strategis terpadu dalam 
 bentuk rekomendasi tindakan, misalnya, dalam hal bagaimana memperbarui keterampilan, 
 kompetensi, dan peran tenaga kerja nasional di sektor terkait yang diidentifikasi dalam analisis 
 kesenjangan. Hal ini termasuk menentukan pemangku kepentingan yang terlibat antara regulator, 
 lembaga pendidikan, dan pelaku industri. Rekomendasi tindakan berkembang menjadi program 
 rekomendasi tingkat tinggi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Deskripsi singkat 
 dari program yang direkomendasikan disusun termasuk tujuan, kegiatan, dan penerima manfaat 
 dari program. 

 Selanjutnya, daftar rekomendasi diprioritaskan berdasarkan dampak dan urgensi tindakan yang 
 direkomendasikan untuk mengidentifikasi quick wins. Selain prioritas, tindakan yang 
 direkomendasikan juga perlu mempertimbangkan hubungan satu sama lain untuk 
 mengidentifikasi prasyaratnya. Kemudian, rencana tingkat tinggi strategi pengembangan sumber 
 daya manusia nasional dikembangkan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi yang diprioritaskan. 
 Rekomendasi tersebut didiskusikan dengan pemangku kepentingan utama untuk memvalidasi 
 kelayakan dan keselarasan dengan inisiatif yang ada. 

 7.5.2.5 Pendekatan dan metodologi dalam penyusunan peta jalan, rencana 
 investasi, dan kerja sama 

 Berdasarkan strategi pengembangan sumber daya manusia, peta jalan dengan pertimbangan 
 quick wins  , durasi dan urutan kegiatan serta kedaluwarsa  hasil analisis dikembangkan. Strategi 
 tersebut dibagi secara tahunan dengan mempertimbangkan kategorisasi langsung (satu tahun), 
 jangka pendek (satu-tiga tahun), dan jangka menengah (tiga-lima tahun). Kerangka lima tahun 
 memperhitungkan perubahan bahwa pengembangan sektor dan teknologi akan berubah secara 
 signifikan, yang membutuhkan tinjauan strategi pengembangan sumber daya manusia. 

 Strategi yang dipilih dikembangkan menjadi catatan konsep dengan deskripsi tindakan yang 
 direkomendasikan, kegiatan program, hasil dan dampak yang diharapkan, penerima manfaat, 
 anggaran, dan jadwal. Catatan konsep ini didiskusikan dengan pemangku kepentingan utama, 
 Kementerian terkait, dan lembaga dari negara lain, untuk mengidentifikasi kemungkinan kerja 
 sama dan investasi untuk strategi di atas dalam mengembangkan sumber daya manusia nasional 
 sektor terkait. 
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 8. Lampiran 

 8.1. Metodologi Rinci untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja 

 Gambar  60. Diagram alir analisis kebutuhan tenaga  kerja 

 Tabel  26. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja tidak  terampil di sektor konstruksi 

 Deskripsi  Asumsi dan definisi kunci 

 Langkah 1: 
 Memperkirakan total 
 investasi yang 
 diharapkan dari tahun 
 2020 hingga 2030 per 
 sektor 

 Total  kebutuhan  pekerja  tidak  terampil 
 diperkirakan  berdasarkan  total 
 pengeluaran  pembangunan  infrastruktur 
 per sektor. 

 Total  pengeluaran  untuk  pembangunan 
 infrastruktur  dapat  dihitung  berdasarkan 
 perkiraan  investasi  per  sektor  (diproksikan 
 dengan  belanja  modal  untuk  proyek 
 infrastruktur),  yang  dinyatakan  dalam  dua 
 kerangka  waktu  yang  berbeda  -  jangka 
 pendek  hingga  menengah  (2020-2024) 
 dan  jangka  panjang  (2025-2030).  Investasi 
 yang  diharapkan  untuk  proyek  infrastruktur 
 pada  tahun  2020  hingga  2024  dapat 
 berasal dari RPJMN 2020-2024.  

 Perkiraan  investasi  jangka  panjang 
 (2025-2030)  untuk  pembangunan 

 Menentukan  skenario  pertumbuhan 
 jangka  panjang:  Skenario 
 pertumbuhan  ditentukan  berdasarkan 
 rencana  pekerjaan  konstruksi  utama  di 
 sektor  tersebut,  yang  diidentifikasi 
 berdasarkan  laporan  Visi  Indonesia 
 2045  yang  diterbitkan  oleh  Bappenas 
 pada  tahun  2019.  Jika  tingkat 
 pekerjaan  konstruksi  besar  baru  di 
 suatu  sektor  adalah  diperkirakan  akan 
 meningkat  dalam  jangka  panjang 
 (2025-2030),  maka  sektor  tersebut 
 tergolong  'tumbuh'.  Jika  sektor  ini 
 diharapkan  untuk  menyelesaikan 
 sebagian  besar  pekerjaan  konstruksi 
 yang  direncanakan  sebelum  tahun 
 2024,  dan  tidak  ada  pekerjaan 
 konstruksi  lebih  lanjut  yang  spesifik 
 sepanjang  progres  pertumbuhan 
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 infrastruktur  telah  diperkirakan  untuk 
 kedua skenario berikut: 

 jangka  panjang,  sektor  tersebut 
 dianggap 'stabil'. 

 Definisi  tumbuh  dan  stabil:  Dalam 
 skenario  'tumbuh',  perkiraan  investasi 
 jangka  panjang  mengikuti 
 pertumbuhan  historis  tingkat  investasi 
 yang  diharapkan  untuk  pembangunan 
 infrastruktur  nasional  dari  2015-2024. 
 CAGR  untuk  kebutuhan  investasi 
 infrastruktur  adalah  4,1%  per  tahun 
 berdasarkan  RPJMN  2015-2019  dan 
 RPJMN  2020-2024.  Proyeksi 
 kebutuhan  investasi  jangka  panjang 
 untuk  sektor-sektor  yang  dianggap 
 'bertumbuh'  akan  mengikuti  tingkat 
 pertumbuhan  tahunan  sebesar  4,1%. 
 Pertumbuhan  kebutuhan  investasi 
 untuk  pembangunan  infrastruktur 
 nasional  mendikte  pertumbuhan 
 belanja  konstruksi  di  tingkat  sektoral. 
 Skenario  pertumbuhan  tambahan 
 dalam  jangka  panjang  telah 
 ditambahkan ke sektor listrik. 

 Jika  pengeluaran  jangka  panjang  yang 
 diharapkan  untuk  konstruksi  'stabil', 
 investasi  jangka  panjang  yang 
 diharapkan  diperkirakan  akan  tumbuh 
 sebesar 1% dari tahun 2025-2030. 

 Langkah 2: 
 Memperkirakan total 
 biaya untuk pekerjaan 
 konstruksi (biaya 
 konstruksi) 
 berdasarkan total 
 investasi yang 
 diharapkan untuk 
 setiap sektor 

 Berdasarkan total investasi yang 
 diharapkan per sektor, biaya konstruksi 
 dari 2021-2030 dapat diperkirakan. Total 
 biaya konstruksi per sektor diperkirakan 
 dengan menggunakan rumus berikut:  

 total biaya konstruksi per sektor (Rp) =  
 total investasi yang diharapkan per sektor 
 (Rp) x proporsi biaya konstruksi terhadap 

 total investasi yang diharapkan (%)  

 Proporsi  biaya  konstruksi  terhadap  total 
 yang  diharapkan  investasi  adalah  82% 
 untuk  semua  sektor,  menurut  perkiraan 
 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan 

 Definisi  biaya  konstruksi:  Biaya 
 konstruksi  terdiri  dari  bahan,  peralatan, 
 dan  tenaga  kerja  (yang  terakhir  akan 
 dijelaskan  lebih  lanjut  di  Langkah  3). 
 Perkiraan  biaya  konstruksi  termasuk 
 pengeluaran  yang  dialokasikan  untuk 
 tahap  konstruksi,  dari  total  investasi 
 yang  diharapkan  untuk  pembangunan 
 infrastruktur secara penuh.  

 Perhitungan  proporsi  biaya 
 konstruksi:  Pedoman  biaya  konstruksi 
 yang  diterbitkan  oleh  Kementerian 
 PUPR  memberikan  rincian  rinci 
 tentang  biaya  konstruksi  tipikal  untuk 
 tujuan  mengidentifikasi  kebutuhan 
 belanja  modal  tertentu.  Rata-rata, 
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 Perumahan  Rakyat  (“Kementerian 
 PUPR”).   

 perkiraan  biaya  konstruksi  proyek 
 infrastruktur  tipikal  adalah  sekitar  Rp 
 475  triliun,  dengan  perkiraan  investasi 
 yang  diharapkan  sekitar  Rp  579  triliun. 
 Angka  rata-rata  menunjukkan 
 perkiraan  proporsi  sekitar  82%  dari 
 total investasi yang diharapkan. 

 Langkah 3: 
 Memperkirakan biaya 
 pekerja  tidak terampil 
 berdasarkan biaya 
 konstruksi dari 
 masing-masing sektor 

 Berdasarkan  total  biaya  konstruksi  per 
 sektor,  biaya  yang  dialokasikan  untuk 
 pekerja  tidak  terampil  yang  dipekerjakan 
 untuk  proyek  infrastruktur  dari  tahun 
 2021-2030  dapat  diperkirakan.  Alokasi 
 biaya  pekerja  tidak  terampil  dari  total  biaya 
 konstruksi  diperkirakan  berdasarkan 
 rumus berikut: 

 total biaya pekerja tidak terampil per 
 sektor (Rp)  =  

 total biaya konstruksi per sektor (Rp) x 
 proporsi biaya tenaga kerja terhadap total 

 biaya konstruksi (%) 

 Proporsi  biaya  tenaga  kerja  terhadap  total 
 biaya  konstruksi  diperkirakan  berdasarkan 
 batas  atas  ke  bawah  sebesar  10-30%  . 
 Akan  ada  dua  nilai  yang  diperkirakan 
 untuk biaya tenaga kerja tidak terampil:  
 1.  Batas  bawah  dengan  asumsi  proporsi 

 10%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi, dan  

 2.  Batas  atas  dengan  asumsi  proporsi 
 30%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi 

 Definisi  biaya  tenaga  kerja:  Biaya 
 tenaga  kerja  adalah  biaya  yang 
 dialokasikan  untuk  mempekerjakan 
 karyawan  untuk  pekerjaan  konstruksi 
 sebagai  bagian  dari  biaya  konstruksi 
 secara  keseluruhan.  Biaya  tenaga 
 kerja  yang  diperkirakan  pada  Langkah 
 3  tidak  mencerminkan  tingkat  upah 
 harian  tenaga  kerja  tidak  terampil  per 
 sektor. 

 Perhitungan  biaya  tenaga  kerja  tidak 
 terampil:  Biaya  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  dihitung  sebagai  persentase 
 dari  biaya  konstruksi.  Menurut 
 Organisasi  Perburuhan  Internasional 
 (“ILO”),  alokasi  biaya  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  berkisar  antara  10%  hingga 
 30%  dari  keseluruhan  biaya  konstruksi. 
 Kisaran  tersebut  dijadikan  acuan 
 berdasarkan  studi  komparatif  dari 
 delapan  negara  berkembang,  termasuk 
 Kamboja,  Ghana,  Laos,  Lesotho, 
 Madagaskar,  Rwanda,  Thailand,  dan 
 Zimbabwe.  Proporsi  biaya  tenaga  kerja 
 di  negara  berkembang  lebih  tinggi 
 daripada  di  negara  maju  karena  sifat 
 insentif  tenaga  kerja  pada  proyek 
 konstruksi.  Biaya  tenaga  kerja  tidak 
 terampil  dipisahkan  menjadi  batas  atas 
 dan  batas  bawah,  dengan  batas  bawah 
 mengikuti  proporsi  10%,  sedangkan 
 batas atas mengikuti proporsi 30%.  

 Langkah 4: 
 Memperkirakan jumlah 
 kebutuhan pekerja 
 tidak terampil per hari 
 berdasarkan biaya 
 tenaga kerja dan upah 

 Dari  total  biaya  pekerja  tidak  terampil  per 
 sektor,  jumlah  pekerja  tidak  terampil  per 
 hari  dari  tahun  2021-2030  dapat 
 diperkirakan  dengan  menggunakan  rumus 
 berikut:  

 Definisi  pekerja  tidak  terampil: 
 Pekerja  tidak  terampil  dicirikan  oleh 
 kontrak  kasual,  tingkat  pendidikan 
 minimum  sekolah  menengah  atau  lebih 
 rendah,  dan  tingkat  upah  yang  rendah. 
 Tenaga  kerja  yang  dianggap  tidak 
 terampil  ini  difokuskan  pada  beberapa 
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 total pekerja tidak terampil yang 
 dibutuhkan per hari (# tenaga kerja/hari) 

 =  
 total biaya pekerja tidak terampil per sektor 

 (Rp) / upah tenaga kerja (Rp/hari/orang) 

 dimana  upah  tenaga  kerja  per  orang  pada 
 tahun  2020  adalah  Rp176.751  untuk 
 tingkat  mandor  dan  Rp149.515  untuk 
 pekerja  kasar  (tukang)  ,  Upah  tenaga  kerja 
 untuk  tahun  2021  dan  seterusnya 
 meningkat  sejalan  dengan  proyeksi  inflasi. 
 Dua  skenario  akan  diperkirakan  untuk 
 kebutuhan  pekerja tidak terampil:  
 1.  Batas  bawah  dengan  asumsi  proporsi 

 10%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi, dan  

 2.  Batas  atas  dengan  asumsi  proporsi 
 30%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi 

 jenis  pekerjaan  konstruksi  seperti 
 beton,  perpipaan,  penggalian, 
 pekerjaan  baja,  bekisting  dan  lain-lain. 
 Pekerja  tidak  terampil  diklasifikasikan 
 lebih  lanjut  berdasarkan  peran, 
 termasuk  tingkat  mandor  dan  pekerja 
 manual  (tukang).  Upah  tenaga  kerja 
 rata-rata  dihitung  secara  terpisah  untuk 
 tingkat mandor dan pekerja manual.  

 Perhitungan  pekerja  tidak  terampil 
 per  hari:  Jumlah  total  kebutuhan 
 pekerja  tidak  terampil  per  hari 
 diperkirakan  berdasarkan  total  biaya 
 proyek  yang  dialokasikan  untuk 
 pekerja  tidak  terampil,  dan  perkiraan 
 tingkat  upah  harian  untuk 
 mempekerjakan  pekerja  konstruksi. 
 Upah  harian  diperkirakan  berdasarkan 
 harga  satuan  rata-rata  pekerja  tidak 
 terampil  untuk  delapan  provinsi  di 
 Indonesia,  termasuk  DKI  Jakarta, 
 Sumatera  Utara,  Bali,  Sulawesi 
 Selatan,  Banten,  Jawa  Tengah,  Jawa 
 Barat,  dan  Jawa  Timur  sebagai  proksi 
 untuk  tingkat  upah  harian  nasional. 
 Delapan  provinsi  dipilih  sesuai  dengan 
 yang  dipilih  dalam  survei  OEVS,  di 
 mana  proyek  pembangunan 
 infrastruktur  besar  sedang 
 berlangsung.  Menurut  jurnal  harga 
 satuan  bahan  bangunan  dan  interior 
 bangunan,  perkiraan  upah  per  orang 
 masing-masing  adalah  Rp176.751  dan 
 Rp149.515  untuk  tingkat  mandor  dan 
 pekerja manual. 

 Langkah 5: 
 Memperkirakan jumlah 
 kebutuhan pekerja 
 tidak terampil jangka 
 pendek-menengah per 
 tahun 

 Dari  total  jumlah  pekerja  tidak  terampil  per 
 hari,  jumlah  pekerja  tidak  terampil  per 
 tahun  dari  tahun  2021-2030  dapat 
 diperkirakan berdasarkan rumus berikut:  

 total pekerja tidak terampil yang 
 dibutuhkan per tahun (# tenaga kerja) = 

    total pekerja tidak terampil yang 
 dibutuhkan per hari (# tenaga kerja/hari) / 

 total hari kerja per tahun 

 Perhitungan  pekerja  tidak  terampil 
 per  tahun:  Jumlah  tenaga  kerja 
 tahunan  total  untuk  kebutuhan  pekerja 
 tidak  terampil  diperkirakan 
 berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja 
 harian  dan  jumlah  hari  kerja  pada 
 tahun  2020.  Jumlah  hari  kerja  pada 
 tahun  2020  adalah  264,  tidak  termasuk 
 akhir pekan dan hari libur nasional. 
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 dimana  asumsi  jumlah  hari  kerja  dalam 
 satu  tahun  adalah  264  hari  untuk  semua 
 sektor  .  Dua  skenario  akan  diperkirakan 
 untuk  kebutuhan  tenaga  kerja  tidak 
 terampil:  
 1.  Batas  bawah  dengan  asumsi  proporsi 

 10%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi, dan  

 2.  Batas  atas  dengan  asumsi  proporsi 
 30%  dari  biaya  tenaga  kerja  untuk 
 biaya konstruksi  

 Untuk  membandingkan  dengan 
 ketersediaan  tenaga  kerja,  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil  yang  dibutuhkan  hanya  akan 
 mempertimbangkan perkiraan batas atas. 

 Tabel  27. Perhitungan kebutuhan pekerja terampil di  sektor konstruksi 

 Deskripsi  Asumsi dan definisi kunci 

 Langkah 1: 
 Memperkirakan jumlah 
 pekerja terampil 
 jangka pendek 
 (2020-2030) 
 kebutuhan per tahun 

 Berdasarkan  total  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil  per  tahun  dari  tahun 
 2021  hingga  2030,  jumlah  total 
 pekerja  terampil  per  tahun  dari 
 tahun  2021  hingga  2030  dapat 
 diperkirakan,  berdasarkan  rumus 
 berikut:  

 total pekerja terampil yang 
 dibutuhkan per tahun (# tenaga 

 kerja) = 
 total pekerja tidak terampil yang 
 dibutuhkan per tahun (# tenaga 

 kerja) x rasio pekerja terampil dan 
 tidak terampil 

 Dimana  rasio  pekerja  terampil  dan 
 tidak  terampil  kira-kira  0,03  .  Dua 
 skenario  akan  diperkirakan  untuk 
 kebutuhan pekerja terampil:  
 1.  Batas  bawah  dengan  asumsi 

 proporsi  10%  dari  biaya  tenaga 
 kerja  untuk  biaya  konstruksi, 
 dan  

 Definisi  pekerja  terampil:  Pekerja  terampil 
 didefinisikan  sebagai  pekerja  dengan  kontrak 
 penuh  waktu,  tingkat  pencapaian  pendidikan 
 sekolah  menengah  atas  atau  lebih  tinggi,  dan 
 menerima  tingkat  remunerasi  yang  relatif  lebih 
 tinggi.  Sama  halnya  dengan  langkah-langkah 
 yang  diambil  untuk  menghitung  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil,  jumlah  pekerja  terampil 
 diperkirakan  berdasarkan  investasi  yang 
 diharapkan untuk pembangunan infrastruktur.  

 Definisi  rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil:  Rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil  dinyatakan  sebagai  pecahan  antara 
 jumlah  pekerja  terampil  dan  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil  pada  jumlah  investasi 
 diharapkan yang setara.  

 Menurut  RPJMN  2019-2024,  proyek 
 pembangunan  infrastruktur  senilai  Rp4  triliun 
 akan  membutuhkan  sekitar  6.000  pekerja  tidak 
 terampil,  sedangkan  menurut  praktik  terbaik 
 untuk  proyek  infrastruktur  besar  di  Indonesia 
 (termasuk  di  sektor-sektor  seperti  transportasi, 
 energi,  dan  infrastruktur  gedung),  Rp4  triliun 
 proyek  pembangunan  infrastruktur  akan 
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 2.  Batas  atas  dengan  asumsi 
 proporsi  30%  dari  biaya  tenaga 
 kerja untuk biaya konstruksi. 

 Untuk  membandingkan  kebutuhan 
 tenaga  kerja  dengan  ketersediaan 
 tenaga  kerja,  jumlah  pekerja 
 terampil  yang  dibutuhkan  hanya 
 akan  mempertimbangkan  perkiraan 
 batas atas. 

 membutuhkan  200  pekerja  terampil.  Dengan 
 demikian,  rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil  adalah  200  berbanding  6.000  tenaga 
 kerja  untuk  proyek  Rp  4  triliun,  yang  kira-kira 
 setara  dengan  0,03.  Rasio  ini  diasumsikan 
 sama di seluruh proyek infrastruktur. 

 8.2. Metodologi Rinci untuk Analisis Ketersediaan Tenaga Kerja 

 Gambar  61.  Diagram alir analisis ketersediaan tenaga  kerja 

 Tabel  28. Proses memperkirakan ketersediaan tenaga  kerja dasar di sektor konstruksi 

 Deskripsi  Asumsi dan definisi kunci 

 Langkah 1: 
 Memperkirakan garis 
 dasar tenaga kerja 
 yang dipekerjakan di 
 sektor konstruksi 

 Untuk  memperkirakan  ketersediaan 
 tenaga  kerja  dasar,  langkah  pertama 
 adalah  memperkirakan  total  tenaga 
 kerja  yang  dipekerjakan  di  sektor 
 konstruksi.  Jumlah  tenaga  kerja  yang 
 dipekerjakan  sebagaimana  didefinisikan 
 oleh  BPS  hanya  mencakup  kategori 
 berikut: 

 Definisi  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan: 
 Menurut  definisi  BPS,  tenaga  kerja  yang 
 dipekerjakan  didefinisikan  sebagai 
 penduduk  yang  dianggap  dalam  usia  kerja, 
 yang  bekerja  lebih  dari  1  jam  per  hari  pada 
 tahun  2020.  Angka  total  tenaga  kerja  yang 
 dipekerjakan  mencerminkan  perkiraan 
 ketersediaan  tenaga  kerja  yang  saat  ini 
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 1.  Jumlah  orang  yang  bekerja 
 lebih  dari  satu  jam:  Dari  jumlah 
 total  orang  yang  berkomitmen 
 untuk  mencari  pekerjaan  di 
 sektor  ini,  hitung  jumlah  pekerja 
 yang  bekerja  di  sektor  tersebut. 
 Seseorang  yang  bekerja 
 setidaknya  satu  jam  sehari  dapat 
 dianggap sebagai pekerja. 

 Perkiraan  tersebut  diambil  dari  Survei 
 Angkatan  Kerja  Nasional  (Sakernas) 
 BPS yang diterbitkan pada tahun 2020 

 (dalam  satu  minggu  terakhir)  bekerja  di 
 bidang konstruksi. 

 Langkah 2:  Kaji latar 
 belakang pendidikan 
 tenaga kerja yang 
 dipekerjakan di 
 sektor konstruksi 

 Berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja  yang 
 dipekerjakan,  identifikasi  latar  belakang 
 pendidikan  tenaga  kerja  yang  saat  ini 
 bekerja  di  sektor  konstruksi.  Daftar  latar 
 belakang  pendidikan  yang  dianggap 
 memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di 
 sektor  tersebut  diperoleh  dari  Sakernas 
 (2020). 

 Latar  belakang  pendidikan  pekerja, 
 seperti  yang  diidentifikasi  pada  Langkah 
 2,  membantu  estimasi  tenaga  kerja 
 yang menganggur pada Langkah 3. 

 Definisi  latar  belakang  pendidikan:  Latar 
 belakang  pendidikan  didefinisikan  sebagai 
 gelar  atau  bidang  studi  yang  dilakukan  oleh 
 seseorang  sebagai  bagian  dari 
 pendidikannya.  Latar  belakang  pendidikan 
 yang  dibutuhkan  mencerminkan  persyaratan 
 dasar  seseorang  untuk  dipekerjakan  pada 
 suatu  pekerjaan  tertentu.  Penilaian  latar 
 belakang  pendidikan  sangat  penting  untuk 
 melacak  populasi  tenaga  kerja  yang 
 keahliannya  dapat  ditransfer  ke  sektor 
 konstruksi.  

 Langkah 3: 
 Memperkirakan 
 tingkat dasar tenaga 
 kerja menganggur 
 yang memenuhi 
 syarat 

 Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan 
 yang  teridentifikasi,  hitung  ketersediaan 
 tenaga  kerja  pengangguran  yang  baru 
 lulus  di  pasar.  Jumlah  pengangguran 
 yang  baru  lulus  menurut  definisi  BPS 
 meliputi kategori sebagai berikut: 

 1.  Jumlah  orang  yang  mencari 
 pekerjaan:  Dari  jumlah 
 penduduk  usia  kerja,  hitung 
 jumlah  lulusan  baru  yang 
 berkomitmen  untuk  mencari 
 pekerjaan  di  pasar  tenaga  kerja, 
 dan  memenuhi  pendidikan 
 persyaratan  untuk  bekerja  di 
 sektor tersebut.  

 2.  Jumlah  orang  yang  tidak 
 bekerja  lebih  dari  satu  jam: 
 Dari  jumlah  total  lulusan  baru 
 yang  mencari  pekerjaan,  hitung 

 Definisi  tenaga  kerja  yang  tidak  bekerja: 
 Tenaga  kerja  yang  tidak  bekerja 
 didefinisikan  sebagai  penduduk  usia  kerja 
 yang  tidak  bekerja  lebih  dari  satu  jam,  dan 
 sedang  mencari  pekerjaan  pada  tahun 
 2020.  Tenaga  kerja  yang  tidak  bekerja 
 mencerminkan  perkiraan  ketersediaan 
 tenaga  kerja  yang  saat  ini  (dalam  seminggu 
 terakhir)  tidak  bekerja  di  sektor  konstruksi, 
 tetapi  memenuhi  persyaratan  pendidikan 
 untuk bekerja di sektor tersebut. 

 Definisi  lulusan  berpengalaman  dan 
 baru:  Estimasi  mengasumsikan  bahwa 
 pekerja  terampil  dengan  pengalaman  kerja 
 yang  lebih  besar  akan  lebih  kecil 
 kemungkinannya  untuk  dipekerjakan  di 
 sektor  konstruksi  dibandingkan  dengan 
 lulusan  yang  lebih  baru.  Dalam  hal  ini, 
 hanya  pekerja  berusia  antara  20  dan  25 
 tahun  yang  menganggur  yang  termasuk 
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 jumlah  yang  tidak  bekerja  di 
 sektor tersebut 

 Perkiraan  diambil  dari  Sakernas  (2020). 
 Menjumlahkan  total  yang  dipekerjakan 
 (langkah  1)  dan  tenaga  kerja  yang 
 menganggur  (langkah  3)  menghasilkan 
 total tenaga kerja di sektor konstruksi. 

 dalam  perkiraan.  Pekerja  yang 
 berpengalaman  diasumsikan  berusia  lebih 
 dari  25  tahun,  atau  rata-rata  memiliki 
 pengalaman kerja lebih dari lima tahun.  

 Tenaga  kerja  yang  telah  menganggur 
 selama  lebih  dari  5  tahun  mungkin  tidak  lagi 
 memiliki  keterampilan  yang  relevan  yang 
 dibutuhkan  untuk  bekerja  di  sektor  tersebut. 
 Tenaga  kerja  yang  tidak  memiliki 
 pengalaman  sebelumnya  di  sektor 
 konstruksi  tidak  akan  dapat  memperoleh 
 keterampilan  yang  diperlukan  melalui 
 bekerja  di  sektor  tersebut,  artinya  mereka 
 tidak  lagi  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di 
 proyek konstruksi. 

 Tabel  29. Perhitungan kebutuhan pekerja terampil di  sektor konstruksi 

 Deskripsi  Asumsi dan definisi kunci 

 Langkah 1: 
 Memperkirakan jumlah 
 pekerja terampil 
 jangka pendek 
 (2020-2030) 
 kebutuhan per tahun 

 Berdasarkan  total  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil  per  tahun  dari  tahun 
 2021  hingga  2030,  jumlah  total 
 pekerja  terampil  per  tahun  dari 
 tahun  2021  hingga  2030  dapat 
 diperkirakan,  berdasarkan  rumus 
 berikut:  

 total pekerja terampil yang 
 dibutuhkan per tahun (# tenaga 

 kerja) = 
 total pekerja tidak terampil yang 
 dibutuhkan per tahun (# tenaga 

 kerja) x rasio pekerja terampil dan 
 tidak terampil 

 Dimana  rasio  pekerja  terampil  dan 
 tidak  terampil  kira-kira  0,03  .  Dua 
 skenario  akan  diperkirakan  untuk 
 kebutuhan pekerja terampil:  
 1.  Batas  bawah  dengan  asumsi 

 proporsi  10%  dari  biaya  tenaga 
 kerja  untuk  biaya  konstruksi, 
 dan  

 2.  Batas  atas  dengan  asumsi 
 proporsi  30%  dari  biaya  tenaga 
 kerja untuk biaya konstruksi. 

 Untuk  membandingkan  kebutuhan 
 tenaga  kerja  dengan  ketersediaan 
 tenaga  kerja,  jumlah  pekerja 

 Definisi  pekerja  terampil:  Pekerja  terampil 
 didefinisikan  sebagai  pekerja  dengan  kontrak 
 penuh  waktu,  tingkat  pencapaian  pendidikan 
 sekolah  menengah  atas  atau  lebih  tinggi,  dan 
 menerima  tingkat  remunerasi  yang  relatif  lebih 
 tinggi.  Sama  halnya  dengan  langkah-langkah 
 yang  diambil  untuk  menghitung  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil,  jumlah  pekerja  terampil 
 diperkirakan  berdasarkan  investasi  yang 
 diharapkan untuk pembangunan infrastruktur.  

 Definisi  rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil:  Rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil  dinyatakan  sebagai  pecahan  antara 
 jumlah  pekerja  terampil  dan  jumlah  pekerja 
 tidak  terampil  pada  jumlah  investasi 
 diharapkan yang setara.  

 Menurut  RPJMN  2019-2024,  proyek 
 pembangunan  infrastruktur  senilai  Rp4  triliun 
 akan  membutuhkan  sekitar  6.000  pekerja  tidak 
 terampil,  sedangkan  menurut  praktik  terbaik 
 untuk  proyek  infrastruktur  besar  di  Indonesia 
 (termasuk  di  sektor-sektor  seperti  transportasi, 
 energi,  dan  infrastruktur  gedung),  Rp4  triliun 
 proyek  pembangunan  infrastruktur  akan 
 membutuhkan  200  pekerja  terampil.  Dengan 
 demikian,  rasio  pekerja  terampil  dan  tidak 
 terampil  adalah  200  berbanding  6.000  tenaga 
 kerja  untuk  proyek  Rp  4  triliun,  yang  kira-kira 
 setara  dengan  0,03.  Rasio  ini  diasumsikan 
 sama di seluruh proyek infrastruktur. 
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 terampil  yang  dibutuhkan  hanya 
 akan  mempertimbangkan  perkiraan 
 batas atas. 

 8.3. Metodologi Rinci OEVS 

 OEVS dalam laporan ini dirancang untuk melacak pergeseran kebutuhan pekerjaan, 
 mengidentifikasi pekerjaan yang merupakan sumber utama lapangan kerja, dan mengamati 
 pertumbuhan atau kontraksi pekerjaan dan prediksi jangka pendek.  Survei tingkat perusahaan 
 dalam laporan ini mencakup sektor transportasi dan konstruksi. Kerangka sampel dikategorikan menurut 
 cakupan geografis, kegiatan ekonomi berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
 (“KBLI”), dan skala usaha. Skala usaha diklasifikasikan menurut definisi Badan Pusat Statistik (“BPS”) 
 untuk usaha menengah dan besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 untuk 
 kelompok usaha pengangkutan dan pergudangan dan definisi perusahaan konstruksi menengah dan 
 besar (memiliki kualifikasi M1, M2, B1, atau B2) untuk kelompok usaha konstruksi. 

 Target populasi yang ditetapkan disaring dari Direktori Perusahaan hasil Sensus Ekonomi 2016 dari BPS, 
 daftar perusahaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"), dan daftar 
 Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Hasil penyaringan populasi sasaran diperoleh total 38.943 
 perusahaan yang tersebar di 178 kabupaten/kota di 8 provinsi. Kerangka sampel OEVS dibangun 
 menggunakan database Sensus Ekonomi 2016, mengkategorikan perusahaan infrastruktur menurut 
 cakupan geografis dan aktivitas ekonomi (kode KBLI), yang dijabarkan sebagai berikut: 

 Tabel 30.  Kode KBLI sampel perusahaan Infrastruktur 

 F - Konstruksi 

 2-digit  3-digit  Deskripsi 

 41  Konstruksi bangunan 

 410  Konstruksi bangunan 

 42  Konstruksi bangunan sipil 

 421  Konstruksi jalan raya dan rel kereta api 

 422  Pembangunan jaringan irigasi, komunikasi, dan pembuangan kotoran 

 429  Konstruksi bangunan sipil lainnya 

 43  Konstruksi spesial 

 431  Pembongkaran dan persiapan lahan 

 432  Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya 

 433  Penyelesaian pembangunan gedung 
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 F - Konstruksi 

 439  Konstruksi spesial lainnya 

 H - Transportasi dan pergudangan 

 2-digit  3-digit  Deskripsi 

 49  Transportasi darat dan angkutan melalui pipa 

 491  Transportasi kereta api 

 492  Transportasi Bus 

 493  Angkutan melalui pipa 

 494  Transportasi darat lainnya (kecuali bus)  

 50  Transportasi air 

 501  Transportasi laut 

 502  Transportasi sungai, danau, dan feri 

 51  Angkutan udara 

 511  Angkutan udara untuk penumpang 

 512  Angkutan udara untuk barang 

 52  Pergudangan dan transportasi pendukung 

 521  Pergudangan dan penyimpanan 

 522  Transportasi pendukung 

 53  Kegiatan pos dan kurir 

 531  Kegiatan pos 

 532  Kegiatan kurir 

 Sumber: SurveyMeter dan analisis pakar sampling (2021)  

 Adapun  kriteria  perusahaan  yang  dianggap  sesuai  untuk  disurvei  adalah  perusahaan  yang  masih 
 beroperasi,  memiliki  tenaga  kerja  lebih  dari  50%,  dan  memiliki  kode  KBLI  3  digit.  Sampel  sasaran  survei 
 ini adalah 20 KBLI, belum termasuk 1 KBLI dengan kode tiga digit 000 (BUMN). 

 Parameter  pengambilan  sampel  yang  digunakan  untuk  menghitung  ukuran  sampel  adalah  proporsi  yang 
 diharapkan  dari  tingkat  lowongan  pekerjaan,  yang  secara  hipotesis  ditetapkan  sebesar  5  persen. 
 Parameter  pengambilan  sampel  menggunakan  metode  pengambilan  sampel  dua  tahap  dengan  tingkat 
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 reliabilitas  95%,  dan  harapan  minimal  tingkat  partisipasi  sebesar  70  persen.  Pada  tahap  pertama, 
 kabupaten/kota  dipilih  secara  multivariate  probability  proportional  to  size  (“MPPS”).  Pada  tahap  kedua, 
 perusahaan  dipilih  sesuai  dengan  sasaran  populasi  melalui  metode  sampling  sistematis.  Untuk 
 mengantisipasi  kemungkinan  mendapatkan  perusahaan  yang  tutup,  pindah,  dan  tidak  ditemukan  di 
 daerah survei, telah disiapkan 10 set (gugus) sampel cadangan sebagai calon pengganti.  

 Sebanyak  1.896  perusahaan  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  telah  berpartisipasi  dalam 
 OEVS.  Data  yang  diperoleh  dimasukkan  secara  langsung  menggunakan  program  entri  data  yang  telah 
 dirancang  sebelumnya.  Konsisten  dengan  desain  sampel,  Jawa  memiliki  cakupan  tertinggi,  dengan 
 tingkat  partisipasi  masing-masing  sebesar  37%,  20%,  dan  19%  di  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur,  dan  Jawa 
 Barat.  Di  tingkat  provinsi,  tiga  provinsi  juga  telah  melampaui  target  sampel,  yakni  Jawa  Tengah,  Sumatera 
 Utara,  dan  Banten.  Tabel  di  bawah  ini  merangkum  cakupan  geografis  dan  KBLI  dari  perusahaan  yang 
 disurvei. 

 Tabel 31.  Cakupan geografis dari perusahaan yang disurvei 
 N 
 o 

 Cakupan 
 Geografis 

 Sampel sasaran (# 
 perusahaan) 

 Perusahaan yang disurvei (# 
 perusahaan) 

 Perusahaan yang 
 disurvei (%) 

 1  DKI Jakarta  965  429  44,5% 

 2  Jawa Barat  497  468  94,2% 

 3  Jawa Tengah  172  191  111,1% 

 4  Jawa Timur  526  375  71,3% 

 5  Sumatera Utara  41  42  102,4% 

 6  Sulawesi Selatan  144  128  88,9% 

 7  Bali  98  91  92,9% 

 8  Banten  157  172  109,5% 

 Total  2.600  1.896  72,92% 
 Sumber: SurveyMeter dan analisis pakar sampling (2021)  

 Beberapa  KBLI  mengalami  oversampling  dan  sebagian  lainnya  gagal  memenuhi  target  .  Antara  lain, 
 untuk  KBLI  000  tim  hanya  mewawancarai  49  perusahaan  (28,16%)  dari  174  target  sampel.  Sampel  untuk 
 KBLI  493  juga  tidak  berhasil  dikumpulkan,  dimana  2  target  perusahaan  berada  di  DKI  Jakarta  dan  Jawa 
 Timur.  Perusahaan  di  DKI  Jakarta  menolak  wawancara  karena  pembatasan  COVID-19,  sedangkan 
 perusahaan  di  Jawa  Timur  tidak  dapat  ditemukan.  Tidak  ada  sampel  pengganti  yang  tersedia  untuk  KBLI 
 493. 

 Jumlah  perusahaan  terbanyak  yang  tidak  dapat  ditemukan  adalah  perusahaan  dengan  kode  KBLI  410. 
 Berdasarkan  catatan  enumerator  survei,  banyak  ditemukan  kasus  alamat  fiktif  untuk  perusahaan  dengan 
 kode  KBLI  410.  Beberapa  perusahaan  tidak  aktif  setelah  menyelesaikan  survei  dan  mungkin  telah 
 mengganti  nama  perusahaan.  Selain  itu,  banyak  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  kerja  di  luar 
 lingkup  kode  KBLI  410.  Beberapa  perusahaan  juga  telah  menyesuaikan  KBLI-nya  menjadi  KBLI 
 non-target  selama  periode  sampling.  Perubahan  KBLI  dapat  terjadi  karena  berbagai  alasan,  termasuk 
 penyesuaian kegiatan usaha perusahaan  .  
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 Tabel  32.  Cakupan KBLI dari perusahaan yang disurvei 

 Kategori  KBL 
 I 

 Sampel 
 sasaran 

  (# perusahaan) 

 Perusahaan yang 
 disurvei 

 (# perusahaan) 

 Perusahaan yang disurvei 
 (%) 

 BUMN  000  174  49  28,16% 

 Konstruksi 

 410  914  495  54,16% 

 421  135  126  93,33% 

 422  82  82  100% 

 429  84  54  64,29% 

 431  10  8  80% 

 432  132  141  106,8% 

 433  29  24  82,76% 

 439  60  45  75% 

 Transportasi dan 
 Pergudangan 

 491  6  7  116,6% 

 492  37  38  102,7% 

 493  2  0  0% 

 494  73  68  93,15% 

 501  51  37  72,55% 

 502  10  7  70% 

 511  14  7  50% 

 512  4  4  100% 

 521  228  196  85,96% 

 522  300  281  93,67% 

 531  122  141  115,5% 

 532  137  135  98,54% 

 Total  2.600  1.896  72,92% 

 Sumber: SurveyMeter dan analisis pakar sampling (2021)  

 Ukuran  sampel  ditetapkan  cukup  tinggi  untuk  dapat  mewakili  di  tingkat  perusahaan  dengan 
 relative  standard  error  ("RSE")  sekitar  14,3%.  Hal  ini  memberikan  estimasi  yang  relatif  tepat, 
 dinyatakan  sebagai  persentase,  tentang  seberapa  besar  kemungkinan  perkiraan  survei  menyimpang  dari 
 populasi  sebenarnya.  Estimasi  dengan  RSE  tinggi  cenderung  membuat  kesalahan  pengambilan  sampel 
 yang tinggi dan harus ditafsirkan dengan hati-hati.  

 Semua  hasil  dalam  laporan  Outlook  Pekerjaan  (  Occupational  Outlook  )  ditampilkan  pada  klasifikasi  4  digit 
 KBJI  2014.  Namun,  observasi  untuk  beberapa  pekerjaan  4  digit  terlalu  lemah  untuk  menghasilkan 
 statistik  yang  reliabel.  Laporan  ini  merekomendasikan  pengumpulan  informasi  pada  tingkat  agregasi  yang 
 lebih  tinggi  hingga  pengguna  memperoleh  ukuran  sampel  sekitar  10  pengamatan.  Penting  juga  untuk 
 mempertimbangkan  bahwa,  sementara  estimasi  yang  tepat  mungkin  mengalami  kesalahan  pengambilan 
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 sampel,  peringkat  indikator  tidak  terlalu  terpengaruh  oleh  estimasi,  terutama  untuk  peringkat  yang  jauh  (di 
 mana  perbedaan  antara  estimasi  mungkin  lebih  besar).  Misalnya,  bahkan  jika  10  pekerjaan  teratas  untuk 
 perubahan  bersih  dalam  lapangan  kerja  memiliki  sampel  kecil  atau  RSE  besar,  dengan  mengoreksi 
 kesalahan  pengambilan  sampel  (atau  dengan  meningkatkan  sampel),  10  pekerjaan  ini  tidak  mungkin 
 akan pindah ke peringkat bawah. 

 8.4.  Upah tenaga kerja di OEVS 

 Menurut  Sakernas,  upah  bulanan  rata-rata  per  pekerja  di  sektor  transportasi  dan  konstruksi  adalah  Rp 
 2,1  juta  per  bulan  pada  tahun  2020.  Upah  bulanan  rata-rata  sedikit  di  bawah  upah  minimum  nasional 
 sebesar  Rp  2,6  juta  per  bulan  pada  tahun  2020,  karena  banyaknya  jumlah  pekerja  tidak  terampil  dengan 
 upah  rendah  di  sektor  ini.  Upah  bulanan  rata-rata  per  pekerja  terampil  dan  tidak  terampil  masing-masing 
 adalah  Rp  5,0  dan  1,9  juta  per  bulan.  Proporsi  tenaga  kerja  tidak  terampil  di  sektor  transportasi  dan 
 konstruksi  juga  lebih  tinggi  (95%  pada  tahun  2020)  dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  terampil  (5%  pada 
 tahun 2020). 

 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  distribusi  pekerjaan  Bright  berdasarkan  upah  bulanan  mereka  pada 
 tahun  2020.  Tidak  ada  pekerjaan  Bright  yang  dibayar  di  bawah  rata-rata  upah  minimum  nasional.  Upah 
 bulanan  rata-rata  pekerjaan  Bright  (Rp  8,0  juta)  adalah  tiga  kali  lipat  rata-rata  upah  minimum  nasional 
 bulanan pada tahun 2020. 

 Tabel 33.  Distribusi 10 pekerjaan  Bright  teratas menurut  upah rata-rata  
 dibandingkan dengan upah minimum Indonesia 

 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  distribusi  pekerjaan  Dim  berdasarkan  upah  bulanan  mereka  pada  tahun 
 2020.  Tidak  ada  pekerjaan  Dim  yang  dibayar  di  bawah  rata-rata  upah  minimum  nasional.  Upah  bulanan 
 rata-rata  pekerjaan  Dim  (Rp  5,9  juta)  adalah  tiga  kali  lipat  rata-rata  upah  minimum  nasional  bulanan  pada 
 tahun 2020. 
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 Table  34.  Distribusi 10 pekerjaan  Dim  teratas menurut  upah rata-rata  
 dibandingkan dengan upah minimum Indonesia 

 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  distribusi  pekerjaan  Stable  berdasarkan  upah  bulanan  mereka  pada 
 tahun  2020.  Tidak  ada  pekerjaan  Stable  yang  dibayar  di  bawah  rata-rata  upah  minimum  nasional.  Upah 
 bulanan  rata-rata  untuk  pekerjaan  Stable  (Rp  11,2  juta)  adalah  tiga  kali  lipat  dari  rata-rata  upah  minimum 
 nasional bulanan pada tahun 2020. 

 Tabel 35.  Distribusi 10 pekerjaan  Stable  teratas menurut  upah rata-rata  
 dibandingkan dengan upah minimum Indonesia 
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 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  distribusi  pekerjaan  Flagged  berdasarkan  upah  bulanan  mereka  pada 
 tahun  2020.  Tidak  ada  pekerjaan  Flagged  yang  dibayar  di  bawah  rata-rata  upah  minimum  nasional.  Upah 
 bulanan  rata-rata  untuk  pekerjaan  Flagged  (Rp  5,8  juta)  adalah  tiga  kali  lipat  dari  rata-rata  upah  minimum 
 nasional bulanan pada tahun 2020. 

 Tabel  36.  Distribusi 10 pekerjaan  Flagged  teratas  menurut upah rata-rata  
 dibandingkan dengan upah minimum Indonesia 
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 8.5. Hasil Lengkap OEVS 
 Tabel  37. Hasil Lengkap OEVS 

          Short term occupation dynamics:  Job opportunities:  Skill shortages  Occupational prospect 

 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 1  1112 
 SENIOR 
 GOVERNMENT 
 OFFICIALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  64  Dim 

 2  1120 
 MANAGING 
 DIRECTORS AND 
 CHIEF EXECUTIVES 

 -144  -0.35%  0  0.00%  160  0.60%  0  33%  0  0  0  0  41152  Steady State 

 3  1211  FINANCE MANAGERS  3  0.02%  9  0.07%  288  0.39%  0  0%  0  0  0  0  12400  Steady State 

 4  1212  HUMAN RESOURCE 
 MANAGERS  41  0.47%  8  0.09%  359  1.73%  1  5%  0  61  1  1  8805  Bright 

 5  1213 
 POLICY AND 
 PLANNING 
 MANAGERS 

 -93  -1.62%  0  0.00%  127  1.66%  0  0%  0  26  1  1  5619  Flagged 

 6  1219 

 BUSINESS SERVICES 
 AND 
 ADMINISTRATION 
 MANAGERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 -8  -0.19%  28  0.69%  20  1.12%  0  0%  0  0  0  0  4067  Steady State 

 7  1221 
 SALES AND 
 MARKETING 
 MANAGERS 

 -57  -0.67%  20  0.23%  97  1.24%  0  47%  0  38  1  1  8462  Flagged 

 8  1222 
 ADVERTISING AND 
 PUBLIC RELATIONS 
 MANAGERS 

 4  0.72%  0  0.00%  0  0.71%  0  0%  0  0  0  0  536  Steady State 

 9  1223 
 RESEARCH AND 
 DEVELOPMENT 
 MANAGERS 

 -13  -2.29%  0  0.00%  7  2.37%  0  0%  0  0  0  0  537  Steady State 

 10  1311 

 AGRICULTURAL AND 
 FORESTRY 
 PRODUCTION 
 MANAGERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  16  Dim 

 11  1321  MANUFACTURING 
 MANAGERS  0  0.00%  58  7.05%  42  0.00%  0  100%  1  40  1  1  760  Bright 

 12  1322  MINING MANAGERS  0  0.00%  0  0.00%  10  0.00%  0  0%  0  0  0  0  58  Steady State 

 13  1323  CONSTRUCTION 
 MANAGERS  -39  -0.19%  494  2.34%  796  4.13%  1  37%  0  158  1  1  20633  Flagged 

 14  1324 
 SUPPLY, 
 DISTRIBUTION AND 
 RELATED MANAGERS 

 -61  -0.52%  77  0.65%  96  0.52%  1  36%  0  0  0  1  11826  Flagged 

 15  1330 

 INFORMATION AND 
 COMMUNICATIONS 
 TECHNOLOGY 
 SERVICES 
 MANAGERS 

 0  0.00%  0  0.00%  38  0.00%  0  21%  0  0  0  0  584  Steady State 

 16  1342  HEALTH SERVICES 
 MANAGERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  11  Dim 

 17  1344  SOCIAL WELFARE 
 MANAGERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  10  Dim 

 18  1346  FINANCIAL AND 
 INSURANCE  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  12  Dim 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 SERVICES BRANCH 
 MANAGERS 

 19  1349 

 PROFESSIONAL 
 SERVICES 
 MANAGERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  391  Dim 

 20  1439 

 SERVICES 
 MANAGERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  27  5.91%  30  0.00%  1  100%  1  0  0  1  436  Bright 

 21  2111  PHYSICISTS AND 
 ASTRONOMERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  27  Dim 

 22  2113  CHEMISTS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  26  Dim 

 23  2114  GEOLOGISTS AND 
 GEOPHYSICISTS  -15  -8.45%  0  0.00%  54  9.68%  0  0%  0  0  0  0  166  Steady State 

 24  2120 
 MATHEMATICIANS, 
 ACTUARIES AND 
 STATISTICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  26  0.00%  0  100%  1  0  0  1  26  Steady State 

 25  2133 
 ENVIRONMENTAL 
 PROTECTION 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  14  0.00%  0  100%  1  0  0  1  82  Steady State 

 26  2141 
 INDUSTRIAL AND 
 PRODUCTION 
 ENGINEERS 

 5  3.28%  0  0.00%  17  3.12%  0  72%  1  0  0  1  147  Steady State 

 27  2142  CIVIL ENGINEERS  -76  -1.27%  160  2.65%  335  15.70%  0  26%  0  26  1  1  5870  Flagged 

 28  2143  ENVIRONMENTAL 
 ENGINEERS  0  0.00%  0  0.00%  29  0.00%  0  100%  1  0  0  1  58  Steady State 

 29  2144  MECHANICAL 
 ENGINEERS  -19  -1.39%  0  0.00%  10  1.42%  0  0%  0  9  1  1  1309  Flagged 

 30  2145  CHEMICAL 
 ENGINEERS  -66  -45.45%  0  0.00%  7  142.86%  0  0%  0  0  0  0  80  Steady State 

 31  2149 

 ENGINEERING 
 PROFESSIONALS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 78  9.16%  0  0.00%  67  25.92%  0  43%  0  0  0  0  935  Steady State 

 32  2151  ELECTRICAL 
 ENGINEERS  -227  -12.40%  0  0.00%  172  24.11%  0  5%  0  9  1  1  1602  Flagged 

 33  2152  ELECTRONICS 
 ENGINEERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  146  Dim 

 34  2153  TELECOMMUNICATIO 
 NS ENGINEERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  46  Dim 

 35  2161  BUILDING 
 ARCHITECTS  -69  -2.67%  7  0.26%  143  7.08%  0  19%  0  97  1  1  2518  Flagged 

 36  2162  LANDSCAPE 
 ARCHITECTS  10  20.36%  0  0.00%  33  84.77%  0  100%  1  0  0  1  60  Steady State 

 37  2164  TOWN AND TRAFFIC 
 PLANNERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  58  Dim 

 38  2165  CARTOGRAPHERS 
 AND SURVEYORS  -623  -15.17%  79  2.21%  260  25.02%  0  26%  0  29  1  1  3485  Flagged 

 39  2166 
 GRAPHIC AND 
 MULTIMEDIA 
 DESIGNERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  32  1  1  92  Steady State 

 40  2263  ENVIRONMENTAL 
 AND OCCUPATIONAL  56  7.01%  0  0.00%  84  19.02%  0  18%  0  0  0  0  861  Steady State 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 HEALTH AND 
 HYGIENE 
 PROFESSIONALS 

 41  2411  ACCOUNTANTS  -34  -0.87%  36  0.92%  74  2.70%  0  53%  1  0  0  1  3890  Flagged 

 42  2412 
 FINANCIAL AND 
 INVESTMENT 
 ADVISERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  3  Dim 

 43  2413  FINANCIAL ANALYSTS  -3  -3.90%  0  0.00%  0  4.14%  0  0%  0  0  0  0  70  Dim 

 44  2421 
 MANAGEMENT AND 
 ORGANIZATION 
 ANALYSTS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  339  Dim 

 45  2422 
 POLICY 
 ADMINISTRATION 
 PROFESSIONALS 

 27  9.30%  20  5.90%  11  9.88%  0  0%  0  0  0  0  319  Bright 

 46  2423 
 PERSONNEL AND 
 CAREERS 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  142  Dim 

 47  2424 
 TRAINING AND STAFF 
 DEVELOPMENT 
 PROFESSIONALS 

 10  7.43%  9  5.58%  0  6.69%  0  0%  0  0  0  0  145  Steady State 

 48  2431 
 ADVERTISING AND 
 MARKETING 
 PROFESSIONALS 

 -302  -3.22%  249  2.68%  386  17.33%  1  25%  0  56  1  1  9059  Flagged 

 49  2432  PUBLIC RELATIONS 
 PROFESSIONALS  12  3.17%  0  0.00%  12  3.03%  0  100%  1  0  0  1  395  Steady State 

 50  2433 

 TECHNICAL AND 
 MEDICAL SALES 
 PROFESSIONALS 
 (EXCLUDING ICT) 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  39  Dim 

 51  2434 

 INFORMATION AND 
 COMMUNICATIONS 
 TECHNOLOGY SALES 
 PROFESSIONALS 

 -9  -12.68%  0  0.00%  0  15.65%  0  0%  0  0  0  0  61  Dim 

 52  2511  SYSTEMS ANALYSTS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  10  Dim 

 53  2512  SOFTWARE 
 DEVELOPERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  40  Dim 

 54  2514  APPLICATIONS 
 PROGRAMMERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  72  Dim 

 55  2521 
 DATABASE 
 DESIGNERS AND 
 ADMINISTRATORS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  62  Dim 

 56  2522  SYSTEMS 
 ADMINISTRATORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  224  Dim 

 57  2523 
 COMPUTER 
 NETWORK 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  126  Dim 

 58  2529 

 DATABASE AND 
 NETWORK 
 PROFESSIONALS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  3  Dim 

 59  2619  LEGAL 
 PROFESSIONALS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  212  Dim 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 60  2621  ARCHIVISTS AND 
 CURATORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  119  Dim 

 61  2631  ECONOMISTS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  12  Dim 

 62  3111 
 CHEMICAL AND 
 PHYSICAL SCIENCE 
 TECHNICIANS 

 -29  -2.03%  0  0.00%  38  5.45%  0  31%  0  0  0  0  1416  Steady State 

 63  3112  CIVIL ENGINEERING 
 TECHNICIANS  -806  -4.75%  853  5.01%  359  8.62%  1  32%  0  42  1  1  16168  Flagged 

 64  3113 
 ELECTRICAL 
 ENGINEERING 
 TECHNICIANS 

 -6073  -49.69%  54  0.87%  358  207.16%  0  20%  0  38  1  1  6147  Flagged 

 65  3114 
 ELECTRONICS 
 ENGINEERING 
 TECHNICIANS 

 -2  -0.04%  29  0.51%  152  17.04%  0  25%  0  49  1  1  5788  Flagged 

 66  3115 
 MECHANICAL 
 ENGINEERING 
 TECHNICIANS 

 -1241  -10.94%  239  2.31%  236  18.44%  0  14%  0  52  1  1  10100  Flagged 

 67  3116 
 CHEMICAL 
 ENGINEERING 
 TECHNICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  63  Dim 

 68  3117 
 MINING AND 
 METALLURGICAL 
 TECHNICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  63  Dim 

 69  3118  DRAUGHTSPERSONS  -376  -3.57%  121  1.17%  497  11.94%  0  21%  0  27  1  1  10159  Flagged 

 70  3119 

 PHYSICAL AND 
 ENGINEERING 
 SCIENCE 
 TECHNICIANS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 73  8.50%  4  0.47%  23  7.54%  1  100%  1  0  0  1  937  Bright 

 71  3121  MINING 
 SUPERVISORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  43  Dim 

 72  3122  MANUFACTURING 
 SUPERVISORS  -73  -11.27%  43  6.98%  26  13.56%  0  26%  0  0  0  0  572  Steady State 

 73  3123  CONSTRUCTION 
 SUPERVISORS  -3751  -7.22%  852  1.74%  2794  16.65%  0  15%  0  310  1  1  48198  Flagged 

 74  3131 
 POWER 
 PRODUCTION PLANT 
 OPERATORS 

 95  14.13%  0  0.00%  19  11.66%  0  0%  0  0  0  0  765  Steady State 

 75  3132 
 INCINERATOR AND 
 WATER TREATMENT 
 PLANT OPERATORS 

 0  0.00%  0  0.00%  14  0.00%  0  100%  1  0  0  1  112  Steady State 

 76  3134 

 PETROLEUM AND 
 NATURAL GAS 
 REFINING PLANT 
 OPERATORS 

 -51  -69.23%  0  0.00%  11  -1800.00%  0  0%  0  0  0  0  23  Steady State 

 77  3135 
 METAL PRODUCTION 
 PROCESS 
 CONTROLLERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  47  Dim 

 78  3139 

 PROCESS CONTROL 
 TECHNICIANS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 6  0.44%  21  1.47%  76  2.54%  0  0%  0  0  0  0  1400  Steady State 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 79  3141 

 LIFE SCIENCE 
 TECHNICIANS 
 (EXCLUDING 
 MEDICAL) 

 15  25.00%  0  0.00%  0  18.18%  0  0%  0  0  0  0  75  Steady State 

 80  3151  SHIPS’ ENGINEERS  0  0.00%  0  0.00%  93  0.00%  0  0%  0  0  0  0  5765  Steady State 

 81  3152  SHIPS' DECK 
 OFFICERS AND PILOT  0  0.00%  0  0.00%  123  0.00%  0  0%  0  0  0  0  3673  Steady State 

 82  3153 

 AIRCRAFT PILOTS 
 AND RELATED 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  1092  Dim 

 83  3154  AIR TRAFFIC 
 CONTROLLERS  -454  -9.64%  0  0.00%  0  11.27%  0  0%  0  0  0  0  4255  Dim 

 84  3155 
 AIR TRAFFIC SAFETY 
 ELECTRONICS 
 TECHNICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  507  Dim 

 85  3230 

 TRADITIONAL AND 
 COMPLEMENTARY 
 MEDICINE 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  77  Dim 

 86  3257 

 ENVIRONMENTAL 
 AND OCCUPATIONAL 
 HEALTH INSPECTORS 
 AND ASSOCIATES 

 -111  -3.44%  67  2.09%  399  18.75%  0  3%  0  0  0  0  3128  Steady State 

 87  3311 
 SECURITIES AND 
 FINANCE DEALERS 
 AND BROKERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  6  Dim 

 88  3313 
 ACCOUNTING 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 

 41  2.61%  10  0.62%  88  7.40%  1  11%  0  0  0  1  1617  Bright 

 89  3315  VALUERS AND LOSS 
 ASSESSORS  -442  -14.89%  71  2.75%  66  21.55%  0  0%  0  0  0  0  2524  Steady State 

 90  3321  INSURANCE 
 REPRESENTATIVES  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  4  Dim 

 91  3322  COMMERCIAL SALES 
 REPRESENTATIVES  29  1.82%  22  1.35%  63  4.73%  1  19%  0  0  0  1  1625  Bright 

 92  3323  BUYERS  -5  -0.05%  56  0.60%  212  3.32%  1  15%  0  0  0  1  9403  Flagged 

 93  3324  TRADE BROKERS  -70  -23.14%  0  0.00%  20  45.55%  0  100%  1  0  0  1  233  Flagged 

 94  3331 
 CLEARING AND 
 FORWARDING 
 AGENTS 

 -78  -1.65%  0  0.00%  152  4.28%  0  0%  0  0  0  0  4619  Steady State 

 95  3333 
 EMPLOYMENT 
 AGENTS AND 
 CONTRACTORS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  29  Dim 

 96  3334 

 REAL ESTATE 
 AGENTS AND 
 PROPERTY 
 MANAGERS 

 -12  -3.88%  0  0.00%  3  4.12%  0  0%  0  0  0  0  290  Steady State 

 97  3339 

 BUSINESS SERVICES 
 AGENTS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 -160  -26.42%  0  0.00%  46  43.75%  0  0%  0  0  0  0  445  Steady State 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 98  3341  OFFICE 
 SUPERVISORS  -197  -1.44%  34  0.25%  49  1.47%  1  0%  0  0  0  1  13558  Flagged 

 99  3342  LEGAL SECRETARIES  0  0.00%  0  0.00%  19  0.00%  0  0%  0  0  0  0  29  Steady State 

 100  3343 
 ADMINISTRATIVE 
 AND EXECUTIVE 
 SECRETARIES 

 -33  -1.99%  0  0.00%  111  9.18%  0  0%  0  0  0  0  1630  Steady State 

 101  3344  MEDICAL 
 SECRETARIES  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  6  Dim 

 102  3354 
 GOVERNMENT 
 LICENSING 
 OFFICIALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  28  Dim 

 103  3359 

 GOVERNMENT 
 REGULATORY 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  14  Dim 

 104  3411 
 LEGAL AND RELATED 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 

 -29  -6.50%  8  1.79%  0  7.20%  0  0%  0  0  0  0  418  Steady State 

 105  3412 
 SOCIAL WORK 
 ASSOCIATE 
 PROFESSIONALS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  40  Dim 

 106  3432 
 INTERIOR 
 DESIGNERS AND 
 DECORATORS 

 26  2.62%  58  5.28%  87  2.52%  1  66%  1  0  0  1  1035  Bright 

 107  3434  CHEFS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  60  Dim 

 108  3511 

 INFORMATION AND 
 COMMUNICATIONS 
 TECHNOLOGY 
 OPERATIONS 
 TECHNICIANS 

 -206  -10.87%  0  0.00%  140  12.99%  0  0%  0  0  0  0  1685  Steady State 

 109  3512 

 INFORMATION AND 
 COMMUNICATIONS 
 TECHNOLOGY USER 
 SUPPORT 
 TECHNICIANS 

 30  5.36%  0  0.00%  6  14.90%  0  0%  0  0  0  0  595  Steady State 

 110  3513 

 COMPUTER 
 NETWORK AND 
 SYSTEMS 
 TECHNICIANS 

 319  6.54%  34  0.64%  80  5.96%  1  79%  1  0  0  1  5197  Bright 

 111  3514  WEB TECHNICIANS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  117  Dim 

 112  3521 
 BROADCASTING AND 
 AUDIOVISUAL 
 TECHNICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  55  Dim 

 113  3522 
 TELECOMMUNICATIO 
 NS ENGINEERING 
 TECHNICIANS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  36  Dim 

 114  4110  GENERAL OFFICE 
 CLERKS  -849  -2.20%  337  0.89%  1590  6.17%  1  16%  0  196  1  1  37708  Flagged 

 115  4120  SECRETARIES 
 (GENERAL)  -61  -5.17%  0  0.00%  79  5.60%  0  0%  0  0  0  0  1123  Steady State 

 116  4131 
 TYPISTS AND WORD 
 PROCESSING 
 OPERATORS 

 10  4.12%  0  0.00%  25  3.88%  0  0%  0  0  0  0  256  Steady State 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
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 117  4132  DATA ENTRY CLERKS  4  0.28%  6  0.47%  141  13.31%  0  7%  0  0  0  0  1274  Steady State 

 118  4211  BANK TELLERS AND 
 RELATED CLERKS  -155  -3.47%  0  0.00%  109  5.59%  0  0%  0  66  1  1  4319  Flagged 

 119  4212 

 BOOKMAKERS, 
 CROUPIERS AND 
 RELATED GAMING 
 WORKERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  30  Dim 

 120  4214 
 DEBT COLLECTORS 
 AND RELATED 
 WORKERS 

 -451  -11.06%  0  0.00%  20  13.26%  0  0%  0  0  0  0  3624  Steady State 

 121  4221 
 TRAVEL 
 CONSULTANTS AND 
 CLERKS 

 -280  -6.71%  0  0.00%  110  7.47%  0  54%  1  0  0  1  3886  Flagged 

 122  4222 
 CONTACT CENTRE 
 INFORMATION 
 CLERKS 

 -49  -3.68%  0  0.00%  50  3.89%  0  55%  1  0  0  1  1289  Flagged 

 123  4223 
 TELEPHONE 
 SWITCHBOARD 
 OPERATORS 

 109  4.58%  87  3.38%  0  4.28%  0  0%  0  0  0  0  2480  Steady State 

 124  4225  INQUIRY CLERKS  45  2.46%  0  0.00%  30  13.56%  0  0%  0  0  0  0  1872  Steady State 

 125  4226  RECEPTIONISTS 
 (GENERAL)  -215  -11.34%  0  0.00%  77  15.39%  0  0%  0  0  0  0  1685  Steady State 

 126  4229 

 CLIENT 
 INFORMATION 
 WORKERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 -11  -0.74%  0  0.00%  60  0.75%  0  50%  1  30  1  1  1451  Flagged 

 127  4311 
 ACCOUNTING AND 
 BOOKKEEPING 
 CLERKS 

 -956  -2.57%  270  0.74%  1071  5.23%  1  23%  0  173  1  1  36274  Flagged 

 128  4312 
 STATISTICAL, 
 FINANCE AND 
 INSURANCE CLERKS 

 -541  -2.56%  73  0.35%  782  7.47%  0  12%  0  158  1  1  20579  Flagged 

 129  4313  PAYROLL CLERKS  24  1.71%  225  13.48%  69  1.66%  0  0%  0  0  0  0  1447  Bright 

 130  4321  STOCK CLERKS  -2418  -4.34%  123  0.23%  1574  9.11%  0  16%  0  324  1  1  53339  Flagged 

 131  4322  PRODUCTION 
 CLERKS  -2  -0.05%  46  1.17%  185  3.39%  1  5%  0  0  0  1  3913  Flagged 

 132  4323  TRANSPORT CLERKS  -1277  -6.56%  273  1.48%  854  10.76%  1  11%  0  180  1  1  18197  Flagged 

 133  4411  LIBRARY CLERKS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  106  Dim 

 134  4412  MAIL CARRIERS AND 
 SORTING CLERKS  -228  -3.64%  6  0.10%  231  5.40%  0  27%  0  58  1  1  6041  Flagged 

 135  4413 
 CODING, 
 PROOFREADING AND 
 RELATED CLERKS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  13  Dim 

 136  4415  FILING AND COPYING 
 CLERKS  -47  -5.04%  0  0.00%  63  5.46%  0  0%  0  7  1  1  884  Flagged 

 137  4416  PERSONNEL CLERKS  -135  -1.78%  14  0.19%  146  3.46%  0  0%  0  14  1  1  7438  Flagged 

 138  4419  CLERICAL SUPPORT 
 WORKERS NOT  -94  -2.32%  15  0.37%  193  8.31%  0  37%  0  0  0  0  3956  Steady State 
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 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 139  5111 
 TRAVEL 
 ATTENDANTS AND 
 TRAVEL STEWARDS 

 -196  -21.03%  0  0.00%  0  30.73%  0  0%  0  0  0  0  737  Dim 

 140  5112  TRANSPORT 
 CONDUCTORS  176  6.69%  0  0.00%  39  12.55%  0  0%  0  0  0  0  2801  Steady State 

 141  5113  TRAVEL GUIDES  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  10  Dim 

 142  5120  COOKS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  335  Dim 

 143  5151 

 CLEANING AND 
 HOUSEKEEPING 
 SUPERVISORS IN 
 OFFICES, HOTELS, 
 AND OTHER 
 ESTABLISHMENTS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  286  Dim 

 144  5152  DOMESTIC 
 HOUSEKEEPERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  30  Dim 

 145  5153  BUILDING 
 CARETAKERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  102  Dim 

 146  5169 

 PERSONAL 
 SERVICES WORKERS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  10  Dim 

 147  5211  STALL AND MARKET 
 SALESPERSONS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  90  Dim 

 148  5221  SHOPKEEPERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  34  Dim 

 149  5222  SHOP SUPERVISORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  402  Dim 

 150  5223  SHOP SALES 
 ASSISTANTS  -18  -2.21%  0  0.00%  60  5.09%  0  0%  0  27  1  1  776  Flagged 

 151  5230  CASHIERS AND 
 TICKET CLERKS  -365  -9.27%  85  2.32%  201  12.38%  0  32%  0  46  1  1  3571  Flagged 

 152  5242  SALES 
 DEMONSTRATORS  -37  -0.93%  137  3.34%  124  4.01%  0  55%  1  12  1  1  3959  Flagged 

 153  5243  DOOR-TO-DOOR 
 SALESPERSONS  119  9.88%  161  10.90%  73  11.98%  1  27%  0  0  0  1  1319  Bright 

 154  5244  CONTACT CENTRE 
 SALESPERSONS  -388  -24.16%  33  2.62%  99  52.21%  0  82%  1  13  1  1  1217  Flagged 

 155  5245  SERVICE STATION 
 ATTENDANTS  0  0.00%  46  8.04%  9  0.00%  1  0%  0  0  0  1  530  Bright 

 156  5249 
 SALES WORKERS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 1003  14.11%  612  7.02%  401  17.68%  1  33%  0  85  1  1  8116  Bright 

 157  5411  FIREFIGHTERS  -3  -3.03%  0  0.00%  0  3.17%  0  0%  0  0  0  0  94  Dim 

 158  5414  SECURITY GUARDS  -307  -1.72%  9  0.05%  175  3.90%  1  0%  0  0  0  1  17591  Flagged 

 159  5419 

 PROTECTIVE 
 SERVICES WORKERS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  35  0.00%  0  0%  0  0  0  0  312  Steady State 

 160  6210  FORESTRY AND 
 RELATED WORKERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  21  Dim 
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 161  7111  HOUSE BUILDERS  -1313  -11.57%  39  0.39%  65  38.84%  0  0%  0  0  0  0  10039  Steady State 

 162  7112  BRICKLAYERS AND 
 RELATED WORKERS  478  7.65%  409  5.74%  190  21.65%  0  7%  0  11  1  1  6725  Bright 

 163  7113 

 STONEMASONS, 
 STONE CUTTERS, 
 SPLITTERS AND 
 CARVERS 

 47  16.42%  0  0.00%  5  13.18%  0  0%  0  0  0  0  334  Steady State 

 164  7114 

 CONCRETE 
 PLACERS, 
 CONCRETE 
 FINISHERS AND 
 RELATED WORKERS 

 236  7.22%  126  3.48%  112  10.06%  0  18%  0  0  0  0  3500  Bright 

 165  7115  CARPENTERS AND 
 JOINERS  15  1.24%  23  1.91%  83  15.69%  0  7%  0  0  0  0  1203  Steady State 

 166  7119 

 BUILDING FRAME 
 AND RELATED 
 TRADES WORKERS 
 NOT ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 14  0.56%  8  0.31%  88  12.54%  0  0%  0  0  0  0  2535  Steady State 

 167  7121  ROOFERS  111  33.66%  0  0.00%  54  43.07%  0  0%  0  0  0  0  442  Steady State 

 168  7122  FLOOR LAYERS AND 
 TILE SETTERS  36  13.66%  0  0.00%  29  29.58%  0  27%  0  11  1  1  301  Steady State 

 169  7123  PLASTERERS  0  0.00%  0  0.00%  6  0.00%  0  0%  0  0  0  0  6  Steady State 

 170  7124  INSULATION 
 WORKERS  -229  -22.50%  64  7.53%  10  33.96%  1  0%  0  0  0  1  788  Flagged 

 171  7125  GLAZIERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  32  Dim 

 172  7126  PLUMBERS AND PIPE 
 FITTERS  -78  -1.24%  0  0.00%  48  1.55%  0  0%  0  0  0  0  6216  Steady State 

 173  7127 
 AIR CONDITIONING 
 AND REFRIGERATION 
 MECHANICS 

 -95  -13.66%  0  0.00%  55  17.18%  0  0%  0  0  0  0  602  Steady State 

 174  7131  PAINTERS AND 
 RELATED WORKERS  2  0.21%  34  2.85%  42  40.85%  0  0%  0  11  1  1  1160  Bright 

 175  7132  SPRAY PAINTERS 
 AND VARNISHERS  114  24.79%  0  0.00%  90  18.07%  0  0%  0  0  0  0  572  Steady State 

 176  7212  WELDERS AND 
 FLAME CUTTERS  -100  -2.97%  95  2.81%  186  34.18%  1  29%  0  0  0  1  3270  Flagged 

 177  7213  SHEET METAL 
 WORKERS  -232  -47.40%  0  0.00%  17  164.05%  0  100%  1  0  0  1  258  Flagged 

 178  7214 
 STRUCTURAL METAL 
 PREPARERS AND 
 ERECTORS 

 -1526  -43.47%  160  7.47%  59  144.74%  0  22%  0  13  1  1  1985  Flagged 

 179  7221 

 BLACKSMITHS, 
 HAMMERSMITHS AND 
 FORGING PRESS 
 WORKERS 

 145  11.11%  0  0.00%  29  9.52%  0  0%  0  0  0  0  1453  Steady State 

 180  7223 

 METAL WORKING 
 MACHINE TOOL 
 SETTERS AND 
 OPERATORS 

 -49  -8.43%  0  0.00%  24  9.65%  0  36%  0  0  0  0  530  Steady State 

 181  7224  METAL POLISHERS, 
 WHEEL GRINDERS  69  17.28%  184  28.31%  55  13.72%  1  35%  0  0  0  1  467  Bright 
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 AND TOOL 
 SHARPENERS 

 182  7231 
 MOTOR VEHICLE 
 MECHANICS AND 
 REPAIRERS 

 -326  -4.65%  26  0.39%  171  5.00%  0  18%  0  35  1  1  6671  Flagged 

 183  7232 
 AIRCRAFT ENGINE 
 MECHANICS AND 
 REPAIRERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  1229  Dim 

 184  7233 

 AGRICULTURAL AND 
 INDUSTRIAL 
 MACHINERY 
 MECHANICS AND 
 REPAIRERS 

 -274  -8.08%  44  1.38%  78  15.03%  0  0%  0  0  0  0  3124  Steady State 

 185  7234  BICYCLE AND 
 RELATED REPAIRERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  20  Dim 

 186  7311 
 PRECISION-INSTRUM 
 ENT MAKERS AND 
 REPAIRERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  23  Dim 

 187  7315 
 GLASS MAKERS, 
 CUTTERS, GRINDERS 
 AND FINISHERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  27  Dim 

 188  7322  PRINTERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  75  Dim 

 189  7323 
 PRINT FINISHING 
 AND BINDING 
 WORKERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  196  Dim 

 190  7411 
 BUILDING AND 
 RELATED 
 ELECTRICIANS 

 669  34.57%  0  0.00%  69  26.75%  0  33%  0  0  0  0  2602  Steady State 

 191  7412 
 ELECTRICAL 
 MECHANICS AND 
 FITTERS 

 -710  -9.38%  45  0.65%  39  14.76%  0  26%  0  14  1  1  6864  Flagged 

 192  7413 
 ELECTRICAL LINE 
 INSTALLERS AND 
 REPAIRERS 

 -2092  -18.45%  0  0.00%  56  27.37%  0  0%  0  0  0  0  9244  Steady State 

 193  7421 
 ELECTRONICS 
 MECHANICS AND 
 SERVICERS 

 -8  -1.95%  0  0.00%  62  69.49%  0  70%  1  0  0  1  390  Flagged 

 194  7422 

 INFORMATION AND 
 COMMUNICATIONS 
 TECHNOLOGY 
 INSTALLERS AND 
 SERVICERS 

 393  13.74%  0  0.00%  59  23.97%  0  63%  1  0  0  1  3256  Steady State 

 195  7522 
 CABINET-MAKERS 
 AND RELATED 
 WORKERS 

 -34  -5.26%  0  0.00%  46  5.70%  0  0%  0  64  1  1  606  Flagged 

 196  7541  UNDERWATER 
 DIVERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  107  Dim 

 197  7543 

 PRODUCT GRADERS 
 AND TESTERS 
 (EXCLUDING FOODS 
 AND BEVERAGES) 

 19  5.94%  0  0.00%  38  5.45%  0  50%  0  9  1  1  338  Steady State 

 198  8111  MINERS AND 
 QUARRIERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  370  Dim 

 199  8112 
 MINERAL AND STONE 
 PROCESSING PLANT 
 OPERATORS 

 -23  -5.10%  0  0.00%  44  5.52%  0  0%  0  0  0  0  434  Steady State 
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 200  8113 
 WELL DRILLERS AND 
 BORERS AND 
 RELATED WORKERS 

 -8  -10.00%  0  0.00%  0  11.76%  0  0%  0  0  0  0  68  Dim 

 201  8114 

 CEMENT, STONE AND 
 OTHER MINERAL 
 PRODUCTS MACHINE 
 OPERATORS 

 12  1.33%  0  0.00%  50  4.15%  0  18%  0  9  1  1  919  Steady State 

 202  8121  METAL PROCESSING 
 PLANT OPERATORS  -45  -8.98%  0  0.00%  0  10.38%  0  0%  0  0  0  0  452  Dim 

 203  8131 

 CHEMICAL 
 PRODUCTS PLANT 
 AND MACHINE 
 OPERATORS 

 -79  -13.79%  0  0.00%  0  17.39%  0  0%  0  0  0  0  496  Dim 

 204  8172  WOOD PROCESSING 
 PLANT OPERATORS  -1943  -58.59%  173  11.19%  41  521.07%  0  0%  0  29  1  1  1373  Flagged 

 205  8182  STEAM ENGINE AND 
 BOILER OPERATORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  19  Dim 

 206  8183 

 PACKING, BOTTLING 
 AND LABELLING 
 MACHINE 
 OPERATORS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  260  Dim 

 207  8189 

 STATIONARY PLANT 
 AND MACHINE 
 OPERATORS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 -152  -23.22%  0  0.00%  0  35.64%  0  0%  0  0  0  0  502  Dim 

 208  8211 
 MECHANICAL 
 MACHINERY 
 ASSEMBLERS 

 -29  -2.43%  0  0.00%  20  2.52%  0  0%  0  20  1  1  1166  Flagged 

 209  8212 

 ELECTRICAL AND 
 ELECTRONIC 
 EQUIPMENT 
 ASSEMBLERS 

 -54  -2.95%  0  0.00%  27  3.09%  0  100%  1  16  1  1  1766  Flagged 

 210  8219 
 ASSEMBLERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  42  Dim 

 211  8312 
 RAILWAY BRAKE, 
 SIGNAL AND SWITCH 
 OPERATORS 

 0  0.00%  0  0.00%  11  0.00%  0  0%  0  0  0  0  705  Steady State 

 212  8321  MOTORCYCLE 
 DRIVERS  116  8.62%  0  0.00%  52  7.63%  0  22%  0  0  0  0  1466  Steady State 

 213  8322  CAR, TAXI AND VAN 
 DRIVERS  -946  -3.14%  59  0.20%  621  7.78%  0  7%  0  45  1  1  29173  Flagged 

 214  8331  BUS AND TRAM 
 DRIVERS  608  5.34%  37  0.31%  65  8.20%  1  14%  0  0  0  1  11980  Bright 

 215  8332  HEAVY TRUCK AND 
 LORRY DRIVERS  -920  -1.73%  157  0.30%  542  2.63%  0  5%  0  0  0  0  52142  Steady State 

 216  8341 
 MOBILE FARM AND 
 FORESTRY PLANT 
 OPERATORS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  85  Dim 

 217  8342 
 EARTHMOVING AND 
 RELATED PLANT 
 OPERATORS 

 1  0.01%  0  0.00%  49  2.55%  0  0%  0  0  0  0  5075  Steady State 

 218  8343 
 CRANE, HOIST AND 
 RELATED PLANT 
 OPERATORS 

 -95  -4.47%  29  1.40%  84  11.11%  0  0%  0  0  0  0  2036  Steady State 
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 219  8344  LIFTING TRUCK 
 OPERATORS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  4635  Dim 

 220  8350 
 SHIPS’ DECK CREWS 
 AND RELATED 
 WORKERS 

 -267  -2.20%  0  0.00%  240  2.28%  0  0%  0  13  1  1  11852  Flagged 

 221  9111 
 DOMESTIC 
 CLEANERS AND 
 HELPERS 

 0  0.00%  0  0.00%  20  0.00%  0  0%  0  0  0  0  146  Steady State 

 222  9112 

 CLEANERS AND 
 HELPERS IN 
 OFFICES, HOTELS 
 AND OTHER 
 ESTABLISHMENTS 

 -220  -1.54%  29  0.21%  543  2.68%  0  1%  0  0  0  0  14012  Steady State 

 223  9122  VEHICLE CLEANERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  6519  Dim 

 224  9129  OTHER CLEANING 
 WORKERS  39  1.89%  0  0.00%  24  1.83%  0  0%  0  14  1  1  2115  Steady State 

 225  9211  CROP FARM 
 LABOURERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  167  Dim 

 226  9214 
 GARDEN AND 
 HORTICULTURAL 
 LABOURERS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  336  Dim 

 227  9311 
 MINING AND 
 QUARRYING 
 LABOURERS 

 -88  -0.42%  0  0.00%  60  0.42%  0  14%  0  0  0  0  20864  Steady State 

 228  9312  CIVIL ENGINEERING 
 LABOURERS  -9819  -26.30%  51  0.18%  300  56.36%  0  3%  0  44  1  1  27517  Flagged 

 229  9313 
 BUILDING 
 CONSTRUCTION 
 LABOURERS 

 -8337  -9.62%  765  0.97%  848  44.37%  0  1%  0  46  1  1  78294  Flagged 

 230  9321  HAND PACKERS  -367  -20.07%  0  0.00%  95  30.85%  0  0%  0  0  0  0  1462  Steady State 

 231  9329 

 MANUFACTURING 
 LABOURERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 114  2.37%  294  5.64%  88  31.26%  0  0%  0  0  0  0  4919  Steady State 

 232  9331  HAND AND PEDAL 
 VEHICLE DRIVERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  44  Dim 

 233  9333  FREIGHT HANDLERS  -2120  -9.52%  0  0.00%  839  14.37%  0  21%  0  77  1  1  20159  Flagged 

 234  9334  SHELF FILLERS  -33  -0.56%  13  0.22%  196  1.85%  1  10%  0  0  0  1  5966  Flagged 

 235  9411  FAST FOOD 
 PREPARERS  0  0.00%  0  0.00%  6  0.00%  0  0%  0  6  1  1  141  Steady State 

 236  9412  KITCHEN HELPERS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  30  Dim 

 237  9510 
 STREET AND 
 RELATED SERVICES 
 WORKERS 

 0  0.00%  0  0.00%  11  0.85%  0  0%  0  0  0  0  4953  Steady State 

 238  9611 
 GARBAGE AND 
 RECYCLING 
 COLLECTORS 

 0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  19  Dim 

 239  9621 

 MESSENGERS, 
 PACKAGE 
 DELIVERERS AND 
 LUGGAGE PORTERS 

 -920  -2.58%  350  0.99%  1257  5.23%  1  15%  0  100  1  1  34818  Flagged 
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 No  KBLI  Deskripsi 
 Perubahan bersih 

 lapangan kerja 
 (# orang) 

 Pertumbuhan 
 bersih  lapangan 

 kerja (%) 

 Lowongan 
 kerja 

 (# orang) 

 Tingkat lowongan 
 (%) 

 Jumlah perusahaan 
 sedang merekrut 

 pekerja 
 (# perusahaan) 

 Tingkat perputaran 
 karyawan 

 (%) 

 Lowongan 
 sulit diisi 

 (1,0) 

Lowongan
ulit direkr

 (%) 

 Dummy 
 sulit direkrut 

 (1,0) 

 Lowongan yang 
 belum 
 dibuka 

 (# perusahaan) 

 Dummy 
 lowongan 

 yang belum 
 dibuka 

 (1,0) 

 Tanda kekurangan 
 keterampilan 

 (1,0) 

 Total lapangan 
 kerja 

 (# orang) 
 Prospek 

 240  9622  ODD-JOB PERSONS  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  0  0%  0  0  0  0  465  Dim 

 241  9629 

 ELEMENTARY 
 WORKERS NOT 
 ELSEWHERE 
 CLASSIFIED 

 -9  -0.13%  0  0.00%  39  0.13%  0  0%  0  0  0  0  7267  Steady State 

 Catatan: Yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (“YTDL”), Yang Berhubungan Dengan Itu (“YBDI”) 
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 8.6 Perbandingan hasil OEVS 2019 dan 2021 

 Peringkat  prospek  untuk  beberapa  pekerjaan  telah  berubah  dalam  dua  tahun  terakhir.  Perubahan 
 tersebut  ditunjukkan  dengan  membandingkan  peringkat  prospek  yang  dianalisis  oleh  Bank  Dunia  (“WB”) 
 dan  peringkat  prospek  yang  dianalisis  oleh  JICA  dan  tim.  Bank  Dunia  telah  memasukkan  sektor  jasa 
 bernilai  tambah  tinggi  (“HVA”)  sebagai  bagian  dari  OEVS  2019.  Sektor  jasa  HVA  terdiri  dari  beberapa 
 sektor,  antara  lain  sektor  konstruksi  dan  transportasi.  Kami  telah  mengidentifikasi  76  pekerjaan  di  sektor 
 layanan HVA yang dapat dibandingkan dengan hasil OEVS 2021.  

 Namun, perbandingan tersebut memiliki beberapa batasan: 
 ●  Perbandingan  akan  terbatas  pada  pekerjaan  Bright  dan  Dim  untuk  sektor  layanan  HVA  yang 

 disebutkan  dalam  laporan  Outlook  Lapangan  Pekerjaan  Indonesia  yang  dipublikasikan  Bank  Dunia 
 (2020), karena terbatasnya akses ke data mentah milik Bank Dunia.  

 ●  Sektor  jasa  HVA  mencakup  sektor  transportasi  dan  konstruksi,  yang  merupakan  bagian  dari  ruang 
 lingkup  proyek  kami.  Perlu  dicatat  bahwa  pekerjaan  di  bawah  sektor  jasa  HVA  juga  mencakup 
 beberapa  sektor  non-transportasi  dan  konstruksi,  seperti  sektor  jasa  keuangan,  teknologi,  dan 
 informasi.  Oleh  karena  itu,  peringkat  prospek  pada  OEVS  2019  merupakan  kombinasi  lebih  dari  satu 
 sektor. 

 ●  Terdapat  perbedaan  lingkup  cakupan  geografis,  KBLI,  dan  tingkat  reliabilitas  pada  OEVS  2019  dan 
 2021.  Lingkup  survei  perlu  diharmonisasikan  untuk  membuat  perbandingan  apple-to-apple  yang 
 akurat antara kedua set data tersebut. 

 Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan beberapa pekerjaan tersebut. 

 Tabel  38.  Perbandingan Peringkat Prospek di OEVS 2019  dan 2021 
 No.  Kode  Nama  OEVS 2019 

 (Bank Dunia) 
 OEVS 2021 (JICA 

 dan tim) 

 1  3513  TEKNISI JARINGAN DAN SISTEM KOMPUTER  Bright  Bright 

 2  3322  PERWAKILAN PENJUALAN KOMERSIAL  Bright  Bright 

 3  5243  PEDAGANG RUMAH KE RUMAH  Bright  Bright 

 4  5249  PEKERJA PENJUALAN YTDL   Bright  Bright 

 5  2141  AHLI TEKNIK INDUSTRI DAN PRODUKSI  Bright  Stable 

 6  2142  AHLI TEKNIK SIPIL  Bright  Flagged 

 7  2149  AHLI TEKNIK LAIN YTDL  Bright  Stable 

 8  2161  ARSITEK BANGUNAN  Bright  Flagged 

 9  2263  AHLI KESEHATAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA  Bright  Stable 

 10  2413  ANALIS KEUANGAN  Bright  Dim 

 11  2512  PENGEMBANG PERANGKAT LUNAK  Bright  Dim 

 202 



 No.  Kode  Nama  OEVS 2019 
 (Bank Dunia) 

 OEVS 2021 (JICA 
 dan tim) 

 12  3112  TEKNISI TEKNIK BANGUNAN  Bright  Flagged 

 13  3131  OPERATOR MESIN PRODUKSI TENAGA LISTRIK  Bright  Stable 

 14  3257  ASISTEN DAN PENGAWAS KESEHATAN LINGKUNGAN DAN 
 PEKERJAAN 

 Bright  Stable 

 15  3331  AGEN KLIRING DAN PENGIRIMAN  Bright  Stable 

 16  4120  SEKRETARIS  Bright  Stable 

 17  4132  PETUGAS ENTRI DATA  Bright  Stable 

 18  4222  TENAGA TATA USAHA INFORMASI PUSAT KONTAK  Bright  Flagged 

 19  4419  JURU TATA USAHA YTDL  Bright  Stable 

 20  7127  MEKANIK PENDINGIN UDARA DAN LEMARI PENDINGIN  Bright  Stable 

 21  8131  OPERATOR MESIN PENGOLAHAN BAHAN KIMIA  Bright  Dim 

 22  8211  PERAKIT MESIN MEKANIK  Bright  Flagged 

 23  9214  BURUH KEBUN BIBIT DAN TAMAN  Bright  Dim 

 24  1346  MANAJER JASA KEUANGAN DAN ASURANSI  Bright  Dim 

 25  2166  PERANCANG GRAFIS DAN MULTIMEDIA  Bright  Stable 

 26  2431  PROFESIONAL PERIKLANAN DAN PEMASARAN  Bright  Flagged 

 27  3122  SUPERVISOR MANUFAKTUR  Bright  Stable 

 28  3123  SUPERVISOR KONSTRUKSI  Bright  Flagged 

 29  3341  SUPERVISOR KANTOR  Bright  Flagged 

 30  4110  TENAGA PERKANTORAN UMUM  Bright  Flagged 

 31  4416  JURU TATA USAHA PERSONALIA  Bright  Flagged 

 32  5151  PENGAWAS KEBERSIHAN DAN KERUMAHTANGGAN DI 
 KANTOR, HOTEL, DAN BANGUNAN LAINNYA 

 Bright  Dim 

 33  5244  PEDAGANG MELALUI PUSAT INFORMASI  Bright  Flagged 

 34  7233  MEKANIK DAN TUKANG REPARASI MESIN PERTANIAN DAN 
 INDUSTRI 

 Bright  Stable 

 35  8219  PERAKIT YTDL  Bright  Dim 

 36  8322  PENGEMUDI MOBIL, TAKSI DAN VAN  Bright  Flagged 
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 No.  Kode  Nama  OEVS 2019 
 (Bank Dunia) 

 OEVS 2021 (JICA 
 dan tim) 

 37  8344  OPERATOR FORKLIFT  Bright  Dim 

 38  9329  BURUH INDUSTRI PENGOLAHAN YTDL  Bright  Stable 

 39  9334  BURUH PENATA BARANG  Bright  Flagged 

 40  9621  KURIR, PENGANTAR PAKET DAN KULI ANGKUT BARANG  Bright  Flagged 

 41  1342  MANAJER JASA KESEHATAN  Dim  Dim 

 42  1349  MANAJER JASA PROFESIONAL LAINNYA  Dim  Dim 

 43  2111  AHLI FISIKA DAN ASTRONOMI  Dim  Dim 

 44  2164  PERENCANA TATA KOTA DAN LALU LINTAS  Dim  Dim 

 45  2521  PENGELOLA DAN PERANCANG DATABASE  Dim  Dim 

 46  2529  PROFESIONAL DATABASE DAN JARINGAN YTDL  Dim  Dim 

 47  2621  ARSIPARIS DAN KURATOR  Dim  Dim 

 48  3121  SUPERVISOR PERTAMBANGAN  Dim  Dim 

 49  3155  TEKNISI PERANGKAT ELEKTRONIK KESELAMATAN LALU 
 LINTAS UDARA 

 Dim  Dim 

 50  3230  ASISTEN PROFESIONAL PENGOBATAN TRADISIONAL DAN 
 KOMPLEMENTER 

 Dim  Dim 

 51  3344  SEKRETARIS MEDIS  Dim  Dim 

 52  5111  TENAGA PELAYANAN PERJALANAN  Dim  Dim 

 53  7232  MEKANIK DAN TUKANG REPARASI MESIN PESAWAT  Dim  Dim 

 54  7234  TUKANG REPARASI SEPEDA DAN YBDI  Dim  Dim 

 55  7311  PEMBUAT DAN TUKANG REPARASI PERALATAN PRESISI  Dim  Dim 

 56  7315  PEMBUAT, PEMOTONG, PENGASAH DAN PENYELESAI KACA  Dim  Dim 

 57  7541  PEKERJA BAWAH AIR  Dim  Dim 

 58  8111  PEKERJA TAMBANG DAN PEKERJA PENGGALIAN  Dim  Dim 

 59  8113  PEKERJA PENGEBORAN DAN PENGGALIAN YBDI  Dim  Dim 

 60  8341  OPERATOR MESIN BERGERAK PERTANIAN DAN KEHUTANAN  Dim  Dim 

 61  9611  TUKANG SAMPAH  Dim  Dim 

 62  2162  ARSITEK PERTAMANAN/LANSEKAP  Dim  Stable 
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 No.  Kode  Nama  OEVS 2019 
 (Bank Dunia) 

 OEVS 2021 (JICA 
 dan tim) 

 63  2422  PROFESIONAL KEBIJAKAN ADMINISTRASI  Dim  Bright 

 64  3119  TEKNISI ILMU FISIKA DAN TEKNIK YTDL  Dim  Bright 

 65  3134  PENGAWAS MESIN PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN GAS 
 ALAM 

 Dim  Stable 

 66  3152  PENGAWAS PROSES PRODUKSI LOGAM  Dim  Stable 

 67  5245  PETUGAS STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR  Dim  Bright 

 68  5419  TENAGA USAHA JASA PERLINDUNGAN YTDL  Dim  Stable 

 69  7119  PEKERJA KERANGKA BANGUNAN YTDL  Dim  Stable 

 70  7124  PEKERJA ISOLASI  Dim  Flagged 

 71  7214  PEKERJA PENYIAPAN DAN PEMANCANGAN STRUKTUR LOGAM  Dim  Flagged 

 72  7522  PEMBUAT FURNITUR DAN YBDI  Dim  Flagged 

 73  8312  OPERATOR REM, SINYAL, DAN LANGSIR KERETA API  Dim  Stable 

 74  8343  OPERATOR MESIN DEREK/CRANE, PENGEREK/HOIST DAN 
 YBDI 

 Dim  Stable 

 75  9311  BURUH PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  Dim  Stable 

 76  9510  PEKERJA JASA JALANAN DAN YBDI  Dim  Stable 

 Perubahan Peringkat Prospek Pekerjaan  Bright  dari  OEVS 2019: 

 Hanya  sebagian  kecil  (10%)  dari  pekerjaan  Bright  yang  mempertahankan  peringkat  prospek  mereka. 
 Sisanya telah beralih ke  Dim  ,  Flagged  , atau  Stable 
 ●  24%  pekerjaan  telah  beralih  dari  Bright  ke  Dim  ,  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  tenaga  kerja  telah 

 menurun  dalam  dua  tahun  terakhir.  Penurunan  ini  lebih  mungkin  disebabkan  oleh  guncangan 
 sementara  (seperti  adanya  pandemi  COVID-19)  daripada  terjadinya  penyesuaian  jangka  panjang  di 
 pasar tenaga kerja, mengingat tidak ada bukti kesenjangan keterampilan. 

 ●  33%  pekerjaan  telah  beralih  dari  Bright  ke  Flagged  ,  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  tenaga  kerja 
 telah  menurun  dan  kesenjangan  keterampilan  telah  muncul  dalam  dua  tahun  terakhir.  Kesenjangan 
 keterampilan perlu dipantau jika trennya terus-menerus. 

 ●  33%  pekerjaan  telah  beralih  dari  Bright  ke  Stable  ,  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  kebutuhan 
 tenaga  kerja  telah  melambat  dalam  dua  tahun  terakhir  karena  tingkat  perputaran  karyawan  yang 
 tinggi. 
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 Perubahan Peringkat Prospek Pekerjaan  Dim  dari OEVS 2019: 

 Sebagian  besar  pekerjaan  Dim  (58%)  telah  mempertahankan  peringkat  prospek  mereka.  Sisanya  telah 
 beralih ke  Bright  ,  Flagged  , atau  Stable  . 
 ●  8%  pekerjaan  telah  beralih  dari  Dim  ke  Bright  ,  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  tenaga  kerja  telah 

 meningkat dalam dua tahun terakhir. 
 ●  8%  dari  pekerjaan  telah  beralih  dari  Dim  ke  Flagged  ,  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  tenaga  kerja 

 telah  menurun  dan  kesenjangan  keterampilan  telah  muncul  dalam  dua  tahun  terakhir.  Kesenjangan 
 keterampilan perlu dipantau jika trennya terus-menerus. 

 ●  26%  pekerjaan  telah  beralih  dari  Dim  ke  Stable  ,  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  tenaga  kerja  telah 
 meningkat  pada  tingkat  yang  stabil  dalam  dua  tahun  terakhir,  meskipun  tingkat  perputaran  karyawan 
 masih relatif tinggi. 

 8.7 Kategori skor pekerjaan 

 Skor  pekerjaan  dalam  laporan  ini  merupakan  penilaian  sintetik  tahap  pekerjaan  pada  level  KBJI  4  digit 
 berdasarkan  beberapa  indikator.  Indikator  yang  digunakan  untuk  membuat  penilaian  mencakup  total 
 lapangan  kerja,  pertumbuhan  lapangan  kerja,  total  lowongan,  jumlah  total  perusahaan  yang  mencoba 
 merekrut, tingkat perputaran karyawan, dan bukti kesenjangan keterampilan.   

 Tabel  39.  Kategori skor pekerjaan 
 Skor dan alasan  Pekerjaan 

   
 (#) 

 Pertumbuhan 
 pekerjaan (%) 

 Lowongan 
 pekerjaan 
 (#) 

 # perusahaan 
 yang merekrut 

 Tingkat 
 perputaran 
 karyawan (%) 

 Kesenjangan 
 keterampilan 

 Total 
 pekerjaan 

 Bright 

 Pekerjaan yang memiliki jumlah 
 karyawan yang kritis, tingkat 
 pertumbuhan yang tinggi, dan 
 tingkat perputaran karyawan yang 
 rendah 

 >=p25  >=p85  >0 dan  >0  <p75  Tidak 

 42 

 Pekerjaan yang memiliki kebutuhan 
 tetapi mungkin berkembang atau 
 mungkin tidak berkembang karena 
 kesenjangan keterampilan 

 >=p25 
 >=0  >0 dan  >0  Ya 

 Dim 

 Pekerjaan yang memiliki kebutuhan 
 menyusut atau stagnan 

 <=0  =0 dan  =0  Tidak  90 

 Flagged 

 Pekerjaan yang tersisa yang 
 memiliki pertumbuhan lapangan 
 kerja negatif tetapi mengalami 
 kesenjangan keterampilan 

 <0  >=0  >=0  Ya  92 

 Stable 

 Pekerjaan yang melanjutkan tren 
 pekerjaan normal 

 >0  >=0  >=0  >p75 

 Tidak 
 129  <=0 

 =0 atau 
 >0 

 >0 
 =0 
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 Skor dan alasan  Pekerjaan 
   
 (#) 

 Pertumbuhan 
 pekerjaan (%) 

 Lowongan 
 pekerjaan 
 (#) 

 # perusahaan 
 yang merekrut 

 Tingkat 
 perputaran 
 karyawan (%) 

 Kesenjangan 
 keterampilan 

 Total 
 pekerjaan 

 Pekerjaan yang memiliki 
 kesenjangan keterampilan tetapi 
 tidak cukup untuk masuk ke kategori 
 Bright 

 >0  0  >0 

 Ya  <p25  =0  >0 dan   >0 

 =0 
 =0 atau  
 >0 

 >0 
 =0 

 Catatan: p yang dimaksud dalam p25, p75, dan p85, menunjukkan persentil. 

 8.8 Benchmarking 

 8.8.1 Amerika Serikat 

 8.8.1.1.  Human Capital Development Plan 

 Pemerintah  Amerika  Serikat  memiliki  rencana  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan  dan  pelatihan  bagi 
 siswa  dan  tenaga  kerja  melalui  Rencana  Fiskal  Amerika  Serikat  2018-2022  dari  Departemen  Pendidikan, 
 sebagai berikut: 

 Tabel 40. Rencana Fiskal Amerika Serikat Tahun 2018-2022 Departemen Pendidikan 

 Tujuan dan Sasaran Strategis 

 Pemangku 
 Kepentingan 174

 Timeline 

 G  SG  VR  LEA  NGO  2018- 
 2019 

 2019- 
 2020 

 2020- 
 2021 

 Tujuan Strategis 1 : Mendukung upaya negara bagian dan lokal untuk meningkatkan hasil belajar untuk semua 

 1.1  Meningkatkan pilihan pendidikan berkualitas tinggi, 
 memberdayakan siswa dan orang tua untuk memilih pendidikan 
 yang memenuhi kebutuhan mereka. 

 ●  ●  ● 
 1.2  Memberikan semua siswa P-12 akses dan peluang yang sama 

 untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi  ●  ●  ● 
 1.3  Mempersiapkan semua siswa untuk transisi yang sukses ke 

 perguruan tinggi dan karier dengan mendukung akses ke 
 pendaftaran ganda, pengembangan keterampilan kerja, dan 
 sains, teknologi, teknik, dan matematika berkualitas tinggi. 

 ●  ● 

 174  Singkatan : G: Pemerintah Pusat (Government/Department); SG: Pemerintah Negara Bagian (State Government); Vocational 
 Rehabilitation Agencies (VR): Pembagian layanan yang didukung negara untuk membantu penyandang disabilitas, pengangguran, 
 dan individu dengan pendidikan rendah dalam mengejar karir; Local Education Agency (LEA): Dewan pendidikan publik atau 
 otoritas publik lainya yang secara hukum dibentuk dalam suatu negara untuk kontrol administratif; Non-government Organisation 
 (NGO): Organisasi nirlaba independen dengan tujuan sosial. 
 ** Sejak Presiden Biden terpilih pada Januari 2021, rencana TA 2018-2022 ditunda. 
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 Tujuan dan Sasaran Strategis 

 Pemangku 
 Kepentingan 174

 Timeline 

 G  SG  VR  LEA  NGO  2018- 
 2019 

 2019- 
 2020 

 2020- 
 2021 

 1.4  Mendukung lembaga dan institusi dalam penerapan strategi 
 dan praktik berbasis bukti yang membangun kapasitas staf 
 sekolah dan keluarga untuk mendukung performa akademik 
 siswa. 

 ●  ● 

 Tujuan Strategis 2: Memperluas peluang pendidikan pasca sekolah menengah, meningkatkan hasil untuk 
 mendorong peluang ekonomi dan mempromosikan warga negara yang terinformasi, bijaksana, dan produktif. 

 2.1  Mendukung lembaga pendidikan, siswa, orang tua dan 
 masyarakat untuk meningkatkan akses dan penyelesaian 
 perguruan tinggi, pembelajaran dan karir seumur hidup, 
 pendidikan teknis dan pendidikan orang dewasa. 

 ●  ●  ● 

 2.2  Mendukung agensi dan lembaga pendidikan dalam 
 mengidentifikasi dan mengimplementasi strategi berbasis bukti 
 atau praktik menjanjikan lainnya untuk meningkatkan peluang 
 pendidikan dan kesuksesan dalam mempersiapkan tenaga 
 kerja yang mampu bersaing dalam ekonomi global. 

 ●  ● 

 2.3  Mendukung agensi dan institusi pendidikan saat mereka 
 menciptakan atau memperluas jalur yang inovatif dan 
 terjangkau untuk karir yang relevan dengan memberikan 
 kredensial pasca sekolah menengah atau keterampilan siap 
 kerja. 

 ●  ●  ● 

 2.4  Meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan di seluruh siklus 
 hidup bantuan siswa  ●  ●  ● 

 2.5  Meningkatkan kemampuan siswa dan orang tua untuk 
 membayar kembali biaya pinjaman siswa federal dengan 
 memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, alat yang 
 relevan, dan opsi pembayaran yang dapat dikelola. 

 ●  ●  ● 

 Sasaran Strategis 3: Memperkuat kualitas, aksesibilitas, dan penggunaan data pendidikan melalui manajemen 

 3.1  Meningkatkan tata kelola data Departemen, manajemen siklus 
 hidup data, dan kapasitas untuk mendukung data pendidikan.  ●  ●  ● 

 3.2  Meningkatkan perlindungan privasi, dan transparansi data 
 pendidikan baik di Departemen maupun di komunitas 
 Pendidikan. 

 ●  ●  ● 
 3.3  Meningkatkan akses penggunaan data pendidikan untuk 

 membuat keputusan yang tepat baik di Departemen maupun di 
 komunitas pendidikan 

 ●  ● 
 Sasaran Strategis 4: Reformasi efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Departemen. 
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 Tujuan dan Sasaran Strategis 

 Pemangku 
 Kepentingan 174

 Timeline 

 G  SG  VR  LEA  NGO  2018- 
 2019 

 2019- 
 2020 

 2020- 
 2021 

 4.1  Memberikan bantuan peraturan kepada lembaga pendidikan 
 dan 
 mengurangi beban dengan mengidentifikasi peraturan, proses 
 dan kebijakan yang memakan waktu dan kerja untuk 
 meningkatkan atau menghilangkannya, sambil terus melindungi 
 pembayar pajak dari pemborosan dan penyalahgunaan. 

 ●  ●  ● 

 4.2  Mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko 
 perusahaan  ●  ●  ● 

 4.3  Memperkuat keamanan siber Departemen dengan 
 meningkatkan perlindungan untuk infrastruktur, sistem, dan data 
 teknologi informasinya 

 ●  ● 
 4.4  Meningkatkan keterlibatan dan persiapan tenaga kerja 

 Departemen menggunakan pengembangan profesional dan 
 langkah-langkah akuntabilitas. 

 ●  ●  ● 

 8.8.1.2. Inisiatif Pengembangan SDM 
 Di  bawah  ini  tercantum  Inisiatif  Pengembangan  SDM  Pemerintah  Amerika  Serikat  untuk  mengatasi 
 tantangan  di  Amerika  Serikat  terkait  dengan  kurangnya  dan  ketidaksesuaian  keterampilan  serta 
 kurangnya akses ke pelatihan yang dibutuhkan: 
 1.  Career Technical Education  (CTE) 

 Program  pendidikan  ini  diluncurkan  pada  tahun  2006  dengan  fokus  pada  pengajaran 
 keterampilan  khusus  untuk  pekerjaan  karir  tertentu  melalui  pembelajaran  praktik  (  hands-on  ). 
 Program  ini  menargetkan  pelajar  sekolah  menengah,  pasca  sekolah  menengah  dan  pelajar 
 dewasa.  Tujuan  CTE  adalah  meningkatkan  kesiapan  dan  kompetensi  kerja  pelajar.  CTE 
 melibatkan pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan administrasi sekolah lokal. 

 2.  Perkins V 
 Peraturan  ini  diluncurkan  pada  tahun  2018.  Perkins  V  adalah  pemberian  dana  hibah  federal  yang 
 bertujuan  untuk  meningkatkan  fleksibilitas  pemerintah  negara  bagian  untuk  mengembangkan 
 program  CTE  sesuai  dengan  urgensi  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan,  serta  memprioritaskan 
 keterlibatan  industri,  bisnis,  dan  kolaborasi  dengan  sekolah-sekolah  lokal.  Perkins  V  juga 
 menuntut  analisis  kebutuhan  (  need  assessment  )  dan  perencanaan  CTE  yang  disetujui  oleh 
 Departemen Pendidikan AS. 

 3.  Model Kompetensi Industri 
 Bertujuan  untuk  mempromosikan  pemahaman  tentang  keterampilan  dan  kompetensi  yang 
 penting  untuk  membantu  industri  mendidik  dan  melatih  tenaga  kerja  yang  kompetitif  secara 
 global.  Model  ini  sudah  ada  sejak  tahun  2015.  Model  Kompetensi  Industri  merupakan  kerjasama 
 antara  pemerintah  dan  industri  untuk  mengembangkan  dan  memelihara  model  kompetensi  dasar 
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 dan  teknis.  Model  ini  memiliki  blok  bangunan  dengan  lima  tingkatan  yang  dibagi  menjadi 
 efektivitas pribadi, kompetensi dasar dan kompetensi terkait industri. 

 4.  Workforce Innovation and Opportunity Act  (WIOA) 
 Regulasi  ini  diluncurkan  pada  tahun  2014  untuk  mendukung  masyarakat  mendapatkan  pekerjaan 
 dan  karir  yang  berkualitas  tinggi  serta  membantu  perusahaan  dalam  mempekerjakan  dan 
 mempertahankan  pekerja  terampil.  WIOA  dirancang  untuk  membantu  pencari  kerja  mengakses 
 lowongan  pekerjaan,  pendidikan,  pelatihan  dan  layanan  dukungan,  dan  mencocokkan 
 perusahaan dengan pekerja terampil untuk membantu mereka bersaing dalam ekonomi global. 

 5.  Career One Stop 
 Layanan ini didirikan pada tahun 2015 dan disponsori oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika 
 Serikat untuk membantu orang menjelajahi karier, pelatihan, dan pekerjaan.  CareerOneStop 
 menawarkan: 
 ●  Alat  dan  sumber  daya  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  jalur  karier  (  mySkills 

 myFuture  ) 
 ●  Layanan  untuk  membantu  menemukan  pekerjaan,  pelatihan,  dan  dukungan  finansial  untuk 

 pekerja yang mengalami PHK maupun veteran (  ReEmployment  dan  Veterans ReEmployment  ) 
 ●  Alat  dan  sumber  daya  untuk  membantu  dalam  perencanaan,  pendanaan,  dan  pencapaian 

 pendidikan  dan  pelatihan  yang  ditargetkan,  termasuk  menemukan  sertifikasi  dan  lisensi  yang 
 diperlukan (  Credentials Center  ) 

 ●  Sumber  daya  bagi  perusahaan  untuk  merekrut,  melatih,  dan  mempertahankan  tenaga  kerja 
 terampil (  Business Center  ) 

 ●  Sumber  daya  untuk  pemimpin  industri,  pendidik,  pengembang  ekonomi,  dan  professional 
 investasi  tenaga  kerja  publik  tentang  standar  kompetensi  (Model  Kompetensi 
 Clearinghouse  /Model Kompetensi Industri) 

 8.8.1.3. Dampak Positif dan Tantangan Selanjutnya 

 Implementasi program dan inisiatif membawa beberapa dampak positif bagi Amerika Serikat, seperti: 
 1.  Mahasiswa  yang  mengikuti  Career  Technical  Education  /CTE  (11%  untuk  3  SKS)  memiliki 

 tingkat  pengangguran  yang  lebih  rendah  dibandingkan  lulusan  SMA  umum  (23%).  Lulusan 
 CTE  menempati  persentase  tertinggi  dalam  mencari  pekerjaan  dengan  gaji  USD  10  per  jam  dan 
 pekerjaan dengan tunjangan asuransi, kesehatan dan pensiun. 

 2.  Perkins  V  berhasil  meningkatkan  anggaran  dan  kinerja  sistem  CTE.  Tingkat  partisipasi  CTE 
 tahun  2019  untuk  SMA  pada  tahun  2019  meningkat  sebesar  3,6%,  untuk  perguruan  tinggi 
 meningkat sebesar 11,8%. 

 3.  71,4%  Masyarakat  yang  menerima  bantuan  dari  layanan  WIOA  berhasil  mendapatkan 
 pekerjaan  dan  median  pendapatan  meningkat  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (2018:  USD 
 6.170; 2019: USD 6.515). 

 4.  CareerOneStop  telah  dikunjungi  oleh  lebih  dari  30  juta  pengunjung  ,  sebagian  besar 
 menggunakan  alat  Job  Finder  (12,1%  dari  total  pengunjung)  dan  pencari  beasiswa  (11,9%  dari 
 total pengunjung) 

 Namun,  ada  juga  tantangan  terkait  kesenjangan  keterampilan  dan  pendaftaran  pendidikan  di  Amerika 
 Serikat yang dirangkum sebagai berikut: 

 1.  Pada  tahun  2019,  terjadi  kesenjangan  keterampilan  di  sektor  tertentu,  yang  terlihat  dari  6,4 
 juta  lowongan  yang  tidak  dapat  diisi  karena  kompetensi  lulusan  tidak  sesuai  dengan 
 kebutuhan  industri  (terutama  untuk  menganalisis  teks  yang  kompleks,  teknologi  baru,  dan 
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 pemecahan  masalah).  Sebagai  solusi,  Departemen  Tenaga  Kerja  Amerika  Serikat 
 mengumumkan  Industry-Recognized  Apprenticeship  Program  (IRAP)  yang  dimaksudkan  untuk 
 meningkatkan kualitas kurikulum pemagangan berdasarkan kebutuhan industri. 

 2.  Dampak Covid-19 
 ●  .  Terjadi  penurunan  dalam  pendaftaran  Pendidikan  tinggi,  sebanyak  11,4%  siswa  SMA 

 di tingkat kemiskinan tinggi tidak melanjutkan pendidikan tinggi. 
 ●  Ketidakamanan  keuangan,  sekitar  40%  siswa  yang  bekerja  telah  diberhentikan,  31% 

 mengalami pengurangan gaji, dan 37% mengalami penurunan jam kerja 
 ●  Sekitar  80%  mahasiswa  menyatakan  bahwa  COVID-19  telah  mempengaruhi  Kesehatan 

 mental  mereka,  terutama  dalam  motivasi  rendah,  kesepian,  dan  kesulitan  untuk 
 menjaga hubungan secara virtual 

 8.8.2 Jepang 

 8.8.2.1.  Human Capital Development Plan 

 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  tujuan  strategis,  sasaran,  inisiatif,  dan  pemangku  kepentingan  yang 
 relevan  dari  Rencana  Pengembangan  Kemampuan  Dasar  Kejuruan  dari  Kementerian  Kesehatan, 
 Tenaga  Kerja,  dan  Kesejahteraan  Jepang  (2020)  untuk  lebih  mengembangkan,  mempromosikan,  dan 
 berkolaborasi untuk tenaga kerja. 

 Tabel 41. Rencana Pengembangan Kemampuan Vokasi Dasar dari Kementerian Kesehatan, 
 Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Jepang (2020) 

 Tujuan 
 Strategis  Sasaran Strategis  Inisiatif 

 Pemangku 
 Kepentingan 175

 G  I  E  O 

 Pengembang 
 an dan 
 Peningkatan 
 kemampuan 
 vokasional 

 Promosi pelatihan 
 pendidikan yang 
 dilakukan oleh 
 pengusaha, dll. 

 Mendukung program peningkatan produktivitas di 
 pusat dukungan pengembangan SDM (melalui 
 konsultasi, implementasi pelatihan, pengiriman 
 instruktur, dsb.) 

 Subsidi kepada pengusaha yang mendukung upaya 
 pekerja dalam pengembangan karir (subsidi untuk 
 dukungan pengembangan SDM) 

 Pelatihan pendidikan di yayasan peduli kerja 

 Mengembangkan kemampuan praktik melalui 
 perpaduan pelatihan on-the-job training dan 
 pendidikan di dalam kelas (pelatihan praktik jangka 
 tetap, sistem pengembangan sumber daya manusia 
 praktis, pelatihan kerja untuk yang berusia setengah 
 baya) 

 Perumusan rencana pengembangan kemampuan 

 175  Singkatan: G: Pemerintah; I: Industri; E: Institusi Pendidikan; O: Organisasi Lain 
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 Tujuan 
 Strategis  Sasaran Strategis  Inisiatif 

 Pemangku 
 Kepentingan 175

 G  I  E  O 

 vokasional internal 

 Penunjukan promotor pengembangan kemampuan 
 kejuruan 

 Pelaksanaan 
 Hellotraining 
 (pelatihan kejuruan 
 umum) 

 Pelatihan bagi pekerja yang menganggur 

 Pelatihan untuk pekerja yang dipekerjakan 

 Pelatihan untuk lulusan sekolah 

 Pelatihan untuk instruksi pelatihan kejuruan, dll. 
 (Politeknik University of Japan (Organisasi Jepang 
 untuk Pekerjaan Lansia, Penyandang Disabilitas dan 
 Pencari Kerja), pelatihan untuk pengembangan 
 instruktur, dll.) 

 Pelaksanaan Hellotraining (pelatihan dukungan pencari kerja) 

 Promosi inisiatif 
 pengembangan diri 
 pekerja 
 secarasukarela 

 Sistem tunjangan pendidikan dan pelatihan (Sebagian 
 dari biaya pelatihan dibayar dengan asuransi kerja 
 untuk jangka waktu tertentu, jika mereka mengikuti 
 program pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh 
 Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.) 

 Promosi konsultasi karir 

 Promosi Sistem Kartu Kerja (  Job Card  ) 

 Pengembang 
 an dan 
 Peningkatan 
 kemampuan 
 vokasional 

 Dukungan 
 pengembangan 
 karir untuk 
 karyawan 
 lepas/NEET’s 176

 Sistem pelatihan ganda versi Jepang, Stasiun 
 Dukungan Pemuda Regional/  Regional Support 
 Stations 

 Evaluasi 
 kemampuan 
 kejuruan dan 
 promosi 
 keterampilan 
 perdagangan 

 Sistem evaluasi 
 kemampuan 
 kejuruan 

 Tes Keterampilan Perdagangan Nasional [130 jenis 
 pekerjaan; 360.000 berlalu pada TA 2019, kira-kira. 
 7,34 juta total sejak TA 1959] 

 Tes keterampilan perdagangan internal resmi (49 
 operator bisnis, dll., 128 jenis pekerjaan, per 1 Apr 
 2020) 

 Pengembangan sistem evaluasi kemampuan kejuruan 

 176  NEET: Orang-orang muda yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. 
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 Tujuan 
 Strategis  Sasaran Strategis  Inisiatif 

 Pemangku 
 Kepentingan 175

 G  I  E  O 

 Promosi 
 keterampilan 

 Penghargaan untuk pekerja terampil yang luar biasa 
 (misalnya  Monodzukuri Nippon Grand Award, 
 Kompetisi Keterampilan Pemuda Monozukuri, 
 Kompetisi Keterampilan Nasional,  Grand Prix 
 Keterampilan, Kompetisi Keterampilan Dunia, 
 Abilympic, dll.) 

 Kerjasama 
 internasional 

 Kerjasama teknis 
 melalui organisasi 
 internasional, dll. 

 Program promosi sistem evaluasi keterampilan 

 Kerjasama teknis 
 antar pemerintah 

 Pengiriman tenaga ahli di bidang pengembangan SDM 
 (empat tenaga ahli jangka panjang diberangkatkan per 
 tahun anggaran 2020) 

 Penerimaan peserta pelatihan bidang pengembangan 
 SDM (6 peserta pelatihan per tahun anggaran 2019) 

 Menerima trainee 
 asing praktek kerja, 
 dll. 

 Pelatihan Magang Teknis yang Tepat dan Perlindungan 
 Trainee Magang Teknis (410.972 peserta per akhir 
 Desember 2019) 

 Peningkatan kapasitas instruktur pelatihan kejuruan di 
 negara berkembang 

 8.8.2.2. Inisiatif Pengembangan SDM 

 Jepang  memprakarsai  program  dukungan  pendidikan  dan  ketenagakerjaan  untuk  mengurangi 
 pengangguran  dan  membangun  angkatan  kerja  melalui  Inisiatif  Pengembangan  SDM  Pemerintah 
 Jepang, yang terdiri dari beberapa program: 

 1.  Sistem Kartu Kerja (  Job Card  ) 
 Diluncurkan  pada  tahun  2007  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan  Kesejahteraan, 
 program  ini  merupakan  kerjasama  dengan  industri  dan  akademisi.  Program  ini  memberikan 
 konsultasi  karir  dan  pelatihan  kejuruan  yang  melibatkan  pembelajaran  praktis  dan  sertifikasi. 
 Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  lulusan  baru,  ibu-ibu  yang  memasuki  dunia 
 kerja,  dan  pencari  kerja  lainnya  agar  mendapatkan  pekerjaan  yang  stabil.  Kartu  Kerja  berfungsi 
 untuk  menyimpan  data  jenjang  karir,  riwayat  pekerjaan,  data  pelatihan  dan  sertifikasi,  juga 
 digunakan untuk rekrutmen. 

 2.  Regional Youth of Support Stations  (RYSS) 
 Diluncurkan  pada  tahun  2007  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Ketenagakerjaan  dan  Kesejahteraan 
 sebagai  salah  satu  program  dari  Kebijakan  Pembangunan  Pemuda  Nasional,  program  RYSS 
 merupakan  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  kota,  serta  industri  yang  bertujuan  untuk 
 mendukung  dan  mempersiapkan  tenaga  kerja  muda  untuk  bergabung  dengan  tenaga  kerja. 
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 Support  Station  menyediakan  beberapa  program  seperti  konsultasi  karir  gratis,  pelatihan  kerja 
 (berdasarkan  kerjasama  dengan  industri),  re-learning,  job-hunting,  program  uji  coba  kerja 
 (magang), dll. 

 3.  Hello Work 
 Diluncurkan  pada  tahun  1953  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan  Kesejahteraan, 
 Hello  Work  adalah  pusat  layanan  ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  pencarian 
 kerja  dan  memberikan  tunjangan  asuransi  pengangguran  bagi  warga  sipil  Jepang  atau 
 internasional.  Pencari  kerja  lulusan  sekolah  menengah  tanpa  pengalaman  kerja  sebelumnya  dapat 
 menggunakan  Hello  work  untuk  Lulusan  Baru/  New  Graduates  yang  menyediakan  layanan 
 konsultasi  karir.  Ada  juga  fasilitas  lain  seperti  konselor  psikologi,  tes  bakat  dan  praktek  wawancara 
 (sampai dengan 45 tahun). 

 4.  Sistem Ganda Jepang 
 Program  ini  merupakan  bagian  dari  Youth  Independence  and  Challenge  Plan  pada  tahun  2004. 
 Program  Sistem  Ganda  diluncurkan  oleh  Kementerian  Kesehatan,  Tenaga  Kerja  dan 
 Kesejahteraan,  Kementerian  Pendidikan,  Kementerian  Ekonomi  dan  kantor  kabinet,  tujuannya 
 adalah  untuk  menyediakan  system  pembelajaran  kerja  terpadu.  Siswa  akan  belajar  di  sekolah 
 kejuruan  dan  pelatihan  di  perusahaan.  Program  ini  menargetkan  siswa  sekolah  menengah  yang 
 menganggur,  pekerja  yang  menganggur,  dan  pekerja  paruh  waktu.  Ada  dua  program,  termasuk 
 kursus kontrak (kontrak paruh waktu 4-6 bulan) dan kursus khusus (kontrak 2 tahun) 

 8.8.2.3. Dampak Positif dan Tantangan Selanjutnya 

 Pelaksanaan  inisiatif  Pemerintah  telah  memberikan  hasil  dan  dampak  positif  bagi  Jepang  sebagai 
 berikut: 

 1.  Paradigma  Ketenagakerjaan  Seumur  Hidup  (  Lifetime  Employment  )  adalah  komitmen 
 perusahaan  Jepang  bahwa  mereka  akan  mempekerjakan  karyawan  untuk  jangka  waktu  yang  lama. 
 Karena itu : 
 a.  Perusahaan  bersedia  melakukan  investasi  yang  besar  dalam  melakukan  pelatihan  karyawan, 

 yang  umumnya  dilakukan  dengan  mengirimkan  karyawan  baru  untuk  belajar  di  luar  negeri  atau 
 magang di perusahaan asing. 

 b.  Tingkat  pengangguran  kaum  muda  di  Jepang  (7,2%)  lebih  rendah  dari  rata-rata  pengangguran 
 kaum muda di negara-negara OECD (13,8%) 

 2.  Regional  Youth  Support  System  mampu  memberikan  bantuan  kepada  474.749  individu,  dimana 
 89% diantaranya mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

 3.  Sistem  Ganda  Jepang  mampu  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  unggul,  sebanyak  96%  lulusan 
 Kursus Khusus langsung mendapatkan pekerjaan tetap. 

 4.  Pelatihan Kejuruan Publik  membantu 95% peserta mendapatkan  pekerjaan. 

 Di  sisi  lain,  Jepang  harus  siap  menghadapi  pergeseran  dan  tantangan  demografis  dengan  cara 
 sebagai berikut: 
 1.  Pergeseran  demografis  Jepang,  dimana  terjadi  peningkatan  jumlah  lansia  dan  penurunan 

 populasi  usia  produktif.  Diperkirakan  pada  tahun  2016  penduduk  Jepang  yang  berusia  di  atas  65 
 tahun  akan  mencapai  39,9%  dari  total  penduduk.  Pada  tahun  2040,  tenaga  kerja  Jepang 
 diperkirakan akan menurun sebanyak 20%. 

 2.  Ketidaksesuaian  antara  pendidikan  dan  keterampilan  yang  diajarkan  di  universitas  dengan 
 kebutuhan industri  , termasuk keterampilan di bidang  IT dan AI. 
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 3.  Pada  tahun  2030,  pemerintah  Jepang  memiliki  target  untuk  membuat  kemajuan  melalui  reformasi 
 teknologi  dan  globalisasi  seperti  penggunaan  IoT  (Internet  of  Things,  big  data,  dan  AI), 
 mengubah  struktur  populasi  dan  meningkatkan  keberhasilan  wanita  dan  warga  lanjut  usia;  dan 
 meningkatkan lingkungan karyawan. 

 8.8.3 Republik Korea 

 8.8.3.1.  Human Capital Development Plan 

 Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  visi,  strategi,  inisiatif,  tujuan,  aksi,  dan  pemangku  kepentingan  yang 
 relevan dari Rencana Promosi Lifelong Learning ke-4 di Korea Selatan: 

 Tabel 42. HCDP Rencana Promosi Lifelong Learning ke-4 Korea Selatan 

 Visi  Stretegi  (4P)  Inisiatif  Objektif  Aksi  Pemangku 
 Kepentingan 

 Life-long 
 learning  yang 
 berkelanjutan 
 oleh 
 masyarakat, 
 dimana individu 
 dan masyarakat 
 dapat 
 bertumbuh 
 bersama  People/ 

 Masyarakat 

 Pergeseran 
 paradigma 
 menuju 
 masyarakat 
 yang berpusat 
 pada peserta 
 didik (  learner  ) 

 Pembelajaran 
 seumur hidup 
 bagi setiap 
 warga negara 

 1.1. Menjamin 
 hak  lifelong 
 learning  bagi 
 seluruh bangsa 

 (1) Mendukung karyawan untuk 
 berpartisipasi dalam lifelong 
 learning dengan 
 mempromosikan sistem cuti 
 yang dibayar, konsultasi, dll. 

 (2) Mempromosikan pelatihan 
 untuk konselor dan instruktur 
 yang akan membantu para 
 orang tua menjalani lifelong 
 learning 

 ●  Keterlibatan 
 seluruh 
 lapisan 
 masyarakat 

 ●  17 kantor 
 pemerintah di 
 tingkat 
 metropolitan 
 dan provinsi 

 ●  129  Happy 
 Learning 
 Centre  di 
 tingkat 
 komunitas 

 1.2. Provision of 
 Lifelong Learning 
 Ladder for 
 underprivileged 
 communities 

 (1) Memperluas kesempatan 
 pendidikan kepada semua 
 masyarakat yang ingin 
 mengembangkan keterampilan 
 literasi, misalnya pendidikan 
 literasi di wilayah pesisir. 

 (2) Menyediakan voucher 
 belajar untuk mengurangi biaya 
 pengeluaran. 

 Lifelong 
 learning  di 
 tempat kerja 

 2.1. Membangun 
 ekosistem lifelong 
 learning secara 
 online untuk 
 mempersiapkan 
 perubahan 
 pekerjaan yang 
 mengikuti 
 kebutuhan industri 

 (1) Mengembangkan  Korean 
 Massive Open Online Course 
 melalui kerjasama dengan 
 universitas dan perguruan 
 tinggi, membuat kursus untuk 
 Pendidikan kejuruan. 

 (2) Membangun sistem yang 
 dapat mendistribusikan konten, 
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 Visi  Stretegi  (4P)  Inisiatif  Objektif  Aksi  Pemangku 
 Kepentingan 

 Partisipasi 

 Partisipasi 
 berkelanjutan 
 dan sukarela 

 baik secara gratis maupun 
 berbayar dari lembaga 
 pemerintah dan publik/ swasta. 

 2.2. Perluasan 
 industri yang 
 disesuaikan 
 dengan  lifelong 
 education 

 (1)  Program Trial of the Match 
 Up  yang mendukung sertifikasi 
 keterampilan kerja bagi pelajar, 
 pencari kerja, dan karyawan 

 (2) Membentuk tim pembinaan 
 pendidikan 

 2.3. Peningkatan 
 fungsi lifelong 
 education di 
 perguruan tinggi 

 (1) Mengembangkan 
 pendidikan yang bersifat 
 adult-friendly di perguruan 
 tinggi 

 (2) Mengembangkan 
 universitas sebagai pusat 
 pendidikan kejuruan dan 
 lifelong learning. 

 Prosperity/ 
 Kemakmuran 

 Kesejahteraan 
 bersama 
 individu dan 
 masyarakat 

 Lifelong 
 learning 
 dimana saja 

 3.1. Memperkuat 
 kapasitas lifelong 
 learning di 
 tingkat lokal 

 (1) Memperluas jaringan pusat 
 lifelong learning dengan 
 mempertimbangkan kondisi 
 lokal dan fasilitas yang dapat 
 dimanfaatkan kembali 

 3.2. Mendukung 
 penciptaan nilai 
 masa depan 
 komunitas 
 berdasarkan 
 lifelong learning 

 (1) Mendukung  lifelong learning 
 berbasis masyarakat dengan 
 memperkuat kompetensi 
 kewarganegaraan dalam skala 
 regional 

 (2) Mempromosikan hubungan 
 antara lifelong learning dan 
 pendidikan vokasi 

 (3) Membuat kursus non-gelar 
 yang dapat disesuaikan dengan 
 kebutuhan lokal dan 
 mengembangkan talenta lokal 

 (4) Mengembangkan kursus 
 online  dan  offline  untuk 
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 Visi  Stretegi  (4P)  Inisiatif  Objektif  Aksi  Pemangku 
 Kepentingan 

 meningkatkan pemahaman 
 tentang nilai-nilai lingkungan, 
 kesadaran keselamatan, dan 
 tanggap bencana. 

 Partnership/ 
 Kemitraan 

 Memperkuat 
 hubungan 
 antara 
 kebijakan dan 
 institusi 

 Lifelong 
 learning 
 berkualitas 
 tinggi dengan 
 dasar yang 
 kuat 

 4.1. Memperbaiki 
 undang-undang 
 dan peraturan 
 yang 
 terkait dengan 
 lifelong education 

 (1) Mendorong pengembangan 
 system evaluasi dan sertifikasi 
 kelembagaan 

 (2) Meningkatkan kualitas 
 statistik lifelong learning 

 (3) Mendorong perluasan 
 kerjasama internasional 
 dalam lifelong learning dan 
 pendidikan bahasa asing 
 tertentu 

 4.2. Perluasan 
 investasi  lifelong 
 education 
 dan manajemen 
 yang sistematis 

 (1) Menetapkan rencana dan 
 pedoman strategis untuk 
 memperluas investasi dan 
 sumber daya untuk 
 mempromosikan lifelong 
 education. 

 8.8.3.2. Inisiatif Pengembangan SDM 

 Berikut  di  bawah  ini  berisi  inisiatif  pemerintah  untuk  Pengembangan  SDM  Republik  Korea  melalui 
 program-program yang menekankan persiapan kerja bagi generasi muda: 
 1.  Employment First-University Later 

 Pemerintah  Republik  Korea  meluncurkan  program  “  Employment  First-University  Later”  pada  tahun 
 2009,  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  ketidaksesuaian  antara  ketersediaan  tenaga  kerja  dan 
 keterampilan  khusus  yang  dibutuhkan  oleh  industri,  serta  mengurangi  jumlah  siswa  yang  langsung 
 mendaftar  ke  perguruan  tinggi  setelah  menyelesaikan  sekolah  menengah.  Melalui  program  ini, 
 diharapkan  tenaga  kerja  muda  dapat  memilih  jalur  pendidikan  yang  sesuai  dengan  karir  yang  akan 
 dijalani. 

 2.  Standar Kompetensi Nasional (  National Competency Standards  “NCS”) 
 Standar  kompetensi  nasional  telah  diberlakukan  sejak  tahun  2010  oleh  Kementerian  Pendidikan 
 dan  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Korea.  NCS  bertujuan  untuk  menyediakan  kompetensi 
 yang  terstandarisasi  di  berbagai  pekerjaan  sesuai  dengan  kebutuhan  industri.  NCS  digunakan 
 sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum  pendidikan  vokasi,  Specialised  High  School  dan  Meister 
 High  School  .  Pada  tahun  2015,  dibentuk  dewan  keterampilan  industri  dari  lembaga  dan  industri 
 terkait pihak yang akan bertanggung jawab untuk memperbarui NCS setiap tahunnya. 

 3.  Meister High School 
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 Diluncurkan  pada  tahun  2010,  sekolah  ini  bertujuan  untuk  mempersiapkan  tenaga  kerja  dengan 
 keahlian  khusus  yang  dibutuhkan  industri,  sehingga  setelah  lulus  mereka  dapat  bersaing  di  dunia 
 kerja.  Pemerintah  juga  mengadakan  program  pendidikan  gratis  untuk  para  Meister  .  Alur  pendidikan 
 yang  diterapkan  adalah  satu  tahun  pembelajaran  terkait  soft  skill,  kemudian  dua  hingga  tiga  tahun 
 pembelajaran  yang  terkait  dengan  pekerjaan  secara  khusus.  Kurikulum  yang  diterapkan  mengacu 
 pada  NCS,  sehingga  kurikulum  dapat  dengan  mudah  dimodifikasi  sesuai  kebutuhan  industri.  Pada 
 tahun  2013,  Meister  High  School  mulai  bekerja  sama  dengan  industri  dengan  harapan  dapat 
 menjamin  dan  mempercepat  pengangkatan  siswa  untuk  menjadi  karyawan.  Industri  yang  terlibat 
 diantaranya  Samsung,  Hyundai  Motors,  Institut  Teknologi  Industri  Korea,  Asosiasi  Pengrajin  Korea, 
 Kementerian  Pendidikan,  Sains  dan  Teknologi.  Pada  tahun  2018,  Meister  High  School 
 menambahkan  lebih  banyak  prospek  karir  seperti  teknik  mesin,  pembuatan  kapal,  ilmu  informasi, 
 semikonduktor dan robotika hingga ilmu pangan 

 4.  Korean Work-Learning Dual System 
 Diluncurkan  pada  tahun  2014  oleh  Pemerintah  Republik  Korea,  program  ini  bertujuan  untuk 
 mengajarkan  keterampilan  yang  dibutuhkan  di  tempat  kerja,  agar  pekerja  Korea  dapat  bersaing  di 
 pasar  tenaga  kerja,  serta  mendorong  perusahaan  untuk  mengadakan  program  pelatihan  yang 
 disubsidi.  Sistem  pembelajarannya  melibatkan  mahasiswa  magang  selama  0,5  -  4  tahun  (terdiri 
 dari  300  -  1000  jam  per  tahun),  dengan  minimal  &gt;50%  on-the-job-training,  dan  sebesar  20-50% 
 off-the-job-training. Program ini memiliki dua target peserta, untuk karyawan dan mahasiswa: 

 -  Untuk karyawan terdapat  Single Company  dan  Joint Training  Centre 

 -  Untuk  siswa  melalui  program  Sekolah  Magang  Integral  Akademik  Industri  (untuk  siswa  kelas 
 dua  dan  tiga  SMA);  Uni-Tech  (dua  tahun  Pendidikan  terpadu  dan  1,5  tahun  pembelajaran 
 teknikal);  dan  Praktik  Profesi  Industri/  Industry  Professional  Practice  (program  untuk 
 mahasiswa sarjana tahun ketiga dan keempat, masa magang sampai sepuluh bulan) 

 8.8.3.3. Dampak Positif dan Tantangan Selanjutnya 

 Inisiatif  Pengembangan  SDM  di  Republik  Korea  telah  memberikan  manfaat  lebih  dari  yang  diharapkan 
 dalam  hal  pengembangan  tenaga  kerja  dan  dalam  mendefinisikan  ulang  Pendidikan  kejuruan.  Berikut 
 ini adalah dampak positif dari Human Capital Development yang digagas oleh pemerintah Korea: 
 1.  Meister High School  : 

 ○  Terdapat  spillover  effect  pada  perubahan  persepsi  masyarakat  terhadap  pendidikan 
 vokasi. pendidikan vokasi saat ini dipandang setara dengan jalur pendidikan umum.. 

 ○  Lebih  dari  80%  lulusan  mendapatkan  pekerjaan  berdasarkan  rekomendasi  sekolah  dan 
 dapat  bersaing  dalam  kompetisi  terbuka,  yang  membuktikan  metode  pemagangan 
 membantu transisi dari sekolah ke dunia kerja. 

 ○  Peningkatan  jumlah  siswa  yang  langsung  bergabung  dengan  angkatan  kerja  (46,6%) 
 melebihi siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi (36,6%). 

 ○  Siswa  memiliki  rencana  pendidikan  yang  lebih  terarah  karena  telah  mengetahui  akan 
 menggali ilmu yang sesuai dengan pekerjaannya saat ini 

 2.  Work-Learning Dual System: 
 Lebih  dari  75%  peserta  berada  pada  kelompok  usia  remaja  (15-19  tahun)  dan  kelompok  usia  20 
 tahun, serta tingkat pengangguran kaum muda juga berkurang 

 Namun  demikian,  tantangan  lebih  lanjut  dari  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  diprakarsai 
 oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 

 1.  Dampak  COVID-19,  beberapa  perusahaan  seperti  e-commerce  yang  memberlakukan 
 overwork  mengakibatkan  9  kematian.  Pemerintah  mencoba  memberikan  batas  waktu  kerja  52 
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 jam/minggu  selama  enam  bulan  untuk  karyawan  tetap  (UKM  dapat  meminta  hingga  60 
 jam/minggu),  tetapi  masih  ada  celah  hukum  bagi  perusahaan  yang  mempekerjakan  karyawan 
 kontrak 

 2.  Menurut  PBB,  31,15%  penduduk  Korea  akan  berusia  di  atas  65  tahun  pada  tahun  2040  , 
 sehingga  mengurangi  angkatan  kerja  di  usia  produktif.  Angka  ini  meningkatkan  kemungkinan 
 perusahaan  mempertahankan  pekerja  senior  yang  melebihi  usia  produktifnya.  Di  masa  depan, 
 Republik  Korea  harus  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan  pelatihan  orang  dewasa  untuk 
 membantu  pekerja  senior  beradaptasi  dan  meningkatkan  kompetensi  mereka  hingga  standar 
 teknologi modern 

 8.8.4 Republik Sosialis Vietnam 

 8.8.4.1. Inisiatif dan Pemangku Kepentingan 
 Dalam  mencapai  SDM  yang  lebih  baik,  Vietnam  giat  dalam  meningkatkan  dan  memastikan  kesetaraan 
 dalam  akses  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan  melalui  program  Education  for  All  .  Tabel  di  bawah 
 ini mencakup tujuan, inisiatif, dan pemangku kepentingan terkait  Education for All  Vietnam 

 Tabel 43. Tujuan, Inisiatif dan Pemangku Kepentingan Terkait dari  Education for All  Republik 
 Sosialis Vietnam 

 Objektif  Aspek  Inisiatif  Pemangku 
 Kepentingan 

 1.  Bergerak dari 
 kuantitas ke 
 kualitas 
 pendidikan 

 2.  Menyelesaikan 
 pendidikan  dasar 
 universal dan 
 menengah 
 universal 

 3.  Memberikan 
 kesempatan  belajar 
 sepanjang hayat 

 4.  Memobilisasi 
 partisipasi penuh 
 dalam pendidikan 

 5.  Memastikan 
 pengelolaan yang 
 efektif dan 
 pemanfaatan 
 sumber daya yang 
 lebih baik 

 Pendidikan  

 Kuantitas dengan inklusivitas  dengan  pendidikan 
 dasar gratis  untuk memungkinkan akses pendidikan 
 penuh, lebih fokus pada keluarga miskin, anak-anak 
 kurang beruntung, kesetaraan  gender  ,  ketersediaan 
 buku pelajaran, buku catatan, dan perlengkapan 
 sekolah gratis  untuk siswa etnis minoritas 

 ●  Pemerintah 
 Pusat 

 ●  Pemerintah 
 Daerah 

 Memperluas pembelajaran di luar sekolah dengan 
 reorientasi pendidikan untuk bekerja bersama dengan 
 kebutuhan baru pembangunan ekonomi  karena 
 pertumbuhan yang cepat dari manufaktur, sektor 
 berorientasi global dan urbanisasi 

 Fokus pada guru  dengan memberikan pelatihan 
 prajabatan dan dalam-jabatan sebagai dukungan 
 kepada guru  , sistem penilaian untuk guru dan siswa,  dan 
 pemantauan berkelanjutan untuk 
 menyesuaikan dan memperkuat program pelatihan 

 Kesehatan 

 Peningkatan  kesehatan ibu  sebagai bagian dari 
 peningkatan bidang kesehatan dengan memberikan 
 pelayanan preventif gratis  , seperti 
 imunisasi, kebersihan, gizi dan pelayanan kesehatan 
 ibu dan anak. 

 Program sasaran kesehatan nasional yang dikelola secara 
 terpusat dengan berfokus pada  program vaksinasi, 
 nutrisi, keamanan pangan dan pelatihan yang 
 dikendalikan secara terpusat untuk staf kesehatan 
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 Objektif  Aspek  Inisiatif  Pemangku 
 Kepentingan 

 Amanat Pusat Pelayanan Kesehatan untuk  tidak 
 meninggalkan siapapun dalam hal kesehatan  , terutama 
 bagi masyarakat miskin dan kelompok penduduk rentan 
 lainnya dengan menyediakan cakupan, baik dengan 
 membebaskan masyarakat miskin dari membayar 
 biaya pengguna untuk layanan yang digunakan atau 
 dengan menutupi mereka melalui  asuransi kesehatan 

 8.8.4.2. Dampak Positif dan Tantangan Selanjutnya 

 Vietnam  berhasil  mengungguli  negara-negara  sebaya  dalam  hal  pendidikan  dan  kesehatan  warga 
 Vietnam melalui program  Education for All  , misalnya: 
 1.  Sebesar  99,7%  anak-anak  di  Vietnam  telah  menyelesaikan  pendidikan  dasar  pada  tahun 

 ajaran 2016-2017  
 2.  Pemerintah  terlibat  dalam  pengembangan  pusat  pendidikan  dan  pusat  pembelajaran 

 masyarakat  dan penyebaran lembaga pelatihan kejuruan  dan khusus di banyak daerah 
 3.  Skor  PISA  Vietnam  pada  tahun  2015  dan  2015  mengungguli  sebagian  besar  negara  lain 

 dalam kelompok pendapatan yang sama dan beberapa negara maju lainnya 
 4.  Sebanyak  73%  populasi  Vietnam  memiliki  akses  ke  pelayanan  kesehatan  esensial  dan 

 cakupan asuransi kesehatan mencapai 86,4% pada tahun 2917 
 5.  Akses  gratis  di  sekolah  asrama  dan  semi-asrama  untuk  anak-anak  dari  keluarga  miskin, 

 kelompok etnis minoritas dan anak-anak kurang mampu 
 6.  Angka  kematian  menurun  sebesar  75%  antara  tahun  1990  dan  2015,  HIV/AIDS  dan  kematian 

 terkait  telah  menurun  dan  kasus  baru  tuberkulosis  per  100.000  orang  berkurang  dari  375  kasus 
 pada tahun 2000 menjadi 130 kasus pada tahun 2017 

 7.  Tingkat  literasi  anak  usia  15  tahun  ke  atas  adalah  95%  pada  tahun  2016,  sebesar  92%  anak 
 usia  3-5  tahun  bersekolah  di  taman  kanak-kanak  dan  99%  anak  usia  sekolah  dasar  terdaftar  di 
 sekolah pada tahun 2018 

 Selain  itu,  ada  kemungkinan  tantangan  lebih  lanjut  untuk  mengejar  industrialisasi  dan  memenuhi 
 kebutuhan SDM industri, yang dirangkum sebagai berikut: 
 1.  Banyak  anak  dari  keluarga  miskin,  daerah  terpencil  dan  kelompok  etnis  minoritas  masih  berjuang 

 untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan inklusif 
 2.  Kualitas  SDM  yang  ada  saat  ini  belum  dapat  memenuhi  persyaratan  ,  yang  menyebabkan 

 ketidaksesuaian  antara  kualifikasi  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kerja  dengan  kebutuhan 
 industri 

 3.  Untuk memenuhi kebutuhan industri di Vietnam  , yaitu: 
 ●  Vietnam  harus  memiliki  kesempatan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  untuk  dapat 

 mengikuti  tren  terkini  terkait  teknologi  dan  implementasinya,  misalnya  kursus,  konferensi 
 internasional tentang  Artificial Intelligence  (“AI”) 

 ●  Terdapat  kendala  bahasa  dalam  mempelajari  teknologi  ,  yang  umumnya  menggunakan 
 Bahasa Inggris. 
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 8.8.5 Malaysia 

 8.8.5.1. Tujuan Program dan Pemangku Kepentingan 

 Sebagaimana  dibahas  di  bagian  benchmarking  dalam  laporan,  Malaysia  mendirikan  lembaga  bakat 
 nasional  bernama  TalentCorp  pada  tahun  2011.  TalentCorp  telah  mengembangkan  inisiatif  yang 
 dirancang  untuk  para  profesional,  mahasiswa  dan  lulusan,  serta  mitra  industri  dan  akademik,  yang 
 dirangkum sebagai berikut: 

 Tabel 44. Tujuan, Inisiatif, dan Pemangku Kepentingan Malaysia 

 Kategori  Program  Tujuan Program 

 Pemangku 
 Kepentingan 177

 G  I  A  C 

 Professional 

 Talent 
 ProCertification 

 Program sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk 
 mendorong non- HRDF (  Human Resource Development 
 Fund  ) untuk meningkatkan pengembangan SDM dengan 
 memberikan  insentif pajak  atas biaya pelatihan yang 
 dikeluarkan oleh perusahaan untuk  meningkatkan 
 keterampilan dan pengetahuan serta kualifikasi 
 karyawan  dalam rangka memperoleh sertifikasi profesi 
 yang diakui oleh industri.    

 Program 
 Returning Expert    

 Inisiatif yang diperkenalkan pada tahun 2011 untuk 
 pekerja terampil Malaysia yang tinggal di luar negeri 
 agar dapat membawa pengalaman, keterampilan, 
 pengetahuan dan keahlian mereka  kembali ke Malaysia 
 dengan menawarkan berbagai insentif keuangan dan 
 biaya hidup. 

 Career Comeback 
 Program  & 
 Pembebasan 
 Pajak 

 Program yang telah diadakan sejak 2015 dan bertujuan 
 untuk mendukung upaya Pemerintah Malaysia dalam 
 meningkatkan  Female Labour Force Participation Rate 
 (FLFPR)  dengan memberikan pembebasan pajak hingga 
 12 bulan bagi perempuan yang bersedia kembali bekerja 
 dan memenuhi persyaratan. CCP mendorong perusahaan 
 untuk mempertahankan dan merekrut pekerja perempuan 
 yang mengambil jeda karir, memungkinkan perempuan 
 untuk meningkatkan keterampilan dan memiliki 
 kesempatan kerja bagi perempuan yang ingin kembali 
 bekerja. 

 Mahasiswa 
 dan Lulusan  MyASEAN 

 Inisiatif untuk mempromosikan kewarganegaraan global 
 dan 
 menanamkan kecerdasan budaya di kalangan generasi 
 muda ASEAN sudah dilakukan sejak tahun 2015 dengan 

 177  Singkatan: G: Pemerintah, I: Industri, A: Akademi,  C: Konsultan 
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 Kategori  Program  Tujuan Program 

 Pemangku 
 Kepentingan 177

 G  I  A  C 

 memberikan kesempatan magang dengan durasi 
 minimal 8 minggu  untuk dapat menyerap keahlian dan 
 pengetahuan dari negara ASEAN lainnya, sekaligus 
 membangun jaringan dengan generasi muda ASEAN 
 lainnya. Program ini sangat dipengaruhi oleh pandemi 
 COVID-19. 

 Scholarship Talent 
 Attraction and 
 Retention  (STAR) 

 Program sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk 
 membantu  penerima beasiswa JPA (  Jabatan 
 Perkhidmatan Awam/ Departemen Pelayanan Umum  ) 
 agar dapat dipekerjakan di perusahaan public atau 
 swasta  yang telah bermitra dengan JPA dengan durasi 
 minimal 12 bulan. 

 Young 
 Employable 
 Students  (YES!) 

 Intervensi proaktif untuk  meningkatkan jumlah lulusan 
 yang dipekerjakan dan keterampilan lain dengan 
 memastikan 
 ketahanan dan kesiapan para talenta.  Program ini 
 diselenggarakan 
 melalui pembekalan para talenta dengan keterampilan 
 dan 
 kepercayaan diri untuk memasuki dunia kerja, antara lain 
 #KisahSiswa, #BeliaBekerja Pameran Karir secara virtual, 
 Semester 
 Break Program  ,  Nurturing EXpert Talent  (NEXT), 
 #MyDigitalWorkforceWeek 

 Semester Break 
 Programme  (SBP) 

 Program yang diluncurkan pada tahun 2014 untuk 
 meningkatkan eksposur siswa ke industri dan 
 memberikan peluang berharga bagi mereka untuk 
 terhubung dan membangun jaringan dengan 
 pemimpin perusahaan Malaysia yang berpengaruh  . 
 SBP diselenggarakan melalui pemberian sesi 
 meet-and-learn, workshop dan field trip. Pada tahun 2020, 
 diadakan secara virtual dengan total 4299 peserta. 

 Structured 
 Internship 
 Programme  (SIP) 

 Program yang dilakukan sejak tahun 2013 
 memberikan kesempatan magang yang berkualitas 
 bagi mahasiswa program sarjana dan siswa SMK 
 untuk mengembankan program magang yang tersruktur 
 sekaligus membeirkan gambaran kepada mahasiswa 
 tentang lingkungan kerja. 

 Perusahaan 
 dan Mitra 

 Work-Life 
 Practices  (WLPs) 

 Initiative started in 2015 to provide comprehensive 
 consulting services to the companies to be able to 
 adopt Work-Life Practices, increase productivity, and 
 give moral support for employees  to adapt with the  new 
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 Kategori  Program  Tujuan Program 

 Pemangku 
 Kepentingan 177

 G  I  A  C 

 normal conditions through webinars. Inisiatif dimulai pada 
 tahun 2015 untuk memberikan  layanan 
 konsultasi yang komprehensif kepada perusahaan 
 untuk dapat mengadopsi  Work-Life Practices  , 
 meningkatkan produktivitas, dan memberikan 
 dukungan moral bagi karyawan  untuk beradaptasi 
 dengan kondisi normal baru melalui webinar. 

 Kolaborasi 
 Industri-Akademis 
 i 

 Collaborative program between industry and 
 university to strengthen the technical and soft skills 
 needed by the industry  to produce graduates who are 
 ready to work within the industry, especially in the 
 electrical and electronics (E&E) and global business 
 services (GBS) sektors 
 Program kerjasama antara industri dan universitas 
 untuk 
 memperkuat keterampilan teknis dan  soft skill  yang 
 dibutuhkan 
 oleh industri  untuk menghasilkan lulusan yang siap 
 bekerja di 
 industri, terutama di sektor kelistrikan dan elektronik 
 (E&E), serta 
 layanan bisnis global (GBS) 

 8.8.5.2. Dampak Positif dan Tantangan Selanjutnya 

 Inisiatif yang dirancang untuk para profesional, mahasiswa, pengusaha, industri dan mitra akademisi 
 telah memberikan hasil positif sebagai berikut: 
 1.  Structured Internship Programme  (SIP) 

 Berhasil membantu 94.133 siswa sejak tahun 2013 untuk dipekerjakan. 
 2.  MyASEAN Internship 

 Menampung  215  mahasiswa  magang  untuk  ditempatkan  di  negara-negara  ASEAN  dan 
 mendapatkan pengalaman sejak tahun 2015. 

 3.  Career Comeback Programme 
 Sebanyak  855  perempuan  kembali  bekerja  dan  2.079  perempuan  lainnya  telah  terdaftar  sejak 
 tahun 2015. 

 4.  Talent ProCertification 
 Menerima  pendaftaran  sejumlah  11.161  sejak  tahun  2015  untuk  meningkatkan  keterampilan 
 melalui sertifikasi. 

 5.  Scholarship Talent Attraction and Retention 
 Sebanyak 6.922 siswa dikontrak untuk bekerja di sektor publik dan swasta sejak tahun 2011. 

 6.  Summer Break Programme 
 Memfasilitasi  6.078  peserta  (4.299  secara  virtual,  2.409  secara  langsung)  sejak  tahun  2014  untuk 
 mendapatkan paparan dari industri. 

 223 



 7.  Returning Expert Programme 
 Sejak tahun 2011, total 5.799 warga Malaysia yang tinggal di luar negeri telah kembali ke 
 Malaysia dan berkontribusi pada pembangunan SDM dan ekonomi. 

 Tetapi, Malaysia juga perlu mempertimbangkan tantangan lebih lanjut, beberapa di antaranya 
 adalah sebagai berikut: 
 1.  Adanya  peningkatan  kebutuhan  beberapa  posisi  di  sektor  manufaktur  dan  konstruksi  yang 

 terdampak  wabah  COVID-19,  serta  terganggunya  upaya  pengembangan  SDM  melalui 
 pendidikan  tinggi  dan  sekolah  kejuruan  ,  yang  menyebabkan  beberapa  posisi  menjadi  kritikal, 
 seperti  insinyur  listrik,  teknisi  profesional  (surveyor,  insinyur  proyek),  manajer  kebijakan  dan 
 perencanaan, tenaga profesional manufaktur, pengembangan perangkat lunak, analis sistem. 

 2.  Masih  kurangnya  kesadaran  dan  persiapan  dari  para  talenta  untuk  masa  depan  .  Melalui 
 Nurturing  EXpert  Talent  (NEXT),  sebanyak  50%  lulusan  sudah  memiliki  arah  karir.  Namun, 
 sebanyak 32% lulusan belum memahami industri dan 19% lainnya belum 
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